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3.

4.

5.

tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut,
Daerah   Tingkat   11   Tapin,   dan   Derah   Tingkat   11
Tabalong  dengan  Mengubah  Undang-Undang  No.  27
Tahun    1959,   tentang   Penetapan   Undang-Undang
Darurat  No.  3  Tahun   1953,  tentang  Pembentukan
Daerah  Thgkat  11  di  Kalimantan  (Lembaran  Negara
Tahun  1965 Nomor 51,  Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2756) ;
Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Thhun    2014    Nomor    244,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah   terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2'022  tentang  Cipta  Kelja
Menjadi Undang-Undang  (I.embaran  Negara Republik
Indonesia    Tahun    2023    Nomor    41,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahuh 2016 tentang
Perangkat    Daerah     (I.embaran    Negara    Republik
Indonesia    Tahun    2016    Nomor    114,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5887)
sebagalmana     telah     diubah     dengan     Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016
tentang Perangkat Daerah (I.embaran Negara Republik
Indonesia    Tahun    2019    Nomor    187,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
Peraturan   Daerah   Nomor   6   Tahun   2024   tentang
Pembentukan    dan    Susunan    Peran9kat    Daerah

(Lembaran   Daerah   Kota   Balikpapan   Tahun   2024
Nomor    6,    Tambahan    I.embaran    Daerah    Kota
Bali]apapan Nomor 73);
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MEMUTUSEN:

Menetapkan    :   PERATURAN WALI KOTA TENTANG -KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI,   TU_GAS   DAN   FUNGSI   SERTA   TATA   KERJA

PERANGKAT DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalaln Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.     Pemerintah   Daerah   adalah   Wall  Kota  sebagai  unsur  penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

3.     Wali Kota adalah wadi Kota Balikpapan.
4.     Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD

A   adalah Dewan Perwahilan Rgkyat Daerah Kota Balikyapan.
5..     Peran8kat Daerah adalah unsur pembantu Wall Kota dan DPRD dalam

penyelenggaraan   urusan   pemerintahan   yang   menjadi   kewenangan
Daerah.

6.     Sekretariat Daerah adalah sekretariat Daerah Kota Balikyapan.
7.     Seketaris  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Sekda  adalah  Sekretaris

Daerah KotaL Balikpapan.
8.     Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota. Balikpapan.
9.     Sekretaris  Dewan  Perwaldlan  Rakyat  Daerah yang  selanjutnya disebut

Se]aretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Balikpapan.
10.   Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Balikpapan.
11.   Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan Daerah.
12.   Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan Daerah.
13.   Unit Pelaksana Telmis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

organisasi  yang  melaksanakan  kegiatan  telmis  operasional  dan/atau
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kegiatan  te]mis  penunjang  tertentu  pada  Dinas  Daerah  atau  Badan
Daerah.

14.   Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pgrjanjian keq.a yang
bekelja pada instansi pemerintah.

15.   Jabatan  FLungsional  adalah  sekelompok jabatan yang berisi fungsi  dan
tugas  berkaitan  dengan  pelayanan  fungsional  yang  berdasarkan  pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

16.  Jabatan  Pelaksana  adalah  sekelompok jabatan yang  berisi  fungsi  dan
tugas   pelaksanaan   kegiatan   pelayanan   publik   serta   administrasi

pemerintahan dan pembangunan.
17.   Kelompok Jabatan  Fungsional  dan  Pelaksana  adalah  sekumpulan  tim

ken.a dan/atau individu yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi
untuk mencapal tujuan dan kinelja organisasi.

18.   Sistem   Kelja   adalah   seran8kaian   prosedur   dan   tata   kelja   yang
meribentuk   suatu   proses   aktivitas   pelaksanaan   tugas   dan   fungsi
organisasi.

_19.   Mekanisme   Kelja   adalah   proses   dan   cara   kelja   organisasi   yang
menggambarlm  alur  pelaksanaan  tugas  pegawai  ASN  yang  dilakukan
dalam  sistem  dengan  mengedepankan  kompetensi,  keahlian  dan/atau
keterampilan.

20.   Proses     Bisnis     adalah     kumpulan     aktivitas     terstuktur     yang
menggambarkan  hubungan  kelja  yang  efekeif  dan  erisien  antarunit
organisasi   untuk  menghasilkan  kineH.a  dan  keluaran  yang  bernilai
tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.

BAB 11

PEMBENTUKAN DAN JENIS PERANGKAT DAERAII

Pasal 2
`(1).   Dengan   Peraturan   Wali   Kota   ini   dibentuk   kedudukan,    susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata keria Peran8kat Daerah.
(2)    Peran8kat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a-.     Sekretariat Daerah;
b.     Sekretariat DPRD;
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c.     Inspektorat Daerah;
d.     Dinas Daerah;
e.     BadanDaerah; dan
f.      Kecanatan.

BAB Ill

SEKRETARIAT DAERAI+

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3
Sekretariat Daerch dipimpin oleh seorang Sekda yang data melaksanakan
tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4
(-1)    Susunan organisasi sekretariat Daerah terdiri atas:

a.     Sekretariat Daerah;
b.     Asisten _Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkafi:

1.     Bagian  Tata  Pemerintahan  membawahkan  Kelompok  Jabatan
Ftingsional dan Pelaksana;

2.     Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan Kelompok Jabatan
Fungsional. dan Pelaksana;

3.     Bagian  Hukum  membawahkan  Kelompok Jabatan  Fungsional
dan Pelaksana; dan

4.     Bagian    Kelja    ,Sama    membawahkan    Kelompok    Jabatan
Fungsional `dan Pelaksana.

`      c.     Asisten perekonomian dan pembangunan, membawahkan:

1.     Bagian  Perekonomian dan  Sumber Daya Alam membawahkan
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

2._   Bagian  Administrasi  Pembangunan  membawahkan  Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana`;
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3.     Bagian pengadaan Barang dan Jasa, membawhkan:
a)     Subbagian pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa; dan
b)     Kelomp-ok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

d.     Asisten Administrasi umum, membawahkan;
1.     Bagian umum dan protokol membawahkan:

a)     Subbagian frotokol; dan
b)     Kelompok Jabatan Flmgsional dan pelaksana.

2.     Bagian     Organisasi     membawahkan     Kelompok     Jabatan
Fungsional dan Pelaksana; dan

3.     Bagian  Perencanaan  dan  Keuangan  membawahkan  Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2)    Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lanpiran
yang merupakan bagian tidak teapisahkan dari Peraturan Wa]i Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 5
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalan penyusunan
kebijakan  dan  ,pengoordinasian  administratif  terhadap  pelaksanaan  tugas
Perangkat  Daerah  serta pelayanan  administratif yang  menjadi kewenangan
Daerah.

e

Pasal 6
Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimaLna  dimaksud  dalam  Pasal  5,  Sekda
menyelenggarakan fungsi :
a.     pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b.     pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kelja perangkat Daerah;
c.     pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d.     pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
e.     pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  Wall  Kota  terkait  dengan

tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rdyat

Pasal 7
(1)    Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh  seorang

Asisten  dan  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada
Sekda.

(2_)    Asisten   Pemerintahan   dan   Kesejahteraan   Rakyat   mempunyai   tugas
membantu   Sekda   dalam   penyusunan   kebijakan   Daerah   di   bidang

pemerintahan, hukum dan kelja sama, dan pengoordinasian penyusunan
kebijakan   Daerah   di   bidang   kesejahteraan   rakyat,   pengoordinasian

pelaksanaan  tugas  Peran8kat  Daerah,  dan  pemanfauan  serta  evaluasi
pelaksanaan    kebijakan    Daerah    di    bidang    tata    pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, hukum dan keg.a sama.

Pasal 8
Untuk melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a.     penyusunan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, hukun dan

kelja sana;
b.     pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan

rakyat;
c.     pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  perangkat  Daerah  di  bidang  tata

pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kelja salna;
d.    pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata

pemerintahan, hukum dan kelja sama;
e.     pemantauan   dan   evaluasi   pelaksanaan   kebijakan   Daerah   terkait

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan falctor
yang    mempengaruhi    pencapaian     tujuan     kebijakan     di    bidang
kesejahteraan rakyat; dan

`f.      pelaksaaan   fungsi   lain  yang   diberikan   oleh   Sekda  di  bidang   tata

pemerintahan,   hukum,   kesejahteraan  rakyat  dan   kelja  sama  yang
berkaitan dengan tugasnya.
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Pasal 9
(1)    Bagian  Tata  Pemerintahan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bagian  dan

bertanggung  jawab  kepada  Asisten  Pemerintahan  dan  Kesejahteraan
Rakyat.

(2)    Bagian Tata Pemerintahan mempunyal tugas melaksanakan penyiapan
perumusan  kebijakan  Daerah,  pengoordinasian  perumusan  kebijakan
Daerah,    pengoordinasian    pelaksanaan    tugas    Peran8kat    Daerah,

pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan
pembinaan     administrasi     di    bidang    administrasi     pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2) Bagian
Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
a.     penyiapan    bahan    perumusan    kehijakan    Daerah    di    bidang

administrasi pemerintahan,  administrasi kewilayahan dan otonomi
Daerah;

b.     penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di
bidang  administrasi  pemerintahan,  administrasi  kewilayahan  dan
otonomi Daerah;

c.     penyiapan  bahan  pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  Peran8kat
Daerah    di    bidang    administrasi    pemerintahan,    administrasi
kewilayahan dan otonomi Daerah;

d.     penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah    di    bidang    administrasi    pemerintahan,    administrasi
kewilayahan dan otonomi Daerah; dan

e.     pelaksaaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  Asisten  Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

(1`)    Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan
bertanggung  jawab  kepada  Asisten  Pemerintahan  dan  Kesejahteraan
Rakyat.

(2)    Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pengoordinasian     perumusan     kebijakan     Daerah,     pengoordinasian
pelaksanaan   tugas   Perangkat   Daerah,   pemanfauan   dan   evaluasi
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pelaksanaan  kebijakan  Daerah  di  bidang  keagamaan,   kesejahteraan
sosial dan kesejahteraan masyarakat.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2) Bagiprl
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a.     penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di

bidang    keagamaan,    kesejahteraan    sosial    dan    kesejahteraan
masyaraJrat;

b.     penyiapan  bahan  pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  Perangkat
Daerah     di     bidang     keagamaan,     kesejahteraan     sosial     dan
kesej ahteraan masyarakat;

c.     penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah  terkait  pencapalan  tujuan  kebijakan,  dampak  yang  tidak
diinginkan,   dan   falctor  yang   mempengaruhi   pencapaian   tujuan
kebijakan    di    bidang    keagamaan,    kesejahteraan    sosial    dan
kesejahteraan masyarakat; dan

d.     pelaksaaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Asisten  Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 11
(1)    Bagian  Hukum  dipimpin  oleh  seorang Kepala Bagian  dan  bertanggung

jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(2)    Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan   Daerah,   pengoordinasian   perumusan   kebijakan   Daerah,

pengoordinasian   pelaksanaan   tugas   Peran8kat   Daerah,   pelaksanaan
pemantauan  dan  evaluasi  di  bidang  perundang-undangan,   bantuall
hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum.                 <

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, Bagian
Hukum mempunyai fungsi:
a.     penyiapan    bahan    perumusan    kehijakali    Daerah    di    bidang

perundang-undangan,   bantuan  hukum,   serta  dokumentasi  dan
informasi hukum;

b.     penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijahan Daerah di
bidang perundang-undangan,  bantuan  hukum,  serta dofumentasi
dan informasi hukum;
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C.

d.

penyiapan  bahan  pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  Peran8kat
Daerah  di  bidang  perundang~undangan,   bantuan  hukum,   serta
dokumentasi dan informasi hukum;

penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang~undangan,   bantuan  hukum,   serta  dofumentasi  dan
informasi hukum; dan

e.     pelaksaaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Asisten  Pemerintahan
dan Kesejahteraali Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 12
(1)    Bagian Kelja sama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung

jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(2)    Bagian    Ken.a    Sama    mempunyai    tugas    melaksanakan    penyiapan

perumusan  kebijakan  Daerah,  pengoordinasian  perumusan  kebijakan
Daerah,    pengoordinasian    pelaksanaan    tugas    Peran8kat    Daerah,

pemantauan    dan    evaluasi    pelaksanaan    kebijakan    Daerah,    dan
pelaksanaan  pembinaan  administrasi  di  bidang  fasilitasi  ken.a  sama
dalam negeri, fasilitasi kelja sama luar negeri dan evaluasi kelja sama.

`(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Keg.a Sama mempunyal fungsi:
a.     penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang keria sama

dalaln negeri, keria sama luar negeri dan evaluasi kelja sama;
b.     penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kehijakan Daerah di

bidang ken.a sama dalam negeri, kelja sama. 1uar negeri dan evaluasi
key.a sama;

c.     penyiapan  bahan  pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  Perangkat
Daeral di bidang kelja sama dalam negeri, kelja sama luar negeri
dan evaluasi keria salna;

d.     penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan   -
Daerah di bidang keg.a sama dalam negeri, kelja sama luar negeri
dan evaluasi ken.a sama;

e.     penyiapan  bahan  pelaksanaan  pembinaan  administrasi  di  bidang
kelja sama; dan

f.      pelaksaaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Asisten  Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
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Paragraf 3
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 13

(1)    Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten
dan bertanggung jawab kepada Sekda.

(2)    Asisten  Perekonomian dan  Pembangunan mempunyai tugas membantu
Sekda     dalam     pengoordinasian     penyusunan     kebijakan     Daerah,

pengoordinasian   pelaksanaan   tugas   Peran8kat   Daerah,   penyusunan
kebijakan Daerah dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kehijakan
Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan
barang dan jasa, dan sumber daya alam.

Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud dalaln Pasal  13 ayat- (2)
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyal fungsi:
a.     pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian,

administl.asi pembangunan, dan sumber daya alam;
b.     pengoordinasian   pelaksanaan   tugas   Peran8kat   Daerah    di   bidang

perekonomian,  administrasi pembangunan,  pengadaan barang dan jasa
dan sumber daya adam;

c.`     penyusunan kehijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
d.     pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  Daerah  di  bidang

pengadaan barang dan jasa;
e.     pemantauan   dan   evaluasi   pelaksanaan   kebijakan   Dael'ah   terkait

pencapaian tujuan kehijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan fakeor
yang    mempengaruhi    pencapaian     tujuan     kehijakan     di    bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;

f.      fasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah  terkait  pelaksanaan  urusan  pemerintah  bidang  energi  sumber
daya mineral di Daerah; dan

9.     pelaksaaan    fungsi    lain    yang    diberikan    oleh    Sekda    di    bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa
dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.
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Pasal 15

(1)    Bagian  Perekonomian  dan  Sumber  Daya  Alam  dipimpin  oleh  seorang
Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan
Pembangunan.

(2)    Bagian perekonomian dan sumber Daya Alaln mempunyai tugas:
a.     melaksanakan   pengoordinasian   perumusan   kebijakan    Daerah,

b.

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan
dan  evaluasi pelaksanaan kebijahan Daerah di bidang pembinaan
badan  usaha  milik  Daerah  dan  badan  layanan  umum  Daerah,
pengendalian dan distribusi perekonomian,  serta perencaliaan dan
pengawasan ekonomi mikro kecil; da:ri
melaksanakan  penyiapan  pengoordinasian  perumusan  kebijakan
Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Peran8kat Daerah, serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang
sumber daya.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
a.     penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di

bidang pembinaan badan  usaha milik Daerah  dan  badan layanan
umum    Daerah,    pengendalian    dan    distribusi    perekonomian,

perencanaan  dan  pengawasan  ekonomi  mikro  kecil,  serta  sumber
daya alam;

b.     penyiapan  bahan  pengoordin'asian  pelaksanaan  tugas  Perangkat
Daerah di bidang pembinaan badan usaha milik Daerah dan badan
layanan umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian,

perencanaan  dan  pengawasan  ekonomi  nrikro  kecil,  serta  sumber
daya alan;

c.     penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah  terkait  pencapaian  tujuan  kehijakan,  dampak yang  tidak
diinginkan,   dan   fakeor  yang   mempengaruhi  pencapaian   tujuan
kebijakan  di  bidang  pembinaan  badan  usaha  milik  Daerah  dan
badan    layanan   umum   Daerah,    pengendalian    dan   distribusi
perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil,
serta sumber daya alam; dan
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d. pelaksaaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  Asisten  Perekonomian
dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 16
(1)    Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian

dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

(2)    Bagian  Administrasi   Pembangunan   mempunyal   tugas  melaksanakan
penyiapan       pengoordinasian       perumusan       kebijakan       Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program,

pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan.
I(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian

Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:
a.    penyiapan bahan pengcordinasian pemmusan kehijakan Daerah di

bidang penyusunan program,  pengendalian  prograln serta evaluasi
dan pelaporan;

b.    penyiapan  bahan  pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  Perangkat
Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program serta
evaluasi dan pelaporan;

c.     penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah  terkait  pencapaian  tujuan  kebijakan,  dampak  yang  tidak
diinginkan,   dan   falctor  yang   mempengaruhi   pencapalan   tujuan
kebijakan  di  bidang  penyusunan  program,  pengendalian  program
serta evaluasi dan pelaporan; dan

d.    pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten perekonomian dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 17

(1)    Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

(2)    Bagian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  mempunyai  tugas  melaksanakan
penyiapan  perumusan  kebijakan  Daerah,  pengoordinasian  perumu-sam
kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan
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barang  dan  jasa,  pengelolaan  layanan  pengadaan  secara  elektronik,

pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:
a.    penyiapan    bahan    perumusan    kebijakan    Daerah    di    bidang

pengelolaan   pengadaan   barang   dan  jasa,   pengelolaan   layanan
pengadaan  secara  elektronik,  pembinaan  dan  advokasi  pengadaan
barang dan jasa;

b.    penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan

pengadaan  secara  elcktronik,  pembinaan  dan  advokasi  pengadaan
barang dan jasa;

c.     penyiapan  bahan  pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  Perangkat
Daerah   di   bidang   pengelolaan   pengadaan   barang   dan   jasa,

pengelolaan  layanan  pengadaan  secara  elektronik,  pembinaan  dali
advokasi pengadaan barang dan jasa;

d.    penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan  pengadaan  secara  elektronik,   pembinaan  dan   advokasi

pengadaan barang dan jasa; dan
e.     pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten perekonomian dan

Pembangunan yang berhaitan dengan tugasnya.

Pasal 18

(1)    Subbagian   Pengelolaan   Pengadaan   Barang  dan  Jasa  dipimpin   oleh
seorang  Kepala  Subbbagian   dan  bertanggung  jawab   kepada  Kepala
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

(2)    Subbagian pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas:
a.    melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
b.    melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
c.     menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
d.    menyiapkan  dan  mengelola  dokumen  pemilihan  beserta  dokumen

pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
e.     melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
f.     menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
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9.     membantu    perencanaan    dan    pengelolaan    kontrak   pengadaan
barang/j asa pemerintah ;

h.

I.

melaksanakan  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  pengadaan
barang/jasa pemerintah`;` dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa yang berkaltan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Asisten Administrasi Umum

Pasal 19

(1),   Asisten    Administrasi    Umum    dipimpin    oleh    seorang   Asisten    dan
bertanggung jawab kepada Sekda.

(2)   Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu  Sekda da]am
penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kehijakan, pengoordinasian
6elaksanaan  tugas  Peranghat  Daerah  serta  pemantauan  dan  evaluasi
pelaksanaan kehijakan Daerah di bidang umum, orgaflisasi, protokol dan
komunikasi pimpinan, serta peiencanaan dan keuangan.

Pasal 20
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  19 ayat (2),
Asisten Adrfunistrasi Umum mempunyai fungsi:
a.     penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
b.     pelaksanaan   kebijakan   di   bidang  umum,   protokol   dan   komunikasi

pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
c.     pengoordinasian   pelaksanaan   tugas   Perangkat   Daerah    di   bidang

organisasi;
d.     penyiapan  pelaksanaan  pemantauan  dan  evaluasi  di  hidang  umum,

organisasi,  protokol  dan  komunikasi  pimpinan,  dan  perencanaan  dan
keuangan;

e.     pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  Daerah  di  bidang
organisasi;

f.      penyiapan    pelaksanaan    pembinaan    administrasi    dan    ASN    pada
Pemerintah Daerah; dan
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9.     pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang organisasi,
umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 2 1
(1)    Bagian  Umum  dan  fhotokol  dipimpin  oleh  seorang  Kepala Bagian  dan

bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

(2)    Bagian umum dan Fhotokol mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  penyiapan pelaksanaan  kebijakan  dan  pemantauan

dan   evaluasi   di   bidang   tata   usaha   pimpinan,   star  ahli   dan
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan

b.     melaksanakan  penyiapan  pelaksanaan  kebijakan,  pengoordinasian

pelaksanaan  tugas  Perangkat  Daerah,  pemantauan  dan  evaluasi
pelaksanaan   kebijakan   Daerah   di   bidang  protokol,   komunikasi
pimpin-an, dan dokumentasi.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2) Bagian
Umum dan Protokol mempunyai fungsi:
a.     penyiapan  bahan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  tata  usaha

pimpinan, star ahli dan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga,
protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

b.     penyiapan  bahan  pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  Perangkat
Daerah di bidang protokol, koinunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

c.     penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kehijakan
Daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

d.     penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
tata usaha pimpinan, star ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan
rumah tangga;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian

arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan
penyerahan arsip statis;

9.     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,
penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
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menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah yang
menjadi kewenangannya; dan

h.     pelaksaaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Asisten  Administrasi
Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

(1)

Pasal 22
Subbagian   Protokol   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol.

(2)    Subbagian protokol mempunyal tugas:
a.     melaksanakan  tata  protokoler  dalam  rangka  penyambutan  tamu

pemerintah Daerah;
b.     menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
c.     menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Wall Kota

dan Wakfl Wali Kota;
d.     menginformasikan jadwal dan kegiatan pemerintah Daerah;
e.     melaksanakan koordinasi dan fasflhasi kegiatan wa]i Kota dan wakil

Wali Kota; dan
f.      pelaksaaan  fungsi  lain  yang diberikan  oleh  Kepala  Bagian  Umum

dan Protokol yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 23
(1)    Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung

jawab kepada Asisten Administrasi Umum.
(2)    Bagian     Organisasi     mempunyai     tugas    melaksanakan     penyiapan

perumusan  kebijakan  Dae-fan,  pengoordinasian  perumusan  kebijakan
Daerah,    pengoordinasian    pelaksanaan    tugas    Perangkat    Daerah,

pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  Daerah  di  bidang
kelembagaan dan analisis jabatan,  pelayanan publik dan tata laksana,
serta ldneH.a dan reformasi birokrasi.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Organisasi melaksanakan fungsi:
a.     penyiapan    bahan    perumusan    kebijakan    Daerah    di    bidang

kelembagaan   dan   analisis  jabatan,   pelayanan   publik  dan  tata
laksana serta kinelja dan reformasi birokrasi;
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b.     penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan purmk dan tata
laksana serta kinelja dan reformasi birokrasi;

C.

d.

e.

penyiapan  bahan  pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  Perangkat
Daerah  di  bidang  kelembagaan  dan  analisis  jabatan,  pelayanan

publik dan tata laksana serta kinelja dan refonl:iasi birokrasi;
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah  di  bidang  kelembagaan  dan  analisis  jabatan,  pelayanan

publik dan tafa laksana serta kineq.a dan reformasi birokrasi; dan
pelaksaaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Asisten  Administrasi
Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 24

(1)    Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

(2)    Bagian  Perencanaan  dan  Keuangan  mempunyal  tugas  melaksanakan
penyiapan       pengoordinasian       perumusan       kebijakan       Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantanan
dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  Daerah  di  bidang  perencaLnaan,
keuangan dan pelaporan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Perencanaan dan Keuangan mempunyal fungsi:
a.    penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di

bidang per.encanaan, keuangan dan pelaporan;
b.    penyiapan  bahan  pengoordinasian  pelaksanaan   tugas  Peran9kat

Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
c.     penyiapan bahan pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan kehijakan

Daerah  terkait  pencapaian  tujuan  kebijakan,  dampak  yang  tidak
diinginkan,   dan   falctor  yang   mempengaruhi   pencapaian   tujuan
kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

d.    pelaksaaan  fungsi  lain  yang  diberikap  oleh  Asisten  Administrasi
Umum yang bet.kaitan dengan tugasnya.
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BAB IV

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 25
Sekretariat   DPRD   dipimpin   oleh   seorang   Seketaris   DPRD   yang   dalam
melaksanakan  tugasnya  berkeduduhan  di  bawah  dan  bertanggung jawab
kepada Waft Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26
(1)    Susunan organisasi sckretariat DPRD terdiri atas:

a.     Sckretariat DPRD;
b.     Bagian    Umum,    membawahkan    Subbagian    Tata    Usaha    dan

Kepegawaian;
c.     Bagian program dan Keuangan;
d.     Bagian persidangan dan perundang-undangan;
e.     Bagian Fasilitasi penganggaran dan pengawasan; dan
f.      Kelompok Jabatan Ftingsional dan pelaksana.

(2)    Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam hapiran
yang merupakan bagian tidak texpisahkan dari Peraturan Wa]i Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragral 1
Sekretaris DPRD

Pasal 27
Sekretariat  DPRD  mempunyai  tugas  membantu  Wali  Kota  melaksanakan
urusan  pemerintahan  konkuren  bidang  sekretariat  dewan  yang  menjadi
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kewenangan   Pemerintah   Daerah   dan   tugas  pembantuan   sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   27,
Sekretariat DPRD mempunyal fungsi:
a.     penyelenggaraan  kegiatan  pelayanan  administratif kesekTetariatan  dan

keuangan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD,  serta  mempersiapkan  kegiatan  persidangan,  rapat  dan  risalah,
serta peninjauan DPRD;

b.     penyelenggaraan kegiatan pengadministrasian umum Sekretariat DPRD,
merumuskan  dan  mengkaji  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
pemerintahan dan Pemerintah Daerah, serta kehumasan;

c.     pengoordinasian  dan  penyediaan  tenaga  ahli  yang  diperlukan  DPRD
sesual   kemampuan   keuangan   Daerah   serta   melnfasilitasi   delegasi
masyarakat dan tamu DPRD;

d.     pengurusan  dan  pengendalian  naskah  dinas,  pembinaan  dan  evaluasi

pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;
e.     penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan dan penyajian arsip

dinamis   menjadi   informasi   publik,    serta   penyusutan   arsip    dan

penyerahin arsip statis; dan
f.      pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bagian Umum

Pasal 29

{1)    Bagian  Umum  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bagian  dan  bertanggung
jawab kepada Sekretaris DPRD.

(2.)    Bagian  Umum  mempunyai  tugas  memberikan  dukungan  administrasi
kesekretariatan DPRD.                                                                     -j

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Umum mempunyal fungsi:
a.     menyelenggarakan ketatausahaan sekretariat DPRD;



-21-

b.     mengelola kepegawaian sekretariat DPRD;
c.     mengelola layanan administrasi DPRD;
d.     mengelola layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD;
e.     menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah

tangga rumah jabatan DPRD;
f.      menyelenggarakan   pengadaan    dan    pemeliharaan    sarana   dan

pl.asarana gedung Sekretariat DPRD dan gedung DPRD;
9.     menyelenggarakan  pengelolaan  aset yang menjadi tanggung jawab

Sekretariat- DPRD dan DPRD;
h.    pelaksanaan     penyustinan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesalan  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi peran8kat daerah yang
menjadi kewenangannya; dan

i. pelaksanaan  fungsi  lainnya yang  diberikan  oleh  pimpinan  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
(1)    Subbagian Tata Usaha dan  Kepegawafan  dipimpin  oleh  seorang Kepala

Subbagian dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum.

(2-)    Subbagian Tata usaha dan Kepegawalan mempunyal tugas:
a.     melaksanakan  surat-menyurat  dan  naskah  dinas  di  lingkungan

Sekretariat DPRD;
b.     melaksanakan kearsipan;
c.     mquyusun administrasi kepegawalan;
d.     menyusun     rencana     key.a     operasional     kegiatan     pelayanan

administrasi kepegawaian ;
e.     menyiapkan bahan administrasi kepegawalan;
f.     menyiapkan   bahan   administrasi   keuangan   dan   kesejahteraan

pimpinan dan anggota DPRD;
9.     menyiapkan     bahan     administrasi     pembuatan     daftar     urut

kepangkatan dan formasi pegawai;
h.    menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan

pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
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santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  alas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  peran8kat
daerah yang menjadi kewenangannya; dan

i.      pelaksanaan  tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh  pimpinan  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bagian Prograln dan Keuangan

Pasal 3 1

(1)    Bagian Prograln dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(2)    Bagian Fhogram dan Keuangan mempunyai tugas memberikan dukungan
administrasi perencanaan dan keuangan Sekl.etariat DPRD.

{3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
a.     menyusun perencanaan anggaran sekretariat DPRD;
b.     mengevaluasi bahan perencanaan anggaran sekretariat DPRD;
c.     memverifikasi  perencanaan  kebutuhan  rumah  tangga  Sekretariat

DPRD;

d.     memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
e.     menyelenggarakan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD;
f.      melaksanakan   pengelolaan   keuangan   pimpinan,    anggota   dan

Sekretariat DPRD ;

9.     mengoordinasikan pengelolaan anggaran sekretariat DPRD;
h.     memverifikasi pertanggungjawaban keuangan sekretariat DPRD;
i.      mengevaluasi  laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan

Sekretariat DPRD ;

j.,      mengoordinir   dan   mengevaluasi   laporan   keuangan   Sekretariat
DPRD;

k.     mengevaluasi     pengadministrasian     dan     akuntansi     keuangan
Sekretariat DPRD;

I.      menyusun laporan ]inelja dan anggaran sekretariat DPRD;
in.    melaksanakan survei kepuasan internal sckretariat DPRD; dan
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n. pelaksanaan  fungsi  lainnya yang  diberikan  oleh  pimpinan  sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Paragraf 4
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Pasal 32
(1)    Bagian  Persidangan  dan  Perundang-undangan  dipimpin  oleh  seorang

Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(2)    Bagian    Persidangan    dan    Perundang-undangan    mempunyal    tugas
menyelenggarakan  fungsi  dukungan  penyelenggaraan  tugas  dan fungsi
DPRD bidang legislasi dan keprotokolan.

(3)    Unt-uk melaksanakan tngas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:
a.     menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
b.     memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
c.     memfasilitasi    penyusunan    naskah    akademik    dan    rancangan

peraturan daerah-inisiatif`bpRD ;
d.     memveriffl€asi,  mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan

peraturan perundang-undangan ;`
e.     mengumpulkan   bahan   penyiapan   rancangan   peraturan   daerah

inisiatif DPRD;
f.      memfasilitasi penyelengaraan persidangan;

9.     menyusun risalah rapat;
h.     mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah;
i.      memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;

j.      me_nyelenggarakan   hubungan   masyarakat,   publikasi   DPRD   dan
kepr6tokolan DPRD;

k.     melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas DPRD;
1.      melaksanakan fasifitasi tugas dan fungsi pimpinan DPRD;
in.    melaksanakan  fasilitasi penyusunan laporan semester dan  kinelja    r

2E,

DPRD;

n.    melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana ken.a dan agenda kelja
DPRD dalam Badan Musyawarah;
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0. memfasilitasi   pelaksanaan   agenda   kelja   Badan   Pembentukan
Peraturan Daerah;

p.     melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pa|iitia khusus (pansus) ;
q.     memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
r`.     mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD; dan
s.     pelaksanaan  fungsi  lainnya yang  diberikan  oleh  pimpinan  sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bagian Fashitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 33
`(1)    Bagian Fasilitasi Penganggaran  dan  Pengawasan dipimpin  oleh  seorang

Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(2)    Bagian   Fasilitasi   Penganggaran   dan   Pengawasan   mempunyai   tugas
menyelenggarakan  fungsi  dukungan  penyelenggaraan  tugas  dan fungsi
DPRD bidang penganggaran darl pengawasan.

(3)    Untuk melaksanahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),, Bagian
Fashitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:
a.     memfasilitasi,   memverilkasi  dan  mengoordinasikan  pembahasan

kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah, prioritas

plafon anggaran sementara, perubahan kebijakan umum anggaran
pendapatan  dan  belanja  Daerah,  dan  perubahan  prioritas  plafon
anggaran sementara;

b.     memfasilitasi,   memverifikasi  dan  mengoordinasikan  pembahasan
anggaran  pendapatan  dan  belanja  Daerah/perubahan  anggaran
pendapatan dan belanja Daerah;

c.     memfasilitasi,   memverifikasi  dan  mengoordinasikan  pembahasan
rancangan     peraturan     daerah     tentang     pertanggung).awaban

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
d.     memfasilitasi,   memverifikasi  dan  mengoordinasihan  pembahasan

laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
e.     memfasilitasi,   memverifikasi  dan  mengoordinasikan  pembahasan

laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota;
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memfasilitasi,   memverifikasi  dan  mengoordinasikan  pembahasan
terhadap   tindak   lanjut  hasil   pemeriksanaan   Badan   Pemeriksa
Keuangan;
memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyerapan dan

penghimpunan aspirasi masyarakat;
memfasilitasi,   memverifihasi  dan  mengoordinasihan  pelaksanaan
sosialisasi rancangan peraturan daerah;
memfasELtasi,   mengoordinasikan,   mengevaluasi   rumusan   rapat
dalam rangka pengawasan;

j.      memfasilitasi,   memverifikasi  dan   mengoordinasikan  pelaksanaan
penegakan kode etifi: DPRD;

k.     memfasilitasi,    memverifikasi   dan   mengoordinasikan    dukungan

pengawasan penggunaan anggaran;
I._     memfasilitasi,   memverifikasi   dan   mengoordinasikan  pembahasan

dukungan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
in.    memfasilitasi,   memverifikasi   dan   mengoordinasikan   penyusunan

n.

0.

P.

pokok-pokok pikiran DPRD ;
memfasilitasi,   memverifikasi   dan   mengoordinasihan   persetujuan
kelja sana Daerah;
memfasilitasi pelaksanaan agenda kelja Badan Anggaran dan Badan
Kehormatan; dan

pelaksanaan  fungsi  lainnya yang  diberihan  oleh  pimpinan  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV

INSPEKTORAT DAERAII

Ba~rfuKesatu
Kedudukan

Pasal 34
Inspektorat  Daerah  dipimpin  oleh  seorang  lnspektur  Daerah  yang  dalam
melaksanakan  tugasnya  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab

_      kepada wali Kota melalui sekda.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 35
(1)    Susunan organisasi lnspcktorat Daerah terdiri atas:

a.     Inspektorat Daerah;
b.     Sckretariat lnspektorat Daerah, membawahkan subbagian umum;
c.     Inspektorat pembantu I;
d.     Inspektorat pembantu Il;
e.     Inspektorat pembantu Ill;
f.      Inspektorat pembantu Khusus; dan

9.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
(2)    Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wan Kota ini.

Bagian Ketiga
Thgas dan Fungsi

Paragraf 1
Inspektorat Daerah

Pasal 36
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wadi Kota dalam membina
dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pemban-tuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 37
Untuk   melaksanakan   tugas   sebagainana   dimaksud   dalam   Pasal   36,
Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:
a.     perumusan kebijakan te]mis bidang pembinaan dan pengavasan;
b.     pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinelja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c.     pelaksanaan  pengawasan  untuk  tu].uan  tertentii  atas  penugasan  dari

Wali Kota dan/atan Gubemur sebagai waldl pemerintah pusat;
d.     p-enyusunan laporan hasil pengawasan;
e.     pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
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f.      pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

9.     pelaksanaan administrasi lnspektorat Daerah; dan
h.     pelaksaaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  yang  berkaitan

dengan tugasnya.

Paragral 2
Sekretariat Inspektorat Daerah

Pasal 38
(1)    Sekretariat  Inspektorat  Daerah  dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris  dan

bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

(2)    Sekretariat Inspektorat Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif dan telmis kepada semua unsur di lingfungan lnspektorat
Daerah.

(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Inspektorat Daerah;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
sana, hubungan masyarakat, arsip, pexpustakaan dan dokumentasi
lnspektorat Daerah;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
suIvei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di linglqup lnspektorat Daerah;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip alctif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, seria penyusutan arsip dan
penyerahan arsip statis;

h.    pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan      tanah,

penyelesalan  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
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pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi perangkat daerah yang
menj adi kewenangannya;

pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,   pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mom.fo7i7ig
dan evaluasi pencapaian kineH.a;

pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
pengoordinasian penyustinan program pengawasan dan pemantauan
evaluasi hasil pengawasan; dan

pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pinpinan   yang
berkaltan dengan tugas dan fungsinya.

`.

Pasal 39
(1)_   Subbagian   Umum   d`ipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan  rumah  tangga dan perlen9kapan,  serta layanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      peapustakaan,      infomasi      dan

dokumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi kinelja ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendalpran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang pelaksaLnaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;
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h. melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

pelaksana;
melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Inspektorat Pembantu I

Pasal 40_

(1)    Inspektorat  Pembantu   I   dipimpin  oleh  seorang  Inspektur  Pembantu
bertanggung jawab kepada Inspektur DaeFah.

(2`)    Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengawasan  fungsional  terhadap  pengelolaan  keuangan,  ]inelja  dan
pengawasan urusan pemerintahan Daerah pada Peranagkat Daerah.

(3)-   Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dinaksud   pada   ayat   (2),
Inspektorat Pembantu I mempunyai fungsi:
a.     penyiapan     penyusunan     kebijakan     terkalt     pembinaan     dan

pengawasan terhadap Peran8kat Daerafr;
b.     perencanaan    program~  pembinaan    dan    pengawasan    terhadap

pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
c.     pengoordinasian          pelaksanaan          pengawasan         fungsional

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
d.     pengawasan keuangan dan kineH.a peran8kat Daerah;
e.     pengawasan    terhadap    penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

Daerah yang meliputi bidang tugas Peran8kat Daerah;
f.      penyiapan    perumusan    kebijakan    dan    fasilitasi    pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
9.     kelja   sama  pelaksanaan   pengawasan   dengan   aparat  pengawas

internal pemerintah lainnya;
h.    pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i.      pelaksariaan  pengawasan  untuk  tujuan  tertentu  atas  penugasan

Inspektur Daerah;

j.`      penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
k.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaltan dengan tugasnya.
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Paragraf 4
Inspektorat Pembantu 11

Pasal 4 1
(1)    Inspektorat  Pembantu  11  dipimpin  o]eh  seorang  Inspektur  Pembantu

bertanggung ja.wab kepada lnspektur Daerah.                   `

(2)    Inspektorat pembantu ll mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengawasan  fungsional  terhadap  pengelolaan  keuangan,  kinelja  dan
pengawasan umsan pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.

(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (-2),
Inspektorat Pembantu 11 mempunyai fungsi:
a.     penyiapan     penyusunan     kehijahan     terkait     pembinaan     dan

pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
b.     perencanaan    program    pembinaan    dan    pengawasan    terhadap

pelaksana tugas dan fungsi Peran8kat Daerah;
c.     pengoordinasian         pelaksanaan          pengawasan         fungsional

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
d.     pengawasan keuangan dan kinelja perangkat Daerah;
e.     pengawasan    terhadap    penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
f.      penyiapan    perumusan    kebijakan    dan    fasilitasi    pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
9.     kelja   sama  pelaksanaan   pengawasan   dengan   aparat  pengawas

internal pemerintah lainnya;
h.    pelnantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i.      pelaksanaan  pengawasan  untuk  tujuan  tertentu-  alas  penugasan

Inspektur Dearah;

j.      penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
k.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5
Inspekorat Pembantu Ill
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Pasal 42
(1)    Inspektorat  Pembantu  Ill  dipimpin  oleh  seorang  Inspektur  Pembantu

bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

(2')    Inspektorat  Pembantu  Ill  mempunyal  tugas  melaksanakan  pembinaari
dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kineria dan

pengawasan urusan pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.
(3)    Untuk  melaksanakan   tugas   sebagainana   dimaksud   pada  ayat   (2),

Inspektorat Pembantu Ill mempunyal fungsi:
a.     penyiapan     penyusunan     kehijakan     terkait    pembinaan     dan

pengawasan terhadap Peran8kat Daerah;
b.     perencanaan    program   .pembinaan    dan    pengawasan    terhadap

pelaksana tugas dan fungsi Peran8kat Daerah;
c.     penglroordinasian         pelaksanaan         pengawasan         fungsional

penyelenggaraari urusan pemerintahan Daerah;
d.     pengawasan keuangan dan kiney.a peran8kat Daerah;
e.     pengawasan    terhadap    penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
f.      penyiapan    perumusan    kebijakan    dan    fasilitasi    pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
9.     kelja   sama  pelaksanaan   pengawasan   dengan   aparat  pengawas

internal pemedntah lainnya;
h.    pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i.     pelaksanaan  pengawasan  untuk  tujuan  tertentu  atas  penugasan

Inspektur Dearah;
j.      penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
k.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitaLn dengan tugasnya.

Paragraf 6
Inspe]rfur Pembantu Khusus

Pasal 43
(1)    InspektoI.at    Pembantu    Khusus    dipimpin    oleh    seorang    Inspektur

Pembantu bertanggung jawab kepada lnspektur Daerah.
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(2)    Inspektorat    Pembantu    Khusus    mempunyaj    tugas    melaksanakan
pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan,
kinelja dan pengawasan  urusan pemerintahan  Daerah pada Perangkat
Daerab, pencegahan tindak pidana korupsi, investigasi dan pengawasan

pelaksanaan reformasi birokrasi.
(3)    Untuk  melaksanafan   tugas   sebagainana  dinaksud   pada   ayat   [2),

Inspektorat Pembanfu rmusus mempunyai fungsi:
a.     penyiapan     penyusunan     kebijakan     terkait     pembinaan     dan

pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
b.     pengoordinasian   pelaksanaan   investigasi,   pengawasan   reforlnasi

birokrasi dan pemeriksaan khusus;
c.     pelaksanaan koordinasi telmis pencegahan tindak pidana korupsi;
d.     pelaksanaan audit investigatif terhadap kasus penyimpangan yang

berindikasi merugikan keuangan negara/Daerah;
e.     pengelolaan  pengaduan  yang  berkadar  pengawasan,   dan  survei

terkait integritas dan pengendalian korupsi;
f.      perencanaan    program    pembinaan    dan   pengawasan    terhadap

pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
9.     pen8hoordinasian         pelaksanaan         pengawasan         fungsional

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
h.    pengawasan keuangan dan kinelja perangkat Daerah;
i.      pengawasan    terhadap    penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

Daerah yang meliputi bidang tugas Peran8kat Daerah;

j.      penyiapan    perumusan    kebijakan    dan    fasifitasi    pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;

k.     kelja   sama  pelaksanaan   pengawasan   dengan   aparat  pengawas
internal pemerintah lainnya, ]embaga dan instansi lain;

I.      pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
in.   pelaksanaan  pengawasan  untuk  tujuan  tertentu  atas  penugasan

Inspcktur Daerah;
n.    penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
o.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.
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BAB VI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 44
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
-dalam  melaksanakan  tugasnya  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung

jawab kepada Wall Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 45
(1)    Susunan organisasi Dinas pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

a.     Dinas pendidikan dan Kebudayaanr;
b.     Sekretariat   Dinas   Pendidikan   dan   Kebudayaan,   membawahkan

Subbagian Umum;
c.     Bidang  Pembinaan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan  Pendidikan

Nonformal;
d.     Bidang pembinaan sekolah Dasar;
`e.     Bidang pembinaan sekolah Menengah pertana;`

f.      Bidang Kebudayaan;

9.     Bidang pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
h.     UFTD;

i.      Satuan pendidikan; dan

j.      Kelompok Jabatan fungsional dan pelaksana.
(2)    Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum

dalaln   I.ampiran   yang   merupakan   bagian   tidak   telpisahkan   dari
PeratuTan wali Kota ini.     -

Bagian Ketiga
Tugas dan Fbngsi
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Paragraf 1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 46
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  mempunyai  tugas  menyelenggaraha
urusan  pemerintahan  bidang  pendidikan  dan  kebudayaan  yang  menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 47
Untuk melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46,  Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarahan fungsi:
a.     perumusan    kebijakan   terkait   manajemen   pendidikan,    kurikulum,

pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  perizinan  pendidikaLn,  bahasa  dan
sastra,   pengelolaan   sekolah   dasar,   pengelolaan   seko]ah   menengah

pertana,   peng`eloaan   pendidikan   anak   usia   dini   dan   pendidikan
nonformal, dan pengembangan pendidikan;

b.     penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  terkait
manajemen pendidikan, kurikulum,  pendidik dan tenaga kependidikan,

perizinan  pendidikan,  bahasa  dan  sastra,  pengelolaan  sekolah  dasar,
pengelolaan  sekolah  menehgah  pertama,  penge_1olaan  pendidikan  anak
usia dini dan pendidikan nonformal, dan pengembangan pendidikan;

c.     pembinaan   dan   pelaksanaan   tugas   terkait   manajemen   pendidikan,
kurikulum,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  perizinan  pendidikan,
bahasa  dan  sastra,  pengelolaan  sekolah  dasar,  pengelolaan  sekolah
menengah   pertama,    pengeloaan   pendidikan   anak   usia   dini   dan

pendidikan nonformal, dan pengembangan pendidikan;
d.     pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  terkait  manajemen  pendidikan,

kurikulum,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  perizinan  pendidikan,
bahasa dan sastra;

e.     penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait pengelolaan sekolah
dasar,  pengelolaaLn  sekolah  menengah  pertama,  pengeloaan pendidikan
anak    usia    dini    dan    pendidikan    nonformal,    dan    pengembangan

pendidikan;
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f.      pelaksanaan     kesekretariatan     Dinas     terkait     perencanaan     dan

penganggaran,     administrasi    dan    umum,     serta    organisasi    dan
kepegawaian;

9.     penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif; dan
h.    pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  dengan

tu8asnya.

Paragraf 2
Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

in
Pasal 48

Sekretariat  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dipimpin  oleh  seorang
Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Dinas.

(2)    Sekl.etariat   Dinas   Pendidikan   dan   Kebudayaan   mempunyai   tugas
membantu  Kepala  Dinas  sesuai tugas  dan  fungsinya  serta melakukan

pelayanan  teknis  dan  administrasi  kepada  seluruh  unit organisasi  di
hagkungan Dinas.

(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, prograln, dan anggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
sama, hubungan masyarakat, arsip, peapustakaan dan dokumentasi
Dinas;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

d._    penyelenggaraan  pengelo]aap  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lin8kup Dinas;

e.     pengelolaan inforlnasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;
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8. penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan
penyerahan arsip statis;

h.    pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang pelaksanaan  tugas  dan fungsi  perangkat daerah yang
menj adi kewenangannya;

i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,   pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  nro7riforfng
dan evaluasi pencapalan kinelja;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan   pendapatan/retribusi   daerah  yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
I.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberihan   oleh   pinpinan   yang

berkaltan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49
(1)    Subbagian   Umum   dipinpin   oleh   seorang   Kepa]a   Subbagian   dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tafa laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tafa  kelola penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rumah  tangga dan  perlengkapan,  serta ]ayanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      perpustakaan,      informasi      dan

dokumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi kineH.a ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelak;anaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesalan   masalah   ganti   kerugian   dan
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h.

santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;
melaksanakan fungsi pejabat -pengelola informasi dan dokumentasi

pelaksrma;
mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi
kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain  yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasny`a.

Paragraf 3
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Pasal 50
(1)    Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan  bertanggung jawab  kepada
Dinas.

{2)    Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
mempunyai    tugas    melaksanakan    penyiapan    koordinasi,    fasilitasi

perumusan   dan   pelaksanaan   kebijakan,   prondforz.ng,   evaluasi   serta
pelaporan  sesuai dengan fungsi di Bidang Pembinaan  Pendidikan Anak
Usia- Dini dan Pendidikan Nonformal.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pads ayat (2), Bidang
Pembinaan   Pendidikan   Anak   Usia   Dini   dan   Pendidikan   Nonformal
mempunyai fungsi:
a.     penyusunan    bahan    perumusan    dan    koordinasi    pelaksanaan

kebijakan  di  bidang  kurikulum  dan  penilaian,  kelembagaan  dan
sarana prasarana, serta pen`gelolaan peserta didik pendidikan anak-
usia dini dan pendidikan nonformal;

b.     pembinaan   pelaksanaan   kebijakan   di   bidang   kurikulum   dan

penilaian,  kelembagaan  dan  sarana  prasarana,  serta  pengelolaan
peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

c.     penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal;
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d. penyusunan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan,  dan
penutupan   satuan  pendidikan   anak  usia  dini  dan  pendidikan
nonformal;

e.     penyusunan     bahan     pembinaan     kurikulum     dan     penilaian
kelembagaan dan sarana prasarana, serta pengelolaan peserta didik

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
f.      pelaksanaan  pemantauan  dan  evaluasi  di  bidang  kurikulum  dan

penilafan,  kelembagaan  dan  sarana  prasarana,  serta  pengelolaan
peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

9.     pelaporan  di  bidang  kurikulum  dan  penilaian,  kelembagaan  dan
sarana prasarana, serta pengelolaan peserta didik pendidiha -irak
usia dini dan pendidikan nonformal;

h.     pelaksanaan transformasi digitalicasi pendidikan anak usia dial dan

pendidikan nonformal ;
i.      fasilitasi    penyediaan    dan    pelaksanaan    pe.ngembangan    karier

pendidik dan tenaga pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan
p endidikan nonformal ;

j.      perencanaan    dan    pembangunan    fasilitas    pendidikan    serta
rehabilitasi fasilitas pendidikan yang menjadi kewenangannya; dan

k.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pinpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Pasal 5 1

(1)    Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
dan bertanggung jawab kepada Dinas.

(2)    Bidang  Pembinaan   Sekolah   Dasar  mempunyai  tugas   melaksanakan
penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan day pelaksanaan kebijakan,
77ro7rfeon.ng,  evaluasi  serta  pelaporan  sesual  dengan  fungsi  di  Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:



-39-

a.

b.

C.

d.

e.

penyusunan    bahan    perumusan    dan    koordinasi   pelaksanaan
kehijakan  di  bidang  kurikulum  dan  penilalan,  kelembagaan  dan
sarana prasarana, serta pengelolaan peserta didik sekolah dasar;

pembinaan   pelaksanaan   kebijakan   di   bidang   kurikulum   dan
penilalan,  kelembagaan  dan  sarana  prasaralia,  serta  pengelolaan
peserta- didik sekolah dasar;
penyusunan  bahan  penetapan  kurikulum  muatan  lokal  sekolah
dasar;

penyusunan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan,  dan
penutupan sekolah dasar;
penyusunan    bahan    pembinaan    pelaksanaan    kurikulum    dan
penilaian  kelembagaan  dan  sarana  prasarana,  serta  pengelolaan
peserta didik sekolah dasar;

f.      pelaksanaan  pemantauan  dan  evaluasi  di  bidang  furikulum  dan

penilaian,  kelembagaan  dan  sarana  prasarana,  serta  pengelolaan
peserta didik sekolah dasar;

8. pelaporan  di  bidang  kurikulum  dan  penilaian,  kelembagaan  dan
sarana prasarana, serta pengelolaan peserta didik sekolah dasar;

pelaksanaan transformasi digitalisasi pendidikan sekolah dasar;
fasilitasi    penyediaan    dan    pelaksanaan    pengembangan    karier

pendidik dan tenaga pendidikan pada pendidikan sekolali dasrm;
j.      perencanaan    dan    pembangunan    fasilitas    pendidikan    serta

rehabilitasi fasilitas pendidikan yang menjadi kewenangarmya; dan
k.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 52
(1)    Bidang  Pembinaan  Sekolah  Menengah  Pertama  dipimpin  oleh  seorang

Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Dinas.

(2)    Bidang   Pembinaan   Sekolah   Menengah   Pertama   mempunyai   tugas
melaksanakan    penyiapan     koordinasi,     fasilitasi    perumusan     dan
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pelaksanaan   kebijakan,   monz.fen.ng,   evaluasi   serta   pelaporan   sesuai
dengan fungsi di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pe+mbinaanSekolahMenengahPertanamempunyaifungsi:
a.     penyusunan    bahan    perumusan    dan    koordinasi    pelaksanaan

kehijakan  di  bidang  kurikulum  dan  penilaian,  kelembagaan  dan
sarana prasarana, serta pengelolaan peserta didik sekolah menengah

pertama;
b.     pembinaan   pelaksanaan   kehijakan   di   bidang   furikulum   dan

penilaian,  kelembagaan  dan  sarana  prasarana,  serta  pengelolaan
peserta didik sekolah menengah pertana;

c.     penyusunan  bahan  penetapan  kurikulum  muatan  lckal  sekolah
menengah pertama;

d.     penyusunan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan,  dan

penutupan_ sekolah menengah pertana;
e.     penyusunan    bahan    pembinaan    pelaksanaan    kurifulum    dan

penilaian  kelembagaan  dan  sarana  prasarana,  serta  pengelolaan
peserta didik sekolah menengah pertama;

f.      pelaksanaan  pemantauan  dan  evaluasi  di  bidang  kurikulum  dan

penilaian,  kelembagaan  dan  sarana  prasarana,  serta  penge]o]aan
peserta didik sekolah menengah pertana;

9.     pelaporan  di  bidang  kurikulum  dan  penilaian,  kelembagaan  dan
sarana prasarana, serta pengelolaan peserta -didik sekolah menengah

pertana;
h.    pelaksanaan transformasi digita]isasi pendidikan sekolah menengah

pertama;
i.      fasifitasi    penyediaan    dan    pelaksanaan    pengembangan    karier

pendidik dan tenaga pendidikan pada pendidikan sekolah menengah
pertana;

j.      perencanaan    dan    pembangunan    fasilitas    pendidikan    serta
rehabilitasi fasilitas pendidikan yang menjadi kewenangannya; dan

k.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.
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Paragraf6
Bidang Kebudayaan

Pasal 53
(1)    Bidang    Kebudayaan    dipimpin    oleh    seorang    Kepala    Bidang    dan

bertanggung jawab kepada Dinas.

(2)    Bidang    Kebudayaan    mempunyai    tugas    melaksanakan    peny±apan
koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kehijakan,  „ro".toJ7.ng,
evaluasi serta pelaporan sesuai dengan fungsi di Bidang Kebudayaan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dinaksud pada ayat (2), Bidang
Kebudayaan mempunyal fungsi:
a.     penyusunan    bahan    perumusan    dan    koordinasi    pelaksanaan

kehijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum
daerah pembinaan sejarah, dan pelestarian kebudayaan;

b.     penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya,

pengelolaan  museum  Daerah  pembinaan  sejarah,  dan  pelestarian
kebuday-;

c.     penyusunan   bahan   pengelolaan   kebudayaan   yang   masyarakat

pelakunya dalam Daerah;
d.    penyusunan   bahan   pelestarian   kebudayaan   yang   masyarakat   -

penganutnya dalaln Daerah;
e.     penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang

masyarakat penganutnya dalam Daerah;
f.      penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal Daerah;

9.     penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar
budaya peringkat Daerah;

h.     penyusunan rekomendasi penerbitan izin membawa cagar budaya ke
luar Daerah;

i.      penyusunan bahan pengelolaan museum Daerah;

j.      penyusunan  bahan  fasilitasi  di bidang pengelolaan  cagar  budaya,
pengelolaan museum  Daerah,  pembinaan  sejarah,  dan pelestarian
kebudayaan;

k.     pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, p5ngelolaan museum
Daerah, pembinaan sejarah, dan pelestarian kebudayaan;

1.      pelaksanaan transformasi digitalisasi kebudayaan;
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in.    fasilitasi pengembangan keahlian  sumber daya manusia di bidang
kebudayaan;

n.    penyusunan bahali pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan

permuseumanan,    tenaga   kesejarahan,    tenaga   tradisi,    tenaga
kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

0.

P.

pengadaan tanah dan pelindungan cagar budaya serta museum yang
menjadi kewenangannya; dan

pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berhaitan dengan tugasnya.

Paragraf 7
Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 54
(1)    Bidang  Pembinaan  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  dipimpin  oleh

seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Dinas.

|2)    Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas
melaksanakan    penyiapan    koordinasi,     fasilitasi    perumusan    dan

pelaksanaan   kebijakan,   77io".£o7ing,   evaluasi   serta   pelaporan   sesuai
dengan fungsi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan

pendidikan  anak  usia dini,  sekolah  dasar,  sekolah  menengah  pertana
dan pendidikan nonformal.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:
a.     penyusunan    bahan    perumusan    dan    koordinasi   pelaksanaan

kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidifan

pendidikan   anak   usia   dini,   sekolah   dasar,   sekolah   menengah
pertama dan pendidikan nonformal;

b.     penyusunan  bahan  kebijakan  di  bidang  pembinaan  pendidik  dan
tenaga  kependidikan  pendidikan  anak  usia  dini,  sekolah  dasar,
sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;

c.     penyusunan   bahan   rencana   kebutuhan   pendidik   dan   tenaga
kependidikan  pendidikan  anak  usia  dini,  sekolah  dasar,  sekolah
menengah pertama dan pendidikan nonformal;
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penyusunan  bahan pembinaan pendidik dan  tenaga kependidik-an
pendidikan   anak   usia  dini,   sekolah   dasar,   sekolah  menengah
pertama dan pendidikan nonfo]mal;
penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam Daerah;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan
pendidik   dan   tenaga   kependidikan   pendidikan   anak   usia  dini
sekolah    dasar,    sekolah    menengah    pertama   dan    pendidikan
nonfomal;

9.     pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan   anak  usia   dini,   sekolah   dasar,   sekolah   menengah
pertana dan pendidikan nonformal;

h. pelaksanaan transformasi digitalisrasi di bidang pendidjk dan tenaga
kependidikan; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

BAB VIE

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 55
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

--     yang dalaln melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 56
(1)    Susunan organisasi Dinas pariwisata, Pemuda dan olahraga terdin atas:

a.     Dinas pariwisafa, Pemuda dan olahraga;
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b.     Sekretariat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga membawahkan
Subbagian Umum;

c.     Bidang pariwisata;
d.     Bidang Ekonomi Kreatif;
e.     Bidang Kepemudaan;
f.      Bidang Keolahragaan;

9.      UFTD;dan
h.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2)    Bagan  strukeur  organisasi  Dinas  Pariwisata,   Pemuda  dan  Olahraga
tercantum  dalam  Lampiran yang mqupakan  bagian  tidak texpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Ftingsi

Paragral 1
Dinas Palwsata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 57
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 58
Untuk melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  57,  Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggaraha fungsi:
a.     pelaksanaan urusan pemerintah bidang pariwisata di Daerah;
b.     pelaksanaan urusan pemerintah bidang pemuda dan olahraga di Daerah;
c.     pelaksanaan fungsi di bidang ekonomi kreatif di Daerah; dan
d.     pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  dengan

tu8asnya.

Paragraf 2
Sekretariat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
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Pasal 59
(1)    Sekretariat   Dinas   Pariwisata,   Pemuda   dan   Olahraga   dipimpin   oleh

seorang Sekretaris yang dalaln melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Sekretariat  Dinas  Pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga mempunyai  tugas
membantu  Dinas  Palwicata,  Pemuda  dan  P]ahraga  sesuai  tugas  dan
fungsinya serta melakukan pelayanan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Dinas;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di linglmp Dinas;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendafian   nashah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip alctif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
h.    pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanal  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasfl  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    urn_urn    yang
menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  peran8kat  daerah yang
menjadi kewenangannya; -
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i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,   pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mom.ton.ng
dan evaluasi pencapaian kinelja;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan   pendapatan/retribusi  daerah  yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
1.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 60
(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan

bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanahan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  suIvei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan  rumah tangga dan perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/i asa;
d-.     mengelola aset;

e.     menyelenggarakan      urusan      perpustakaan,      informasi      dan
dokumentasi;

f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan
fungsional, dan evaluasi kinelja ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;

h.     melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

pelaksana;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan
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j.      melaksanakan   tugas   lain  yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Palwisata

Pasal 61
(1)    Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(2)    Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan

penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pariwisata.
|3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Pariwisata mempunyal fungsi:
a.     perumusan    kehijakan    telmis    dan    progran[i   ,kegiatan    Bidang

Pariwisata;
b.     perumusan       penyusunan       rencana       induk       pembangunan

kepariwisataan Daerah;
c.     penyelenggaraan pengelolaan daya tarik wisata;
d.     penyelenggaraan    pembinaan,     pengendafian    dan    pengawasan

kawasan strategis pariwisata;
e.     penyelenggaraan   pembangunan,   pengembangan   dan   pengeLolaan

destinasi pariwisafa;
f.      pengoordinasian   pengelolaan    kawasan    strategis __dan   destinasi

pariwisafa;
9.     pelaksanaan   pengendalian   dan   pengawasan   sertifikat   standar

pariwisata;
h.    pelaksanaan    penin8katan    kapasitas    sumber    daya    manusia

pariwisata;.
i.      pelaksanaan pemasaran pariwisata;

j.      pelaksanaan pengembangan dan pengawasan industri pariwisata;
k.     pelaksanaan pengelolaan aset pemerintah di bidang kepal.iwisataan;

\
I.      pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi,  pengendalian  dan  pelaporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
in.    pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pilnpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.
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Paragraf 4
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 62
(1)    Bidang  Bkonomi   Kreatif  dipimpin   oleh   seorang  Kepala  Bidang   dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepafa Dinas.

(2)    Bidang  Ekonomi  Kreatif  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  fungsi
dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Ekonomi Kreatif mempunyal fungsi:
a.     perumusan kebijakan teknis dan program kegiatan Bidang Ekonomi

Kreatif;
b.     perumusan penyusunan rencana induk ekonond kreatif Daerah;
c.     pelaksanaan pemasaran ekonomi kreatif;
d.     penyediaan   prasarana   zona   kreatif  sebagai   ruang  berekspresi,

berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
e.     pelaksanaan penin8katan kapasitas sumber daya manusia ekonomi

kreatif;
f.      pelaksanaan fasilitasi, pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan

intelektual hasil kreatifitas ekonomi kreatif;

9.     pelaksanaan  riset,  edukasi,  pengembangan  sumber  daya manusia
dan infrastruktur;

h.    pelaksanaan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran;
i.      pelaksanaan pengelolaan aset pemerintah di bidang ckonohi kreatif;

j.      pelaksanaan   pengendalian   dan   pengawasan   sertifikat   standar
ekonomi kreatif;

k.     pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi,  pengendalian  dan  pelaporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
I.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

•    berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Kepemudaan
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Pasal 63
(1)    Bidang   Kepemudaan    dipimpin    oleh    seorang   Kepala   Bidang   dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang    Kepemudaan    mempunyai    tugas    menyelenggarakan    fungsi
dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Kepemudaan mempunyai fungsi:
a.     perumusan     kebijakan     di     bidang     pemberdayaan     pemuda,

pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
b.     pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

pemberdayaan pemuda,  pengembangan pemuda,  infrastruktur dan
kemitraan pemuda;

c.     penyusunan   norma,   standar,   prosedur,   dan   ]alteria   di-  bidang

pemberdayaan pemuda,  pengembangan pemuda,  inhastrulrfur dan
kemitraan pemuda;

d.     pemantauan,    analisis, -evaluasi,    dan    pelaporan    di    bidang

pemberdayaan pemuda,  pengembangan pemuda,  infrastruktur dan
kemitraan pemuda;

e.     pemberian binbingan telmis dan supervisi di bidang pemberdayaan

pemuda,   pengembangan   pemuda,   infrastruktur   dan   kemitraan
pemuda;

f.      pelaksanaan   evaluasi   dan   pelaporan   di   bidang   pemberdayaan

pemuda,   pengembangan   pemuda,   infrastruktur   dan   kerfutraan -
pemuda;

9.     pelaksanaan  pengelolaan  aset  pemerintah  di  bidang kepemudaan;
dan

h.    pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaltan
dengan tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Keolahragaan

Pasal 64
(1)    Bidang   Keolahragaan   dipimpin   oleh    seorang   Kepa]a   Bidang   dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
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(2)    Bidang   Keolahragaan   mempunyal   tugas    menyelenggarakan   fungsi
dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi di- bidang keolahragaan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Keolahragaan mempunyai fungsi:
a.     perumusan     kebijakan     di     bidang     pembudayaan     olahraga,

peningkatan    prestasi    olahraga,    infrasthiktur    dan    kendtraan
olahraga;

b.     pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

pembudayaan  olahraga,  promosi  olahraga  dan  prestasi  olahraga

C.

d.

e.

serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
penyusunan  nolma,   standar,   prosedur,   dan  kriteria  di  bidang
pembudayaan  olahraga,  promosi  olahraga  dan  prestasi  olahraga
serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
pelaksanaan    supervise,    evaluasi    dan    pelaporan    di    bidang
pembudayaan  olahraga,   peningkatan  prestasi  olahraga,   promosi
olahraga, standardisasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
pelaksanaan pengelolaan  aset pemerintah  di bidang keolahragaan;`
dan
pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang ber`kaitan
dengan tugasnya.

BAB VIII

DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 65
~Dinas    Kesehatan    dipimpin    oleh    seorang    Kepala    Dinas   yang    dalam

melaksanakan  tugasnya  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab
kepada Wali Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
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Pasal 66

(1)   -Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
a.     Dinas Kesehatan;
b.     Sekretariat Dinas Kesehatan, membawahkan:

1)     Subbagian umum; dan
2)     Subbagian Keuangan.

c.     Bidang Kesehatan primer dan Komunitas;
d.     Bidang penanggulangan pe-nyakri;
e.     Bidang pelayanan Kesehatan Lanjutan;
f.      Bidang sumber Daya Ke-;ehatan;

9.     Unit organisasi Bersifat Khusus;
h.     Unit organisasi Bersifat Fungsional;
i.      UPTD;dan

j.      Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
{2')--  Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lanpiran

yang merupakan bagian tidak telpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Thgas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Kesehatan

-    Pasal67

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kese-hatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 68
Untuk melaksanakan  tugas  sebagainana dimaksud  dalam  Pasal 67,, Dinas
Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
a.     perumusan   kehijakan   di   bidang  kesehatan   primer  dan   komunitas,

penanggulangan  penyakit,  pelayanan  kesehatan  lanjutan,  dan  sumb-er
daya kesehatan;
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b.

C.

d.

pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  kesehatan  primer  dan  komunitas,
penanggulangan  penyakit,  pelayanan  kesehatan  lanjutan,  dan  sumber
daya kesehatan;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan primer
dan komunitas, penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan lanjutan,
dan sumber daya kesehatan;

pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  kesehatan  primer  dan
komunitas, penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan lanjutan, dan
sumber daya kesehatan;

e.     pelaksanaan administrasi Dinas;
f.      pelaksanaan      penerbitan      rekomendasi      teknis      yang      menjadi

kewenangannya;

9.     pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas
dan fungsi di bidang kesehatan; dan

h.     pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  dengan
tu8asnya.

Paragraf 2
Sekretariat Dinas Kesehatan

Pasal 69

(1)    Sekretariat Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam
melaksanckan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2)    Sekretariat   Dinas   Kesehatan   mempunyai   tugas   membantu   Dinas
Kesehatan   sesual  tugas  dan  fungsinya  serta  melakukan  pelayanan
administrasi   kepada   seluruh   unit   organisasi   di   lin8kungan   Dinas
Kesehatan.

(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
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C.

e.

sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Dinas;

pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingfup Dinas;

pengelolaan inforlnasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat
pengelola informasi dan dokume-ntasi pelaksana;
pengurusan   dan   pengenda]ian   naskah   dinas,   pembinaan   dan
evaluasi pengelolaan `arsip aktif di unit pengolah;

penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan -dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
h.     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  alas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    urium    yang
menunjang pelaksanaan tugas  dan  fungsi peran8kat daerah yang
menj adi kewenangannya;

i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,    pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mom.to7irzg
dan evaluasi pencapaian kinelja;

j,      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan   pendapatan/retribusi   daerah  yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
I.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 70

(1)    Subbagian   Umtlm   dipimp`in   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;
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b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan  rumah  tangga dan  perlengkapan,  seria layanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      peapustakaan,      informasi      dan

dokumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawalan,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi hineH.a ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;

h.     melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

pelaksana;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 7 1

(1)    Subbagian   Keuangan-  dipimpin   oleh   seor`ang  Kepala  Subbagian   dan
bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
a.     menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
b.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
c.     melaksanakan  penatausahaan  dan  pengujian/verifihasi  keuangan

Dinas;
d.     melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
e.     menyusun    rekaLpitulasi    penyerapan    keuangan    sebagal    bahan

evaluasi kinelja keuangan;
f.      mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     tanggapan

pemeriksaan;
9.     menyusun laporan dan analisis progriosis realisasi anggaran;
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h.     menyusun laporan keuangan;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberihan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Kesehatan ELmer dan Komunitas

Pasal 72
(1)    Bidang Kesehatan  ELmer dan  Komunitas dipimpin oleh seoramg Kepala

Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Kesehatan ELmer dan Komunitas mempunyai rigas merumuskan
dan   melaksanakan   kebijakan   operasional,   pembinaan   telmis,   dan

pengawasan    data    di    bidang    kesehatan    primer    dan    komunitas
berdasarkan   siklus   hidup   yang   terintegrasi   di   pusat-   kesehatan
masyarakat    -dan    jejaring     pelayanan     kesehatan     primer,     serta

pengoordinasian jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Kesehatan Primer dan Komunitas mempunyal fungsi:
a.     perumusan  kebijakan  dan  penyusunan  standar  teknis  di  bidang

kesehatan primer dan komunitas;
b.     pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
c.     pelaksanaan  komunikasi,  informasi,   dan  edukasi,  perilaku,  dan

determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat,  pengelolaan  kesehatan  komunitas,  advokasi program,
dan penggalangan kemitraan;

d.     pelaksanaan  suIveilans kesehatan,  deteksi  dini,  dan  pengendalian
faktor   risiko   bidang   pelayanan   kesehatan   dan   gizi   keluarga
berdasarkan siklus hidup;

e.     pemberian intervensi, peninghatan akses, penyediaan sumber daya,
dan peningkatan kualitas pelayanan di pelayanan kesehatan dan gizi
keluarga berdasarkan siklus hidup;

f.      pelaksanaan  tata  kelola  fasiHtas  dan  mutu  pelayanan  kesehatan

primer;
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9.     penyelenggaraan  upaya  kesehatan  kelja,  kesehatan  olahraga,  dan
pe]ayanan kesehatan tradisional;

h.     penyelenggaraan upaya kesehatan kelompok rentan dan kesehatan

jiwa;
i.      perencanaan  dan penjaminan  mutu  penyelenggaraan laboratorium

kesehatan masyarakat;
j.      pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan;
k.     pengelolaan   jabatan   fungsional   bidang   kesehatan   priner   dan

komunitas;
I.      pelaksanaan  pemantauan,  pembinaan,  pengawasan,  evaluasi  dan

pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan primer dan
komunitas; dan

in.    pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaltan dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Penanggulangan Penyahit

Pasal 73

(1)    Bidang Penanggulangan  Penyakit dipimpin  oleh  seorang Kepala Bidang
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang  Penanggulangan  Penyakjt  mempunyai  tugas  merumuskan  dan
melaksanakan kehijakan operasional, pembinaan telmis, dan pengawasan
data   di   bidang   surveilans,    kekarantinaan   kesehatan   di   wilayah,

pencegahan   dan   pengendalian   penyakit   menular,   pencegahan   dan
pengendalian   penyakit   tidak   menular,   pengelolaan   imunisasi,   dan
penyehatan lin8kungan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), `Bidang
Penanggulangari Penyakit mempunyai fungsi:
a.     perumusan  kebijakan  dan  penyusunan  standar  telmis  di  bidang

p enanggulangan penyakit;
b.     pelaksanaan  surveilans,  deteksi  dini,  pengendalian  fa]ctor  risiko,

pengendalian     vektor     dan     koordinasi     upaya     pencegahan,
pengendalian, dan pemberantasan penyaldt menular;
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C.

d.

e.

8.

k.

in.

n.

pelaksanaan  kemitraan  dalam  ran9ha  pencegahan,  pengendalian,
dan pemberantasan penyaldt menular;
advokasi   pencegahan   fakeor   risiko   dalam   rangka   pencegahan,

pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular;
pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian fakto`r risiko, dan
koordinasi   upaya   pencegahan,   pengendalian,   dan   penanganan

penyakit tidak menular;
pelaksanaan  kemitraan  dalam  ran8ka  pencegahan,  pengendalian,
dan penanganan penyakit tidak menular;
advokasi   pencegahan   fakeor   risiko   dalam   ran8ka   pencegahan,

pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular;
pelaksanaan respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
pelaksanaan  imunisasi  rutin,   imunisasi  dewasa,   dan  imunisasi
Thusus;

pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans kejadian ikutan pasca
imunisasi;
koordinasi  pelaksanaan  laboratorium  surveilans  pencegahan  dan

pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
pengembangan inovasi/ te]mologi tepat guna yang mendukung upaya
pencegahan dan pengendalian penyakit;
pelaksanaan kesehatan lin8]mngan, meliputi surveilans_ faktor risiko,
penyehatan air dan, sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan
udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi
perubahan iklim dan kebencanaan;
pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan kejadian luar
biasa/wabah,    pencegahan    dan    pengendaliari    penyakit    serta
kesehatan    lin8kungan    pada    situasi    ]chusus    seperti    pada

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
pemberian bimbingan telmis pada UPID Dinas Kesehatan;
pengelolaan jabatan fLmgsional bidang penanggulangan penyakit;
pelaksanaan  pemantauan,  pembinaan,  pengawasan,  evaluasi  dan
pelaporan   penyelenggaraan   kegiatan   di   bidang   penanggulangan
penyakit; dan

r.     pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaltan
dengan tugasnya.
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Paragraf 5
Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan

Pasal 74
(1)'   Bidang  Pelayanan  Kesehatan  Lanjutan  dipimpin  oleh  seol.ang  Kepala

Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Pelayanan  Kesehatan  Lanjutan  mempunyai tugas merumuskan
dan   melaksanakan   kebijakan   operasional,   pembinaan   tehais,   dan

pengawasan data di bidang pelayanan keseha.tan lanjutan, tata kelola dan
mutu pelayanan kesehatan rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pelayanan Kesehatan Lanjutan mempunyai fungsi:
a.     perumusan  kebijahan  dan  penyusunan  standar  teknis  di  bidang

pelayanan kesehatan;
b.     pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pengembangan pelayanan

kesehatan ru].ukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan mutu
pelayanan       kesehatan       rujukan,       pelayanan       penunjang,
kegawatdaruratan;

a.     pelaksanaan  tata  kelola  fasilitas  dan  mutu  pelayanan  kesehatan
rujukan;

d.     pengelolaan audit medis/audit ]dinis rLlmah sakit dan pelaksanaan
standar   pelayanan   kesehatan   lanjutan   pada   program  jaminan
kesehatan;

e.     pemberian  dukungan  pelayanan  kesehatan  pada  penyelenggaraan
mudik lebaran  dan  hari  besar keagalnaan,  kegawatdaruratan  pra
rumah sakit, kumpulan massa (mczss gtz#zerz.7'zg) , dan situasi khusus
lainnya;

f.      fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peninedratan mutu pelayanan
dan keselalnatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan `rujukan;

9.     pengelolaan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan;
h.     pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada fasilitas pelayanan

kesehatan tin8kat lanjut;
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i.      pengelolaan   jabatan    fungsional    bidang    pelayanan    kesehatan
lanjutan;

j.      pelaksanaan    penerbitan    rekomendasi    telmis    yang    menjadi
kewenangannya;

k. pelaksanaan  pemantauan,  pembinaan,  pengawasan,  evaluasi  dan
pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan
lanjutan; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Paragral 6
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 75
( 1)    Bidang sumber Daya kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang  Sumber  Daya  Kesehatan  mempunyai  tugas  merumuskan  dan
melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan
data di bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah
tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
a.     perumusan  kebijakan  dan  penyusunan  standar  teknis  di  bidang

sumber daya kesehatan;
b.     penyusunan program dan kegiatan kefarlnasian yang meliputi obat,

makanan   minuman,    kosmetika,    obat   tradisional   dan   bahan
berbahaya;

c.     pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
d.     pengawasan produk dan sarana produksi industri rumah tangga;
e.     peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan

dalan negeri;
f.      pelaksanaan    penerbitan    rekomendasi    teknis    yang    menjadi

kewenangannya;
9.     pengawasan produk dan  sarana produksi dan/atau distribusi alat

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
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h.     pengelolaan pendanaan kesehatan;
i.      perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga sumber daya

manusia kesehatan dan sarana kesehatan;
i.      peningkatan  mutu  dan  kompetensi  tenaga  sumber  daya  manusia

kesehatan;
k.     pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga sumber

daya manusia kesehatan;
I.      pendayagunaan   dan   pelaksanaan   urusan   kesejahteraan   tenaga

pendukung atau penunjang kesehatan;
in.    pemberian bimbingan teknis pada UFTD Dinas Kesehatan;
n.     pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan.
o.     pelaksanaan  pemantauan,  pembinaan,  pengawasan,  evaluasi  dan

pelaporan   penyelenggaraan   kegiatan   di   bidang   sumber   daya
kesehatan; dan

p.     pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pinpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

BAB IX

DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 76
Dinas S6sial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakaLn
tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wall Kota
melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 77
(1)    Susunan organisasi Dinas sosial terdiri atas:

a.     Dinas sosial;
b.     Setretariat Dinas sosial, membawahkan subbagian umum;
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c.     Bidang perlindungan dan Jaminan sosial;
d.     Bidang Rehabihitasi sosial;
e.      Bidang pemberdayaan._Sosial;
f.      UFTD;dan

9.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
(2)    Bagan struktur organisasi Dinas Sosial .tercantum dalam hapiran yang
~     merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Sosial

Pasal 78
Dinas  Sosial mempunyai  tugas menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di
bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 79
Untuk melaksanahan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  78,  Dinas
Sosial menyelenggarakan fungsi:
a.     perumusan kehij_akan ter±ait urusan pemerintah bidang sosial;
b.     penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial;
c.     pembinaan  dan  pelaks-anaan  tugas  terkait  urusan  pemerintah  bidang

sosial;
d5     pemantauan,  evaluasi dan pelaporan terkait urusan pemerintah bidang

sosia];
e.     penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait urusan pemerintah

bidang sosial;
f.      pelaksanaan     kesekretariatan     dinas     terkait     perencanaan     dan

penganggaran,     administrasi    dan    umum,     serta    organisasi    dan
kepegawaian; dan

9.     pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberifan  oleh  pimpinan  terkait  dengan
tu8asnya.
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Paragraf 2
Sekretariat Dinas Sosial

Pasal 80
(1)    Sekretariat  Dinas  Sosial  dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris yang  dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2)    Sckretariat Dinas sosial mempunyal tugas membantu Dinas sosial sesuai
tugas dan fungsinya serta melakukan pelayanan teknis dan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lin8kungan Dinas Sosial.

{3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagalmana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Dinas Sosial mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketafausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  _kelja
sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Dinas;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolapi
survei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lin8kup Dinas;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;

9.     penataar},  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informa.si publ±k, serta penyusutan arsip .dan

penyerahan arsip statis;
h.    pelaksanaan     penyusunan     perencanaali     pengadaan     tanah,

penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang pelaksanaan tugas  dan  fungsi peran8kat daerah yang
menj adi kewenangannya;
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pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,   pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mom.fen.ng
dan evaluasi pencapaian kinelja;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian  pelaksanaan   pendapatan/retribusi  daerah  yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
1.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
SubbagianUmum

Pasal 8 1

(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   o_1eh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola penangalran
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rumah  tangga dan perlen9kapan,  serta layanan

pengadaan barang/j asa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      perpustakaan,       informasi      dan

dokumer±tasi;
f.      mengelolaL  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi kinelja ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;

h.    melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

pelaksana;
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i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi
kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pinpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Perlindungan dan Janinan Sosial

Pasal 82
(1}    Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang    Perlindungan     dan     Jaminan     Sosial     mempunyai     tugas
melaksanakan   koordinasi,   perumusan,   pelaksanaan   kehijakan,   dan
evaluasi  serta pelaporan  sesual dengan  fungsi  di  bidang perlindungan
dan jaminan sosial.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimapa dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
a.     pelaksanaan   norma,    standar,    prosedur,    dan   kriteria   bidang

perlindungan dan jaminan sosial;
b.     pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemeliharaan

anak-anak terlantar dalam hal pengangpratan anak;
c.     pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial dalam pendataan dan

pengelolaan data faldr mis]dn cakupan daerah;
d.     pelaksanaan   penanganan   bencana   dala]Ii   perlindungan   sosial

korban bencana alam dan sosial;
e.     pelaksanaan  penyelenggaraan  pemberdayaan  masyarafat terhadap

kesiapsiagaan bencana alam dan sosial; dan
f.      pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Rehabilitasi Sosial
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Pasal 83
(-1)    Bidang  Rehabilitasi  Sosial  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

{2)`    Bidang  Rehabilitasi  Sosial  mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan
koordinasi,  fasilitasi  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,  evaluasi
serta pelaporan sesual dengan fungsi di bidang rehabilitasi sosial.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat`(2); Bidang
Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
a.     pelaksanaan  norma,   standar,   prosedur,   dan   kriteria  di  bidang

rehabilitasi sosial;
b.     pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
c.     pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti

dan/atau lembaga;
-d.     pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan

orang di luar panti dan/atan lembaga;
e.     pelaksanaan rehabditasi.. sosial  lanjut usia di luar panti dan/atau

lembaga;
f.      fasilitasi      dan      pelayanan      sosial      orang      dengan      human

inmu:rodef icieney vi:rus I acqprired immunodef roeneg s:gndrome (ODHA:)
untuk dikordinasikan dengan sfakeJzozder terkait;

9.     fasilitasi  dan  pelayanan  sosial  korban  penyalahgunaan  narkotika,
alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) untuk dikordinasikan
dengan sfakehozder terkait; dan

h.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 84

~    _(1)    Bidang Pemberdayaan  Sosial dij~impin oleh  seorang Kepala Bidang dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang _Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanahan penyiapan
kooldinasi,  fasilita-si  peruinusan  dan  pelaksanaan  kehijakan,  evaluasi
serta pelaporan sesuai dengan fungsi di bidang pemberdayaan sosial.
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(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
a.     pelaksanaan  norma,   standar,   prosedur,   dan  kriteria  di  bidang

pemberdayaan sosial;
b.     pelaksanaan  pengembangari  potensi  sumber  kesejahteraan  sosial

daerah;
c.     pelaksanaan   kepahlawanan,   keperintisan,   kesetiafawanan,   dan

restorasi sosial;
d.     pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
e.     pelaksanaan   penerbitan   izin   pengumpulan   sumbangan   dalam

daerah;
f.      pelaksanaan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga

(LK3) yang wilayah kegiatan Daerah;
9.     pelaksanaan  pemeliharaan  taman  makam  pahlawan  nasional  di

Daerah; dan
h.    pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pinpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

BABX
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNCIAN ANAK DAN

KEIJUARGA B ERENCANA
i

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 85
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Dinas  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya
berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada Wa]i Kota melalui
Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
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(1)

Pasal 86
Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga. Berencana terdiri atas:
a.     Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perhadungan chak dan Keluarga

Berencana;
b.     Sekretariat  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Pel.]indungan  Anak

dan Keluarga Berencana, membawahkan:
1)     Subbagian umum; dan
2)     Subbagian Keuangan

c.     Bidang pemberdayaan perempuan;
d.     Bidang perlindungan perempuan dan Anak;
e.     Bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
f.      Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

9.      UFTD;dan
h.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2)    Bagan     struktur     organisasi     Dinas     Pemberdayaan     Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tercantum dalaln Lampirari

yang merupakan bagian tidak texpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan jinak

dan Keluarga Berencana

Pasal 87
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang  pemberdayaan  perempuan
dan  perlindungan  anak,  pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana,
serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah.



-68-

Pasal 88
Untuk  melaksanahan  tugas  sebagaimana dinaksud  dalam  Pasal  87,  Dinas
Pemberdayaan   Perempuan,   Perlindungan   Anak  dan   Keluarga  Berencana
menyelenggarakan fungsi :
a.     perumusan kehijakan terkait umsan pemerintah bidang pemberdayaan

b.

C.

perempuan   dan   perlindungan   anak,   pengendalian   penduduk   dan
keluarga berencana, serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
penyelenggaraan  urusan  pemerintah  bidang pemberdayaan  perempuan
dan per.lindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas  terkait  urusan  pemerintah  bidang
pemberdayaan    perempuan    dan    perlindungan    anak,    pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan masyarakat dan
desa;

d.     pemantauan,  evaluasi dan pelaporan terkait urusan pemerintah bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,  pengendalian anak,
pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana,  serta  pemberdayaan
masyarakat dan desa;

e.     penyelenggaraan  sistem pengendalian intern terkait uruari pemerintah
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan masyarakat dan
desa;

f.      pelaksanaan     kesekretariatan     Dinas     Pemberdayaan     Perempuan,
Perlindungan  Anak  dan  Keluarga  Berencana  terkait  perencanaan  dan

penganggaran,     admin±strasi    dan    umum,     serta    organisasi    dan
kepegawalan; dan

9.     pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkalt  dengan
tu8asnya.

Paragraf 2
Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  dan

Keluarga Berencana
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Pasal 89
(1)    Sekretariat  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan

Keluarga   Berencana   dipimpin   oleh   seorang   Sehaetaris   yang   dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2)    Sekretariat  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan
Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Dinas Pemberdayaan
PeFempuan,  Perlindungan  Anak dan  Keluarga  Berencana  sesuai  tugas
dan  fungsinya  serta  memberikan  pelayanan  teknis  dan  administrasi
kepada  seluruh  unit  organisasi  di  lingkungan  Dinas  Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

(3)    Untuk  melaksanakan   tugas   sebagainana   dimaksud   pada  ayat   (2),
Sekretariat  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Per.lindungari  Anak  dan
Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketatausghaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Dinas;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan-barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;

e_.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f..      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan alsip aktif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyinpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan penyajian
arsip dinamjs menjadi informasi publik, seria penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
h.    pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  basil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
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menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  peran8kat  daerah yang
menj adi kewenangannya;

i.      pelaksanaan   evaluasi   penga.wasan,    pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasfl  pengawasan  serta  mom.ton.ng
dan evaluasi pencapalan kineba;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan   pendapatan/retribusi  daerah  yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
I.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 90
(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan

bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola penanganan
pengaduan dan pemberian inforlnasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan  rumah  tangga dan perlengkapan,  serta ]ayanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      umsan      pexpustahaan,      informasi      dan

dokumentasi;
I.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi kinelja ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan

h.

santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah basil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah_ yang menjadi kewenangannya;
melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
pelaksana;
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i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi
`      kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

(1)

Pasal 9 1
Subbagian   Keuangan  dipimpin  oleh   seolang  Kepala  Subbagian  dan
bertaLnggung jawab langsung kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
a.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
b.     melaksanakan  penatausahaan  dan  pengng.ian/verifikasi  keuangan

Dinas;
c.     melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
d.     menyusun   rekapitulasi   penyerapan   keuangan    sebagai   bahan

evaluasi kineH.a keuangan;
e.     mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     tanggapan

pemeriksaan;
f.      menyusun laporan dan analisis prognosis reafisasi anggaran;

9.     menyusun laporan keuangan;
h.     mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan
i.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yaLng

berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 92
(1)    Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
`(2)    Bidang Pemberdayaan  Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan

fungsi    dukungan    penyelenggaraan    tugas    dan    fungsi    di    bidang

pemberdayaan perempuan.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:



-72-

a.

b.

penyiapan  perumusan  kebijakan  pelaksanaan  pengarusutamaan
gender  dan  pemberdayaan  perempuan  di  bidang  pofitik,  hukum,
sosial dan ekononri;

penyiapan  forum  koordinasi  penyusunan  kebijahan  pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
politik, hukum, sosial dan ekonomi;

c.     penyiapan       perumusan       kajian        kebijakan       pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
pontik, hukum, sosial dan ekonomi;

d.     penyiapan    koordinasi    dan    sinkronisasi    penerapan    kebijakan

pelaksanaan     pengarusutamaan     gender     dan     pemberdayaan
perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;

e.     penyiapan fasiHtasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
politik, hukum, sosial dan ekonomi;

f.      penyiapan   bahan   pemberian   bimbingan   ten:nis   dan   supervisi

penerapan  kebijakan  pelaksanaan  pengarusutamaan  gender  dan
pemberdayaan  perempuan  di  bidang  politik,  huh:urn,  sosial  dan
ekonomi;

9.     penyiapan        dan        pelaksanaan        kegiatan        pelembagaan
pengarusutamaan gender;

h.    penyiapan  standarisasi  lembaga  penyedia  layanan  pemberdayaan

perempuan;
i.      pelaksanaan peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan;.

j.      pelaksanaan   fasihasi   peran   para   pihak   dalam   pemberdayaan
perempuan;

k.     pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kehijakan

pelaksanaan     pengarusutamaan     gender     dan     pemberdayaan
perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;

I.      penyiapan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pada

program administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta program
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan teknologi tepat guna;

in.    penyiapan    koordinasi    dan    sinkronisasi    penerapan    kebijakan
pelaksanaan  kegiatan  pada  program  administrasi  peme]intahan
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desa/kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan
teknologi tepat guna;

n.

Oi

P.

q

penyiapan  bahan  penyusunan  kebijakan  fasilitasi  pemberdayaan
masyarakat;
penyiapan  bahan  p`enyusunan  koordinasi  pelaksanaan  kebijakan   `
fasiHtasi pemberdayaan masyarakat;

pelaksanaan  bimbingan,   pemEinaan,   fasilitasi,   dan  pemantauan
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 93
(1)    Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin olch seorang Kepala

Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
_(2)    Bidang    Perlindungan    Perempuan    dan    Anak    mempunyai    tugas

menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi di
bidang perlindungan perempuan dan anak.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perlindungan Pererhpuan dan Anak mempunyai fungsi:
a.     penyusunan dan pelaksanaan rencana program kelja dan petunjuk

telmis di Bidang Perlindungan Perempuan dan chak;
b.     penyiapan dan perumusan kajian kehijakan dan forum koordinasi

penyusunan   kehijakan   di   bidang   pemenuhan   hak   anak,   dan
perlindungan khusus anak, pencegahan, penanganan kekerasan dan
perlindungan terhadap perempuan dan anak, perempuan dan anak
korban     kekerasan     di     dalam     rumah     tangga,     di     bidang
ketenagakeq.aan,  dalam  situasi  darurat  dan  kondisi ]di-usus  serta
dari tindak pidana perdagangan orang;

c.     penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kehijakan, bahan

pemberian bimbingan telmis dan supervisi, fasilitasi, sosia]isasi dan
distribusi   kebijakan,    kegiatan   penguatan   dan   pengembangan
lembaga  penyedia  layanan  penin8katan  kualitas  hidtip  anak  di
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bidang   pencegahan,   penanganan   kekerasan,   dan   perlindungan
terhadap  perempuan   dan   anak,   perempuan   dan  anak  korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakeH.aan, dalam
situasi   darurat  dan   kondisi  khusus   serta  dari  tindak  pidana
perdagangan orang;

d.     pemantauan,     anafisis,     evaluasi     dan     pelaporan    penerapan,

perumusan dan forum koordinasi penyusunan kebijaha di bidang
pencegahan,  penanganan  kekerasan,  dan  perhidungan  terhadap
perempuan  dan  anak,  perempuan  dan  anak korban kekerasan  di
dalaln  rumah  tangga,  di  bidang  ketenagakeljaan,  dalam  situasi
darurat dan kondisi khusus serta darn tindak pidana perdagangan
Olan8;

e.     penyiapan  perumusan,  forum  koordinasi  penyusunan,  perumusan
kajian,  koordinasi  dan  sinkronisasi  penerapan,  fasilitasi,  jejaring,
sosialisasi dan  distribusi,  bahan pemberian  bimbingan  tehais  dan
supervisi  penerapan  kehijakan  pengumpulan,  pengolahan,  analisis
dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan
dan anak;

f.      penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

perlindungan perempuan dan anak;
9.     penyiapan  perumusan  kebijakan,  forum  koordinasi  penyusunan,

perumusan kajian, koordinasi dan sinkron±sasi penerapan, fasilitasi,
sosialisasi dan  distribusi,  bahan pemberian  bimbingan  teknis dan
supervisi, kehijakan pelaksanaan kualitas keluarga;                   I

h.     penyiaLpan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan   kualitas   keluarga   dalam   mewujudkan   kesetaraan
gender dan hak anak;

i.      pemantaLuan, analisis,  evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan

pelaksanaan kualitas keluarga;
j.      penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak

sipil,    informasi    dan    partisipasi,    pengasuhan,    keluarga    dan
lingkungan,    kesehatan    dan    kesejahteraan    serta    pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;

k.     penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkalt
hak  sipil,  jnformasi  dan  partisipasi,  pengasuhan,  keluarga  dan
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lin8kungan,    kesehatan    dan    kesejahteraan    serta    pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;

1.      penyiapan,  penguatan,  pengembangan  dan  penin8katan  kapasitas
sumber daya pemenuhan hak anak dan lembaga penyedia layanan

peningkatan   kualitas   hidup   anak   pada   lembaga   pemerintah,
nonpemerintah, dan dunia usaha;

in.    pengoordinasian    dan    sinkronisasi    serta    penyediaan    sarana

prasarana layanan bagi perempuan dan anak; dan
n.    pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bererlcana

Pasal 94
_    (1)    Bidang Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Dinas.

(2)    =idang  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  mempunyai
tugas  menyelenggarakan  fungsi  dukungan  penyelenggaraan  tugas  dan
fungsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aya.t (2}, Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
a.     perumusan   kebijakan   telmis   Daerah   di   bidang   pengendalian

penduduk,  sistem  informasi  keluarga,  penyuluhan,  advokasi  dan
penggerakan    bidang    pengendalian    penduduk    dan    keluarga
berencana;

b.     pelaksanaan   kebijakan   teknis   Daerah   di   bidang   pengendalian

penduduk,  sistem  informasi  keluarga,  penyuluhan,  advokasi  dan
penggerakan    bidang    pengendalian    penduduk    dan    keluarga
berencana;-

c.     pelaksanaan   norma,   standar,   prosedur   dan   kriteria   dibidang

pengendalian  penduduk,  sistem  informasi  keluarga,  penyuluhan,
advokasi   dan  penggerakan  bidang  pengendalian  penduduk  dan
keluarga berencana;
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d.     pelaksanaan   pemaduan   dan   sinkronisasi   kebijakan   Pemerintah
Daerah dalam ran8ka pengendalian kuantitas penduduk;

e.     pelaksanaan pemetaan per]draan pengendalian penduduk Daerah;
f.      pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarahatan tin8kat Daerah bidang pengendafian penduduk dan
keluarga berencana;

9.     pelaksanaan      pendayagunaan      tenaga      penyuluh      keluarga
berencana/petugas lapangan keluarga berencana;

h.    pelaksanaan    pemantauan    dan    evaluasi    bidang   pengendaliin

penduduk,  sistem  infomasi  keluarga,  penyuluhan,  advokasi  dan
penggerakan    bidang    pengendalian    penduduk    dan    keluarga
berencana;

i.      pemberian  bimbingan  telmis  dan  fasilitasi  bidang  pengendalian

penduduk,  sistem  informasi  keluarga,  penyuluhan,  advokasi  dan
penggerakan    bidang    pengendalian    penduduk    dan    keluarga
berencana;

j.      pelaksanaan     penerimaan,     penyimpanan,     pengenda]ian     dan
pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di Daerah;

k.     pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Daerah;
I.      pelaksanaan   pembinaan   kesertaan   ber-keluarga   berencana   di

Daerah; dan
in.    pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 95
(1)    Bidang  Ketahanan  dan  Kesejahteraan  Keluarga  dipimpin  oleh  seorang

Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang   Ketahanan   dan   Kesejahteraan   Keluarga   mempunyai   tugas
menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi di
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
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a.

b.

perumusan   kehijakan   teknis   Daerah   bidang   ketahanan   dan
kesej ahteraan keluarga;

pelaksanaan   kebijakri   tehais   Daerah   bidang   ketahanan   dan
kesej ahteraan keluarga;

c.     pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria
di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

d.     pelaksanaan  kehijakan  tehais  di  Daerah  pada  bidang  pembinaan
ketahanan keluarga pada kelompok balita dan anak, remaLja, 1anjut
usia dan rentan;

e.     pelaksanaan kebijakan te]mis di Daerah pada bidang pemberdayaan
ekonomi- keluarga;

f.      pelaksanaari   pemantauan   dan   evaluasi   bidang   ketahanan   dan
kesejahteraan keluarga;

9.     pemberian  bimbingan  telmis  dan  fasilitasi  bidang  ketahanan  dan
kesej ahteraan keluarga;

h.    pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
i.      pelaksanaan   partisipasi   dan   pemberdayaan   masyarakat   dalam

keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;
j.      pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan

dan kesejahteraan keluarga;
k.     pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
I.      pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga

sejahtera;
in.    pelaksanaan  advokasi  dan  promosi  iBangga  (indeks pembangunan

keluarga);
n.     pelaksanaan  konsolidasi  kebijakan  iBangga  (indeks pembangunan

keluarga);

.o.     pelaksanaan    koordinasi   evaluasi   pencapaian    iBangga    (ind€ks
pembangunan keluarga) ;

p.     pelaksanaan      dan      penin8katan      peran      serta      organisasi
kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga;

•q.     pelaksanaan     pendayagunaan     mitra     keria     dan     organisasi

kemasyarakatan    dalam    penggerakan    operasion-al    pembinaan

program ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
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r.     pembinaan  dan  sosialisasi penyiapan  kehidupan  berkeluarga  bagi
remaja; dan

s.     pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

BAB RI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 96
Dines  Kependudukan  dan  Pencafatan  Sipil  dipinpin  oleh  seorang  Kepala
Dinas  yang  dalaln  melaksanahan  tugasnya  berkedudukan  di  bawah  dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organicasi

Pasal 97
(1)    Susunan  organisasi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  terdiri

atas:
a.     Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil;
b.     Sekeetariat     Dinas      Kependudukan      dan      Pencatatan      Sipfl,

membawahkan:
1.     Subbagian umum dan Kepegawaian; dan
2.     S.ubbagian perencanaan dan Keuangan;

c.     Bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
d.     Bidang pelayanan pencatatan sipil;
e.     Bidang   Pengelolaan   Informasi   Administrasi   Kependudukan   dan

Pemanfaatan Data;
f.       UFTD;dan

9.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
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(2)    Bagan  struktur  organisasi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
tercantum  dalam  Lanpiran yang  merupakan  bagian  tidak texpisahkan
darn Peraturan Wall Kota ini.

Bagian Ketiga
Thgas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 98
Dinas      Kependudukan      dan      Pencatatan      Sipil     mempunyai.   tugas
menyelenggarakan   urusan   pemerintahan   di   bidang   kependudukan   dan
pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 99
Untuk melaksanakan  tugas  sebagaimana dinaksud  dalam  Pasal  98,  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
a.     pelaksanaan      koordinasi      dengan      kantor      kementerian      yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan
agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai -dan mjuk
bagi penduduk yang beragama Islam;

b.     pelaksanaari      koordinasi      dengan      kantor      kementerian      yang
menyelenggarakan   urusan   pemerintahan   di   bidang   agama   dalam
memelihara  hubungan  timbal  balik  melalui  pembinaan  masing-masing
kepada instansi vertikal dan UFTD;

c.     pelaksanaan    koordinasi   antar   lembaga   pemerintah   dan    lembaga
nonpemerintah   di  Daerah   dalam   penertiban   pelayanan   administrasi
kependudukan;

d.     penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di Daerah;

e.     pembinaan,  pembimbingan,  dan  supervisi  terhadap  pelaksanaan  tugas
UFTD,   termasuk   meminta   laporan   pelaksanaan   tugas   UPID   yang
berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
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8.

pelayanan   secara   alstif   pendaftaran   peristiwa   kependudukan   dan
pencatatan peristiwa penting;
pelaksanaan   ken.a   sama   dengan   instansi   vertikal,   organisasi   yang
berbadan  hukum  dan  organisasi  yang  berbasis  kemasyarakatan  di
Daerah;

h.    pelaksanaan       fasilitasi      penyelenggaraan       urusan       adninistrasi
kependudukan;

i.      penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;

j.      pelaksanaan      sosiafisasi      penyelenggaraan      urusan      administrasi
kependudukan;

k.     pelaksanaan  komunikasi,   informasi,   dan  edukasi  kepada  pemangku
kepentingan dan masyarakat;.

I.      pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan; dan
in.    pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  dengan

tu8asnya.

Paragraf 2
Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal loo
(1)    Sekretariat  Dinas  Kependududkan  dan  Pencatatan  Sipil  dipimpin  oleh

seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas dan
fungsinya serta melakukan pelayanan adlninistrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipfl.

Pasal 101
Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   loo,
Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian  dan  penyusunan  rencana,  program,  dan  anggaran  di

Dinas;
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b.     Pembinaan   dan   pemberian   dykungan   administrasi   yang   meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kelja sama,
hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi Dinas;

c.    -pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan surv-ei
kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan

pengadaan barang/jasa di ha9kup Dinas;
e.     pengelolaan  informasi,   dokumentasi  dan  pelaksanaan  fungsi  pejabat

pengelola infomiasi dan dokumentasi pelaksana;
I     pengurusan  dan  pengendalian  naskah  dinas,  pembinaan  dan  evaluasi

pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;
9.     penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan dan penyajian arsip

dinamis   menjadi   infomasi   publik,    serta   penyusutan   arsip   dan
penyerahan arsip statis;      _

h.    pelaksanaan  penyusunan  perencanaan  pengadaan  tanah,  penyelesaian
masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dan
pendaftarafi hak atas tanah hasfl pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
peran8kat daerah yang menjadi kewenangarmya;

i.      pelaksanaan  evaluasi  pengawasan,  pengumpulan,  pengelo]aan,  analisis
dan  penyajian  lapolan basil pengawasan  serta  mom.ton.7'zg dan  evaluasi

pencapaian kinelja;
j..      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian pelaksanaan pendapatan/retribusi daerah yang menjadi

kewenangan Dinas; dan
1.      pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan yang  berkaltan

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 102
`(1),    Subbagian   Umum   d.an   Kepegawalan   dipimpin   oleh   seorang   Kepala

Subbagian dan bertanggung-jawab langsung kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  suIvei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola penanganan
pengaduan dan pemberian infomiasi;
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b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rumah  tangga dan  perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      pelpustakaan,      informasi      dan

dokumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi kineH.a ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesalan   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

h.

umum yang  menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;
melaksanakan .fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

pelaksana;
mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   Daerah   yang   menjadi
kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 103

(1)    Subbagian  Perencanaan  dan  Keuangan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala
Subbagian dan bertanggung jaw_ab langsung kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  penyusunan  dokumen  sistem  akuntabihas  kin`elja

pemerintah yang meliputi:
1.     penjenjangan hinelja (pohon kinelja);
2.     rencana strategis;
3.     rencanakeH.a;
4.     rencana kinelja tahunan dan/atau rencana aksi;
5.     penetapan kinelja; dan
6.     Iaporan kinelja;_

b.     mengoordinasikan      rencana      usulan      kebutuhan      anggaran

(penyusunan rencana kelja dan  anggaran  satuan ke¢a perangkat
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C.

d.

e.

daerah mumi dan perubahan) ;
mengoordinasikan         penyusunan         rencana        kelja         dan
anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (mumi dan pembahan) ;
melaksanakan   verifkasi   internal   usulan   perencanaan   program,
kegiatan dan sub kegiatan;
melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi ]iney.a program,
kegiatan dan sub kegiatan Dinas;
menyusun laporan pelaksanaan kinelja pl.ogram, kegiatan dan sub
kegiatan Dinas;

9.     menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
h.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
i.      melaksanakan  penatausahaan  dan  pengujian/verifikasi  keuangan

Dinas;

j.      melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
k.     menyusun   rekapitulasi   penyerapan    keuangan    sebagai   bahan

evaluasi kineH.a keuangan;
1.      mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     tanggapan

pemeriksaan;
in.    menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
n.     menyusun laporan keuangan;
o.     mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menja9i

kewenangan Dinas; dan
p.     melaksanakan   tugas   lain   yang   diberihali   oleh   pinpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 104

(1)    Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang     Pelayanan      Pendaftaran      Penduduk     mempunyai     tugas
melaksanakan    penyiapan    koordinasi,     fasilitasi    perumusan     dan
pelaksanaan kehijakan, evaluasi serta pelaporan sesual dengan fungsi di
bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
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(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:
a.     penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
b.     perumusan kebijakan te]mis pendaftaran penduduk;
c.     pelaksanaan  pembinaan  dan  koordinasi  pelaksanaan  pelayanan

pendaftaran penduduk;
d.     pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
e.     pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
f.      pelaksanaan    pendokumentasian    basil    pelayanan    pendaftaran

penduduk;
9.     pelaksanaan    rmnd{on.ng,    evaluasi    dan    pelaporan    di    bidang

penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Daerah; dan
h.    pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipfl

Pasal 105

(1)    Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepa]a Bidang
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang  Pelayanan  Pencatatan  Sipil  mempunyal  tugas  melaksanakan
penyiapan koordinasi,  fasiHtasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi  serta  pelaporan  sesuai  dengan  fungsi  di  bidang  pelayanan

pencatatan sipil.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Pelayanan Pencafatan Sipil mempunyai fungsi:
a.     penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
b.     perumusan kehijakan teknis pencatatan sipil;
c.     pelaksanaan  pembinaan  dan  koordinasi  pelaksanaan  pelayanan

pencatatan sipil;
d.     pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
e.     pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
f.      pelaksanaan pendokumentasian basil pelayanan pencatatan sipil;
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9.     pelaksanaan    mom.fen.ng,    evaluasi    dan    pelaporan    di    bidang
penyelenggaraan pencatatan sipil di Daerah; dan

h.    pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan `

dan Pemanfaatan Data

Pasal 106

(1)    Bidang    Pengelolaan     Informasi    Administrasi    Kependudukan    dan
Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung

jawab langsung -kepada Kepala Dinas.
(2)    Bidang    Pengelolaan     Informasi     Administrasi     Kependudukan     dan

Pemanfaatan Data mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan

penyelenggaraan   tugas   dan   fungsi   di   bidang  pengelolaan  informasi
administrasi kependudukan d-an pemanfaatan data.

_+(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)-, Bidang
Pengelolaan  lnformasi  Administrasi  Kependudukan  dan  Pemanfaatan
Data mempunyai fungsi:
a.     penyusunan    perencanaan    pengelolaan    informasi    administrasi

kependudukan,  pemanfaatan  data  dan  dokumen  kependudukan,
kelja  sama  administrasi  kependudukan  serta  inovasi  pelayanan
administrasi kependudukan ;

b.     perumusan  kebijakan  telmis  pengelolaan  informasi  administrasi
kependudukan,  pemanfaatan  data  dan  dokumen  kependudukan,
kelja  sama  administrasi  kependudukan  serta  inovasi  pelayanan
administrasi kependudukan ;

c.     pelaksanaan  pembinaan  dan  koordinasi  pelaksanaan  pengelolaan
informasi   administrasi   kependudukan,   pemanfaatan   data   dan
dokumen  kependudukan,  kelja  salna  administrasi  kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

d.     pelaksanaan   pengelolaan   informasi   administrasi   kependudukan,

pemanfaatan   data   dan   dokumen   kependudukan,   keg.a   sama
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e.

administrasi  kependudukan  serta  inovasi  pelayanan  administrasi
kependudukan;

pengendalian   dan   evaluasi   pelaksanaan   pengelolaan   informasi
administrasi   kependudukan,   pemanfaatan   data   dan   dokumen
kependudukan, keg.a sama administrasi kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan; dan

f.      pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

BAB XII

DINAS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 107
Dines Ketenteraman  dan Ketertiban yang selanjutnya disebut Satuan Polisi
Pamong FTaja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Raja yang
dalam  melaksanakan  tugasnya  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung

jawab kepada Wadi Ko fa melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 108

(1)    Susunan organisasi satuan polisi pamong praja terdiri alas:
a.     Satuan polisi pamong praja;
b.     Sekretariat satuan poHsi pamong FTaja, membawahkan:

a.     Subbagian umum dan Kepegawaian;
b.     Subbagian Hogram; dan
c.     Subbagian Keuangan;

c.     Bidang penegakan perundang-undangan Daerah, membawahkan:
1.     Seksi   Penyelidikan,   Penyidikan   dan   Administrasi   Penyidik

Pegawai Negeri Sipil; dan
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2.     Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyu-1uhan dan Kajian Produk
Hukum Daerah;

d.     Bidang     Ketertiban     Umum     dan     Ketenteraman     Masyarakat,
membawahkan:
1.     Seksi operasional dan pengendalian; dan
2.     Seksi Hubungan Key.a sama dan Deteksi Dini;

e.     Bidang sumber Daya Aparatur, membawahkan:`
1.     Seksi pengembangan Apara.tur; dan
2.     Seksi perlengkapan Aparatur;

f.      Bidang pelindungan Masyarakat, membawahkan:
1.     Seksi satuan pelindungan Masyarakat; dan
2.     Seksi Bina potensi Masyarakat;

9.      UPTD+;dan
h.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2)    Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam
Lanpiran yang merupakan bagian tidak texpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal log
Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan    di    bidang    ketenteralnan    dan_   ketertiban    umum    serta
pelindungan masyarakat, serta menegalckan Peraturan Daerah.

Pasal 110

Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud dalaln Pasal 109, Satuan
Polisi Papiong Praja menyelenggarakan fungsi:
a.     penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan Daerah dan

peraturan    Wali    Kota,     penyelenggaraan     ketertiban    umum    dan
ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat;
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b.     pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wa]i
Kota;

c.     pelaksanaan     kebijakan    penyelenggaraan    ketertiban    umum    dan
ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat di Daerah;

d.     pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan wa]i

e.

Kota   serta   penyelenggaraan   ketertiban   umum   dan   ketenteraman
masyarakat  dengan   Kepolisian   Negara  Republik  Indonesia,   Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

pengawasan  terhadap  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  agar
mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali
Kota;

f.      mengikuti  proses  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  serta
kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah;

9.     pelaksanaan pemberian bantuan pengamanan dan pengawalan tamu zJe7u
I;erI/ 1.mporfautperson (WIP) termasuk pejabat negara dan tanu negara;+

h.    pelaksanaan     pengamanan     dan     penertiban     aset     yang     belum
teradministrasi    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang-
undangan;

i.      pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh wa]i
Kota  sesuai  dengan  prosedur  dan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;.

j.      pelaksanaan fasilitasi pengamanan dan penertiban barang milik Daerah;
k.     pelaksanaan  pengamanan  dan  penertiban  penyelenggaraan  pemflinan

umum dan pemflihan umum kepala daerah;
1.      pelaksanaan  pengamanan  dan  penertiban  penyelenggaraan  keramaian

Daerah dan/atau kegiatap yang berskala massal;
in.    pelaksanaan    pemantauan,    evaluasi,    pengendalian    dan    pelaporan

pertanggung).a.waban pelaksanaan tugas; dan
n.     pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  dengan

tu8asnya.

Paragraf 2
Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
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Pasal 1 1 1

(1)    Sekretariat Satuan Polisi Pamong Plaja dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong FTaja.

-(2)    Sekretariat  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  mempunyai  tugas  membantu

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas dan fungsinya serta memberikan

pelayanan  administrasi  kepada  seluruh  unit  organisasi  di  lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 112
Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   111
Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja mempunyal fungsi:
a.     pengoordinasian  dan  Penyusunan  rencana,  program,  dan  anggaran  di

Satuan Polisi Pamong Praja;
b.     pembinaan   dan   pemberian   dukungan   administrasi   yang   meliputi

ketatausahaan, kepegawalan, keuangan, kerumahtanggaan, ken.a sama,
hubungan  masyarakat,  arsip,  peapustakaan  dan  dokumentasi  Satuan
Pblisi Pamong Praja;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan survei
kepuasrm masyarakat;

d.     penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan

pengadaan barang/jasa di lingkup Satuan Polisi Parnong fraja;
e.     pengelolaan  infolmasi,  dokumentasi  dan  pelaksanaan  fungsi  pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan  dan  pengendalian  naskah  dinas,  pembinaan  dan  evaluasi

pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;
9.     penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan dan penyajian arstp

dinamis   menjadi   infomasi   publik,    serta   penyusutan   arsip   dan
penyerahan arsip statis;

h.    pelaksanaan  penyusunan perencanaan  pengadaan  tanah,  penyelesafan
masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dan
pendaftaran hak atas tanah hasfl pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
perangkat daerah yang menjadi kewenangannya;'
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i.      pelaksanaan  evaluasi  pengawasan,  pengumpulan,  pengelolaan,  analisis
dan  penyajian  laporan  hasil pengawasan  serta  moritorz.7tg dan  evaluasi

pencapalan kinelja;
j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penegakan perundang-undangan

Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber daya
aparatur dan pelindungan masyarakat;

k.     pengoordinasian pelaksanaan pendapatan/retribusi daerah yang menjadi
kewenangan Satuan Polisi Pamong Haja; dan

I.      pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan yam-g  belkaitan
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 113

(1)    Subbagian   Umum   dan   Kepegawaian   dipimpin   oleh   seorang  Kepala
Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  suIvei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan  rumah  tangga dan  perlen8kapan,  serta layanan

pengadaan barang/j asa;
d.     mengelolaaset;
e.     menyelenggarakan      urusan      perpustakaan,      informasi      dan

dokumentasi;
f.      mengelola  urusan  adndnistrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan ewaluasi kineH.a ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan

h.

pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  alas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan _
umum yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;
melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokum-entasi
pelakerma;
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i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi
kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 114

(1)    Subbagian   Program   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian Ftogram mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  penyusunan  dokumen  sistem  akuntabilftas  kinelja

pemerintah yang meliputi:
1.     penjenjangan kinelja (pohon kinelja);
2.     rencana strategis;
3.     rencanakelja;
4.     rencana kineH.a tahunan dan/atau rencana aksi;
5.     penetapan kinelja; dan
6.     Iapol`an kineq.a;

b.     mengoordinasikan      rencana      usulan      kebutuhan      anggaran

(penyusunan  rencana ken.a dan  anggaran  satuan  keg.a  Perangkat
Daerah mumi dan perubahan);

c.     mengoordinasikan         penyusunan         rencana         kelja         dan
anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran (mumi dan perubahan) ;

d.     melaksanakan   verifikasi   internal   usulan   perencanaan   program,
kegiatan dan sub kegiatan;

e.     melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi kinelja program,
kegiatan dan sub kegiatan Dinas;

f.      menyusun  laporan  pelaksanaan  kinelja  program,   kegiatan   dan
subkegiatan Dinas; dan

9.     melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  telkait
dengan tugasnya.

Pasal 115

(1)    Subbagian   Keuangan  dipimpin  oleh   seorang  Kepala  Subbagian  dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
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menyusun  dokumen  pelaksanaan  anggaran  Satuan  Polisi  Pamong
FTaja;

melaksanakan  pengelolaan  administrasi  keuangari  Satuan  Polisi
Panong Praja;
melaksanakan  penatausahaan  dan  pengLijian/verifikasi  keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja;

d.     melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
e.     menyusun    rekapitulasi   penyerapan    keuangan    sebagal   bahan

evaluasi kinelja keuangan;
f.      mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     tanggapan

pemeriks-;
9.     menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
h.     menyusun laporan keuangan;
i.      mengelola   ]ayanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain  yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 116

(1)    Bidang Penegakan  Perundang-undangan  Daerah  dipimpin  oleh  seorang
Kepala  Bidang  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Satuan  Polisi
Pamong PI.aja.

(2)    Bidang   Penegakan   Perundang-undangari   Daerah   mempunyai   tugas
memimpin   pelaksanaan   seluruh   kegiatan   pelayanan   purmk   serta
administrasi  pemerintahan  dan  pembangunan   di  bidang  penegakan

perundang-undangan Daerah.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:
a.     perencanaan   program,   kegiatan  dan   kinelja  lingkup   di   bidang

penegakan perundang-undangan Daerah;
b.     pengoordinasian   pelaksanaan   program   dan   kegiatan   penegakan

produk hukum daerah;
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c.     pengoordinasian   perumusan   bahan   kebijakan   lingkup   bidang

penegakan produk hukum perundang-undangan Daerah;
d.     pengoordinasian  penegakan  produk  hukum  perundang-undangan

Daerah;
e.     pengoordinasian  pengelolaan  dan  pemberdayaan  penyidik  pegawai

negeri sipil;
f.      pengoordinasian    administrasi,    penyimpanan    dan   pengamanan

terhadap  barang  buEL  pelanggaran  Peraturan  Daerah;  Peraturan
Wali Kota dan/atau kehijakan Daerah;

9.     pengoordinasian    pengumpulan    informasi   dan    pemetaan   jenis
ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap penegakan peraturan
Daerah,  peraturan  Wali  Kota  dan/atau  kebijakan  Daerah  serta

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
h.     pelaksanaan  77ro7iz.forfr2g,  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
i.      pelaksanaan    adininistrasi    di    bidang    penegakan    perundang-

undangan Daerah; dan
j.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan_oleh pimpinan terkait dengan

tu8asnya.

Pasal 117

(1)    Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri
Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada

+

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

(2)    Seksi Penyeli_dikan, Penyidikan dan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri
Sipil mempunyai tugas:
a.     menyusun program dan kegiatan seksi penyelidikan, Penyidikan dan

Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
b.     menyiapkan  bahan  kebijakan  teknis  di  bidang  penyelidikan  dan

penyidikan-;
c.     melaksanakan    penyelidikan    terhadap    pe]anggaran    Peraturan

Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau kebijakan Daerah;
d.     melakukan tindakap yustisi dan non yustisi terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan/afau kebijakan Daerah;
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e. menyiapkan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian penyidik pegawal
negeri sipil dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan;
menyiapkan  bahan  pelaksanaan  pen9hentian  kegiatan  dan/atau
penyegelan  dengan  menggunakan  garis  pembatas  polisi  pamong
praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Wan Kota
dan/ atau kehijakan Daerah;

9.     menyiapkan   bahan   administrasi   perkara   terhadap   pelanggaran
peraturan Daerah, peraturan Wali Kota dan/atau kebijakan Daerah;

h.    melaksanakan    pemberkasan    dan    pengamanan    barang    hasfl

penertiban;
i.      menyajikan  data,   informasi  dan  dokumentasi  penyelidikan   dan

penyidikan;
j.      melaksanakan   fasilitasi   sidang   tindak   pidana   ringan   terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah;
k.     melaksanakan   koordinasi   dengan   Kepolisian   Negara   Republik

Indonesia,   Kejaksanaan   Negeri,   Pengadilan   Negeri   dan  penyidik

pegawal negeri sipil;

in.

membina,   membagi   dan   mengarahkan   tugas   kepada   bawahan
berdasarkan arah kebijakan umum Satuan Polisi Pamong Praja agar
tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
melaksanakan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penindakan  meliputi

penyiapan      berkas,      pemeriksaan      berdasarkan      bukti-bukti
pelanggaran,  menyusun  hasil  penyidikan  sebagai  bahan  tindakali
eksekusi terhadap pelanggaran produk hukum Daerah;

n.     mengifuti     proses     persidangan     atas     rangflraian     penyidikan

pelanggaran  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Wall  Kota  sesuai

0.

P.

dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan monfron.ng, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pilnpinan  terkait
dengan tugasnya.
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Pasal 118

(1)    Seksi Pembinaan,  Pengawasan,  Penyuluhan dan  Kajian Produk Hukum
Daerah  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Seksi  dan  bertanggung  jawab
kepada Kepala Bidang Penegakan Pemndang-undangan Daerah.

(2)    Seksi Pembinaan,  Pengawasan,  Penyuluhan dan  Kajian Produk Hukum
Daerah mempunyal tugas:
a.     menyusun    prograni    kelja    dan    kegiatan    Seksi    Pembinaan,

Pengawasan, Penyuluhan dan Kajian Ptoduk Hukum;
b.     menyiapkan    bahan    kebijakan    teknis    di    bidang    pembinaan,

pengawasan, penyuluhan dan kajian produk hukum Daerah;
c.     melaksanakan   analisa   dan   pengolahan   data,    informsi   dan

dokumentasi  kegiatan  pembinaan,  pengawasan,  penyuluhan  dan
kajian produk hukum Daerah;

d.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     pembinaan,     pengawasan,

penyuluhan dan kajian produk hukum Daerah;
e.     melaksanakan penyuluhan produk hufum Daerah;
f.      melaksanakan  pengawasan  atas kepatuhan  terhadap  pelaksanaan

produk hukum Daerah;
9.     melaksanakan pendataan lokasi pembinaan dan penyuluhan produk

hukum Daerah;
h.    melaksanakan penyimpanan  dan/atau  penghapusan,  pemu§nahan

barang  basil  penertiban  pelaksanaan  penegahan  produk  hukum
Daerah;

i.      melaksanakan pemberkasan dan pengamanan barang bukei;

j.      melaksanakan  koordinasi  dengan  aparatur  penegak  hukum  dan
penyidik pegawai negeri sipil Daerah;

k.     melaksanakan  sidang  tindak  pidana  tel.hadap  warga  masyarakat,
aparatur atau badan hukum atas pelanggaran peraturan Daerah; _.

I.      melaksanakan pengumpulan bahan,  pengolahan data,  analisa dan
evaluasi terhadap kajian produk hukum Daerah;

in.    melaksanakan   pengumpulan   dan   penyimpanan   produk   hukum
Daerah terkait penertiban;

n.    melaksanakan  pemantauan,  evaluasi,  pengendalian  dan  pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
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melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpin;ri  terkait
dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 119

(1)--   Bidang Ketertiban  Umum  dan  Ketenteraman  Masyarakat dipimpin  oleh
seorang  Kepala Bidang dan  bertanggung jawab  kepada  Kepala  Satuan
Po|isi Panong Praja.

`(2~)    Bidang  Ketertiban  Umum  dan  Ketenteralnan  Masyarakat  mempunyal
tugas  menyelenggarakan  fungsi  dukungan  penyelenggaraan  tugas  dan
fungsi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:
a.     perencanaan  program,  kegiatan  dan  kinelja  di  Bidang  Ketertibali

Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
b.     pengoordinasian program dalam melaksanakan kegiatan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat;
c.     pengoordinasian perumusan bahan kebijakan di bidang ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat;
d.     pengoordinasian  pelaksanaan  penertiban  non  yustisi-al  terhadap

warga masyarakat,  aparatur atau  badan  hukum yang melakukan
pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan/atau
kebijakan Daerah;

e.     pengoordinasian     kegiatan     pencegahan     dan     penanggulangan

gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
f.      pengoordinasian operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat;
9.     pengoordinasian   penanganan   unjuk   rasa   dan/atau   kerusuhan

massa;
h.     pengoordinasian fasilitasi keria sama dengan instansi terkait dalam

penyelenggaraan ketertiban umum,  ketenteraman  masyarakat dan
pelindungan masyarakat;

i.      pelaksanaan 77rondor7.7zg, evaluasi dan pelaporan;
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j.      pelaksanaan   tugas   sebagai   bahan   pertanggungjawaban   kepada
atasan; dan

k.     pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tu8asnya.

Pasal 120

(1)    Seksi Operasional dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
dan  bertanggung jawab  kepada  Kepala  Bidang  Ketertiban  Umum  dan
Ketenteraman Masyarakat.

(~2)    Seksi operasional dan pengendalian mempunyal tugas:
a.     menyiapkan  bahan  perumusan  dan  pelaksanaan  tehais  norma,

standar., prosedur, dan kriteria Seksi Operasional dan Pengendalian;
b.     menyiapkan  bahan  penyusunan  dckumen  perencanaan  program,

kegiatan, dan anggaran pada Seksi Operasional dan Pengendalian;
c.     menyiapkan  dokumen pendukung pelaksanaan program,  kegiatan,

dan anggaran pada Seksi- Operasional dan Pengenda]jan;
d.     menyusun   analisis   data   untuk   bahan   kajian   pengembangan

operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;

e.     melaksanakan penindakan non yustisial terhadap warga negara atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan Daerah,
peraturan Wali Kota dan/atau kebijakan Daeral;

f.      menyusun    hasil    penindakan,    pengawasan    dan    pemeriksaan
terhadap pelanggaran;

9.     melaksanakan     pembinaan,     pengawasan,     pengendalian,     dan
pemantauan pelaksanaan tugas pegawal pada Seksi Operasional dan
Pengendalian;

h.     menyelenggarakan   pengelolaan   naskah   dinas   dan   arsip   Seksi
Operasional dan Pengendalian;

i.      melaksanakan  penyusunan  laporan  penyelenggaraan  pemerintah
Daerah, 1aporan keterangan pertanggungjawaban, 1aporan keuangan
dan laporan linelja instansi pemerintah pada Seksi Operasional dan
Pengendalian; dan

j.      melaksanakan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkalt
dengan tugasnya.
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Pasal 121

(1)    Seksi  Hubungan  Kelja  Sama  dan  Deteksi  Dini  dipimpin  oleh  seorang
Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

(2)    Seksi Hubungan Kelja sama dan Deteksi Dini mempunyai tugas:
a.     menyusun program dan kegiatan Seksi Hubungan Kelja Sama dan

Deteksi Dini;
b.     menyiapkan bahan kebijakan telmis di bidang hubungan ken.a sama

dan deteksi dini;
c.     menyiapkan   bahan   penyusunan   petunjuk   teknis   pelaksanaan

deteksi dini ketertiban umum dan ketenteralnan masyarahat;
d.     menyiapkan  bahan penyusunan  standar operasional prosedur dan

standar pelayanan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;

e.     melaksanakan  koordinasi  program  kelja  sama  dengan  instansi
terkait;

f.      melaksanakan        koordinasi        lapangan        dengan        provinsi,
kabupaten/kota terkait dengan pelaksanaan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

9.     menyiapkan  bahan  pembuatan  peta rawan  ketertiban  umum  dan
ketenteraman masyarakat;

h.    melaksanakan  koordinasi  program  kelja  sarna  dengan  instansi
terkait  dalam  ran8ka  pelaksanaan  peningkatan  ketertiban  umum
dan ketenteraman masyarakat;

i.      menyiapkan  bahan  penyajian  data,  informasi  dan  dokumentasi di
bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

j.      melaksanahan   mouton.ng,   evaluasi,   pengendalian  dan  pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

k.     melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait
dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Sumber Daya Aparatur
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Pasal 122

(1)    Bidang Sumber Daya Aparatur dipinpin oleh seorang Kepala Bidang dan
bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(2)    Bidang   Sumber   Daya   Aparatur   mempunyal   tugas   melaksanakan
perumusan   kebijakan,   koordinasi,   pengembangan   dan  perlengkapan
bidang sumber daya aparatur.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:
a.     perencanaan program, kegiatan dan kinelja di Bidang sumber Daya

Aparatur;
b.    pemenuhan hak ASN satuan ponsi pamong praja, penyedin sarana

dan prasarana min.imal;
c.     pelaksanaan  penunjang proses  penyelenggaraan  ketertiban  umum

dan ketenteranan serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

d.

e.

Wali Kota yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;

pelaksanaan pembinaan telmis operasional dan penghargaan Satuan
Polisi Panong Praja;
mengoordinasikan program dalam melaksanakan kegiatan di bidang
sumber daya aparatur;
mengoordinasikan  perumusan  bahan  kehijakan  di  bidang  sumber
daya aparatur;

9.     melaksanakan mondton.ng, evaluasi dan pelaporan aparatur;
h.    melaksanakan  tugas  sebagai  bahan  pertanggungjawaban  kepada

atasan; dan
i.      melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  .terkalt

dengan tugasnya.

Pasal 123

(1)    Seksi Pengembangan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

(2)    Seksi pengembangan Aparatur mempunyai tugas:
a.     menyusun  rencana  program  dan  kegiatan  Seksi  Pengembangan

Aparatur;
b.     menyiapkan    bahan    perumusan    kebijakan    teknis    di    bidang

pengembangan aparatur;
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melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur;
melakuhan pembinaan terhadap aparatur dalam hal disiplin,  kode
etik dan perilaku serta pemberian penchargaan;
melaksanakan pembinaan fisik dan mental terhadap aparatur;
melaksanakan dukungari terhadap kegiatan Pemerintah Daerah;

9.     melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
sesuai     ketentuan     peraturan     perundang-undangan     dengan
berkoordinasi pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong ELja;

h.    melaksanakan verifikasi,  pencatatan  dan  inventarisasi  sarana  dan

prasarana operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
i.      melaksanakan  penyediaan  layanan  dampak  penegakan  peraturan

Daerah;

j.      menyajikan data dan informasi seksi pengembangan Aparatur;
k.     melaksanakan  pemantauan,  evaluasi,  pengendafian  dan  pelaporan

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
1.      melaksanakan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait

dengan tugasnya.

Pasal 124

(1)    Seksi  Perlengkapan  Aparatur  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Seksi  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

(2)    Seksi perlengkapan Aparatur mempunyal tugas:
a.     menyusun   rencana   program   dan   kegiatan   Seksi   Perlengkapan

Aparatur;
b.     menyiapkan    bahan    perumusan    kebijakan    teknis    di    bidang

perlen8lrapan aparatur;
c.     melaksanakan perencanaan dan pengadaan perlengkapan aparatur;
d.     melaksanakan     pendataan,     pengelolaan     dan     pendistribusian

perlengkapan aparatur;
e.     melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perlen9kapan aparatur;
f.      melaksanakan  pemantauan,  evaluasi,  pengendalian  dan  pelaporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
9.     melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait

dengan tugasnya.
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Paragraf 6
Bidang Pelindungan Masyarakat

Pasal 125
`        (1)    Bidang  Pelindungan  Masyarakat  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang

dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PoHsi Pamong Praja.

(2)    Bidang  Pelindungan  Masyarakat  mempunyai  tugas  menyelenggarakan
fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang peHndungan
masyarakat.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pelindungan Masyarakat mempunyal fungsi:
a.     periyusunan    program    dan    kegiatan    di    bidang    pe]indungan

masyarakat;
b.     penyusunan  perumusan  kehijakan  teknis  di  bidang  pelindungan

masyarakat;
C.     penyusunan rencana program dan rencana kelja anggaran di bidang

pelindungan masyarakat;
d.     pengoordinasian    pelaksanaan    tugas    di    bidang    pelindungan

masyarakat;
e.     pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran pelindungan

masyarakat;
f.      pengoordinasian     pelaksanaan     kegiatan     operasi     pencegahan,

pengendalian dan pelindungan masyarakat;
9.     pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran di bidang

pelindungan masyarakat;
h.    penyajian data dan informasi di bidang pelindungan masyarakat;
i.      pelaksanaan     pembuatan     peta     rawan     bidang     pelindungan

masyarakat;
j.,     penyiapan  bahan  penyusunan  laporan   (keuangan,   akuntabilitas

kinelja,   penyelenggaran   Pemerintah  Daerah  dan  laporan  teknis
bidang pelindungan masyarakat) ;

k.     pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi,  pengendalian  dan  pelaporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
i      pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

tu8asnya.



-  102 -

Pasal 126

(1)    Seksi  Satuan  Pelindungan  Masyarakat  dipimpin  oleh  seorang  Kepala
Seksi   dan   bertanggung  jawab   kepada   Kepala   Bidang   Pelindungan
Masyarakat.

(2)    Seksi satuan pelindungan Masyarakat mempunyal tugas:
a.     menyusun rencana progl.am dan kegiatan seksi satuan pelindungan

Masyarakat;
b.     menyiapkan    bahan    perumusan    kehijakan    teknis    di    bidang

pelindungan masyarakat ;
c.     mengoordinasihan     pelaksanaan     tugas     pada     Seksi     Satuan

Pelindungan Masyarakat;
d.     menyiapkan  bahan  penyusunan  pedoman  dan  petunjuk  te]mis

penyelenggaraan p elindungan masyarakat;
e.     menyiapkan bahan pembinaan pelindungan masyarakat;
f.      menyiapkan  bahan  penyusunan  standarisasi  kelen9kapan  sarana

dan prasarana pos keamanan lin9kungan;
9.     menyusun     rencana     dan     melaksanakan     optimalisasi     dan

pengerahan/ mobifisasi anggota pelindungan masyarakat;
h.    menyusun rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan rerfutmen

anggota pelindungan masyarakat;
i.      melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan anggota Pelindungan

masyarakat;
j.      menyiapkan data peta rawan bencana,  ketahanan negara,  potensi

dan karakteristik sosial budaya masyarakat;
k.     mengoordinasikan  kebijakan  operasional  sistem  dan  implemeutasi

fasilitasi pelindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan
umum;

I.      menyiapkan    data    dan    informasi    seksi    satuan    pehidungan
masyarakat;

in.    melaksanakan  pemantauan,  evaluasi,  pengendalian  dan pelaporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
n.    melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pinpinan  terkait

dengan tugasnya.
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Pasal 127

(1)    Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat.

(2)    Scksi Bina potensi Masyarakat mempunyai tugas:
a.     menyusun  rencana  program  kelja  dan  bahan  penetapan  kinelja

Seksi Bina Potensi Masyarakat;
bI     menyusun bahan kebijakan bina potensi masyarahat;
c.     melaksanakan  pendataan  anggota  pelindungan  masyarakat  dan

seleksi penerimaan anggota satuan tugas pelindungan masyarakat
tin9kat Daerah dan kewilayahan;

d.     melaksanakan  pendataan  peta potensi rawan  bencana dan  rawan
keamanan dan ketertiban masyarakat;

e.     menyusun   standarisasi   dan   fasilitasi   kelengkapan   sarana   dan

prasarana Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) ;
f.     melaksanakan   pembinaan   satuan   pelindungan   masyarakat   di

kewhayahan;

9.     menyiapkan data dan informasi seksi Bina potensi Masyarakat;
h.     melaksanakan mo7ritor7.rzg, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
i.      melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait

dengan tugasnya.

BAB XIII

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 128
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelanatan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  berkedudukan  di  bawah  dan
bertanggung jawab kepada Wall Kota melalui Sekda.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 129

(1)    Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri
atas:
a.     Dinas pemadam Kebakaran dan penyelamatan;
b.     Sekretariat    Dinas    Pemadam    Kebakaran    dan    Penyelamatan,

membawahkan:
1.     Subbagian umum; dan
2.     Subbagian perencanaan dan Keuangan.

c.     Bidang pencegahan, membawahkan:
1.     Seksi pencegahan dan Inspeksi; dan
2.     Seksi     Penin8hatan     Kapasitas     Aparatur,     Pemberdayaan

Masyarakat dan Dunia Usaha.
d.     Bidang pemadaman dan penyelamatan, membawahkan:

1.     Seksi pemadam dan Investigasi; dan
2.     Seksi penyelamatan dan Evakuasi.

e.     Bidang sarana dan prasarana, membawahkan:
1.     Seksi    Pengadaan,    Pemeliharaan    dan    Perawatan    Sarana

Prasarana; dan
2.     Scksi Infomiasi dan pengolah Data;

f.       UFTD;dan

9.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
(2)    Bagan stmktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

tercantum  dalam  Lanpiran yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan
dari Peraturan Wall Kota ini.

Bagian Ketiga
Thgas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pemadaln Kebakaran dan Penyelalnatan
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Pasal 130
Dinas    Pemadam    Kebakaran    dan    Penyelamatan    melaksanakan    tugas
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang  pemadam  kebakaran  dan

penyelamatan yang menjadi kewenangan Daerah.
f,

Pasal 131
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  130,  Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarahan fungsi:
a.     penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran di Daerah;
b.     pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan

bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah;
c.     penyelenggaraan penyelanatan dan evakuasi pada kejadian daruraLt non

kebakaran;
d.     penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
e.     pelaksanaan inspeksi peralatan, proteksi kebakaran;
f.      pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;

9.     penyelenggaraan jabatan  fungsional  pemadam  kebakaran  dan jabatan
fungsional analis kebakaran;

h.     penyelenggaraan  operasi  pencarian  dan  pertolongan  terhadap  kondisi
membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;

i.      pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;

j.      pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
k.     pelaksanaan   komunikasi,   informasi  dan   edukasi  kepada  pemangku

kepentingan  dan  masyarakat  terkait  pencegahan  dan  penanggulangan
kebalaran;

I.      pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi
korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;

in.    penyelenggaraan   sistem   informasi   dan   pelaporan   kebakaran   secara
terintegrasi;

n.    pelaksanaan   penyajian   data   kebakaran   yang   akurat   dan   dapat
dipertanggungjawabkan; dan

o.     pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  dengan
tu8asnya.
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Paragraf 2
Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 132

(1)    Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di ba.wah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Sekretariat Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  mempunyal
tugas membantu  Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai
tugas dan fungsinya serta memberikan pelayanan administrasi kepada
seluruh  unit organisasi di fin8kungan  Dinas  Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan.

(3)    Untuk  melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  mempunyai
fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Dinas;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
suIvei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di ling]qup Dinas;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
h.    pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesalan  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasfl  pengadaan
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tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang pelaksanaan  tugas  dan fungsi  perangkat  daerah yang
menj adi kewenangannya;

i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,   pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  monfron.7.zgr
dan evaluasi pencapaian kinelja;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan   pendapatan/retribusi   daerah  yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
1.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikari   oleh   pimpinan   yang

bet.kaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 133

(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rumah  tangga dan  perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      peapustakaan,       informasi      dan

dokumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi hinelja ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangLman  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;

h.    melaksanakan fungsi pejabat pengelola infolmasi dan dokumentasi

pelaksana;
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i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi
kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 134

(1)    Subbagian  Perencanaan  dan  Keuangan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala
Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2),   Subbagian perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  penyusunan  dokumen  sistem  akuntabilitas  kinerja

pemerintah yang meliputi:
1.     penjenjangan linelja (pohon kinelja);
2.     rencana strategis;
3.     rencana kelja;
4.     rencana kinelja tahunan dan/atau rencana aksi;
5.     penetapan ]rfuelja; dan
6.     Iaporan kinelja;

b.     mengoordinasikan      rencana      usulan      kebutuhan      anggaran

(penyusunan rencana ken.a dan anggaran  satuan kelja Perangkat
Daerah mumi dan perubahan);

c.     mengoordinasikan         penyusunan         rencana         kelja         dan
anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran (mumi dan perubahan) ;

d.     melaksanakan   verifikasi   internal   usulan   perencanaan   program,
kegiatan dan subkegiatan;

e.     melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi kinelja program,
kegiatan dan subkegiatan Dinas;

f.      menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;

9.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
h.    melaksanakan  penatausahaan  dan  pengi|jian/verifikasi  keuangan

Dinas;
i.      melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;

j.      menyusun    rekapitulasi   penyerapan   keuangan   sebagai   bahan
evaluasi kinelja keuangan;

k.     mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     tanggapan

pemeriksaan;
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1.      menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
in.    menyusun laporan keuangan;
n.     mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan
o.     melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

bel.kaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Pencegahan

Pasal 135

(1)    Bidang    Pencegahan    dipinpin    oleh    seorang    Kepala    Bidang    dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang  Pencegahan  mempunyai  tugas  memimpin  pelaksanaan  seluruh
kegiatan   pelayanan   publik   serta   administrasi   pemerintahan   dan

pembangunan di bidang pencegahan.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Pencegahan mempunyai fungsi:
a.     pengkajian risiko, pencegahan dan imitigasi kejadian kebakaran dan

penyelanatan,   serta   inspeksi   peralatan   proteksi   kebakaran   di
Daerah;

b.     pen8kajian,  penyusunan  bahan  dan  program  pengembangan  dan

peningkatan    kapasitas    aparatur    pemadam    kebakaran    dan
penyelanatan;

c.     pembentukan    dan    penin9katan    kapasitas    Barisan    Relawan
Kebakaran    (Balakar),    serta    sosialisasi    dan    edukasi    dalam

pemberdaayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
d.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 136
`(1)    Seksi Pencegahan dan Inspeksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan.
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(2)    Seksi pencegahan dan Inspeksi mempunyal tugas:
a.     melaksanakan    pengumpulan    data,    analisis    dan    penyusunan

dokumen  kajian  risiko  kebakaran  dan  penyelamatan,  diantaranya

penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen

b.

C.

rencana induk sistem proteksi kebakaran;
melaksanakan prograln dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan
kebakaran dan penyelamatan di Daerah; dan
melaksanakan pendataan,  inventarisasi,  penilaian,  pembinaan  dan
inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan di
Daerah; dan

d.     melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaltan dengan tugasnya.

Pasal 137
(1)    Seksi  Peningkatan  Kapasitas Aparatur,  Pemberdayaan  Masyarakat  dan

Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pencegahan.

(2)    Seksi  Peningkatan  Kapasitas Aparatur,  Pemberdayaan  Masyarakat dan
Dunia Usaha mempunyai tugas:
a.     melaksanakan    perencanaan    kehijakan,     analisa    dan    kajian

kebutuhan,   serta  penataan   aparatur  pemadam  kebakaran   dan
penyelamatan;

b.     melaksanakan     program     dan     kegiatan     pengembangan     dan

peningkatan    kapasitas    aparatur    pemadam    kebakaran    dan
penyelamatan baik pengembangan dan penin8katan kapasitas teknis
keterampilan  maupun  manajemen  serta mental  spiritual  aparatur

pemadam kebakaran dan penyelamatan
c.     melaksanakan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta

fasilitas penyelesalan permasalahan aparatur;
d.     melaksanakan  peningkatan  pemberdayaan  masyarakat  dan  dunia

usaha  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran melaluj

pembentukan    Barisan    Relawan    Kebakaran    (Balakar),    Satuan
Relawan    Kebakaran    (Satlakar),    dan    Manajemen    Keselamatan
Kebakaran Gedung (MKKG) ;
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e.     melaksanakan     program     dan     kegiatan     pengembangan     dan

peningkatan   kapasitas   Barisan   Relawan   Kebakaran   (Balakar),
Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) , dan Manajemen Keselamatan
Kebakaran   Gedung   (MKKG)   balk   penin8katan   kapasitas   teknis

9.

maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
melaksanakan program dan kegiatan sosialicasi dan edukasi kepada
kelompok  masyarakat,  dunia  usaha  dan  warga  negara  di  Daerah
dalan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
melaksanakan   fungsi   lain  yang  diberikan   oleh   pimpinan  yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Pemadaman dan Penyelalnatan

Pasal 140

(1)    Bidang pemadam dan penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang  Pemadaman  dan  Penyelamatan  mempunyai  tugas  memimpin
pelaksanaan   seluruh   kegiatan   pelayanan   publik   serta  adinistrasi
pemerintahan     dan    pembangunan     di    bidang    pemadalnan     dan
penyelanatan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi:
a.     penyelenggaraan,   penentuan   rencana   operasi   dan   komunikasi

pemadaman  dan  penyelamatan,  serta  penyelenggaraan  commci7rd
cerder;

b.     penyelenggaraan   pemadaman   dan   pengendalian   kebakaran   di

C.

Daerah,    pemadaman    dan    pengendalian    penanganan    bahan
berbahaya  beracun  kebakaran  di  Daerah,   serta  penelitian  dan

pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan
manusia/operasi darurat non kebakaran;

penyelenggaran evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan
terdampak kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi
membahayakan manusia, serta verifikasi faktual warga negara yang
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d.

menjadi     korban     dan     terdampak     kebakaran     dan     kondisi
membahayakan manusia; dan
pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal 141

(1)    Seksi Pemadam dan Investigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan
bertanggung    jawab     kepada     Kepala     Bidang     Pemadalnan     dan
Penyelamatan.

(2)    Seksi pemadaman dan Investigasi mempunyai tugas:
a.     menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengenda]ian kebakaran

di Daerah, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan
berbahaya beracun kebakaran di Daerah;

b.     merencanakan  dan  menyusun  saran,  tindak,  takeik  strategi  dan

panduan operasi pemadaman,  operasi penyelamatan dan  evakuasi
pada  kondisi  membahayakan  manusia  dan  operasi  darurat  non
kebakaran;

c.     menyelenggarakan      pemantauan      kesiapan      peralatan      dan
keterampilan   aparatur   untuk   kelancaran   operasi   pemadaman
kebakaran,   operasi   penyelamatan   dan   evakuasi   pada   kondisi
membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;

d.     menyelenggarakan   commancz  ce7ifer,   koordinasi,   komunikasi  dan
ken.a  sama  dengan   para  pihak  terkalt  dalam  penyelenggaraan
operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan evakuasi;

e.     menyelenggarakan     layanan     respon     cepat     /response     ti.me/

penanggulangan dan pengendalian kebakaran di Daerah;
f.      menyelenggarakan   penelitian   dan   pengt|jian   penyebab   kejadian

kebakaran    dan    menerbitkan    rekomendasi    pencegahan    dan
tindaklanjut   berdasarkan    hasil   pengujian    penyebab    kejadian
kebakaran,     operasi     daLrurat     non     kebakaran     dan     kondisi
membahayakan manusia; dan

9.     melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.
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Pasal 142

(1)    Seksi  Penyelamatan  dan  Evakuasi  dipimpin  oleh  seorang Kepala  Seksi
dan   bertanggung   jawab   kepada   Kepala   Bidang   Pemadaman   dan
Penyelanatan.

(2)    Seksi penyelamatan dan Evakuasi mempunyal tugas:
a.     menyelenggarakan  layanan  respon  cepat  /respo7'zse  ti.me/  operasi

penyelamatan  dan  evakuasi  korban  dan  terdampak kebaJaran  di
Daerah;

b.     menyelenggarakan  layanan  respon  cepat  /response  ti.me/  operasi

penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia
dan operasi darurat non kebakaran lainnya di Daerah;

c.     melakukan  pendataan  dan  verifikasi  fa]rfual  warga  negara  yang
menjadi korban dan terdalnpak kebakaran, kondisi membahayakan
manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya di Daerah; dan

d.     melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragral 5
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 143

(1)    Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Sarana dan FTasarana mempunyai tugas meminpin pelaksanaan
seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan di bidang sarana dan prasarana.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Sarana dan FTasarana mempunyai fungsi:
a.     perencanaan,  identifikasi,  standarisasi,  verifikasi  dan  pengadaan

sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyematan;
b.     perencanaan, identififasi, standarisasi, verifikasi, pemeliharaan dan

perawatan   sarana   dan   prasarana   pemadam   kebakaran   dan
penyelamatan;

c.     pelaksanaan  pembangunan  dan  pengembangan  sistem  informasi
kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan sistem informasi dan
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pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan
Daerah,   serta  pengolahan   dan  penyajian   data  kebakaran   dan
penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal 144
(1)    Seksi   Pengadaan,   Pemeliharaan   dan   Perawatan   Sarana   Prasarana

dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Seksi  dan  bertanggung  jawab  kepada
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

(2)    Seksi   Pengadaan,   Pemeliharaan   dan   Perawatan   Sarana   Prasarana
mempunyai tugas:
a.     menyelenggarakan analisis kebutuhan, identiffiasi, standarisasi dan

inventarisasi     sarana     prasarana    pemadam     kebakaran     dan
penyelamatan,  alat  pelindung  diri  petugas  dan  sarana  prasarana
pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalaln pencegahan
dan penanggulangan kebakaran;

b.     menyelenggarakan      fasilitasi      pengadaan      dan      penin8katan
kemampuan   telmis   penggunaan   sarana   prasarana   pemadam
kebakaran,   alat  pelindung  diri  petugas  dan   sarana  prasarana
pemadaln kebakaran bagi kelompok masyrakat dalam pencegahan
dan penanggulangan kebakaran;

c.     menyelenggarahan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana

pemadam kebakaran, dan penyelamatan, alat pe]indung diri petugas
dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;

d.     menyelenggarakan  analisis  kebutuhan,   standardisasi,  identifikasi

e.

dan  inventarisasi  pemeliharaan  dan  perawatan  sarana  prasarana
pemadam  kebakaran  dan  penyelamatan,   alat  perlindungan  diri
petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok
masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
menyelenggarakan     pemantauan,      pengawasan,      standardisasi,

pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadam kebakaran,
alat   pelindung   diri   petugas   dan   sarana   prasarana   pemadam
kebakaran   oleh   kelompok   masyarakat   dalaln   pencegahan   dan
p enanggulangan kebakaran ;
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9.

menyelenggarakan pemeliharaan  dan  perawatan  sapana prasarana

pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas,
dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat; dan
melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 145
(1)    Seksi Informasi dan Pengolah Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
(2)    Seksi Informasi dan pengolah Data mempunyal tugas:

a.     melaksanakan  pembangunan  dan  pengembangan  sistem informasi
kebakaran  dan  penyelamatan  secara  terintegrasi  antara  pusat,
provinsi dan Daerah;

b.     melakukan    pemeliharaan    sistem    informasi    kebakaran    dan

penyelanatan;
c.     melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data

dan    laporan,    penyajian    data    dan    laporan    kebakalan    dan
penyelamatan;

d.     melaks_anakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan fugasnya.

BAB XIV

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 146
Dinas Penanaman  Modal dan  Pelayanan Teapadu  Satu  Pintu dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wall Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
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Pasal 147

(1)    Susunan  organisasi  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Teapadu
Satu Hntu terdiri atas:
a.     Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu pintu;
b.     Sekretariat Dinas Penanaman  Modal dan  Pelayanan Telpadu  Satu

fthtu, membawahkan Subbagian Umum;
c.      UFTD;dan

d.     Kelompok Jabatan Fhngsional dan pelaksana.

(2)    Bagan  struktur  organisasi  Dinas   Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Telpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak telpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Thgas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 148
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Telpadu Satu Hntu mempunyai tugas
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  penanaman  modal  dan

pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 149
Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal  148, Dinas
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Telpadu  Satu  Pintu  menyelenggarakan
fungsi:
a.     penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan

pelayanan telpadu satu pintu;
b.     pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  penanaman  modal  dan  pelayanan

teapadu satu pintu;
c.     pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan  di bidang penanaman  modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;
d.     pelaksanaan   administrasi   dinas   di   bidang   penanaman   modal   dan

pelayanan texpadu satu pintu;
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e. pelaksanaan  penerbitan perizinan  berusaha dan pelayanan publik non
perizinan berusaha yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat
Daerah penyelenggara telmis perizinan; dan

pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  dengan
tu8asnya.

Paragraf 2
Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Texpadu Satu Pintu

Pasal 150

(1)    Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Telpadu Satu Pintu
dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai  tugas  membantu  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Texpadu  Satu  Fintu  sesual  tugas  dan  fungsinya  serta  memberikan

pelayanan  administrasi  kepada  seluruh  unit  organisasi  di  lingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(3)    Untuk  melaksanakan   tugas   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teapadu Satu Pintu
mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  me]iputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  keHa
sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Dinas;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
suIvei kepuasan masyarakat;                                        .

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di ]ingkup Dinas;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip akeif di unit pengolah;

__________        __                      I
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penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,
penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  peran8kat daerah yang
menj adi kewenangarmya;

pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,   pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasfl  pengawasan  serta  rm".fo7z.ng
dan evaluasi pencapaian kinelja;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k     pengoordinasian  pelaksanaan   pendapatan/retribusi  daerah  yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
I.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pinpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 151

(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepa]a   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  p`embinaan  dan  penafaan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rumah  tangga dan perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/j asa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      pexpustakaan,      informasi      dan

dokumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawalan,  pembinaan  ].abatan

fungsional, dan evaluasi kinelja ASN;,

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesalan   masalah   ganti   keru9ian   dan
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santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;

h.     melaksanakan fungsi pejabat pengelola inforlnasi dan dokumentasi

pelak-a;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan

I..      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

BAB XV

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 152
Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  dan  Perindustrian  dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 153

(1)    Susunan   organisasi   Dinas   Koperasi,   Usaha   Kecil,   Menengah   dan
Perindustrian terdiri atas:
a.     Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perindustrian;
b.     Sekretariat    Dinas     Koperasi,     Usaha     Kecil,     Menengah     dan

Perindustrian, membawahkan:
1.     Subbagian umum; dan
2.     Subbagian Keuangan.

c.      Bidang Koperasi;
d.     Bidang usaha Kecil Menengah;
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e.     Bidang perindustrian;
f.      Bidang Energi dan sumber Daya Mineral;

9.      UPTD;dan
h.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2)    Bagan strukfur organisasi Dinas Koperasi,  Usaha Kecil,  Menengah dan
Perindustrian tercantum dalam Lanpiran yang merupakan bagian tidak
telpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Pasal 154
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang  koperasi,  usaha  kecil  dan
menengah,  perindustrian,   serta  urusan  pemerintahan  bidang  energi  dan
sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 155
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  154, Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
a.     pelaksanaan   fasilitasi  penerbitan   izin   usaha   simpan   pinjam   untuk

koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
b.     pelaksanaan fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang

pembantu  dan  kantor  kas  koperasi  simpan  pinjam  untuk  koperasi
dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;

c.     penetapan  hasil  pemeriksaan  dan  pengawasan  koperasi  yang  wilayah
keanggotaannya dalaln Daerah;

d.     penetapan hasil penilaian kesehatan dan pemerin8katan Koperasi simpan
Hnjam  (KSP)/Unit  Simpan  Pinjam  (USP}  yang wilayah  keanggotaannya
dalam Daerah;

e.     pengoordinasikan  pendidikan  dan  latihan  perkoperasian  bagi  koperasi

yang wilayah dalam Daerah;
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pengoordinasikan   pemberdayaan   dan   perthdungan   koperasi   yang
keanggotaannya dalam Daerah;

pengoordinasikan pengembangan dan pemberdayaan usaha nrfuo;
pengoordinasian  perencanaan,  perumusan  kebijakan  dan  pelaksanaan
program di bidang perindustrian;
pengoordinasian   pengembangan,   pembangunan,   pemberdayaan   dan
pemanfaatan di bidang perindustrian;
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan
UFTD;

k.     pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
I.      penetapan pelaksanaan administrasi umum,  perencanaan program dan

anggaran serta ketatausahaan;
in.    pelaksanaan  administrasi  Dinas Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah  dan

Perindustrian;
n.    pelaksanaan pemantauan,  evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di

bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perindustrian; dan
o.     pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  dengan

tu8asnya.

Paragraf 2
Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Pasal 156
(1)    ;ekretariat  Dines  Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah  dan  Perindustrian

dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris  yang  dalam  melaksrmakan  tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Sekretariat  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah .dan  Perindustrian
mempunyai tugas membantu Dines Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perindustrian sesuai tugas dan fungsinya serta memberikan pelayanan
administrasi   kepada   seluruh   unit   organisasi   di   ]ingkungan   Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian.

(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   diquaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah  dan  Perindustrian
mempunyai fungsi:
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a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
di Dinas;

b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi
ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
salna, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Dinas;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
la.yanan pengadaan barang/jasa di lin8kup Dinas;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pe].abat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip akeif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan
penyerahan arsip statis;

h.    pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,
penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang pelaksanaan tugas  dan  fungsi perangkat daerah yang
menj adi kewenangannya;

i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,   pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mo72frorf rzg
dan evaluasi pencapaian kinelja;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan   pendapatan/retribusi  daerah  yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
I.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
r    berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 157

(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
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(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksaria,

pengelolaan  suIvei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rumah  tangga dan  perlen8kapan,  serta ]ayanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      pelpustakaan,      infolmasi      dan

dokumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi ldnelja ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  alas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  peran9kat
daerah yang menjadi kewenangannya;

h.    melaksanakan fungsi pejabat pengelola infomiasi dan dokumentasi

pelaksana;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 158

(1)    Subbagian   Keuangan  dipinpin  oleh   seorang  Kepala  Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
a.     inenyusun dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
b.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
c.     melaksanakan  penatausahaan  dan  pengujian/verifikasi  keuangan

Dinas;
d.     melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
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e. menyusun   rekapitulasi   penyerapan    keuangan    sebagai   bahan
evaluasi kinelja keuangan;
mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     tanggapan

pemeriksaan;
9.     menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
h.     menyusun laporan keuangan;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan
j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pinpinan   yang

berkaltan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Koperasi

Pasal 159

(1)    Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang  Koperasi  mempunyai  tugas  membantu  Dinas  Koperasi,  Usaha
Kecil,  Menengah  dan  Perindustrian  dalam  melaksanakan  perumusan
kehij`akan,   pengoordinasian,   pembinaan,   pengawasan,   pengenda]ian,
evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Koperasi mempunyal fungsi:
a.     perencanaan  dan  pelaksanaan  program  kelja  serta  perumusan

kebijakan teknis di Bidang Koperasi;
b.     pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi;
c.     pelaksanaan  fasilitasi  pemenuhan  atas  permohonan  pengesahan

akta  pendirian  koperasi,  perubahan  anggaran  dasar koperasi  dan
pembubaran koperasi;

d.     pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi

yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
e.     pelaksanaan  bimbingan  manajemen  dan  standardisasi  di  bidang

perkoperasian;
f.      pe]aksanaan pemberdayaan dan kemitraan koperasi;

9.     pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelembagaan koperasi;
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h.    pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang
koperasi;

i.      pelaksanaan  pengawasan  dan  pembinaan  perizinan  dan/atau  non

perizinan di bidang koperasi;
j.      pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan koperasi;
k.     pelaksanaan   penilaian   kesehatan   koperasi   simpan   pinjam/unit

simpan pinjam koperasi;
1.      pelaksanaan fasilifasi penyelesaian atas permasalahali yang teljadi

pada koperasi;
in.    pelaksanaan  fasilitasi  akses  pembiayaan  dan  pasar  bagi  produk

koperasi dan anggota koperasi;
n.     pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada

bidang Koperasi;
o.     pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Koperasi;

p.     pengoordinasian     pelaksanaan     tindak     lanjut     laporan     hasil
pemeriksaan pada bidang koperasi;

q.     pengoordinasian  pelaksanaan  pemantauan,  pengendalian,  evaluasi
dan penyusunan laporan program kelja pada Bidang Koperasi; dan

r.     pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Usaha Kecil Menengah

Pasal 160

{1)    Bidang Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang  Usaha   Kecil   Menengah   mempunyai   tugas  membantu   Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dalam melaksanakan

perumusan    kebijakan,    pengoordinasian,    pembinaan,    pengawasan,
pengendalian, evaluasi dan fashitasi penyelenggaraan dan pemberdayaan
usaha mikro, kecil dan menengah.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:
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a.     perencanaan  dan  pelaksanaan  program  kelja  serta  perumusan
kehijakan telmis di Bidang Usaha Kecil Menengah;

b.     pengoordinasian  pelaksanaan  program  kelja  pada  Bidang  Usaha
Kecil Menengah;

c.     pengoordinasian pendataan izin usaha mikro, kecil dan menengah;
d.     pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha nrikro;
e.     pengoordinasian   pengembangan   usaha   nrikro   dengan   orientasi

peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
f.      pengoordinasian pengembangan kewirausahaan;

9.     pelaksanaan fasilitasi promosi akses pasar bagi produk usaha mikro,
kecil dan menengah;

h.    pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
kegiatan Bidang Usaha Kecil Menengah; dan

i.      pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Perindustrian

Pasal 161

(1)    Bidang   Perindustrian   dipimpin    oleh   seorang   Kepala   Bidang   dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang   Perindustrian   mempunyai   tugas   membantu   Kepala   Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dalam melaksanakan

perumusan    kebijakan,    pengoordinasian,    pembinaan,    pengawasan,
pengendalian,  evaluasi  dan  fasilitasi  penyelenggaraan  dan  pembinaan
perindustrian.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),, Bidang
Perindustrian mempunyai fungsi:
a.     perencanaan   dan  pelaksanaan  program  keq.a  serta  perumusan

kebijakan teknis di bidang perindustrian;
b.     pengoordinasian pelaksanaan program keria di bidang perindustrian;
c.     pelaksanaan pengembangan industri unggulan;
d.     pelaksanaan     pengembangan     perwilayahan     industri     melalui

pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
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e.     pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
f.      pelaksanaan pemberdayaan industri;

9.     pelaksanaan pengelolaan sistem informasi industri;
h.     pelaksanaan fasilitasi promosi industri kecil menengah;
i.      pelaksanaan  bimbingan  standarisasi  dalam  proses  produksi  dan

pengolahan di bidang perindustrian;
j.     pelaksanaan   pemantauan   dan   pengawasan   kepatuhan   usaha

perindustrian;
k.     pengoordinasian   pelayanan   perizinan   dan/atau   nonperizinan   di

bidang peindustrian;
1.      pengoordinasian   pengelolaan   data   dan   informasi   pada   bidang

perindustrian;
in.    pengoordinasian     pelaksanaan     tindak     lanjut     laporan     hasil

pemeriksaan pada bidang perindustrian;
n.     pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pela.poran penyelenggaraan

kegiatan di bidang di bidang perindustrian; dan
o.     pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

Paragral 6
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 162

(1)    Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Energi dan  Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dalam
melaksanakan   perumusan   kebijakan,   pengoordinasian,   pen9kajian/
inovasi teknologi dan produksi,  pembinaan,  pengawasan,  pengendalian,

• evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan  tugas  bidang  energi  baru  dan

terbarukan, sumber daya mineral dan ketenagalistrikan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dilnaksud pada ayat (2), Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
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a. perencanaan  dan  pelaksanaan  program  kelja  serta  perumusan
kebijakan teknis di bidang energi baru dan terbarukan, sumber daya
mineral dan ketenagalistrikan;

b.     pengoordinasian pelaksanaan kehijakan teknis dan program kelja di
bidang  energi  baru  dan  terbarukan,  sumber  daya  mineral  dan
ketenagalistrikan;

c.     pengkag.ian bahan perumusari kebijakan telmis di bidang energi baru
dan terbarukan, sumber daya mineral dan ketenagalistrikan;

d.     pen8koordinasian   pen9kajian/inovasi   teknologi   dan   produksi   di
sektor bidang energi baru dan terbarukan, sumber daya mineral dan
ketenagafistrikan;

e.     pengoordinasian   dan   keD.a   sama   di   bidang   energi   baru   dan
terbarukan, sumber daya mineral dan ketenagalistrikan;

f.      pelaksanaan      pembinaan,      pengendalian      dan      pengawasan

pelaksanaan tugas di bidang energi baru dan terbarukan,  sumber
daya mineral dan ketenagalistrikan;

9.     pengoordinasian     pelaksanaan     tindak     lanjut     laporan     hasil
pemeriksaan pada bidang energi dan sumber daya mineral;

h.    pelaksanaan   pemantauan,   pengawasan,   evaluasi  dan  pelaporan

penyelenggaraan  kegiatan  di  bidang  energi  baru  dan  terbarukan,
sumber daya mineral dan ketenagalistrikan; dan

i.      pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaltan
dengan tugasnya.

BAB XVI

DINAS PERDAGANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 163

Dinas   Perdagangan   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Dinas   yang   dalam
melaksanakan  tugasnya  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekda.
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Ba.gian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 164
`( 1)    Susunan organisasi Dinas perdagangan -t-er-dfri-a'`fa-§:-

a.     Dinas perdagangan;
b.     Sekretariat Dinas perdagangan, membawahkan:

a.     Subbagian umum; dan
b.     Subbagian program dan Keuangan.

c.     Bidang pengembangan perdagangan;
d.     Bidang pengendalian Barang pokok penting dan Tertib Niaga;
e.     Bidang sarana perdagangan;
f.      UFTD;dan

9.     Kelompok Jabatan F`ungsional dan pelaksana.
(2)    Bagan struktur organisasi Dinas perdagangan tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Perdagangan

Pasal 165
Dinas    Perdagangan    melaksanakan    tugas    menyelenggarakan    urusan

pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 166
Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud dalam Pasal  165,  Dinas
Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
a.     perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengembangan

perdagangan    dalam    dan    luar   negeri,    sarana   perdagangan,    dan
kemetrologian;
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b.

C.

pelaksanaan binbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan
di  bidang  pengembangan  perdagangan  dalam  dan  luar  negeri,  sarana

perdagangan, dan kemetrologian;
pemantauan,  pengawasan,  evaluasi  dan  pelaporan  penyelenggaraan  di
bidang  pengembangan  perdagangan   dalam  dan  luar  negeri,   sarana
perdagangan, dan kemetrologian;

d.     pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e.     pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  dengan

tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat Dinas Perdagangan

Pasal 167

(1)    Sekretariat  Dinas  Perdagangan  dipimpin  oleh  seorang  Seketaris  yang
dalaln melaksanahan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2)    Sekretariat   Dinas   Perdagangan   mempunyai   tugas   membantu   Dinas
Perdagangan  sesuai  tugas  dan  fungsinya  serta  melakukan  pelayanan
telmis  dan  administrasi  kepada seluruh  unit organisasi  di  lin8kungan
Dinas Perdagangan.

(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Dinas;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lin8kup Dinas;

e.     pengelolaan infolmasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
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f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan
evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
h.    pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesalan  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah yang
menj adi kewenangannya;

i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,   pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mo7rifo7rfug
dan evaluasi pencapaian kineH.a;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian  pelaksanaan   pendapatan/retribusi  daerah  yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
I.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 168

(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan  rumah  tangga dan perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      perpustakaan,      informasi      dan

dokumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi hinelja ASN;
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9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan.
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;

h.     melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumenfasi

pelaksana;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan

]..      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 169

(1)    Subbagian   FTogram   dan   Keuangan   dipimpin   oleh   seorang   Kepala
Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian program dan Keuangan mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  penyusunan  dokumen  sistem  akuntabilitas  kineria

pemerintah yang meliputi:
1.      penjenjangan ]dneq.a (pohon hinelja)
2`.      rencana strategis;
3.      rencanakelja;
4.     rencana kinelja tahunan dan/atau rencana aksi;
5.      penetapan hinelja; dan
6.      1aporan kineH.a;

b.     mengoordinasikan      rencana      usulan      kebutuhan      anggaran

(penyusunan  rencana keria dan  anggaran  satuan ke¢a Perangkat
Daerah mumi dan perubahan) ;

c.     mengoordinasikan         penyusunan         rencana        kelja        dan
anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran (mumi dan perubahan) ;

d.     melaksanakan   verifikasi   internal   usulan  perencanaan   program,
kegiatan dan subkegiatan;

e.     melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi kinelja program,
kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah;

f.      menyusun  laporan  pelaksanaan  kinelja  prograln,   kegiatan  dan
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subkegiatan Peran8kat Daerah;

9.     melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

a.     menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
b.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
c.     melaksanakan  penatausahaan  dan  pengutian/verifikasi  keuangan

Dinas;
d.     melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
e.     menyusun    rekapitulasi   penyerapan   keuangan   sebagai   bahan

evaluasi kinelja keuangan;
f.      mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     tanggapan

pemeriksaan;
9.     menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
h.     menyusun laporan keuangan;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berhaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Perdagangan

Pasal 170

(1)    Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang  Pengembangan  Perdagangan  mempunyai  tugas  melaksanakan
penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
bimbingan   telmis,   evaluasi   serta  pelaporan   pelaksanaan   di   bidang

penggunaan dan pemasaran produk lokal di dalam negeri dan luar negeri.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimaha dimaksud pada ayat (2), Bidang

Pengembangan Perdagangan mempunyal fungsi:
a.     penyelenggaraan   pameran   dagang  lokal,   dan   misi  dagang  bagi

produk unggulan;
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b.     partisipasi dalam pameran  dagang intemasional,  pameran  dagang
nasional,  pameran  dagang  lokal  dan  nisi  dagang  bagi  produk
unggulan;

c.     penyediaan   layanan   informasi   mengenai   penyelenggaraan   dan

partisipasi pada pameran .dagang nasional,  pameran  dagang lohal
dan nisi dagang bagi produk unggulan Daerah;

d.     penyelenggaraan dan partisipasi dalaln kampanye pencitraan produk
unggulan;

e.     penerbitan surat keterangan asal;
f.      pembinapn  terhadap  pelaku  usaha  dalam  rangka  pengembangan

ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
9.     pelaksanaan  pembinaan  dan  pengembangan  produk lokal,  sarana

dan  i]dim  usaha,  peningkatan  penggunaan  produk  dalaln  negeri,

promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan
data dan informasi pelaku usaha sekeor perdagangan (pelaku usaha
mikro kecil menengah sektor perdagangan) ;

h.    melakukan  verifikasi  telmis  terhadap  pengajuan  perizinan  sektor

perdagangan;
i.      pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

kegiatan di Bidang Pengembangan Perdagangan; dan

j.      pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Barang Pokok Penting dan Tertib Niaga

Pasal 171

(1)    Bidang Pengendalian  Barang  Pokok  Penting dan Tertib  Niaga dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Pengendalian Barang Pokok Penting dan Tertib Niaga mempunyai
tu8as:
a.     melaksanakan   penyiapan   koordinasi,   fasffitasi   perumusan   dan

pelaksanaan kebijakan, bimbingan telmis,  evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan  di  bidang  pengendalian  barang  pokok,  pengendalian
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barang  penting,  serta  pengawasan  distribusi  barang  pokok  dan

penting serta barang yang diatur;
b.     melaksanakan  koordinasi,  fasilitasi  perumusan  dan  pelaksanaan

kebijakan,  bimbingan  te]mis,  dan  evaluasi  pelaksanaan  di  bidang

pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia; dan
C. melakukan   pengumpulan   data,   identifikasi,   analisa,   penyiapan

bahan   perumusan   dan   pelaksanaan   kehijakan,   evaluasi   serta
pelaporan di bidang pengawasan kemetrologian dan Barang Dalam
Keadaan Terbungkus (BDKT).

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Bidang
Pengendalian Barang Pokok Penting dan Tertib Niaga mempunyai fungsi:
a.     menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang pending

di tin9kat Daerah;
b.     pemantauan  distribusi dan  ketersediaan  barang kebutuhan pokok

dan barang penting di tingkat Daerah;
c.     pelaksanaan  koordinasi  lintas  sektoral untuk ketersediaan  barang

kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
d.     pemantauan harga stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan

barang penting di tingkat distributor dan pasar rakyat;
e.     penyediaan   data   dan   infolmasi   has.ga   dan   pasokan   barang

kebutuhan  pokok  dan  barang  penting  di  tin8kat  distributor  dan

pasar rdyat;
f.      penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka

stabilisasi harga pangan pokok;

9.     pengawasan  pengadaan  dan penyaluran  barang kebutuhan  pokok
dan barang penting di tingkat distributor dan pasar rakyat;

h.     pengawasan      pengadaan,       penyaluran      pupuk      bersubsidi,
kemetrologian  dan  Barang  Dalam  Keadaan  Terbun8kus  (BDKT)  di
wilayah keljanya;

i.      pengawasan tertib niaga;

j.      pengawasan barang kebutuhan pckok dan barang penting;
k.     pelaksanaan  koordinasi  dengan  komisi  pengawas  pupuk  daerah,

produsen, distributor, dan pengecer di tin8kat Daerah;
1.      pelaksanaan   fasilitasi   penyediaan   dan   pelaksanaan   pembinaan

terhadap jabatan fungsional di bidang kemetrologian;
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in.    pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
n.     pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran di bidang metrologi

legal dan tertib niaga;
o.     pelaksanaan  fasilitasi  pembentukan  pasar  tertib  ukur  dan/afau

daerah tertib ufur;
p.     penyusunan pelaporan pengawasan kemetrologian;
q.     pelaksanaan  pemantauan,  pembinaan,  pengawasan,  evaluasi  dan

pelaporan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengendalian Barang
Pokok Penting dan Tertib Niaga; dan

r.      pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Bagian KeHma
Bidang Sarana Perdagangan

Pasal 172

(1)    Bidang Sarana Perdagangan  dipimpin  oleh  seorang Kepala Bidang dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan
teknis,    evaluasi   serta   pelaporan   pelaksanaan   di   bidang   sarana

perdagangan.
(3)    Unfuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Sarana Perdagangan mempunyal fungsi:
a.     penyusunan prograln dan kegiatan Bidang sarana perdagangan;
b.     perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pemeliharaan,

pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan sarana perdagangan;
c.     pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan penataan potensi pasar

rakyat dan pusat distribusi perdagangan;
d.     perencanaan     dan     pengendalian     pelaksanaan    pembangunan,

pemeliharaan  dan  pengelolaan  sarana  perdagangan  pasar  ralryat

e.

milik Pemerintah Dael.ah;

pengendalian, pengawasan dan evaluasi penerimaan pendapatan asli
Daerah dari retribusi Daerah yang menjadi kewenangannya;
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h.

pemberdayaan,   pengendalian   dan   pengawasan   pemakaian   dan
pemanfaatan tanah dan/atau bangunan sarana perdagangan pasar
rakyat;

pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis terhadap pengelola
sarana perdagangan pasar rakyat;

penerbitan, pengendalian dan pengawasan tata kelola adinistrasi
pemakalan tempat beljualan pada pasar rakyat yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah;

pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi prasarana dan
sarana, kebersihan, ketenteraman dan ketertiban pasar rakyat yang
dikelola Pemerintah Daerah;

j.      pelaksanaan   pembinaan,   pengawasan   dan   pengenda]ian   UPID
pengelola pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

k.     pelaksanaan pemarltauan, pengawasan, evaluasi, pengendalian dan

pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
I.      pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaital

dengan tugasnya.

BAB XVII

DINAS KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pa.sal 173

Dinas  Ketenagakeljaan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Dinas  yang  dalam
melaksanakan  tugasnya  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab
kepada Wall Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 174

(1)    Susunan organisasi Dinas Ketenagakeljaan terdiri atas:
a.     Dinas Ketenagakeljaan;
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b.     Sekretariat Dinas Ketenagakeljaan, membawahkan:
1.     Subbagian umum; dan
2.     Subbagian fhogram dan Keuangan;

c.     Bidang pelatihan dan produktivitas Tenaga Kelja;
d.     Bidang penempatan dan perluasan Kelja;
e.     Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Key.a;
f.      UPTD;dan

9.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
(2)    Bagan   struktur  organisasi   Dinas   Ketenagakeq.aan   tercantum   dalam

Lanpiran yang merupakan bagian tidak texpisahkan dari Peraturan Wa]i
Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Ketenagakeljaan

Pasal 175
Dinas    Ketenagakeljaan    mempunyai    tugas    menyelenggarakan    urusan

pemerintahan di bidang tenaga ken.a yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 176
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  175,  Dinas
Ketenagakelj aan menyelenggarakan fungsi :
a.     penetapan kebijakan di bidang ketenagakeljaan;
b.     penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakeljaan;
c.     penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas tenaga keria;
d.     penyelenggaraan dan penempatan tenaga kelja;
e.     penetapan kehijakan program dan pengembangan perluasan ken.a;
f.      penyelenggaraan hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kelja;

9.     penyelenggaraan dan pengendalian UPTD Dinas Ketenagakeu.aan;
h.    pelaksanaan    pemantauan,    evaluasi,    pengendalian    dan    pelaporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
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pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Selnetariat Dinas KetenagakeH.aan

Pasal 177
(1)    Sekretariat Dinas Ketenagakeljaan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2)    Sekretariat  Dinas  Ketenagakejaan  mempunyai tugas membantu  Dinas
Ketenagakeljaan sesual tugas dan fungsinya serta melakukan pelayanan
tehais  dan  administrasi  kepada seluruh  unit organisasi  di  lingkungan
Dinas Ketenagakelj aan.

(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekl.etariat Dinas Ketenagakeljaan mempunyal fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketafausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Dinas;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaari  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lin8kup Dinas;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola infolmasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip alctif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi pub]ik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
h.    pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
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pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  basil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang pelaksanaan  tugas dan fungsi  Peran8kat Daerah yang
menj adi kewenangannya;

pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,   pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  morn.fo7i7zg
dan evaluasi pencapalan kinelja;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan   pendapatan/retribusi   daerah  yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
I.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pinpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 178

(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan  rumah  tangga dan perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/i asa;
d.     mengelolaaset;
e.     menyelenggarakan      urusan      perpustakaan,      informasi      dan

dokumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jaba.tan

fungsional, dan evaluasi kinelja ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesalan   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi peran8kat
daerah yang menjadi kewenangannya;
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h. melaksanakan fungsi pejabat pengelola infomasi dan dokumentasi

pelaksana;
mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi
kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tLigas   lain   yang   diberikan   oleh   pinpinan   yang
berhaitan dengan tugasnya.

Pasal 179
(1)    Subbagian   Hogram   dan   Keuangan   dipimpin   oleh   seorang   Kepala

Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian program dan Keuangan mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  penyusunan  dokumen  sistem  afuntabilitas  kinelja

pemerintah yang meliputi:
1.     penjenjangan kineH.a (pohon kinelja);
2.     rencana strategis;
3.     rencanakeH.a;
4.     rencana kineH.a tahunan dan/ata.u rencana aksi;
5.     penetapan kineria; dan
6.     Iaporan kinelja.

b.     mengoordinasikan      rencana      usulan      kebutuhan      anggaran

(penyusunan rencana kelja dan  anggaran  satuan kelja perangkat
daerah mumi dan perubahan);

c.     mengoordinasikan         penyusunan         rencana        keja         dan
anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran (mumi dan perubahan) ;

d.     melaksanakan   verifikasi   internal   usulan   perencanaan   prograln,
kegiatan dan subkegiatan;

e.     melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi hiney.a program,
kegiatan dan subkegiatan Dinas;

f.      menyusun  laporan   pelaksanaan  kineH.a  program,   kegiatan  dan
subkegiatan Dinas;

9.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
h.     melaksanakan  penatausahaan  dan  pengvy.lan/verifiikasi  keuangan

Dinas;
i.      melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;

j.      menyusun   rekapitulasi   penyerapan   keuangan    sebagai   bahan



-  142 -

evaluasi kineH.a keuangan;
k.     mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     fanggapan

pemeriksaan;
I.      menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
in.    menyusun laporan keuangan; dan
n.    melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pinpinan   yang

berkaltan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Keja

Pasal 180

(1)    Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kelja dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang  Pelatihan  dan   Produlctivitas  Tenaga  Kelja  mempunyai  tugas
memimpin   pelaksanaan   seluruh   kegiatan   pelayanan   publjk   serta
administrasi pemerintahan  dan pembangunan di Bidang Pelatihan dan
P[oduhiivitas Tenaga Kelja.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dinaksud pada ayat (2), Bidang
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Keg.a mempunyai fungsi:
a.     perumusan  kebijakan  dan  penyusunan  standar  telmis  di  Bidang

Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Keria;
b.     pengoordinasian  penyelenggaraan  pemagangan  dalam  negeri  dan

luar negeri;
c.     pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
d.     pelalcsanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kelja yang

akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan keria swasta;
e.     pengoordinasian  penin8katan  kompetensi  sumber  daya  manusia

lembaga pelatihan kelja swasta;
f.      pelaksanaan    pemberian    rekomendasi    teknis    kepada    lembaga

pelatihan kelja swasta;
9.     penyebarluasan infolmasi produkeivitas kepada perusahaan kecil;
h.     pengoordinasiari    pemberian    konsultasi    produlstivitas    kepada

perusahaan kecil;
i.      pengoordinasian pengukuran produktivitas tin8kat Daerah;
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pengoordinasian pemanfauan tingkat produktivitas;
pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
kegiatan di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga ken.a; dan

pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Penempatan dan Perluasan Ken.a

Pasal 181

(1)    Bidang Penempatan dan Perluasan Kelja dipimpin oleh  seorang Kepala
Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Penempatan  dan  Perluasan  Ken.a mempunyai tugas  meminpin
pelaksanaan   seluruh   kegiatan   pelayanan   puunk   serta   administrasi
pemerintahan dan pembangunan di Bidang Penempatan dan Perluasan
Ken.a.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dinaksud pada ayat (2), Bidang
Penempatan dan Perluasan Kelja mempunyai fungsi:
a.     perumusan  kehijakan  dan  penyusunan  standar  tehais  di  bidang

penempatan dan perluasan kelja;
b.     pengoordinasian   di   bidang   penempatan   tenaga   kelja   khusus

(penyandang  disabflitas,  1anjut  usia,  muda  rentan,  dan  wanita
rentan);

c.      pengoordinasian  pemberian  dan  penyebarluasan  informasi  pasar
kelja dalam pelayanan antar ken.a kepada pencari kelja dan pemberi
kelja serta perluasan kesempatan kelja kepada masyarakat;

d.     pengoordinasian    penyuluhan    dan    bimbingan   jabatan    dalam

pelayanan  antar  kelja  serta  perluasan  kesempatan  kelja  kepada
masyarakat;

e.      pengoordinasian  perantaraan  kelja  dalam  pelayanan  antar  kelja
serta perluasan kesempatan kelja kepada masyarakat;

f.      pengoordinasian  promosi  penyeballuasan  informasi  syarat-syarat
dan mekanisme bekeria ke luar negeri kepada masyarakat;

9.      pengoordinasian  pelayanan  dan  verifikasi  keleng*apan  dokumen
ketenagakeljaan calon pekelja migran Indonesia ke luar negeri;
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h.     pengoordinasian pelayanan penandatanganan peljanjian keria calon

pekeH.a migran Indonesia;
i.      pengoordinasian    penyelesaian    permasalahan    pekelja    migran

Indonesia pra dan puma penempatan;
j.      pengoordinasian  pelayanan  pemulangan  dan  kepulangan  pekeH.a

migran Indonesia;
k.     pelaksanaan pemberdayaan pekeH.a migran Indonesia puma;
1.      pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

kegiatan di bidang penempatan dan perluasan kelja; dan
in.    pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Keg.a

Pasal 182

(1)    Bidang Hubungan  Industrial  dan Kesejahteraan Tenaga Kelja dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Ken.a mempunyal
tugas memimpin pelaksanaan  seluruh kegiatan pelayanan pub]jk serta
administrasi  pemerintahan   dan  pembangunan  di  Bidang  Hubungan
Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kelja.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Ken.a mempunyai fungsi:
a.     perumusan  kebijakan  dan  penyusunan  standar  teknis  di  Bidang

Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kelja;
b.     pelaksanaan    verifikasi    dokumen    peraturan    perusahaan    dan

peljanjian keria bersama dengan ruang lin8kup operasi Daerah;
c.     pemberian pelayanan pendaftaran peg.anjian ken.a bersama Daerah;
d.     pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan

dengan ruang lin9kup operasi Daerah;
e.     pengoordinasian  pelaksanaan  dewan  pengupahan  kota,  lembaga

kerja   sama   tripartit   dan   tim   deteksi   dini   terhadap   potensi
perselisihan di perusahaan;
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f.      pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan
lembaga ken.a sama bipartit di perusahaan;

9.     pengoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi
perselisihan    di    perusahaan,    mogok    kelja    dan    penutupan
perusahaan;

h.     pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
kegiatan di Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga
Kelja; dan

i.       pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

BAB "11
DINAS KOMUNIKASI DAN INF`ORMATIRA

Bagian Kesafu
Kedud-

Pasal 183
Dinas Komunikasi dan Infomatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dalam  melaksanakan  tugasnya  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung

jawab kepada Wall Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 184

(1)    Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
a.     Dinas Komunikasi dan Informatika;
b.     Sekretariat   Dinas   Komunikasi   dan   Informatika,   membawahkan

Subbagian Umum;
c.     Bidang Informasi dan Komunikasi publik;
d.     Bidang Teknologi pemerintahan Digital;
e.     Bidang Keamanan Informasi;
f.      Bidang statistik;

9.      UPTD;dan
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h.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2)    Bagan stm]ctur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum
dalam   Lampiran   yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Futgsi

Paragraf 1
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 185

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintah  bidang  komunikasi  dan  informatika,  persandian,  dan  statistik
yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 186

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  185,  Dinas
Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
a.     perumusan   kebijakan   di   bidang   informasi   dan   komunikasi   publik,

teknologi  pemerintahali  digital,  keamanan  informasi,  persandian  dan
statistik;

b.     pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  informasi  dan  komunikasi  publik,
teknologi   pemerintahan   digital,keamanan   informasi,   persandian   dan
statistik;

c.     pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi

publik, teknologi pemerintahan digital, keamanan informasi, persandian,
dan statistik;

d.     pelaksanaan         pemantauan,         evaluasi,         pengendalian         dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
e.     pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
f.      pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  dengan

tugasnya.
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Paragraf 2
Sekretariat Dinas Komunikasi dan lnformatika

Pasal 187

(1)    Sekretariat  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  dipimpin  oleh  seorang
Sekretaris  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  berada  di  bawah  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Sekretariat   Dinas   Komunikasi   dan   Informatika   mempunyai   tugas
membantu   Dinas   Komunikasi   dan   Inforlnatika   sesuai   tugas   dan
fungsinya,   melakukan   pelayanan   administrasi   kepada   seluruh   unit
organisasi di ]in8lflmgan Dinas Komunikasi dan Informatika.

(3)    untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyal fungsi;
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawalan,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
sama, hubungan masyarakat, arsip, pelpustakaan dan dokumentasi
Dinas;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemdiharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
h.     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftarari  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunali    untuk    kepentingan    umum    yang
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menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah yang
menj adi kewenangannya;

i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,    pengumpulan,    pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mo7rifo7ing
dan evaluasi pencapaian kinelja;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan   pendapatan/retribusi   daerah   yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
1.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 188

(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rumah tangga dan  perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      perpustakaan,      informasi      dan

dokumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi kinelja ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  peran9kat
daerah yang menjadi kewenangannya;

h.     melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

pelaksana;
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i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi
kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 189

{1)    Bidang Informasi dan  Komunikasi PubHk dipimpin oleh  seorang Kepala
Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

•(2)    Bidang     Informasi     dan     Komunikasi     Publik     mempunyai     tugas

melaksanakan   penyiapan   perumusan   dan   pelaksanaan   kebijakan,

penyusunan  norma,   standar,  prosedur  dan  hiteria,   dan  pemberian
bimbingan   teknis   dan   supervisi,   serta   pemantauan,   evaluasi,   dan

pelaporan  di  bidang  layanan  hubungan  media,  penguatan  kapasitas
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta

pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  di  bidang  pengelolaan  opini  dan
aspirasi  pubfik  di  lingkup  Pemerintah  Daerah,  pengelolaan  inforlnasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan
informasi publik di Daerah.

(3)    untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Informasi dan Komunikasi Pliblik mempunyai fungsi:
a.     penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan,

evaluasi,  dan  pelaporan  di  bidang  pengelolaan  opini  dan  aspirasi

publik di lingkup pemerintah daerah,  pengelolaan informasi unfuk
mendukung kehijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan
informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media   komunikasi   publik   di   Daerah,   relasi   media,   penguatan
kapasitas  sumber  daya  komunikasi  publik  dan  penyediaan  akses
informasi;

b.     penyiapan bahan pelaksanaan kehijakan di bidang pengelolaan opini
dan  aspirasi  publik  di  lingkup  Pemerintah  Daerah,  pengelolaan
informasi  untuk  mendukung  kehijakan  nasional  dan  Pemerintah

i

Daerah,   pelayanan   informasi   publik,   penyediaan   konten   lintas
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C.

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah, relasi
media,  penguatan  kapasitas  sumber  daya  komunikasi  publik  dan

penyediaan akses informasi;
penyiapan   bahan   penyusunan   norma,   standar,   prosedur,   dan
kriteria  penyelenggaraan  di  bidang  pengelolaan  opini  dan  aspirasi

publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan
informasi publik, periyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media   komunikasi   publik   di   Daerah,   relasi   media,   penguatan
kapasitas  sumber  daya  komunikasi  publik  dan  penyediaan  akses
informasi;

d.     penyiapan  bahan  pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di
bidang pengelolaan opini dan aspirasi pub]ik di lin9kup Pemerintah
Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional
dan  Pemerintah  Daerah,  pelayanan  informasi  publik,  penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di
Daerah, relasi media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi

publik dan penyediaan akses informasi;
e.     pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporari  di  bidang  pengelolaan  opini

dan  aspirasi  publik  di  lingkup  pemerintah  daerah,  pengelolaan
informasi  untuk  mendukung  kebijakan  nasional  dan  Pemerintah
Daerah,   pelayanan   informasi   publik,   penyediaan   konten   lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah, relasi
media,  penguatan  kapasitas  sumber  daya  komunikasi  publik  dan

penyediaan akses informasi; dan
f.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tu8asnya.

Paragraf 4
Bidang Teknologi Pemerintahali Digital

Pasal 190

(1)    Bidang  Teknologi  Pemerintahan  Digital  dipimpin  oleh  seoralig  Kepala
Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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(2)    Bidang      Teknologi       Pemerintahan       Digital       mempunyai       tugas
penyelenggaraan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,  penyusulian
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan layanan di bidang strategi dan
kebijakan teknologi pemerintah digital, infrastruktur pemerintah digital,
aplikasi   pemerintah   digital,   akselerasi   teknologi   pemerintah   digital
Daerah,  serta  pengembangan  sumber  daya  manusia  komurrikasi  dan
digital.

(3)    untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Teknologi Pemerintahan Digital mempunyai fungsi:
a.     perumusan  kebijakan  di  bidang  strategi  dan  kebijakan  teknologi

pemerintah    digital,    infrastmlrfur    pemerintah    digital,    aplikasi
pemerintah  digital,  akselerasi  teknologi  pemerintah  digital  Daerah,
serta pengembangan sumber daya mariusia komunikasi dan digital;

b.     pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  strategi  dan  kebijakan  telmologi

pemerintah    digital,    infrastruktur    pemerintah    digital,    aplikasi
pemerintah  digital,  akselerasi  te]mologi  pemerintah  digital  Daerah,
serta pengembangan sulnber daya manusia komunikasi dan digital;

c.     penyusunan  norma,   standar,   prosedur,   dan   kriteria  di   bidang
strategi  dan  kebijakan  teknologi  pemerintah  digital,  infrastrulrfur

pemerintah digital,  aplikasi pemerintah digital,  akselerasi teknologi
pemerintah   digital   Daerah,   serta   pengembangan   sumber   daya
manusia komunikasi dan digital;

d.     pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang  strategi  dan

e.

kehijakan  telmologi  pemerintah  digital,  infrastruktur  pemerintah
digital,  aplikasi pemerintah digital,  akselerasi telmologi pemerintah
digital    Daerah,    serta   pengembangan    sumber    daya    manusia
komunikasi dan digital;

pelaksanaan  layanan  di  bidarig  strategi  dan  kebijakan  te]mologi
pemerintah    digital,    infrastruktur    pemerintah    digital,    aplikasi
pemerintah  digital,  akselerasi  teknologi pemerintah  digital  Daerah,
serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital;

f.      pemantauan,   evaluasi,   dan   pelaporan   di   bidang   strategi   dan
kebijakan  te]mologi  pemerintah  digital,   infrastruktur  pemerintah
digital,  aplikasi pemerintah digital,  akselerasi teknologi pemerintah
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9.

digital    Daerah,    serta    pengembangan    sumber    daya    manusia.
komunikasi dan digital; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Kealnanan Informasi

Pasal 191

(1)    Bidang Kealnanan  Informasi  dipimpin  oleh  seorang Kepala  Bidang dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang    Keamanan    Inforlnasi,    mempunyai    tugas    penyelenggaraan
perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,  penyusunan  norma,  standar,
prosedur  dan  kriteria,  dan  layanan  di  bidang  penyusunan  kebijakan
pengamanan  inforlnasi,  pengelolaan  sumber daya keamanan  informasi,
pengamanan  sistem   elektronik  dan  nonelelstronik,   serta  penyediaan
layanan keamanan informasi.

(3),   untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Sumber  Daya  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi,   dan  Persandian
mempunyai fungsi:
a.   perumusan kebijakan di bidang penyusunan kebijakan pengamanan

informasi,     pengelolaan     sumber     daya     keamanan     informasi,

pengamanan  sistem elektronik  dan nonelekeronik,  serta penyediaan
layanan keamanan informasi;

b.   pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan kebijakan pengamanan
informasi,     pengelolaan     sumber     daya     keamanan     informasi,

pengamanan  sistem elektronik  dan nonelektrorrik,  serta penyediaan
layanan keamanan informasi;

c.   penyusunan   norma,   standar,   prosedur,   dan   kriteria   di   bidang

penyusunan  kebijakan  pengamanan  informasi,  pengelolaan  sumber
daya   keamanan   informasi,   pengamanan   sistem   elektronik   dan
nonelektronik, serta penyediaan layanan keamanan informasi;

d.   pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang  penyusunan
kebijakan    pengamanan    informasi,    pengelolaan    sumber    daya
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keamanan     informasi,      pengamanan     sistem     elektronik     dan
nonelektronik, serta penyediaan layanan keamanari informasi;

e.   pemantauan,    evaluasi,    dan   pelaporan    di   bidang   penyusunan
kebijakan    pengamanan    informasi,    pengelolaan    sumber    daya
keamanan     informasi,      pengamanan     sistem     elektronik     dari
nonelektronik, serta penyediaan layanan keamanan inforlnasi; dan

f.    pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tu8asnya.

Paragraf 6
Bidang Statistik

Pasal 192

(1)    Bidang Sta.tistik dipimpin oleh  seorang Kepala Bidang dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidalig   Statistik   mempunyai   tugas   memimpin   pelaksanaan   seluruh
ke9iatan   pelayanan   publik   serta   administrasi   pemerintahan   dan

pembangunan di bidang statistik.
(3)    untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Statistik mempunyai fungsi:
a.     penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang statistik;
b.     penyiapan   bahan   penyusunan   norlna,   standar,   prosedur,   dan

kriteria penyelenggaraan di bidang statistik;
c.     penyiapan  bahan  pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di

bidang statistik;
d.     pelaksanaan pengumpulan data/survei data statistik bidang sosial,

budaya,  pemerintahan,  ekonomi,  dunia usaha,  infrastruktur,  tata
ruang,  1ingkungan,  politik,  hukum,  dan  hak  asasi  manusia yang
mendapatkan rekomendasi Badan Pusat Statistik;

e.     pelaksanaan   pengolahan   data   statistik   bidang   sosial,   budaya,

pemerintahan,  ekonomi,  dunia  usaha,  infrastruktur,  tata  ruang,
1ingkungan,    politik,    hukum,    dan    hak    asasi   manusia   yang
mendapatkan rekomendasi Badan Pusa.t Statistik;

f.      pelaksanaan   penyajian   data   sta.tistik   bidang   sosial,    budaya,

pemerintahan,  ekonomi,  dunia  usaha,  infrastruktur,  tata  ruang,
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lingkungan,    politik,    hukum,    dan    hak    asasi   manusia   yang
mendapatkan rekomendasi Badan Pusat Statistik;

9.     pelaksanaan   pengembangan   metodologi,   diseminasi,   dan   sistem
informasi  bidang  sosial,  budaya,  pemerintahan,   ekonomi,   dunia
usaha,  infrastruktur,  tata ruang,  1in8lflmgan,  politik,  hukum,  dan
hak  asasi  manusia yang mendapatkan  rekomendasi  Badan  Pusat
Statistik;

h.     pelaksanaan    kompilasi    produk    admiristrasi    sosial,    budaya,

pemerintahan,  ekonomi,  dunia  usaha,  infrastruktur,  tata  ruang,
1ingfungan,    politik,    hukum,    dan   hak   asasi   manusia   yang
mendapatkan rekomendasi Badari Pusat Statistik;

i.      pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik; dan

j.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesual dengan
tugasnya.

BAB 3ex
DINAS PERUMAIIAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 193
Dinas  Perumahan  dan Kawasan Permukiman  dipimpin  oleh  seorang Kepala
Dinas  yang  dalam  melaksanakan  tLIgasnya  berkedudukan  di  bawah  dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 194

(1)    Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Perlnuhiman terdiri
atas:
a.     Dinas perumahan dan Kawasan permukinan;
b.     Sekretariat    Dinas     Perumahan     dan     Kawasan     Permukiman,

membawahkan:
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1.     Subbagian umum; dan
2.     Subbagian program dan Keuangan.

c.     Bidang perumahan;
d.     Bidang Kawasan permukiman;
e.     Bidang prasarana, Sarana dan utilitas umum;
f.       UPTD;dan

9.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
(2)    Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukimali

tercantum  dalam  Lalnpiran yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Perulnahan dan Kawasan Permukinan

Pasal 195
Dinas     Perumahan     dan     Kawasan     Pelmukiman     mempunyai     tugas
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  perumahan  rakyat  dan
kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 196

Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud dalam Pasal  195,  Dinas
Perumahan dan Kawasan Permuhiman menyelenggarakan fungsi:
a.     pendataan,   perencanaan,   penyediaan,   pembiayaan,   pemantauan  dan

evaluasi rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus, rumah negara,
dan rumah komersil;

b.     pendataan,     perencanaan,     pemberdayaan,     bantuan,     pembiayaan,

pemantauan dan evaluasi sektor perumahan;
c.     pendataan  dan  perencanaan,   pencegahan  dan  peningkatan  kualitas

perumahan   kumuh   dan   permukiman   kumuh,    pemanfaatan   dan
pengendalian kawasan permuhiman;



-  156 -

d.     perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan
dan   evaluasi   pengelolaan   prasarana,   saralia,   dan   utilitas   ullium

perumahan dan permulriman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;'

e.     pelaksanaan     penerbitan     rekomendasi     perizinan     yang     menjadi
kewenangannya;

f.      penyediaan    dan    pengelolaan    sarana    dan    prasarana    lingkungan

perumahan dan permukiman termasuk sarana permakaman;
9.     pelaksanaari administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permuhiman;

dan
h.     pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permu]dman

Pasal 197

(1)    Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permuhiman dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

{2)    Sekretariat  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  mempunyai
tugas  membantu  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  sesuai
tugas  dan  fungsinya  serta  melakukan  pelayanan  administrasi  kepada
seluruh unit  organisasi di  lingkungan Dinas  Perumahan  dan Kawasan
Permukiman.

(3)    Untuk  melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permuhiman  mempunyai
fun8si:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program,  dan anggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Dinas;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;
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d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;

e.     pengelolaan informasi, doloumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengunisan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
h.     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah yang
menjadi kewenangannya;

i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,    pengumpulan,    pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta.  monzto7ir[g
dan evaluasi pencapaian kinelja;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan   pendapatan/retribusi   daerah  yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
I.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 198

(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh    seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/j asa;
d.     mengelola aset;
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e.     menyelenggarakan      urusan      pexpustakaan,      informasi      dan
dofumentasi;

f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan
furigsional, dan evaluasi kineH.a ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  peran9kat
daerah yang menjadi kewenangannya;

h.     melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

pelaksana;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan

j^.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 199

(1)    Subbagian   Program   dan   Keuangan   dipimpin   oleh   seorang   Kepala
Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian program dan Keuangan mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  penyusunan  dokumen  sistem  akuntabilitas  kinelja

pemerintah yang meHputi:
1.     penjenjangan kineH.a toohon kinerja);
2.     rencana strategis;
3.     rencanakelja;
4.     rencana kineH.a tahunan dan/atau rencana aksi;
5.     penetapan hinelja; dan
6.     Iaporan kineH.a;

b.     mengoordinasikan      rencana      usulan      kebutuhan      anggaran

toenyusunan rencana  kelja  dari  anggaran  satuan  kep.a Perangkat
Daerah mumi dan perubahan);

c.     mengoordinasikan         penyusunan         rencaria         kelja         dan
anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran (mumi dan perubahan) ;

d.     melaksanakan   verifikasi   internal   usulan   perencanaan   prograln,
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e.

kegiatan dan subkegiatan;
melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi kinelja program,
kegiatan dan subkegiatan Dinas;

f.      menyusun  laporan  pelaksanaan   kinelja  program,   kegiatan   dan
subkegiatan Dinas;

9.     menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
h.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
i.      melaksanakan  penatausahaan  dan  pengL|jian/verilikasi  keuangan

Dinas;

j.      melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
k.     meny.usun   rekapitulasi    penyerapan   keuangan    sebagai    bahan

evaluasi kinelja keuangan;
I.      mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     tanggapan

pemeriksaan;
in.    menyusun laporan dan analisis prognosis realis.asi anggaran;
n.     menyusun laporan keuangan;
o.     mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan

p.     melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Perrunahan

Pasal 200

(1)    Bidang    Perumahan    dipimpin    oleh    seorang    Kepala    Bidang    dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang    Perumahan    mempunyai    tugas    melaksanakan    pendataan,
perencanaan,  penyediaan,  pembiayaan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan
evaluasi di bidang perumahan pada tin8kat kota sesuai dengan ketentuan

peraturan p erundang-undangan.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Perumahari mempunyal fungsi:
a.     perumusan   kebijakan   dan   penyusunan   standar   telmis   bidang

pe-ahan;
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b.     pengembangan sistem pembiayaan rumah umum;
c.     pendataan  dan  perencanaan  penyediaan  rumah  umum,   rumah

swadaya, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;
d.     pelaksanaan  fasilitasi  penyediaan  rumah  umum,  rumah  khusus,

rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
e.     pemantauan    dan   evaluasi   pembiayaan   rumah   umum,    serta

penyediaan  rumah  umum,  rumah  khusus,  rumah  negara,  dan
rumah komersil;

f.      pelaksanaan layanan dan fasilitasi penerbitan rekomendasi rencana
tapak perumahan bangunan hunian;

9.     pelaksanaan   pengawasan   serta   pengendalian   atas   rekomendasi
rencana tapak perumahan bangunan hunian;

h.    pendataan    dan    perencanaan    pemberdayaan,    bantuan,    dan

pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya;
i.      pelaksanaan   pemberdayaan,   bantuan,   dan   pembiayaan   rumah

swadaya;

j.      pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan
runah swadaya;

k.     pelaksanaan   koordinasi,   fasilitasi,   sosialisasi,   bimbingan  teknis,
supervisi penyelenggaraan bidang perumahan;

I.      identifikasi,  pendataan,  perencanaan,  pelaksanaan,  77ro7rfeo7i7ig dan
evaJ.uasi serta pelaporan urusan standar pelayanan minimal sektor

perumahan;
in.    penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan pengadaan

tanah,  penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dari  santunan  tanah
uutuk   pembangunan   dan   pendaftaran   hak   atas   tanah   hasil

n.

pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum
yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah
yang menjadi kewenangannya; dan
pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.
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Paragraf 4
Bidang Kawasan Permuhiman

Pasal 201

(1)    Bidang Kawasan Permuhiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang    Kawasan    Permukiman    mempunyai    tugas    melaksanakan
pendataan,    perencanaan,    pencegahan    dan    penin9katan    kualitas
perumahan   kumuh   dan   permuldman   kumuh,    pemanfaatan   dan
pengendalian kawasan perlnuhiman,  serta pemantauan dan evaluasi di
bidang kawasan permukiman tin8kat kota.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Kawasan Permuhiman mempunyai fLmgsi:
a.     perumusari   kebijakan   dan   penyusunan   standar   teknis   bidang

kawasan pemiukiman;
b.     pendataan dan perencanaan kawasan permuhiman;
c.     pencegahan   dan   penin8katan   kualitas   perumahan   kumuh  dan

permukiman kumuh;
d.     pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
e.     pelaksanaan  penyusunan  rencana  teknis  perbaikan  rumah  tidak

layak hut;
f.      pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni;

9.     pelaksanaan   koordinasi,   fasilitasi,   sosialisasi,   bimbingan   teknis,
supervisi penyelenggaraan bidang kawasan perlnukiman;

h.    penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan pengadaan
tanah,  penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah
untuk   pembangunan   dan   pendaftaran   hak   atas   tanah   hasil
pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum
yang  menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah
yang menjadi kewenangannya; dan

i.      pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.
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Paragraf 5
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 202

(1)    Bidang  Hasarana,  Sarama  dan  UtiHtas  Umum  dipimpin  oleh  seorang
Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang   Prasarana,   Sarana   dan   Utilitas   Umum   mempunyai   tugas
melaksanakan   penyiapan   perumusan   kebijakan    dan   pelaksanaan
kebijakan di bidang prasarana,  sarana,  dan utilitas umum perumahan
dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan
pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas
_umurn  perulnahan  dan  kawasan  permukiman,  serta  pemantauan  dan
evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan
kawasan perlnukiman tingkat kota.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:
a.     perumusan   kebijakan   dan   penyusunan   standar   teknis   bidang

prasarana, sarana, dan utilitas umum;
b.     identifikasi dan pendataan cakupan layanan prasarana, sarana, dan

utilitas umum perumahan;
c.     penyiapan    bahan    analisis    teknis    dan    penyusunan    rencana

penyediaan prasarana,  sarana,  dan utilitas umum perumahan dan
kawasan permukiman;

d.     penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  pelaksanaan  penyediaan

prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum  perumahan  dan  kawasan
permukiman;

e\.     penyiapan  bahali  pelaksanan  pemantauan  dan  evaluasi  di  bidang

penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan
kawasan permukiman;

f.      pelaksanaan perumusan kebijakan penyerahan prasararia,  sarana,
dan utilitas perumahali rumah umum dan rumah komersil;

9.     pelaksanaan  verifikasi  atas  penyerahan  prasarana,   sarana,   dan
utihtas perumahan rumah umum dan rumah komersil;
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h.     pelaksanaan  penyediaan  dan  pengelolaan  sarana  dan  prasarana
lin9kungan    perumahan    dan    permukiman    termasuk    sarana

permakaman; dan
i.      pelaksanaan   koordinasi,   fasilitasi,   sosialisasi,   bimbingan   teknis,

supervisi  penyelenggaraan  bidang  prasarana,  sara]ia,  dan  utilitas
umum; dan

j..      pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

BAB XX

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 203
Dinas PekeH.aan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 204

(1)    Susunan organisasi Dinas pekeH.aan umum dan Tata Ruang terdiri atas:
a.     Dinas pekerjaan umum dan Tata Ruang;
b.     Sekretariat Dinas pekeriaan umum dan Tata Ruang, membawahkan:

1.     Subbagian umum; dan
2.     Subbagian Keuangan;

c.     Bidang sumber Daya Air dan Drainase;
d.     13idang BinaMarga;

e.     Bidang cipta Karya;
f.      BidangTataRuarig;

9.     Bidang Bina Konstruksi;
h.     Bidang pertanahan;
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i.       UFTD;dan

j.      Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
(2)    Bagan  strurfur  organisasi  Dinas  Pekeq-aan  Umum  dan  Tata  Ruang

tercantum  dalam  Lampiran yang merupakan  bagian  tidak terpisahkan
dari Peraturan Wall Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fulgsi

Paragraf 1
Dinas Pekeljaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 205
Dinas Pekeriaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan
Lirusan pemerintahan di bidang:
a.     pekeriaan umum dan penataan ruang; dan
b.     pertanahan,

yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 206
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 205, Dinas
PekeH.aan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi;
a.     penyusunan  kebijakan  teknis,  rencana  dan  program  Dinas  Pekeljaan

Umum dan Tata Ruang;
b.     pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
c.     pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
d.     penyelenggaraan pelaksanaan sektor sumber daya air, bina marga, cipta

karya, tata ruang, bina konstruksi, dali pertanahan;
e.     pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi,  dan  penyusunan  laporan  kinelja

serta pelaksanaan anggaran;
f.      pelaksanan  koordinasi  perencanaan  program  dan  administrasi  kelja

Sana;

9.     pelaksanaan kegiatan strategis Dinas Pekeljaan Umum dari Ta.ta Ruang;
dan
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h. pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  dengan
tu8asnya.

Paragraf 2.
Sekretariat Dinas Pekeljaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 207

(1)    Sekretariat  Dinas   Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  dipimpin  oleh
seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Sekretariat  Dinas  Pekeljaan Umum  dan Tata Ruang mempuliyai tugas
membantu  Dinas  PekeH.aan  Umum  dan Tata  Ruang  sesuai  tugas  dan
fungsinya serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Dinas Pekeljaan Umum dan Tata Ruang.

(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Dinas PekeH.aan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  du]mngan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerunahtanggaan,  keria
salna, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Dinas;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola infomasi dan dolflrmentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan
penyerahan arsip statis;

h.    pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,
penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
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pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  peran8kat  daerah yang
menj adi kewenangannya;

i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,    pengumpulan,    pengelolaan,
analisis  dan penyajian laporan hasil pengawasan  serta monitoring
dan evaluasi pencapaian kinelja;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan   pendapatan/retribusi   daerah  yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
1.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 208

(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  suIvei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rumah  tangga dan  perlen8kapan,  serta layanan

pengadaan barang/jasa;
\d.     mengelola aset;

e.     menyelenggarakan      urusari      pelpustakaan,      informasi      dan
dokumentasi;

f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan
fungsional, dan evaluasi kineH.a ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunari  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;
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h.     melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

pelaksana;
i.      mengelola   layanan   pendapa.tan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 209

(1)    Subbagian   Keuangan   dipimpin  oleh   seorang  Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
a.     menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
b.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
c.     melaksanakan  penatausahaan  dan  pengiijian/verifikasi  keuangan

Dinas;
d.     melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
e.     meriyusun   rekapitulasi    penyerapan    keuangan    sebagai    bahan

evaluasi kinelja keuangan;
f,      mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     tanggapari

pemeriksaan;
9.     menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
h.     menyusun laporan keuangan;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan
a.     melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Paragral 3
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase

Pasal 210

(1)    Bidang  Sumber  Daya  Air  dan  Drainase  dipimpin  oleh  seorang  Kepala
Bidaflg dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Sumber Daya Alr dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan    sumber   daya   air    di   wilayah    sungai   yang   meliputi
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perencanaan, pelaksanaan konstmksi, operasi dan pemeliharaan dalam
rangka    konseIvasi    dan    pendayagunaan    sumber    daya    air.    dan

pengendalian  daya rusak  air  pada  sungai,  pantai,  bendungan,  danau,
situ,  embung,  dan  tampungan  air  lainnya,  irigasi,  rawa,  tambak,  air
tanah, dan air baku yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Sumber Da.ya Air dan Drainase mempunyai fungsi:
a.     penyelenggaraan      perencanaan,      pelaksanaan,      operasi      dan

pemeliharaan sektor sumber daya air (untuk daerah yang memiliki
wilayah sungai) ;

b.     penyelenggaraan      perencanaan,      pelaksanaan,      operasi      dan

pemeliharaan fungsi pelaksanaan jaringan sumber air;
c.     penyelenggaraan      perencanaan,      pelaksanaan,      operasi      dan

pemeliharaan fungsi pelaksanaan jaringan pemanfaatan air;
d.     penyelenggaraan      perencanaan,      pelaksanaan,      operasi      dan

pemeliharaan fimgsi pelaksanaan sistem drainase;
e.     pellyusunan  konsep  kebijakan,  program  dan  rencana  pengelolaan

sumber daya air dan sistem drainase serta pengelolaan sumber daya
air pada wilayah sungai;

f.      penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase
serta rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

9.     pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan
pengembangan sistem drainase;

h.     penyusunan owtzz7iepzczrL pada kawasan genangan;
i

i.      penyelenggaraan   evaluasi   dan   rekomendasi   teknis   pemanfaatan
sumber da.ya air dan sistem drainase;

j.      pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,
penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  basil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  peran9hat  daerah yang
menj adi kewenangannya;

k.     pemantauan     dan     evaluasi     penyelenggaraan/penetapan     pola

pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya
air, sistem drainase perkotaan dan lingkungan; dan
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I.      pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Bina Marga

Pasal 2 1 1

(1)    Bidang   Bina    Marga    dipimpin    oleh    seorang    Kepala   Bidang    dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang   Bina   Marga   mempunyai   tugas   melaksanakan   penyusunan
perencanaan,  pemrograman,  pelaksanaan pembangunan dan preservasi
bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan  (rumaja), ruang
milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) dan jembatan,

pengamanan  pemanfaatan  bagian-bagian  jalan  dan  penerangan  jalan
umum,   pengendalian  mutu  dan  hasil  pelaksanaan  pekerjaan,   serta

penyediaan dan pengujian bahan .dan peralatan.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Bina Marga mempunyai fungsi:
a.     penyelenggarakan sektor bina marga;
b.     penyelenggaraan     fungsi     perencanaan     teknis     dan     evaluasi,

pembangunan  jalan   dan  jembatan,   serta  preservasi  jalan   dan
jembatan;

c.     pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan,
konektifitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi
bersama instansi terkait;

d.     pelaksanaan  perencanaan  te]mik jalan,  jembatan,  pefalatan,  dan

pengqjian   kepada   pihak   terkait   serta   survei   dan   pengkajiari
pengembangan jaringan jalan dan jembatan;

e.     pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
f.      pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang  pelaksanaari  tugas  dan  fungsi  peran9kat  daerah yang
menj adi kewenangannya;
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9.     pemberian dan evaluasi atas rekomendasi teknis pemanfaatan ruang
manfaat jalan  (rumaja),  ruang manfaat milik jalan  (rumija),  ruang

pengawasan jalan (ruwasj a) ;
h.     pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan

I-alan dan jembatan serta leger jalan; dan
i.      pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Cipta Karya

Pasal 212

(1)    Bidang    Cipta   Karya    dipimpin    oleh    seorang   Kepala   Bidang   dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang  Cipta  Karya  mempunyai  tugas  melaksanakan  penyelenggaraan
infrastru]rfur permukiman,  bangunan gedung,  penataan bangunan dan
lingkungannya  pada  kawasan  strategis  Daerah,  dan  pengelolaan  dan

pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem air limbah domestik
dan persampahan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Cipta Karya mempunyai fungsi:
a.     penyelenggaraan sektor cipta karya;
b.     penyelenggaraan      fungsi      perencanaan      dan      pengendalian,

pengembangan  sistem  penyediaan  air  minum,  persampahan,  air
limbah  domestik,   serta  penataan  bangunan  dan  pengembangan
kawasan permukiman;

c.     penyelenggaraan   sub   sektor   air   minum,   air   limbah   domestik,

persampahan dan penataan bangunan dan pengembangan kawasan
permukiman;

d.     penyelenggaraan    infrastu]rfur    pada    permukiman    di    kawasan
strate8is;

e.     penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
f.      penyelenggaraan  penataan  bangunan  dan  lingkungan  di  kawasan

strategis dan penataan bangunan dali lingkungannya lintas daerah;
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9.     pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas
daerah;

h.     pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
i.      pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;

j.      pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,
penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah yang
menjadi kewenangannya; dan

k.     pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Tata Ruang

Pasal 213

(1)    Bidang   Tata   Ruang    dipimpin    oleh    seorang   Kepala   Bidang   dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang   Tata   Ruang    mempunyai    tugas    melaksanakan    penyiapan
perumusan  dan  pelaksanaan  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan
ruang,  pengendalian pemanfaatan ruang,  pengawasan penataan ruang,
pembinaan  penataan  ruang,  dan  kelembagaan  penataan  ruang  sesuai
kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta

pelaksanaan   seluruh   kegiatan   pelayanan   publik   serta   administrasi
pemerintahan dan pembangunan di bidang tata ruang.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Tata Ruang mempunyai fungsi:
a.     penyelenggaraan sektor tata ruang;
b.     penyelenggaraan     fungsi     perencanaan     tata     ruang     meliputi

penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) yang terdiri

C.

atas rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
penyelenggaraan  fungsi  pemanfaatan  ruang  meliputi  pelaksanaan
kesesuaian    kegiatan    pemanfaatan    ruang    dan    pelaksanaan
sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
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d.     penyelenggaraan  fungsi  pengendalian  pemanfaatan  ruang meliputi

penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan
pemyataan   mandiri   pelaku   usaha   mikro   dan   kecil,   penilaian
perwujudan  RTR,  pemberian  insentif  dan  disinsentif,  pengenaan
sanksi, dan penyelesaiari sengketa penataan ruang;

e.     penyelenggaraan   fungsi   pengawasan   penataan   ruang   meliputi

pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f.      penyelenggaraan    fungsi    pembinaan    penataan    ruang    mdiputi

koordinasi  penyelenggaraan  penataan  ruang,  sosialisasi  peraturan

perundang-undangan    dan    pedoman    bidang    penataan    ruang,
pemberian   bimbingan,    supervisi,    dan   konsultasi   pelaksanaan
penataan     ruang,     pendidikan     dan     pelatihan,     kajian     dan
pengembangan,  pengembangan  sistem  informasi  dan  komunikasi
penataan ruang, penyebarluasan inforlnasi penataan ruang kepada
masyarakat,  serta  penin9katan  pemahaman  dan  tanggung jawab
masyarakat;

9.     penyelenggaraan   fungsi   kelembagaan   penataan   ruang   dengan
pembentukan forum penataan ruang;

h.    penyusunan standar pelayanan bidang tata ruang; dan
i:      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 7
Bidang Bina Konstruksi

Pasal 214

(1)    Bidang  Bina   Konstruksi   dipimpin   oleh   seorang  Kepala   Bidang  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang  Bina  Konstruksi  mempunyai  tugas  melaksanakan  kebijakan  di
bidang pembinaan jasa konstruksi  sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2.), Bidang

Bina Konstruksi mempunyai fungsi:
a.     penyelenggaraan sektor bina konstruksi;
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b.     perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar,   prosedur  dan  kriteria  penyerbarluasan  peraturan  dan

penjaminan    mutu    pelaksanaan    pembinaan    di    bidang   jasa
konstruksi;

c.     pembinaan,  pelaksanaan pelatihan,  bimbingan telmis,  penyuluhan
dalam   pelaksanaan   dan   pemberdayaan   jasa   konstruksi   dan
menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;

d.     pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal

pelaksanaan  kegiatan  pembinaan  serta  untuk  terpenuhinya  tertib
penyelenggaraan jasa konstruksi;

e.     pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang belpotensi
dilakukan dengan skema ken.asama pemerintah dan badan usaha;

f.      pelaksanakan  kebijakan  pembinaan,  menyebarluaskan  peraturan

perundang-undangan,    menyelenggarakan    pelatihan,    bimbingan
teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;

9.     pembinaan,   pengemban9kan  dan  penin8katkan  kapasitas  badan
usaha jasa konstruksi;

h.     pelaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan
tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

i.      peningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah

jasa dan produk konstruksi dalarn negeri;
j.      pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi; dari
k.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 8
Bidang Pertanahan

Pasal 215

(1)    Bidang    Pertanahan    dipimpin    oleh    seorang    Kepala    Bidang    dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kehijakan di bidang
pertanahan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pertanahan mempunyai fungsi:
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a.     penyelenggaraan sektor pertanahan;
b.     penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan,  pelaksanaan  kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dari kriteria penyerbarluasan
peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang
pertanahan;

c.     penyiapan  bahan  pembinaan,  pelaksanaan  pelatihan,  bimbingan
teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan bidang pertanahan;

d.     pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan;
e.     pelaksanaan  fasilitasi  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk

kepentingan  umum  yang  menunjang  tugas  dan  fungsi  Perangkat
Daerah yang menjadi kewenangannya; dan

f.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

BAB"
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Kedud-

Pasal 2 1 6

Dinas   Perhubungan   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Dinas   yang   dalam
melaksanakan  tugasnya  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab
kepada Wali Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 217

(1)    Susunan organisasi Dinas perhubungan terdiri atas:
a.     Dinas perhubungan;
b.     Sekretariat Dinas perhubungan, membawahkan:

1.      Subbagianumum;
2.      Subba9ian program; dan
3.      Subbagian Keuangan;
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b.     Bidang sarana Transportasi, membawahkan:
1.     Seksi pengembangan sararia Transportasi; dan
2.     Seksi pengendalian dan pengawasan;

c.     Bidang prasarana Transportasi, membawahkan:
1.     Seksi  Penyediaan  dan  Pembangunan  Prasarana Transportasi;

dan
2.     Seksi Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Transportasi;

d.     Bidang perlengkapan Jalan, membawahkan:
1.     Seksi penyediaan perlengkapan Jalan; dan
2.     Seksi Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan Jalan;

e.     Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
1.     Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
2.     Seksi pengembangan Lalu Lintas;

c.      UFTD;dan

d.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2)    Bagan   stm]rfur   organisasi   Dinas    Perhubungan   tercantum   dalam
Lalnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wa]i
Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fthgsi

Paragraf 1
Dinas Perhubungan

Pasal 2 18

Dinas    Perhubungan    mempunyai    tugas    membantu   Wali    Kota    dalam

penyelenggaraali  umsan  pemerintahan  bidang  perhubungan  yang  menjadi
kewenangan Daerah.

Pasal 219

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Dinas
Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
a.     perumusan kebijakan terkait urusan pemerintah bidang perhubungan;
b,     penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perhubungan;
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c.     pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas  terkait  urusan  pemerintah  bidang

perhubungan;
d.     pemantauan,  evaluasi dan pelaporan terkait urusan pemerintah bidang

perhubungan;
e.     penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait urusan pemerintah

bidang p erhubungan;
f.      pelaksanaan     kesekretariatan     dinas     terkait     perencanaan     dan

penganggaran,     administrasi    dan    umum,     serta    organisasi    dan
kepegawaian;

9.     pelaksanaan  kebijakan dan pengembangan inovasi kebijakan  di bidang
perhubungan;

h.     pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pemantauan
dan  analisa kelayakan sarana prasarana urusan pemerintahan  bidang
perhubungan;

i.      pengawasan     dan     pengendalian     pelaksanaan     kegiatan     urusan

pemerintahan bidang perhubungan;
j.      pelaksanaan penyusunan regulasi, tata kelola, pengendalian, pengawasan

pemberian  layanan  perizinan  dan/atau  rekomendasi  perizinan  urusan
pemerintahan bidang perhubungan;

k.     pemberian  saran  teknis,  rekomendasi  teknis  untuk  proses  penerbitan

perizinan dan nonperizinan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
1.      pengelolaan manajemen urusan pemerintahan bidang perhubungan;
in.    pembinaan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
n.     pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat Dinas Perhubungan

Pasal 220

(1),    Sekretariat  Dinas  Perhubungan  dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris  yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2)    Sekretariat  Dinas  Perhubungan  mempunyai  tugas  membantu  Dinas
Perhubungan  sesuai tugas dan fungsinya serta memberikan pelayanan
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administrasi   kepada   seluruh   unit   organisasi   di   lingkungan   Dinas
Perhubungan.

(3)    Untuk  melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Dinas Perhubungan mempunyai fungsi;
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan aliggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Dinas;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaali
survei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
h.    pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunari    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang pelaksanaan tugas  dan  fungsi  Perangkat Daerah yang
menj adi kewenangannya;

i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,    pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mond€o7irig
dan evaluasi pencapaian kineH.a;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan   pendapatan/retribusi   daerah   yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
I.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 221

(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan  rumah tangga dan perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      perpustakaan,      informasi      dan

dofumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawalan,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi kineja ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Perangkat
Daerah yang menjadi kewenangannya;

h.     melaksanakari fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

pelaksana;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 222

(1)    Subbagian   Program   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian program mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  penyusunan  dokumen  sistem  akuntabilitas  kinelja

pemerintah yang meliputi:
1.     penjenjangan kinerja toohon kinerja);
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2.     rencana strategis;
3.     rencanakelja;
4.     rencana kinelja tahunan dan/atau rencana aksi;
5.     penetapan kinerja; dan
6.     Iaporan kinelja;

b.     mengoordinasikan      rencana      usulan      kebutuhan      anggaran

tr]enyusunan rencana kelja  dan  anggaran  satuan  kelja  Peran9kat
Daerah mumi dan perubahan);

c.     mengoordinasikan         penyusunan         rencana         kelja         dan
anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran (mumi dan perubahan) ;

d.     melaksanakan   verifikasi   internal   usulan   perencanaan   program,
kegiatan dan subkegiatan Dinas;

e.     melaksanakan supervisi, pemaritauan dan evaluasi kinelja program,
kegiatan dan subkegiatan Dinas;

f.      menyusun  laporan  pelaksanaan   kinelja  program,   kegiatari   dan
subkegiatan Dinas;

9.     menyusun  inforlnasi  dan  dolfllmentasi  fungsi  pejabat  pengelola
informasi dan dokumentasi pelaksana; dan

h.     melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 223

(1)    Subbagian   Keuangan   dipimpin  oleh   seorang  Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
a.     menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
b.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
c.     melaksanakan  penatausahaan  dan  pengng.ian/veriffiasi  keuangan

Dinas;
d.     melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
e.     menyusun    rekapitulasi    penyerapan    keuangan    sebagai    bahan

evaluasi kineH.a keuangan;
f.      mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     tanggapan

pemeriksaan;
9.     menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
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h.     menyusun laporan keuangan;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaltan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Sarana Transportasi

Pasal 224

(1)    Bidang  Sarana Transportasi  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Sarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan   kebijakan,   pelaksanaan   kebijakan,   serta   evaluasi   dan
pelaporan di bidang teknis sarana transportasi.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bidarig
Sarana Transportasi mempurryal fungsi:
a.     perumusan kebijakan teknis sarana transportasi;
b.     penyusunan rencana dan program pengadaan/penghapusan sarana

transportasi;
c.     pengelolaan dan pengawasan operasional armada transportasi milik

Pemerintah Daerah;
d.     pengoordinasian pelaksanaan pemenuhan sarana transportasi;
e.     pelaksanaan  pembinaan  telmis  dan  administrasi  terhadap  seksi-

seksi di bawahnya;
f.      pelaksanaan   morrifo7i7tg  dan  evaluasi  kinelja  pengelolaan  sarana

transportasi;

9.     penyusunan  laporan  kineq.a  dan  pertanggungjawaban  anggaran
Bidang Sarana Transportasi; dan

h.     pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal 225

(1)    Seksi Pengembangan Sarana Transportasi dipimpin oleh seorang Kepa]a
Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Transportasi.
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(2)    Seksi pengembangan sarana Transportasi mempunyal tugas:
a.     menyusun rencana dan program pengembangan sarana transportasi

(an8kutan umum, kendaraan operasional, sarana pendufung) ;
b.     melaksanakan survei dan kajian kebutuhan sarana transportasi di

wilayah kelja;
a.     menyusun  dokumen  teknis  dan  usulan  anggaran  pengembangan

sarana transportasi;
d.     mengemban8kan  sistem  transportasi  publik  dan  integrasi  moda

transportasi;
e.     mengoordinasikan   dengan   instansi   dan   pihak   terkait   dalam

implementasi pengembangan sarana;
f.      melaksanakan     mo7ritorz.7ig,     evaluasi     dan    pelaporan     kegiatan

pengembangan sarana transportasi;
9.     memberikan    rekomendasi    kebijakan    terkait    inovasi    sarana

transportasi; dan
h.     melaksanakan   tugas   lain  yang   diberikan   oleh   pimpinan  yang

berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 226

(1)    Seksi Pengendaliari dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Transportasi.

(2)    Seksi pengendalian dan pengawasan mempunyai tugas:
a.     menyusun   rencana   pengawasan   dan   pengendalian   operasional

transportasi dan lalu lintas;
b.     melakukan  pengawasan  rutin  dan  I.rzsz.cze7ifz.Z  terhadap  operasional

kendaraan umum dan barang;
c.     melaksanakan  penertiban  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  dan

angkutan bersama instansi terkait;
d.     melaksanakan   pengendalian   arus   lalu   lintas   pada  jaln   padat,

kegiatan khusus7 dan kejadian darurat;
e.     memantau' dan mengevaluasi kegiatan terminal,  halte,  trayek,  dan

titik simpul transportasi;
f.      menyusun laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut pelanggaran;

9.     memberikan rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan atau sistem
pengendalian lalu lintas;
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h. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada operator angkutan
dan masyarakat pengguna jalan; dan
melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikari   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Prasarana Transportasi

Pasal 227
(1)    Bidang Prasarana Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang    Prasarana    Transportasi    mempunyai    tugas    melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,  serta evaluasi
dan pelaporan di bidang prasarana transportasi.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Prasarana Transportasi mempunyai fungsi:
a.     pelryusunan    rencana    strategis    dan    tahunan    pembangunan

prasarana transportasi;
b.     pengelolaan  pembangunan  dan  rehabilitasi  prasarana  transportasi

darat dan penyeberangan;
c.     pengoordinasian   pelaksanaan   pembangunan   sarana   penduhag

(terminal, halte, dermaga, jembatan timbang, depo kontainer);
d.     pengawasan dan evaluasi kegiatan di bidang prasarana transportasi;
e.     pembinaan  teknis  dan  pengawasan  terkait  pelaksanaan  di  bidang

prasarana transportasi;
f.      pelaporan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan,  rehabilitasi

dan pemeliharaan prasarana transportasi; dan

9.     pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal 228
{1)    Seksi  Penyediaan  dan  Pembangunan  Prasarana  Transportasi  dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Prasarana Transportasi.
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(2)    Seksi Penyediaan dari Pembangunan Prasarana Transportasi mempunyai
tu8as:
a.     menyusun   rencana   keria   dan   anggaran   seksi   sesuai   program

strategis transp ortasi;
b.     melaksanakan    survei    dan    identifikasi    kebutuhan    prasarana

transportasi;
c.     menyusun dokumen teknis dan spesifikasi prasarana transportasi;
d.     melaksanakan     koordinasi     dengan     instansi     terkait     dalam

pembangunan prasarana transportasi;
e.     mengelola  pelaksanaan  pembangunan  atau  pengadaan  prasarana

transportasi;
f.      melaksanakan   pengawasan   teknis   pembangunan   dan   kelaikan

prasarana transportasi;
9.     menyusun     laporan     pelaksanaan     pembangunan     prasarana

transportasi;
h.    memberikan   masukan   teknis   terhadap   kebijakan   transportasi

Daerah;
i.      melakukan     evaluasi     kegiatan     dan     tindak     lanjut     hasil

audit/ morrfeon.7ig; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 229

(1)    Seksi  Rehabilitasi  dan  Pemeliharaan  Prasarana  Transportasi  dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawa.b kepada Kepala Bidang
Pras arana Transportasi.

(2)    Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi mempunyai
tu8as:
a.     menyusun  rencana  ken.a  dan  anggaran  pemeliharaan  prasarana

transportasi;
b.     melaksanakari   identifiikasi   dan   inventarisasi   kondisi   prasarana

transportasi;
c.     menyusun     skala     prioritas     rehabilitasi     dan     pemeliharaan

infrastruktur transportasi;



- 184 -

d.     menyusun dokumen teknis pemeliharaan (rencana anggaran biaya,
detctil engi:neeri:ng design, gain.bar tehis).,

e.     melaksanakan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi;
f.      melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemeliharaan;

9.     melaksanakan     mo7rifor£7ig     dan     evaluasi     kondisi     prasarana
transportasi;

h.     menyusun laporan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan;
i.      mengoordinasikan  dengan  instansi/1embaga  lain  terkalt  kegiatan

pemeTharaan; dan
j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Perlengkapan Jalan

Pasal 230

(1)    Bidang  Perlengkapan  Jalan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan   kebijakan,   pelaksanaan   kebijakan,   serta   evaluasi   dan
pelaporan di bidang teknis perlengkapan jalan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perlengkapan Jalan mempunyal fungsi:
a.     perumusan kebijakan teknis di bidang perlengkapan jalan;
b.     perencanaan kebutuhan dan penyusunan program pengadaan serta

pemeliharaan perlengkapan jalan;
c.     pelaksanaan pembangunan dan pemasangan perlengkapan jalan;
d.     pelaksanaan      rehabilitasi,      penggantian,      dan      standardisasi

perlengkapanjalan;
e.     pelaksanaan    evaluasi    dan    pengawasan    operasional    peralatan

perlengkapan jalan; dan
f.      pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tu8asnya.
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Pasal 231

(1)    Seksi Penyediaan Perlengkapan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlengkapan Jalan.

(2)    Seksi penyediaan perlengkapan Jalan mempunyai tugas meliputi:
a.     menyusun rencana kebutuhan perlengkapan jalan;
b.     menyusun    dokumen    teknis    (rencana    anggaran    biaya,    czefazz

e7Lgz7iee7i7tg  czes{.gn,  gambar  kerja)  untuk  penyediaan  perlengkapan

jalan;
c.     mengoordinasikan      kegiatan      pengadaan      dan      pemasangan

perlengkapanjalan;
d.     melakukan   pengawasan   teknis   terhadap   kegiatan   pemasangan

perlengkapan jalan di lapangan;
e.     melakukan pengujian fungsi dan kelayakan perlengkapan jalan;
f.      menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi teknis;

9.     melakukan evaluasi terhadap efektivitas fungsi perlen8kapan jalan;
h.     mengoordinasikan dengan instansi terkait pelaksanaan penyediaan

perlengkapan jalan; dan
i.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan  yang

berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 232

(1)    Seksi Rehabilitasi dan  Pemeliharaan  Perlengkapan Jalan dipimpin  oleh
seorang  Kepala  Seksi  dan  bertanggung jawab  kepada  Kepala  Bidang
Perlengkapan Jalan.

(2)    Seksi  Rehabilitasi  dan  Pemeliharaan  Perlengkapan  Jalan  mempunyai
tu8as :                                                      i
a.     menyusun  rencana  kelja  tahunan  rehabilitasi  dan  pemeliharaan

perlengkapanjalan;I
b.     melaksanakan    inventarisasi    dan    evaluasi    kondisi    eksisting

perlengkapanjalan;
c.     menyusun dokumen teknis pemeliharaan (rencana anggaran biaya,

detail engineering design, Sam.bar irefieL).,
d.     merencanakan    jadwal    pelaksanaan    kegiatan    perbaikan    dan

pemeliharaan;
e.     melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi di lapangan;
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f.      mengoordinasikan dengan instansi/1embaga terkait untuk kegiatan

pemetharaan;
9.     menyusun laporan basil pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan;
h.     memberikan     masukan     telmis     terkait     sistem     manajemen

perlengkapan jalan; dan
.i.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Lalu Lintas

Pasal 233

(1)    Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang    Lalu    Lintas    mempunyai    tugas    melaksanakan    penyiapan
perumusan   kebijakan,   pelaksanaan   kebijakan,   serta   evaluasi   dan
pelaporan di bidang lalu ]intas.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Lalu Lintas mempunyai fLmgsi:
a.     perumusan kebijakan teknis bidang manajemen dan rekayasa lalu

lintas;
b.     penyusunan rencana tata kelola lalu lintas kawasan;
c.     pelaksanaan  kegiatan  analisis  teknis  titik  kemacetan  dan  rawan

kecelakaan;
d.     pengembangan sistem manajemen lalu ]intas berbasis teknologi;
e.     pengoordinasian penataan kawasan tertib lalu lintas, sekolah, pasar,

dan pusat kota;
f.      pelaksanaan evaluasi efektivitas kebijakan rekayasa lalu lintas; dan

9.     pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 234

(1)    Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

(2)    Seksi Manaje.men dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:
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a.     menyusun    rencana    manajemen    dan    rekayasa    lalu    lintas
berdasarkan data dan kondisi eksisting;

b.     melaksanakan survei dan kajian volume lalu lintas, kapasitas jalan,
serta perilaku pengguna jalan;

c.     menyusun desain teknis rekayasa lalu lintas;
d.     melaksanakan pengaturan lalu lintas pada waktu tertentu;
e.     mengoordinasikan   dengan   instansi   terkait   dalam   implementasi

rekayasa lalu lintas;
f.      melaksanakan evaluasi terhadap implementasi reka.yasa lalu lintas

dan menyusun rekomendasi perbaikan;

9.     menyusun laporan kegiatan dan dokumentasi rckayasa lalu lintas;
h.    memberikan masukan teknis untuk penetapan kebijakan lalu lintas

daerah; dan
i.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 235

(1)    Seksi Pengembangan Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidalig Lalu Ijintas.

(2)    Seksi pengembangan Lalu I,intas mempunyai tugas:
a.     menyusun rencana pengembangan sistem lalu lintas jangka pendek

dan jangka panjang;
b.     melaksanakan  kajian  dan  analisis  kebutuhan  pengembangan  lalu

lintas berbasis data lalu lintas dan pola pergerakan;
c.     mengembangkan kebijakan te]mis dan model manajemen lalu lintas

yang inovatif;
d.     mengkaji   penggunaan   te]mologi   {.rL€ezzt.gent   tra7rspo7t  sgs€em  dan

p enerapannya;                                                                 '
e.     menyusun usulan zona pengembangan lalu lintas seperti kawasan

tertib lalu lintas, kawasan sekolah dan kawasan lain;
.f.      melakukan  koordinasi  lintas  sektor  dalam  penyusunan  kebijakan

pengembangan lalu lintas;
9.     menyusun laporarl basil pengembangan dan rekomendasi kebijakan

lalu lintas;
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h.     memberikan        masukan        teknis        terhadap        penyusunan
regulasi/peraturan Daerah terkalt lalu lintas; dan

a. melaksanakan   tugas   lain  yang   diberikan   oleh   pimpinan  yang
berkaitan dengan tugasnya.

BAB rml
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 236
Dinas  Linglflman  Hidup  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Dinas  yang  dalam
melaksanakan  tugasnya  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab
kepada Wall Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 2`37

(1)    Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
a.     Dinas Lingkungan Hidup;
b.     Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, membawahkan:

1.     Subbagian umum; dan
2,.     Subbagian Keuangan.

c.     Bidang Tata Lingkungan;
d.     Bidang  Pengelolaan  Sampah  dan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan

Beracun;
•e.     Bidang pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

f.      Bidang  Penaatari  Hukum  dan  Peningkatan  Kapasitas  Linglmngan
Hidup;

9.      UFTD;dan
h.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
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(2)    Bagan  struktur  organisasi  Dinas  Lingkungan  Hidup  tercantum  dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wa]i
Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fulgsi

Paragraf 1
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 238
Dinas    Lingkungan    Hidup    mempunyal    tugas    melaksanakan    urusan

pemerintahan di bidang lingfungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 239
Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud dalam Pasal 237, Dinas
Lingkungan Hidup menyelenggarakan f(mgsi:
a.     perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan

rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
b.     penyusunan program dan kegiatan tata lingkungan, pengelolaan sampah

dan  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun,  pengendalian  pencemaran
dan  kerusakan  lingkungan,  dan  penaatan  hukum  dan  peningkatan
kapasitas lingkungan hidup;

c.     pengkajian  teknis  dan  pemberian  rekomendasi  di  bidang  lingkungan
hidup;

d.     pelaksanaan  analisa  dan  evaluasi  kegiatan  yang  mempunyai  dampak
lingkungan;

e.     pengawasan    dan    pengendalian    sumber/kegiatan    yang    berpotensi
menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;

f.      penentuan baku mutu lingkungan;

9.     pelaksanaan   kebijakan   teknis,   pembinaan   dan   penegakan   hukum
lingkungan, balk secara administrasi, perdata maupun pidana;

h.     pelaksanaan   kebijakari   teknis,   pembinaan   dan   penegakan   hukum
terhadap pelanggaran pengelolaan sampah;
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i.      pelaksanaan pemeliharaan dan pelestar.ian serta peningkatan konservasi
sumber daya alam;

j.      penanggulangan kerusakali dan pencemaran lingkungan serta pemulihan
sumber daya alam dan kualitas lingkungan;

k.     penyediaan data, informasi dan pengembangan kapasitas lingkungan;
1.      penyuluhan  dan  peningkatan  peran  serta  masyarakat  dalam  bidang

lingkungan hidup dan pengelolaan sampan;
in.    pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau;
n.     pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan keanekaragaman hayati;
o.     pelaksanaan    pemantauan,    evaluasi,    pengendalian    dan    pelaporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
p.     pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan yang  berkaitan

dengan tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 240

(1)    Sekretariat  Dinas  Lingkungan  Hidup  dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(2}    Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Dinas
Lingkungan   Hidup   sesuai   tugas   dan   fungsinya   serta   melakukan

pelayanan  teknis  dan  administrasi  kepada  seluruh  unit  organisasi  di
lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi;
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meHputi

ketata.usahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Dinas;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;
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d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan baralg/jasa di lingkup Dinas;

e.    -pengelolaan infomiasi, dokumentasi dan pelaksanaali fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dari  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
h,     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang  pelaksanaarl  tugas  dan  fLmgsi peran8kat  daerah yang
menjadi kewenangannya;

i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,    pengumpulan,    pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  basil  pengawasan  serta  monzto7iJngr
dan evaluasi pencapaian kinerja;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan   pendapatan/retribusi   daerah  yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
1.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikari   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 241

{1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

-(2)    Subbagian umum mempunyal tugas:

a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan  rumah tangga dan perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
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e.     menyelenggarakan      urusan      perpustakaan,      informasi      dan
dokumentasi;

f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatari
fungsional, dan evaluasi kineH.a ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fLmgsi  perangkat
daerah yang merijadi kewenarigannya;

h.     melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

pelaksana;
i.      meng-elola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakari   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 242

(1)    Subbagian   Keuangan   dipimpin   oleh   seor_ang  Kepala   Subba-gian  dan-
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)I    Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
a.     menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
6.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan-Dinas;
:.     melaksanakan  penatausahaan  dan  pengqjian/verilkasi  keuangan

Dinas;
d.     melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuarigan;
e.     menyusun    rekapitulasi   penyerapan   keuangan    sebagai    bahan

evaluasi ]inelj a keuangan;
f.      mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     tanggapan

pemeriksaan;
9.     menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
h.     menyusun laporan keuangan;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan
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j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 243

(1)    Bidang  Tata  Lingkungan  dipimpin   oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Tata  Lingkungan  mempunyai  tugas  mengelola,  memotivasi  dan
mendukung      pengembangan      pegawal      ASN,      memimpin      dan
mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi di
bidang tata linglmngan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang
Tata Lingkungan mempunyai fungsi:
a.     inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
b.     penyusunan   dokumen   rencana   perlindungan   dan   pengelolaan

lingfungan hidup;
c.     kooldinasi  dan  sinkronisasi  pemuatan  rencana  perlindungan  dan

pengelolaan lingkun-gen hidup dalam rencana pembangunan jan9ka
panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;

d.     pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaarl  rencana perlindungan  dan

pengelolaan lingkungan hidup;
e.     penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f.      koordinasi pellyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup;

9.     penyusunan status lin9kungan hidup Daerah;
h.     pelaksanaan  penyelenggaraan  indeks  kualitas  lin8kungan  hidup

pada penutupan lahan;
i.      penyusunan kajian lin8kungan hidup strategis Daerah;

j.      fasilitasi    keterlibatan    masyarakat    dalaln    pelaksanaan    kajian
lingkungan hidup strategis;

k.     fasilitasi   pembinaan   penyelenggaraan   kajian   ]in9kungan   hidup
strate8is;

1.      pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
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in.   _koordinasi     penyusunan     instrumen     pencegahan     pencemaran
dan/ atau kerusakan lin9kungan hidup;

n.     pelaksanaan pemberian persetujuan lingkungan hidup yang menjadi
kewenangarmya;

o.     penyusunan tim uji kelayakan lingkungan hidup

p.     pelaksanaan perlindungan sumber daya-alam;
q.     pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
r.     pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
`s.      pengelc;1aan konservasi_keanekaragaman hayati;

t.      pengembangan     sistem     informasi     dan     pengelolaan     cZcztabczse

_u.,

keanekaragaman hayati; dart

pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf4
Bidang Pengelolaari Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan-Beracun

Pasal 244

(1)    Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
dipilnpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan  bertanggung jawab  kepada
Kepala Dinas.

(2)    Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beraoun
mempunyai tugas mengelola, memotivasi dan mend_ukung pengembangan

pegawai  ASN,  memimpin  dan  mengoordinasikan  pelaksanaan  strategi
pencapaian tujuan organisasi di bidang pengelolaan sampah dan limbah
bchan berbahaya dan beracun.

{3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2-), Bidang
Pengelolaan   Sampah   dan   Limbah   Bahan   Berbahaya   dan   Beracun
mempunyai fungsi:
a.     penyusunan inforlnasi pengelolaan salnpah tingkat kota;
b.     penetapan target pengurangan salnpah dan prioritas jenis sampah

untuk setiap kurun waktu tertentu;
c.     perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d.     pembinaan   pembatasan   timbunan   sampah,    pendauran   ulang

sampah, pemanfaatan kembali sampah;I
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e.     pembinaan  penggunaan  bahan  baku  produl[si  dan  kemasan  yam.g
mampu diurai oleh proses alam;

f.      penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

9.     perumusan kebijakan penanganan sampah di Daerah;
h.     koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan

akhir sampah;
i.      penyediaan sarana dan prasarana penanganan salnpah;

j.      perencanaan   lokasi   tempat   penampungan   sementara,    tempat
pengolahan sampah telpadu dan tempat pemrosesan akhir salnpah;

k.     pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir;
1-.      penyusunan dan pelaksanaan  sistem tanggap damrat pengelolaan

sampah;
in.    pelaksanaan  kelja  salna  dan  kemitraan  dalam  menyelenggarakan

pengelolaan sanpah;
n.     pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
o.     penyusunan  kebijakan  te]mis  pengolahan  sampah,  pengangkutan

sampah dan pemrosesan althir sampah yang diselenggarakari oleh

pelaku usaha dan/atau kegiatan;
perumusan    kebijakan    pembinaan,    pelaksanaan,    pelnantauan,
evaluasi    dan    pengawasan    kineH.a   pengelolaan    sampah   yang
dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) ;

q.     pelaksanaan pengelolaan sampah spesilk sesuai kewenangan;
r.     pelaksanaan kebijakan te]mis pengelolaan limbah bahan berbahaya

dan beracun sesuai kewenangan;I
s.     pelaksanaan    fungsi    koordinasi    dan    sinkronisasi   kedaruratan

pengelolaan  bahan  berbahaya  dan  beracun  dan  limbah  bahan
berbahaya dan beracun; dan

t.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
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Pasal 245

(1)    Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Ijin9kungan  dipimpin
oleh seorapg Kepala Bidang d-an bertanggung jawab kepada Kepala- Dinas.

(2)    Bidang     Pengendalian     Pencemaran     dan     Kerusakan     Lingkurigan
mi5mpunyai tugas mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan

pegawai  ASN,  memimpin  dan  mengoordinasikan  pelaksanaan  strategi
pencapaian tujuan  organisasi di bidang pengendalian  pencemaran dan
kerus akan lingkungan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pengendalian   Pencemaran   dan   Kerusakan   Lingkungan   mempurryai
fungsi,
a.     pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
b..    penyiapan    sarana    dan    prasarana    pemantauan    lingkungan

qaboratorium ]in9kungan) ;
c`.     pelaksanaan  pemantauan   sumber  pencemar  institusi   dan   non-

institusi;
d.     pelaksanaan     koordinasi     dan      sinkronisasi     penanggulangan

pencemaran toemberian informasi, pengisolasian serta pen9hentian)
sumber pencemar institusi dan non-institusi;

e.     pelaksanaan  koordinasi  dan  sinkronisasi  pemulihan  pencemaran

(pembersihan, remidiasi, reha`bilitasi clap restorasi) sumber. pencemar
institusi dan non-institusi;

f.      pelaksanaan  penyelenggaraan  indeks  kualitas  lingkungan  hidup

pada kualitas air dan udara;
9.     pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
h.     pelaksanaan inventarisasi  gas  rumah kaca dan  penyusunan  prolil

_1.

emisi gas rumah kaca;

pengembangan   sisters   informasi   kondisi,   potensi   dampak   dan
pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan
hidup kepada masyarakat;

j'.      penyusuflan  kebijakan,  pelaksanaan  pembinaan  dan  pelaksanaan
pembinaan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap sumber pencemar
institusi dan non-institusi;

k.    pelaksanaan pemantauan kerusckan lin9hagan;
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1.      pelaksanaan      koordinasi      dan      sinkronisasi      penanggulangan

toemberian  inforlnasi,  pengisolasian  serta  penghentian)  kerusakan
hagkun`gan;

in.    pelaksanaan koordinasi dan  sinkronisasi  pemulihan  (pembersihan,

n.

0.

remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;

pelayanan   penerbitan   persetujuan   teknis   dan   surat   kelayakan
op\erasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan; dan

pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 246

(1)    Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan  bertanggung jawab  kepada
Kepala Dinas.

(2)    Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
mempunyal tugas mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan

pegawai  ASN,  memimpin  dan  mengoordinasikan  pelaksanaan  strategi
pencapaian    tujuan    organisasi    di    bidang   penaatan    hukum    dan
peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Penaatan   Hukum   dan   Peningkatan   Kapasitas   Lingkungan   Hidup
mempunyal fungsi:
a.     penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan

penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
b.     penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap

t

usaha dan/ atau kegiatan;
c.     fasilitasi penerimaan pengaduan lin8lflmgan hidup;
d.     pelaksanaan  penelaahan  dan  verifikasi,  serta  p_enyusunan  tindak

lanjut atas pengaduan lingkungan hidup;
e.     pelaksanaan   morrifo7i7tg  dan  pelaporan   atas  hasil  tindak  lanjut

pengaduan lin9lmngan hidup;
f.      penyelesaian sen8keta lin8kungan hidup;
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9.     sosialisasi tata cara pengaduan lingkungan.hidnp;
h.     pengembangan sistem inforlnasi penerimaan pengaduan lin9kungali

hidup;
i.      pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau

kegiatan;

j.      pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawa§an penaatan  lin9kungan
hidup;

k.     pembina_an terhddap pengawas lingkungan hidup;
1.      pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan hidup;
in.    pelaksanaan.penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

q.    penanganan  barang bukti  dan  penanganan  hukum  pidana  secara
texpadu;

o.     peny.usunan  kebijakan pengakuan  keberadaari  kearifan lokal  atau

pengetahuan  tradisional  dan  hak  kearifan  lokal  terkait  dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

p.     identifikasi, verilikasi dan validasi kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal terkalt dengan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup;
q.     penyusunan    data    dan    inforlnasi   profil    kearifan    lokal    atau

r.

S.

pengetahuan   tradisional   terkait   perlindungan   dan   pengelolaan
lingkungan hidup;

peliyusunan  kebijakan  penin9katan  kapasitas  kearifan  lokal  atan
pengetahuan   tradisiohal   terkait   perlindungan   dan   pengelolaan
lingkungan hidup;

penyelenggaraan  pendidikan 'dan  pelatihan,   pengembangan  dan
pendampingan terhadap kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

t.      pelaksanaan fasilitasi ken.a sama dan pemberdayaan kearifan lokal`
atau pengetahuan tradisiofial terkait perlindungan dan pengelolaan
lingfu.ngan hidup;

u. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan ken.a sama
kearifan loka| atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup;
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V. penyiapan   sarana   dan   prasarana   peningkatan   kapasitas   dan
penin8katan ken.a sama kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait perlindungan dan pengelolaan lin8kungari hidup;

peningkatan kapasitas lingkungan- hidup kepada masyarakat;
pelaksanaan  kelja  sama  dan  kemitraan  dalam  menyelenggarakan
pengelolaan lingkungan hidup;

y.     pengembangan materi,  metode  diklat dan/atau pelaksanaan diklat
dan penyuluhan lin9kungan hidup;

z.     peningkatan kapasitas penyuluh lin8kungan hidup;
aa.   pengembangan      kelembagaan      kelompok     masyarakat     peduli_

hi9kungan hidup;
bb.   pelaksanaan    identifkasi    kebutuhan    diklat    dan    penyuluhan

hi9hagan hidup;
cc.   pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
dd.  penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan

hidup;
ee.   pelaksanaan   penilaian   dan   pemberian   penghargaan   lin9lmngan

hidup;
ff.     pembentukan tim penilai penghargaan lingkungan hidup;

gg.   pelaksanaan  dukungan  program  pemberian  penghargaan  tingkat
pr_ovinsi dan nasional;

hh.  sosialisasi    kepada    peman8]fli    kepentingan    tentang    rencana

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
fi.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

BAB 2rmll

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesafu
Kedudukan
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Pasal 247
-Dinas  Ketahanan  Pangan,  Pertanian  dan  Perikanan  dipimpin  oleh  seorang

Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan  di bawah
dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 248

(1)    Susunan organisasi Dinas K:tahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
terdiri atas:
a.     Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan perikanan;
b.     Sekretariat  Dinas  Ketahapan  Pangan,   Pert-anian  dan  Perikanan,

membawahkan Subbagian Umum;
c.     Bidang Ketahanan pangan;
d.     Bidang  Peningkatan  Produksi  dan  Pengolahan  Pasca  Panen  Hasil

Pertanian serta Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian;
e.     Bidang  Penyuluhan,  Pengendalian  dan  Penanggulangan  Bencana
I-     pertanjan;

f.      Bidarig  Petemakan,  Kesehatan  Hewan  dan  Kesehatan  Masyarakat
Veteriner;

9.     Bidang perikanan;
h.     UFTD;dan

i.      Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2)    Bagan  struktur  or8anisasi  Dinas  Ketahanan_Pangan,   Pertanian  dan
Perikanap  tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak
texpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fulgsi

Paragraf 1
Dina.s Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
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Pasal 249
Dina-s   Ketahanan   Pangan,   Pertanian   dan   Perikanan   mempunyai   tugas
menyelenggarakan   urusan   pemerintahan   di   bidang   pangan,   pertanian,
kelautan   dan   perikanan  yang  menjadi  kewenangan   Daerah,   dan   tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 250
Untuk melaksanakap tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247,  Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a.     perumusan  kebijakan   di  bidang  ketahanan   pangan,   pertanian   dan

perikanan;
b.     pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  ketahanan  pangan,  pertanian  dan

perikanan;
c.     pengoordinasian  penyediaan  infrastruktur  dan  pendukung  di  bidang

ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
d.     penin9katan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan,

pertanian dan perikanan;
e.     perhantauan,  pengawasan,  evaluasi  dan  pelaporan  penyelenggaraan  di

bidang ketahanan pangan, p?rtanian dan perikanan;
f.      pelaksanaan   administrasi   Dinas   Ketahanan   Pangan,   Pertainan   dan

Perikanan;

9.     pengoordinasian pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang
ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;

h.     pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan perikanan tan8kap;
i.      pengoordinasian `pelaksanaan pengelolaan perikanan budidaya;

j.      pengoordinasian  pelaksanaan  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan
perikanan;

k.     pengoordinasian    pelaksanaan    pengolahan    dan    pemasaran    hasil

perikanan;
I.      pengoordinasian  pelaksanaan  penyediaan  dan  pengembangan  sarana

pertanian;
in.    Pengoordinasian pelaksanaan penyediaan dan pengembangan prasarana

pertanian;
n.     pengoordinasian   pelaksanaan   pengendalian   keseha.tan   hewan   dan

kesefiatan masyarakat veteriner;
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0. pengoordinasian    pelaksanaan    pengendalian     dan    penanggulangan
bencana pertanian;

.p.     pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan perizinan usaha pertanian;

q.     pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan pertanian;
r.     pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk

kedaulatan dan kemandirian pangan;
s.     pengoordinasiari  pelaksanaan  peningkatan  diversifiJ[asi  dan  ketahanan

pangan masyarakat;
t.     pengoordinasian pelaksanaan penanganan kerawanan pangan;
u.    pengoordinasian pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal

tumbuhan; dan
V. pelalcsanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  dengan

tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dali -Perikanan

Pasal 251

(1)_   Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin
oleh  seorang  Sekretaris yang dalaln melaksanakan  tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)_   Sekretariat    Dinas    Ketahalian    Pangan,    Pertanian    dan    Perikanan
mempunyai  tugas  membantu  Dinas  Ketahanan  Pangan,  Pertanian  dan
Perikanan sesuai tugas dan -fungsinya serta melakukan pelayanan teknis
dan  administrasi .kepada  selurmh  unit  organisasi  di  lingkungan  Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   paqa   ayat   (2},
-Setretariat `  Dinas    Ketahanan    Pangali,    Pertanian    dan    Perikanan

mempunyal fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  melipu-ti

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
sama, hubungan masyarakat, arsip, pelpustakaan dan dokumentasi
Dinas;
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C. pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

eval,uasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
h.     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesalan  masalah  ganti  kerugian  dan  sanfunan  tariah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    y`ang
menunjang pelaksanaan  tugas  dan fungsi  perangkat  daerah yang
menj adi kewenangannya;

i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,    pengumpulan,    pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mo7Lz.to77.7ig
dan evaluasi pencapaian kineria;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian  pelaksanaan   pendapatan/retribusi   daerah  yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
1.-    pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 252

(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dari
bertanggung ja.wab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
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•C. mengelola urusan rumah. tangga dan  perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      perpustakaan,      informasi      dan

dokumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi kineH.a ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;

h`.     melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

pelaksana;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaltan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 253

{1)    Bidang  Ketahanan  Pangan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

_ (`2)    Bidang -Ketahanan Pangan meripunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan    pelaksanaan    kebijakan,    pemberian    bimbingan    telmis    serta

pemantauan   dan   evaluasi   di   bidang   ketahanan   pangan   meliputi
pengelolaan  sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian
pangan,  peningkatan  diversifikasi  dan  ketahanan  pangan  masyarakat,
penanganan  kerawanan  pangan  serta  pengawasan  keamarian  pangan
segar asal tumbuhan ketersediaap dan distribusi pangan konsumsi dan
keamanan pangan.
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(3)    Untuk melaksanakan tugas seba8aimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Ketahanan Pangan mempunyal fungsi:
a.     pelaksanaan   koordinasi,   fasilitasi   perumusan   dan   pelaksanaan

kebijakan,    evaluasi    serta    pelaporan    pelaksanaan    di    bidang
ketahanan pangan;

b.     penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang
ketahanan pangan;

c.     pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang  ketahanan

Pangan;
d.     pelaksanaan     fasilitasi     penyediaan     infrastruktur     pendukung

kemandirian pangan lainnya;
e.     pengoordinasian dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik;
f.      pelaksanaan  fasilitasi  penyediaan  infrastni]rfur  cadangan  pangan

Pemerintah Daerah;

9.     pelaksanaan  fasilitasi  penyediaan  i)angan  berbasis  sumber  daya
lokal;

h.     pengoordinasian,  sin'kronisasi  dan  pelaksanaari  distribusi  pangan

pokok dan pangan lainnya;
i-.      pelaksanaan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat

dan kios pangan;

j.      pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
k.     pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen

dan konsumen;
1.      pelaksanaan  pengembangan  usaha  pengolahan  pangan  berbasis

sumber daya lokal;
in.    pelaksanaan pengembangan kelembagaan distrib.usi pangan;
n.     pelaksanaan pemantauan stok pangan;
o.     pelaksanaan penyediaan informasi harga pangan tin8kat produsen

dan konsumen;

p.     pelaksanaan penyusunan prognosa neraca. pangan kota;
q.     pengoordinasian  dan  sinkronisasi  pemantauan  stok,  pasokan  dan

harga pangan pokok strategis;
r.     pelaksanaan pemantauan harga dan pasokan pangan;
s.     pelaksanaan penyusunan neraca bahan makanan;
t.      pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal;
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u.

V.

W.

X.

pelaksanaan pengadaan, perrieliharaan, pengelolaan dan penyaluran
cadangan pangan Pemerintin Daerah;

pelaksanaan koordinasi dan sinkrohisasi penentuan harga minimum
pangan pokok lokal;
pelaksanaan  penyusunan  dan  penetapan  target  konsumsi  pangan
per kapita per tahun;
pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat  dalam  penganekaragaman
konsumsi pangan befbasi-s sumber daya lokal;

y.     pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi
konsumsi per kapita per tahun;

z.     pelaksanaan   penyusunan   kebijakan   tata   cara   penyelenggaraan
cadangan pangan Pemerintah Daerah;

aa.   pelaksanaan  penyusunan  kebijakan  mengenai  penentuan  harga

pangan lokal minimum Daerah;
bb.   pelaksanaan penyusunan, pemutahiran dan analisis peta. ketahanan

dan kerentanan pangan;
cc.   pelaksanaan  pengadaan,   pengelolaan   dan   penyaluran   cadangan

pangan Pemerintah Daerah pada kerawan.an pangan;
dd.. _ pelalcsanaan  koor-dinasi  dan  si-nkronisasi  penanganan  kerawanan

Pan8an;
ee.   pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan;
ff.     pelaksanaan penyusunan peta situasi kewaspadaan pangan;

gg.   pelaksanaan penerbitan rekomendasi keamanan pangan segar asal
tunbuhan;

hh.  pelaksanaan  penerbitan  rekomendasi  perizinan  keamanan  pangan
segar asal tunbuhan;

ii.     pelaksanaan  penyediaan  sarana  pengujian  keamanan  dan  mutu

pangan segar asal tumbuhan;
jj.     pelaksanaan   koordinasi   dan   sinkronisasi   keamanan   dan   mutu

pangan segar asal tumbuhan;
kk.   pelaksanaan   penguatan   kelembagaan   pengawas   kealnanan   dan

mutu pangan segar asal tumbuhan;
n.     pelaksanaan pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil

dan mikro; dan
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mm.pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaltan dengan tugasnya..

Paragraf4
Bidang Peningkatan Produksi dan Pengolahan Pasca Panen Hasil Pertanian

serta Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian

Pasal 254

(1)    Bidang   Peningkatan   Produksi   dan   Pengolahan   Pasca   Panen   Hasil
Pertanian  serta Penyediaan  Sarana  Prasarana  Pertanian  dipimpin  oleh
seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang   Peningkatan   Produksi   dan   Pengolahan   Pasca   Panen   Hasil
Pertanian  serta  Penyediaan  Sarana  Prasarana  Pertaniari  mempunyai
tugas    melaksanakan    penyusunan,    pelaksanaan    kebijakan,     dan
pemberian bimbingan teknis,  serta pemantauan dan evaluasi di bidang
peningkatan produksi dan pengolahan pasca panen hasfl pertanian serta
penyediaan sarana prasarana pertanian.

|3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Penin8katan FToduksi dan Pengolahan Pasca Panen Hasil Pertanian serta
Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:
a.     pelaksanaan   koordinasi,   fasilitasi   perumusan   dan   pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang
Penin8katan Produksi dan Pengolahan Pasca Panen Hasil Pertanian
serta Penyediaan Sarana FTasarana Pertanian;

b.     pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian
sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;

c.     pelaksanaan    pendampingan    penggunaan    sarana    .pendukung

pertanian;
d.     pelaksanaan perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan dan

perkebunan berbentuk biji/benjh;
e.     pelaksanaan perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan dan

perkebunan berbentuk setek;
f.      pelaksanaan   pengawasan   penggunaan   sarana   pengolahan   hasil

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
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h.

-I.

j.

n.

P.

q.

r.

S.

u.

V.

W.

pelaksanaan    pengawasan    penggunaan    sarana    pasca    panen
perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura;
pelaksanaan perbanyakan benih bersertifikat tanaman hortikultura
dan perkebunan berbentuk batang;

pelaksanaan perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk
mata tumbuh dan anakan;

pelaksanaan perbanyakan- benih bersertifikat hortikurtura berbentuk
umbi;

pengoordinasian dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian;
pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan kawasan pe`rianian;
pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan prasarana pasca panen
tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan
hasil hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan;I

pelaksanaan   peningkatan   pasca   panen   dan   pengolahan   hasil
perkebunan';
pelaksanaan   penetapan   kawasan,   1ahan   dan   lahan   cadangan
pertanian pangan berkelanjutan secara numerik dan spasial;
pelaksanaan  pengelolaan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan,
kawasan  pertanian   pangan  berkelanjutan   dan  lahan   cadangan

pertanian pangan berkelanjutan;
pelaksanaan penyusunan peta kawasan, lahan dan lahan cadangan
pertanian pangan berkelanjutan;
pelaksanaan   penyusunan   czcfro7i  pZc£7i  pengembangan  prasarana,
sarana, kawasan pertaniali;.

pelaksanaan pembangunan,  rehabilitasi dan .pemeliharaan embung
pertanian/jalan usaha t:ni/ dam parit/pintu air;
pelaksanaan  pempangunan,   rehabilitasi  dan  pemeliharaan  balai
penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya-;
pelaksanaan     pembangunan,     _rehabilitasi     dan     pemeliharaan
prasarana pertanian lainnya;
pelaksanaan  rehabilitasi  dan  pemeliharaan jaringan  irigasi  usaha
tani;
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pemantauan  dan  evaluasi  di  Bidang  Peningkatan  Produksi  dan
Pengolahan Pasca Panen Hasil Pertanian  Serta Penyediaan  Sarana
Prasarana Pertanian; dan

y.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaltan dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Pasal 255

(1)    Bidang Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana
Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab
kepada KepaJ.a Dinas.

(2)    Bidang    Penyuluhan,    Pengenda]ian    dan    Penanggulangan    Bencana
Pertanian  mempunyai  tugas  melaksanakan  penyusunan,  pelaksanaan
kebijakan,  dan  pemberian  bimbingan  teknis,  serta  pemantauan  dan
evaluasi   di   bidang   penyuluhan,   _pengendalian   dan   penanggulangan
bencana pertanian.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2.), Bidalig
Penyuluhan,   Pengendalian   dan   Penanggulangan   Bencana   Pertanian
mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian,  fasilitasi perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penyuluhan,
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;

b.     pelaksanaan    penin8katan    kapasitas    kelembagaan-penyuluhan

pertanian;
c':     pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan petani;
d.     pelaksanaan  penyediaan  dan  pemanfaatan  sarana  dan  prasarana

penyuluhan pertanian;
e.     pelaksanaan   pembentukan   dan   penyelengaraan   sekolah   lapang

kelompok tani;
f.      pelaksanaan   penye4iaan   dan   penin8katan   kapasitas   penyuluh

pertarian;
9.     pelaksanaan penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian;
h.     pelaksanaan pembentukan kelembagaan ek-onomi petani;
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i.   --pelaksanaan   diseminasi   informasi   telmis,   sQsial,   ekonomi   dan
inovasi pertanian;

j.      pelaksanaan    pengendalian`  organisme    pengganggu    tumbuhan
tanaman pangan, ho~rtikultura dan perkebunan;

k.     pelaksanaan   penanganan    dampak   perubahan    ilalim    tanaman

pangan, hortikultura dan p'erkebunan;
1.      pelaksanaan    pencegahan,    penanganan -kebakaran    lahan    dan

gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
in.    pelaksanaan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman

n.
pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
pelaksanaan   fLmgsi  _lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yarig
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Peternakati, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 256

(1)    Bidang   Peternakan,   Kesehatan   Hewan   dan   Kesehatan   Masyarakat
Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung I.awab
kepeda Kepala Dinas.

(2)    Bidang   Petemakah,   Kesehatan   Hewan   dan   Kesehatan   Masyarakat
Veteriner  mempunyal  tugas  melaksanakan  penyusunan=  pelaksanaan
kebijakan,  dan  pemberiin  bim-bingan  teknis,  serta  pemantauan  dan
evaluasi   di   bidang   petemakan-,   kesehatan   hewan   dan   kesehatan
masyarakat veteriner.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Peternakan,   Kesehatan  Hewan  dan  Kesehatan  Masyarakat  Veteriner
mempunyai fungsi:
a.     pelaksanaan   koordinasi,   fasilitasi   perumusan   dan-  pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang

petemak.an, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
b.     pelaksanaan   koordinasi   pengawasan   mutu   benih/bibit   temak,

C.

bahan pakan/ pakan/tanalnan skala kecil;
pelaksanaan     pengairasan     peredaran     bahan     pakan/pakan,
benih/bibithijauanpakanter=ak;
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d.     pelaksanaan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran
obat hewan;

e.     pelaksanaan   penindakan   atas   penyimpangan   penyediaan   dan

peredaran `obat hewan;
f.      pelaksanaan pengng.ian mutu benih dan bibit temak;

9.     pelaksanaan  penjaminan  peredaran  hijauan  pakan  ternak,  bahan
pakan/pakan;

h.     pelaksanaan   pengendalian   penyediaan   benih/bibit   ternak   dari
hijauan pakan temak;

i-.      pelaksanaan  koordinasi  pengendalian  dan  pemanfaatan  prasarana

pasca panen petemakan;
j.      pelaksanaan  pembangunan,  rehabilitasi  dan  pemeliharaan  sarana

prasarana     laboratorium     kesehatan     hewari     dan     kesehatan
masyarakat veteriner;

k.     pelaksanaan   pembangunan,   rehabilitasi   dan   pemeliharaan   dan
operasionalisasi pusat kesehatan hewan touskeswan) ;

1.      pelaksanaan  pelestari-an  dan  pemanfaatan  wilayah  sumber  bibit
temak dan rumpun/galur temak;

in.    pelaksamaan pengawasan produksi benih/bibit temak dan hijauan

pakan ternak, bahan pakan/pakan;
n.     pelaksanaan   pengawasan   peredaran   dan   sertifikasi   benih/bibit

temak;
o.     pelaksanaan penjaminan peredaran benih/bibit temak;

p.     pelaksanaan   pengendalian   penyediaan   benih/bibit   temak   dan
hijauan pakan temak;

q.     pelaksanaan  pengadaan  bibit  ternak,  benih  temak  dan  hijauan
pakan temak yang bersumber dari daerah kabupaten/kota lairmya;

r.     pelaksanaan   identifikasi   dan   penetapan   lahan   penggembalaan
umum;

s.     pelaksanaan pengelolaan lahan penggembalaan umum;
t.     pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  lahan  penggembalaan

umum;
u.    pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan prasarana pasca panen

petemakan;
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pelaksanaan  penanggulangan  daerah  terdampak  wabah  penyakit
hevian menular;

pelaksanaan    pemberdayaan    masyaraka.t    dalam    pengendalian
zoonosis;

pelaksanaan sztruezzcz7zs dan penyidikan penyakit hewan dan zoonosis
pada hewan;

y.     pelaksanaan manajemen risiko zoonosis;
z.     pelaksanaan pemberar±tasan penyakit hewan menular dan zoonosis;
aa.   pelaksanaan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk

pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan media
pembawa penyakit hewan lainnya;

bb.   pelaksanaan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
cc.   pelaksanaan   pengawasan   dan   pemeriksaan   kesehatan   hewan,

produk  hewan  dan  media  pembawa  penyakit  hewan  lainnya -di
perbatasan tempat pemeriksaaf[ hewari,  Produk- hewan  dan  media
pembawa penyakit hewan lainnya;

dd.   pelaksanaan analisis risiko penyahit hewan, zoonosis, produk hewan
dan media pembawa penyakit hewan;

ee.   pelaksanaan  penyediaan  pelayanan  jasa  laboratorium  dan  jasa
medik veteriner;

ff.     pelaksanaan     pengLijian     laboratorium     kesehatan     masyarakat
veteriner;

gg.   pelaksanaan pembinaan dan penerapan persyaratan 7iggje7te sanitasi
pada unit usaha produk hewan;

hh.  pelaksanaan  pengelolaan  penerbitan  rekomendasi  pemasukan  dan

pengeluaran  sertifikat  veteriner  dan  surat  keterangan  kesehatan
hewan/surat keterangan produk hewan, produk hewan, dan media

pembawa penyakit hewan lainnya;
ii.     pelaksanaan  pengembangan  kompetensi  petugas  teknis  kesehatan

hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

jj.     pelaksanaan     penin9katan     kesadaran     masyarakat     terhadap
kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

kk.   pelaksanaan pembinaan dan pendampingan pemenuhan persyaratan
registrasi produk hewan segar berkemasan;

11.     pelaksanaan pengawasan_ unit usaha produk hewan;
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mm. pelaksanaan  penanganan  atas  pelanggaran  kesejahteraan  hewan
sesuai kewenangan;

nn.  pelaksanaan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit
usaha;

oo.   pelaksanaan   penanggulangan --bencana   non   alam   yang   bersifat
zoonosis;

pp.   pelaksanaan penanggulangan bencana alam bidang peternakan dan
kesehatan hewan;

qq.   pelaksanaan sertifikasi unit usaha pembibitan/budidaya temak;
rr.    pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  penerapan  standar  dan

izin usaha pertanian (khusus ±ehewanan dan petemakan) ;
ss.   pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah potong hewan Produksi

benih/bibit temak dan pakan, serta fasiHtas pemeliharaan hewan;
tt.    pelaksanaan   pengawasan  pelaksanaan   izin  usaha  rumah   sakit

hewan,  klinik  hewan,  ambulatori,  praktek  dokter  hewan  mandiri/

pusat  kesehatan   hewan   mandiri,   tempat   pelayanan   paramedik
veteriner, atau pasar hewan;

uu.  pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha

pengecer obat hewan;    _
w.   pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan;
ww. pelaksanaan penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin

usaha petemakan;
xx.   pelaksankaan  kelayakan  penilaian  dan  pemberian  pertimbangan

usaha petemakan;
yy.   pelaksanaan  penatausahaan  rekomendasi  penerbitan  izin  usaha

produksi   b;nih/bibit   ternak  dan   pakan,   fasilitas   pemeliharaan
hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan; dan

zz.    pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 7
Bidang Perikanan
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Pasal 257
``(1)    Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung

jawa_b kepada Kepala Dinas.
I(2)    Bidang perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi,

fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
sesual dengan fungsi di bidang perikanan.

(3)    Uituk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perikanan mempunyai fungsi:
a.       pelaksanaan   penyiapan   koordinasi,    fasili-tasi   perumusan   dan

pelaksanaan  kebijakan,  evaluasi  serta  pelaporan  pelaksanaan  di
Bidang Perikanan;

b.      pengulnpulan    data,    identilkasi,    analisis,    penyiapan    bahan

perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,  evaluasi  serta pelaporan
pelaksanaan bidang ferikanan;

c.       pelaksanaan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
d.      pelaksanaan penyediaan prasaralia usaha perikanan tan9kap;
e.       pelaksanaan  penjaminan  ketersediaan  sarana  usaha  perikanan

tangkap;
f.       pelaksanaan penyediaan sarana usaha perikanan tan8kap;

9.       pelaksanaan pengembangan kapasitas nelayan kecil;
h.      pelaksanaan      fasilitasi      pembentukan      dan      pengembangan

kelembagaan nelayan _kecil;
i.        pelaksanaan  fasilitasi  bantuan pendanaan,  bantuan  pembiayaan,

-dan kemitraan usaha;

j.        pelaksanaan penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan
tempat pelelangan ikan;

-k.       pelaksanaan   penyediaan   sarana   dan   prasarana   pemberdayaan

usaha nelayan skala kecil;
I.        pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
in.     pelaksanaan peneta.pan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda

daftar  kapal  perikanan  bemkuran  sampai  dengan  10 .`(sepuluh)

gross  €o71dse yang  beroperasi  di  wilayah  sungai,  danau,  waduk,
`rawa  dan  genangan  air lainnya yang  dapat diusahakan  dalaln  1
`(satu) -daerah kabupaten/ kota;
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n.      pelaksanaan  pelayanan  penerbitan  tanda  daftar  kapal  perikanan
beruhaan   sampai   dengan    10   (sepuluh)   gross   tonase   yang
beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air
lainnya    yang    dapat    diusahakan    dalam     1     (satu)     daerah
kabupaten/kota;

o.       pelaksanaan  penerbitan  rekomendasi  surat izin  usaha  perikanan
dan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap;

p.      pelaksanaan   penetapan   persyaratari   dan   prosedur   penerbitan
persetujuan    pengadaan    kapal    penangkap    ikan    dan    kapal
pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) gross
tonase yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan

genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah
kabupaten/kota;

q.       pelaksanaan  pelayanan  penerbitan  persetujuan  pengadaan  kapal
penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai
dengan   10   (sepuluh).  gross  toriczse  yang  beroperasi   di  wilayah
sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat
diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;

r.       pelaksanaan  penetapan  persyaratan   dan  prosedur  pendaftaran

S.

u.

V.

W.

kapal perikanan dengan ukuran salnpal dengan 10 (sepuluh) gross
fonczse yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan

genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalaln 1 (satu) daerah
kabupaten/kota;
pelaksanaan   penyediaan   data   dan   informasi  usaha  perikanan
tan8kap;

pelaksanaan   penyediaan   sarana  dan   prasarana  pemberdayaan
usaha nelayan skala kecil;

pelaksanaari penerbitan rekomendasi surat persetujuan pengadaan
kapal perikanan;

pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur pencatatan kapal
perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan;
pelaksanaan     pencatatan     kapal     perikanan     sesuai     dengan
kewenangan yang  diatur  dalaln  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;
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pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai
dengan 5 (lima) gross tonase atau tanpa menggunakan kapal yang
beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa d_an genangan air
lainnya;

.y.       pelaksanaan  penetapan  persyaratan   dan  prosedur  persetujuan
pengadaan    kapal    perikanan    untuk    kapal    penangkap    ikan
berukuran sampai dengan 5  (lima) g7ioss torLczse yang beroperasi di
wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;

z.       pelaksanaan  penetapan  persyaratan   dan  prosedur  pendaftaran
kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) gross
toncrse-,

aa.     pelaksanaan penerbitan rekomendasi buku kapal perikanan;
bb.    pelaksanaan  penerbitan  persetujuan  pengadaan  kapal  perikanan

CC`.

untuk kapal penangkap  ikan  bemkuran  sampai  dengan  5  (lima)

g7ioss  €oriczse  yang  beroperasi  di  wilayah  sungai,  danau,  waduk,
rawa dell genangan air lainnya;

pelaksanaan  penetapan  persyaratan  dan  prosedur  pendaftaran
pengadaan  kapal  perikanan  benlkuran  sampai  dengan  5  (lima)
gross  €o7icrse yang  beroperasi  di  wilayah  sungai,  danau,  waduk,
rawa dan genangan air lainnya;

dd.    pelaksanaan  penerbitan  pendaftarari  kapal  perikanan  bemlmran
sampai  dengan  5  (lima)  gross  €onczse yang  beroperasi  di  wilayah
sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;

ee.     pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur pencatatan kapal

perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan;

ff.      pelaksanaan     pencatatan     kapal     perikanan     sesuai     dengrn
kewenangan yang diatur dalam perat-uran perundang-undangan;

gg.     pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai
dengan 5 (lima) gross to7iczse atau tanpa menggunakan kapal yang
beroperasi di wilayah- sungai, dariau, waduk, -rawa dan genangan air
lainnya;

hh.    pelaksanaan   penetaLpan   persyaratan   dan   prosedur  persetujuan

pengadaan    kapal    perikanan    untuk    kapal    penangkap    ikan
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berukuran -sampai dengan 5 qima) gross tonczse yang beroperasi di
wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;

`ii.       pelaksanaan  penerbitan  persetujuan  pengadaan  kapal  perikanan

untuk  kapal  penan9kap  ikan  bemkuran  sampai  dengan  5  (lima)

gross  fo7iczse yang  beroperasi  di  wilayah  sungai,  danau,  waduk,
rawa dan genangan air lainnya;

pelaksanaan  penetapan  persyaratan  dan  prosedur  pendaftaran
kapal perikanan  berukuran  sampai  dengan  '5  (lima)  gross  tonase

yang  beroperasi  di  wilayah  sungai,   danau,   waduk,   rawa  dan
genangan air lainnya;

kk.    pelaksanaan  penerbitan  pendaftaran  kapal  perikanan  berukuran
sampai  dengan  5  (lima)  gross  to7tczse yang  beroperasi  di  wilayah
sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;

u.      pelaksanaan   penanganan   perkara   sanksi   administratif  bidang

perikanan yang memiliki izin di Daerah;
mm.  pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin

usaha  perikanan  bidang  pembudidayaan  ikan  yang  usahanya,
1okasi,  dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam  1  (satu)
daerah  kabupaten/kota~ yang  menggunakan  teknologi  sederhana,
semi intensif,  dan intensif, serta tidak menggunakan in-odal asing
dan/atau tenaga ken.a asing;

nn.    pelaksanaan  pe|ayanan  penerbitan  izin  usaha  perikanan  bidang

pembudidayaan  ikan  yang  usahanya,  1okasi,  dan/atau  manfaat
atau  dalnpak  negatifnya  dalam  1  (satu)  daerah  kabupaten/kota

yang menggunakan te]mologi sederhana, semi intensif, dan inten-sif,
serta tidak menggunakan modal asing dan/a.tan tenaga kelja asing;

oo.     pelaksanaan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil;

pp.    pelaksanaan      fasilitasi      pembentukan      dan      pengembangan
kelembagaan pembudi daya ikan kecil;

/

qq.     pelaksanaan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha perikanan

rr.

SS.

bidang pembudidaya ikan;

pelaksanaan  penerbitan  rekomendasi  persyaratan  dan  prosedur
penerbitan, izin usaha perikanan bidang pembudidaya;
pelaksanaan  pembangunan  prasarana  pengawasan  sumber  daya
perikanan;
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pelaksanaan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan
usaha pengolahan;

pelaksanaan fisilitasi bantuan pendanaan,  bantuan  pembiayaan,
dan kemitraan Lusaha;

pelaksanaan  pemberian  pendampingan,  kemudahan  akses  ilmu
pengetahuan,    teknologi   dan   informasi   serta   penyelenggaraan-
pendidikan dan pelatihan;

ww.   pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi perizinan berusaha
bagi pembudidaya ikan kecil;

xx.     pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda
daftar bagi pembudidayaan ikan kecil;

yy.     pelaksanaan  pelayarian  penerbitan  tanda  daftar  bagi  pembudi
dayaan ikan 'kecil;

zz.     pelaksanaan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan;
aaa.   pelaksanaan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan;
bbb.  pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan;
ccc.   pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan ]ingkungan budidaya;
ddd.  pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di

darat;
eec.   pelaksanaan    perencanaan,    pengembangan,    pemanfaatan    dan

perlindungan lahan~untuk pembudidayaan ikan di darat;
fff.      pelaksanaan mo7iz.to7irzg kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;

~-ggg.   pelaksanaan  perencanaan,  dan  pengembangan  pemanfaatan  air

untuk pembudidayaan ikan di darat;
hhh.  pelaksanaan -penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan

pengolahan hasil perikanan;
iii.      pelaksanaan operasi kapal pengawas perikanan di wilayah s+mgai,

EH

danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
pelaksanaan  pengawasan  usina  pembudidaya  ikan  di  wilayah
sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air _lainnya;

kkk.  pelaksanaan    pengadaan    dan    pemeliharaan    kapal    pengawas

perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air
1ainnya;
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111.      pelaksanaan    pengawasan   usaha   pemasaran    hasil   perikanan
dan/atau  usaha  pengolahan  basil  perikanan  di  wilayah  sungai,
danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;

mmm. pelaksanaan  pengawasan  usaha  penangkapan  ikan  dan/atau
usaha pengan9haitan ikan di wilayah sungai, danau, waduk,_ rawa
dan genangan air lainnya;

nnn.  pengadaan  kapal  pengawas  perikanan  di  wilayah  sungai,  danau,
waduk, rawa dari genangan air lairmya;

ooo.   pelaksanaan   pembentukan   sumber   daya  manusia  pengawasan
sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan
genangan air lairmya;

ppp.  pelaksanaan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala
mikro dan kecil;

qqq.   pelaksanaan   penetapan   persyaratan   dan   prosedur   penerbitan
perizinan  berusaha  pemasaran  ikan,  pengolahan  ikan  dan  surat
izin usaha jasa pasca panen penangkapan ikan  skala mikro  dan
kecil dengan penanalnan modal dalam negeri;

in.    pelaksanaan pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran
ikan untuk skala mikro dan skala usaha kecil;

sss.   pelaksanaan  pengr|jian  mutu  dan  keamanan  hasil  kelautan  dan

perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
ttt.     pelaksanaan   fasilitasi   akses   pasar   dan   promosi   peningkatan

konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
uuu.  pelaksanaan  fasilitasi  penyediaan  prasarana  dan  sarana  usaha

pengolahan dan pemasaran ikali untuk meningkatkan daya saing
produk  kelautan- dan  perikanan  dalam  kerangka  sistem jaminan
mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan
skala usaha kecil;

vw.   pelaksanaan    penerbitan    rekomendasi    sertirikat    pengolahan/
sertifikat    kelayakan    pengolahan/sertifikat    goocz    qucmzt/czcfu77.7ngr

pmactr.cos untuk unit pengolahari ikan skala usaha mikro dan skala
usaha kecil;

www.pelaksanaan     penerbitan     rekomendasi     perizinan     berusaha

penunjang bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
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xxx.   pelaksanaan    revitalisasi    unit    pengolahan.    ikan    dan    sentra

pengolahan ikan untuk skala u§aha mj]gro dan skala usaha kecil;
yyy.   pelaksanaan pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran

ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
zzz.    pelaksanaan  pengujian  mutu  dan  keamanan  hasil  kelautan  dan

perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
aaaa. pelaksanaan   fasilitasi   akses   pasar   dan   promosi   peningkatan

konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan Skala usaha kecil;
bbbb.pelaksanaan  fasilitasi  penyediaan  prasarana  dan  sarana  usaha

pengolahan dan pemasaran ikan uqu]k meningkatkan daya saing
produk  kelautan  dan  perikanan  dalam  kerangha  sistem jaminan
mutu dan keamanan has_il perikanan unfuk skala usaha mikro dan
skala usaha kecil;

'cccc.  pelaksanaan     penerbitan     rekomendasi     sertiffiat     kelayakan

pengolahan/sertifkat   goocz   77tcz7tzt/cictrrz7tg   practice   untuk   unit
pengolahan ikan skala usaha mikro dan skala usaha kecil;

dddd.-pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha  sesuai  dengan  standar
usaha    bidang   pengolahan    dan    pemasaran    hasil    perikanan
berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko;

eeee. pelaksanaan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan
berusaha  pada  usaha  pengolahan  pemasaran  hasil  perikanan
sesuai skala usaha dan tin9ka't risiko; dan

ffff.    pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

*

BAB XXIV

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Bagian Kesatu
Kedudckan

Pasal 258
Dinas  Perpustakaan  dan  Arsip  dipimpin  oleh  seorang  Dinas  yarig  dalam
melaksanakan  tugasnya  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab
kepada Waii Kota melalui Sekda.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 259

(1)`    Susunan organisasi Dinas perpustakaan dan Arsip terdiri atas:
a.     Dinas perpustakaan dan Arsip;

b.     Sekretariat    Dinas    Pexpustakaan    dan    Arsip,     membawahkan
Subbagian Umun.

c.     Bidang perpustakaan;
d.     Bidang pembinaan dan pengawasan Kearsipan;
e.      Bidang pengelolaan Arsip.
f.       UFTD;dan

9.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
(2)    B+agan  struktur  organisasi  Dinas  Perpustakaan  dan  Arsip  tercantum

dalam   Lampiran   yarig   merupakan   bagian   tidak   telpisahkan   dari
Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fhagsi

Paragraf 1
Dinas Perpustakaan dan Arsip

Pasal 260
Dinas  Pelpustakaan  dan  Arsip  mempunyai  tugas  melaksanakan  urusan

pemerintah di bidang pexpustakaan dan kearsipan di Daerah yang menjadi
kewenangan Daerah.

Pasal 261
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Dinas
Peapustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsi:
a.     peny.usunan  rencana  strategis,   rencana  kerja,   dan   anggaran   Dinas

Perpustakaan dan Arsip;



b.

C.

d.
e.

-f.

8.

-h.

-j.
-k.

in.

n.
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pelaksanaan   rencana   strategis,   rencana  kerja  dan   anggaran   Dinas
Pelpustakaan dan Arsip;

penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusari
pelpustakaan dan kearsipan;
pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan di Daerah;
penyediaan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
evaluasi penyelenggaraan pelpustakaan dan kearsipan;

pemberian    dukungan    teknis    kepada   perangkat    daerah,    1embaga
pendidikan, _perusahaan,  o`rgariisasi  politik,  organisasi  kemasyarakatan
dan masyarakat di bidang kearsipan;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelpustakaan
dan kearsipan;

perumusan kebijakan sistem informasi daerah di bidang pelpustakaan
dan kearsipan;

pembinaan  kearsipan  kepada  Peran8kat  Daerah,  lembaga  pendidikan,
perusahaan,    organisasi    politik,    organisasi    kemasyarakatan,    dan
perseorangan;
penyelenggapaan perpustakaan Daerah;
pembinaan  perpustakaan  dan  pembudayaan  kegemaran  membaca  di
Daerah;
melakukan  pengawasan  sistem  kearsipan  ekstemal  terhadap  badan

_ usaha milik Daerah;
melakukan  pengawasan  sistem  kearsipan  internal  terhadap ~ seluruh
P`erangkat Daerah; dan

pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Paragraf,2
Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip

=

Pasal `262

(1)--`  Sekretariat   Dinas   Perpustakaan   dan~  Arsip   dipimpin   oleh   seorang
Sekretaris  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  berada  di  bawah  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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(2)    Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas membantu
Dinas   Perpustakaan   dan   Arsip   sesual   tugas   dan   fungsinya   serta
melakukan  pelayanan  telmis  dan  administrasi  kepada  seluruh  unit
organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip.

(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi;
a.     pengoordinasian dan. penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Dinas;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  ken.a
sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Dinas;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lin8kup Dinas;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi inforlnasi publik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
h.     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perang]=at  daerah yang
menj adi kewenangannya;

i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,    pengumpulan,    pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mo7Lfro7i.rzg
dan evaluasi pencapaian kinerja;

j'.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan  pendapatan/retribusi   daerah  yang

menjadi kewenangan Dinas; dan
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1.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal263    _

(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian  -dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     pengelolaan  survei kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penangana±i

pengaduan dan pemberian informasi;
b.     melaksanakan kearsipan~dan ekspedisi;
c.-    mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/jasa;
d.    -mengelola aset;

~  e.     menyelenggarakan      urusan      pelpustakaan,      informasi      dan

dokumentasi;
f`.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaari  jabatan

fungsional, dan evaluasi kinelja ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaltaran  halt  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

-  ulnum yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat

daerah yang menjadi kewenangannya;
h.     melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi -dan dokumentasi

pelaksana;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribu§i   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dines; dan

j.  _  melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Peapustakaan
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Pasal 264

...  (1)    Bidang   Perpustakaan   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Bidang   dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Perpustakaan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan   pelayanan    publik   serta   administrasi   pemerintahari    dan

pembangunan di bidang pexpustakaan.
£3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Pelpustakaan mempunyai fungsi:
a.     perumusan   kebijakan   dan   penyusunan   standar   teknis   bidang

perpustakaan;
b.     pelaksanaan    pengembangan    koleksi    dan    pengolahan    bahan

pelpustakaan    meliputi    penyusunan    kebijakan    pengembangan

C.

koleksi,   seleksi,   pengadaan   bahan   perpustakaan,   inventarisasi,

pengembangan   koleksi   daerah   ¢ocaz   co7itent/,   pelaksana   kajian
kebutuhan pemustaka,  deskripsi  bibliografi,  klasifikasi,  penentuan
tajuk  subjek,  penyelesalan  fisik  bahan  perpustakaan,  verifikasi,
validasi dan pemasukan data ke pan8kalan data;

pelaksanaan   layanan,   otomasi,   dan   ken.a   sama   perpustakaan
meliputi  layanan  sirkulasi,  rujukan,  1iterasi  informasi,  bimbingan

pemustaka, dan layanan ekstensi toerpustakaan keliling, pojok baca,
dan  sejenisnya),  promosi  layanan,  pelaksanaan  kajian  kepuasan

pemustaka,  pengembangan  telmologi,   informasi  dan  komunikasi
perpustakaan, pengelolaan zuebszte dan jaringan perpustakaan serta
pelaksanaan   kerja   sama   antar   perpustakaan   dan   memban9un
jejaring perpustckaan;

d.     pelaksanaan  pelestarian  bahan  perpustakaan  meliputi  konservasi
melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naska]|
]mno melalui perawatan, restorasi, dan penjiHdan serta pembuatan
sarana penyimpanan bahan perpustakaan termasuk naskah kuno
melalui ahli media, pemeliharaan serta penyipanan master inforlnasi
digital;

e.     pelaksanaan     pembinaan     dan     pengembangan     semua    jenis

perpustakaan  sesuai  dengan  kewenangan  Daerah,   implementasi
norma,     standar,    prosedur    dan    kriteria    (NSPK),    pendataan



8.

h.
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perpustakaan,    dan    pemasyarakatan/sosialisasi,    serta  -evaluasi
p engembangan p erpustakaan ;
pelaksanaan  pe`mbinaan  dan  pengembangan  tenaga  perpustakaan
meliputi    pendataan    tenaga    perpustakaan,    bimbingan    teknis,
peningkatan kemampuan teknis  kepustakawanan,  penilaian an8ka
kredit   pustakawan,   koordinasi   pengembangan   pustakawan   dan
tenaga   tcknis   perpustakaan,   pemasyarakatan/sosialisasi,   serta
evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;

pelaksanaan   pengemban§an   pembudayaan   kegemaran   mem_baca
meliputi  pengkajian,   dan  pelaksanaan  pembudayaan  kegemaran -
membaca,  koordinasi,  pemasyarakatan/sosialisasi,  dan  bimbingan
teknis serta evaluasi kegemaran membaca; dan

pelaksaaari fungsi lain yang -diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Pasal 265

(1)    Bidang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Kearsipan  dipimpin  oleh  s~eorang
Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2,)    Bidang   Pembinaan   dari   Pengawasan   Kearsipan   mempunyai   tugas
melaksanakan   kebijakan    di    bidang   pembinaan   dan   pengawasan
kearsipan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai fungsi:
a.     perumusan  kebijakan,  penyusunan  standar  te]mis,  rencana  dan

program bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan;
b.     pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan;
c.     penyiapali    bahan    penyusunan    kebutuhan    dan    peningkatali

kapasitas sumber daya manusia kearsipan;
d.     penyiapan  bahah  perumusan   kebijakan   teknis   pembinaan   dan

e.

p engawas an. kearsipan;
pemberian    bimbingan,     supervisi,     konsultasi    dan    sosialisasi
penyelenggaraan kearsipan ;
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f.      pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan;

9.     pelaksanaan perencanaan program pengawasan kearsipan;
h.     pelaksanaan  audit,  penilaian  dan  pemantauan  hasil  pengawasari

kearsipan; dan -
i.      pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pinpinan yang berkaltan

dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Pengelolaan Arsip

Pasal 266

(1)    Bidang  Pengelolaan  Arsip  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

-(2)    Bidang Pengelolaan Arsip mempunyal tugas  melaksanakan pengelolaan

arsip dinamis dan arsip statis.

(3)    untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pengelolaan Arsip mempunyai fungsi:
a.     perumusan  kebijakan,  penyusunan  standar  teknis,  rencana  dan

program bidang pengelolaan arsip;
b.     penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  teknis  pengelolaan  arsip

dinamis;
c.     pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip;
d.     penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  teknis  pengelolaan  arsip

statis;
e.     pelaksanaan  usulan  pemusnahan  arsip  dengan  retensi  sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan akuisisi arsip;
f.      pelaksanaan pengolahan arsip statis;

9.     pelaksanaan preservasi arsip statis;
h.     pelaksanaan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana;
i.      pelaksanaan perizinan penggunaan arsip; dan

j.      pelaksanaan   fLmgsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya
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BAB AV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAII

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 267
Badan Perencanaan  Pembangunan,  Riset dan Inovasi Daerah  dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang dalarn melaksanakan tugasnya berkedudutan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 2.68

(1)    Susunan orgariisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah terdiri atas:
a.     Badan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
b.     Sekretariat  Badan-Perencanaan  Pembangunan,  Riset  dan  Inovasi

Daerah, membawahkan:
1.     Subbagian umum; dan
2.     Subbagian Keuingan.

c.     Bidang   Perencanaan,   Pengendalian   dan   Evaluasi   Pembangunan
Daerah;

d.     Bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia;
e.     Bidang   Perekonomian,   Sumber   Daya   Alam,   Infrastn]1rfur   dan

Kewilayahan;
f.      Bidang Riset dan Inovasi baerah.

9.      UPTD;dan
h.     Kelompck Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2)    Bagan strmkeur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
telpisahkan dari Peraturan Wa]i Kota ini.
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Bagian Ketiga
Togas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan, RIset dan Inovasi Daerah

Pasal 269

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan lnovasi mempunyai tugas:
a.     melaksanakan     fungsi     penunjang    urusan     pemerintahan     bidang

perencanaan;
b.     melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan

urusan  pemerintahan yang menjadi  kewenangan  pemerintahan  daerah
sesuai dengan ketentuan pera.turan perundang-undangan;

c.     melaksanakan  kebijakan,   koordinasi,   sinkronisasi,   dan  pengendalian

penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan
inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan

d.     melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu
pengetahuan    dan    teknolo8i    di    Daerah    sebagai    landasan    dalam
perencanaan  pembangunan  Daerah  di  segala  bidang  kehidupan  yang
berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 270
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:
a.     penyusunan dofumen perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi:

1`.     rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2.     rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
3.     rencana kelja pemerintah Daerah;

b.     pengoordinasian     penyusunan     perencanaan     pembangunan     yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;

c.     pengoordinasian,  pengendalian,  pemantauan  dan  evaluasi perencanaan

pembangunan;
d.     pengoordinasian pengelolaan data dan inforlnasi pembangunan Daerah;
e.     pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

Daerah;
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8.

h.

pengoordinasiaLn  serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan  (riset
dan inovasi) pembangunan Daerah;

penyusunan  kebijakan  telmis  penefitian  dan  pengembangan  (riset  dan
inovasi) pemerintahan Daerah;

penyusunan   perencanaan   program    dan    anggarali   penelitian   dan
pengembangan (riset dan inovasi) pemerintahan Daerah;
pelaksanaan   penelitian   dan   pengembangan   (riset   dan   inovasi)   di
pemerintahan Daerah;
pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;

I.      pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  atas  pelaksanaan  penelitian  dan

pengembangan (riset dan inovasi) di Daerah;
in.    koordinasi  dan sinkronisasi pelaksanaari penelitian  dan pengembangan

(riset dan inovasi) 1ingkup pemerintahan Daerah;
n.     pelaksanaan   administrasi   penelitian   dan   pengembangan   (riset   dan

inovasi) daerah; dan
o.     pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberihan  oleh  pimpinan  terkalt  dengan

tu8asnya.

Paragraf 2
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 271

(1)    Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Rise`t dan lnovasi Daerah
dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

(2)    Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
mempunyai    tugas    membantu        memberikan    Badan    Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai tugas dan fungsinya serta
melakukan  pelayanan  administrasi  dan  teknis  kepada  selurul  ult
organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangurian,  Riset dan
Inovasi Daerah.

(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
mempunyai fungsi:
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a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
di Badan;

b.     pengoordinasian        pelaksanaan        musyawarah        perencanaan

pembangunan   (rencana   pembangunan  jangka   panjang   Daerah,
rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana ken.a

pemerintah Daerah) ;
c.     penyusunan  kerangka  regulasi  dalaln  perencanaan  pembangunan

Daerah;
d.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  ken.a
sama, hubungan masyarakat, arsip, pexpustakaan dan dofumentasi
Badan;

e.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat

f.      penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;         \

9.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi peja.bat
pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;

h.     pemgurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan
evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;

i.      penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dari

penyerahan arsip statis;
j.      pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan      tanah,

penyelesalan  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untiik
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang    ff
menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  peran8kat  daerah yang
menj adi kewenangannya;

k.     pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,   pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  basil  pengawasan  serta  monz.torzng
dan evaluasi pencapaian kinerja;

1.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan; dan
in.    pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 272

(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
i

a.     pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan

pengaduan dan pemberian informasi;
b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      perpustakaan,      informasi      dan

dofumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi kinelja ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum  yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;

h.     melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokunentasi

pelaksana;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Badan; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 273

(1)    Subbagian  Keuangan   dipimpin  oleh   seorang  Kepala  Subbagian  dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
a.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
b.     melaksanakan  penatausahaan  dan  pengu.lan/verifikasi  keuangari

Badan;
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c.     melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
d.     menyusun   rekapitulasi   penyerapan   keuangan    sebagai    bahan

evaluasi kineH.a keuangan;
e.     mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     tanggapan

pemeriksaan;
f.      menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;

9.     menyusun laporan keuangan; dan
h.     melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 274
(1)    Bidang Perencanaan,  Pengendalian dan  Evaluasi Pembangunan  Daerah

dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan  bertanggung jawab  kepada
Kepala Badan.

(2)    Bidang PerencaLnaan,  Pengendalian  dan Evaluasi Pembangunan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang perencanaan di bidang perencanaan,  pengenda]ian dan evaluasi

pembangunan Daerah.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Perencanaan,    Pengendalian,    dan    Evaluasi    Pembangunan    Daerah
mempunyai fungsi:
a.     analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan

Daerah;
b.     pengulnpulan data dan analisa data serta informasi pembangunan

untuk perencanaan pembangunan Daerah;
c.     pengintegrasian  dan  harmonisasi  program-program  pembangunan

Daerah;
d.     pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunari

Daerah  (rencana  pembangunan  jangka  panjang  Daerah,  rencana

pembangunan   jan8ka   menengah   Daerah,    dan   rencana   kelja
pemerintah Daerah) ;
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e. pengoordinasian  pelaksanaan  musrenbang  (rencana  pembangunan
jan9ka  panjang  Daerah,  rencana  pembangunan jan9ka  menengah
Daerah, dan rencana kelja pemerintah Daerah) ;

pengoordinasian  pelaksanaan  kesepakaLtan  dengan  DPRD   terkait
rencana   pembangunan   jangka   panjang   Daerah   dan   rencana

pembangunan jangka menengah Daerah;
9.     perumusan   kebijakan   penyusunan   perencanaan,   pengendalian,

evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
h.     pengoordinasian      dan      sinkronisasi      pelaksanaan      kebijakan

perencanaan dan penganggaran di Daerah;
i.      pelaksanaan       evaluasi       terhadap       kebijakan       perencanaan

pembangunan  Daerah,   dan  pelaksanaan  rencana  pembangunan
Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;

i.      pengendalian  terhadap  pencapalan  tujuan  sasaran  dan  program
pembangunan Daerah;

k.     pengidentifikasian permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan
data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

1.      penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah;
in.    pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan

dokumentasi;
n.     penyusunan  dan  pelaksanaan  evaluasi  serta  pelaporan  program

pembangunan Daerah;
o.     pengelolaan    dan    penyusunan    analisis    hasil    evaluasi    untuk

P.

penyiapan pelaporan program pembangunan Daerah; dan
pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 275
(1)    Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
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{2)    Bidang  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Manusia  mempunyai  tugas
melaksanakan    fungsi    penunjang    urusan    pemerintahan     bidang

perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
(3}    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Pemerintahan dan Pembarigunan Manusia mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian  penyusunan  rencana  strategis  Perangkat  Daerah

dan rencana ken.a Perangkat Daerah;
b.     pengoordinasian   sinergitas   dan   harmonisasi  kegiatan   Peranglrat

Daerah;
c.     pengoordinasian  pelaksanaan  sinergitas  dan  harmon`isasi  kegiatan

kementerian/lembaga dan provinsi di Daerah;
d.     pengoordinasian   dukungan   pelaksanaan   kegiatan   pusat   untuk

prioritas nasional;
e.     pengoordinasian   pelaksanaan   kesepakatan   bersama  kelja   sama

antar Daerah;
f.      pengoordinasian pembinaan teknis  perencanaan kepada Peran8kat

Daerah; dan

9.     pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  pimpinan  yang  berkaitan
dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastmkfur dan Kewilayahali

Pasal 276

(1)    Bidang    Perekonomian,     Sumber    Daya    Alam,     Infrastruktur    dan
Kewilayahan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan  bertanggung

jawab kepada Kepala Badan.
(2)    Bidang    Perekonomian,     Sumber    Daya    Alam,     Infrastm]rfur    dan

Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang perencanaan di bidang perekonomian, sumber daya
alam, infrastmktur dan kewilayahan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perekonomian,   Sumber   Daya   Alam,   Infrastruktur   fan   Kewilayahan
mempunyai fungsi:
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a.     pengoordinasian  penyusunan  rencana  strategis  Perangkat  Daerah
dan rencana kelja Perangkat Daerah;

b.     pengoordinasikan  sinergitas  dan  harlnenisasi  kegiatan  Perangkat
Daerah;

c.     pengoordinasian  pelak§anaan  sinergitas  dan  hamonisasi  kegiatan
kementerian/lembaga dan provinsi di Daerah;

d.     pengoordinasian   dukungan   pelaksanaan   kegiatan   pusat   untck

prioritas nasional;
e.     pengoordinasian   pelaksanaan   kesepakatan   bersama  kerja   sama

antar Daerah;
f.      pengoordinasian pembinaan teknis  perencanaan kepada Perangkat

Daerah;

9.     pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan; dan
h.     pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  pimpinari  yang  berkaltan

dengan tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 277

(1)    Bidang Riset  dan  lnovasi Daerah  dipimpin  oleh  seorang Kepala Bidang
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Wadi Kota
dalam     melaksanakan     kebijakan,     koordinasi,     sinkronisasi,     dan

pengendalian  peneHtian,   pengembangan,   pengkajian,   dan  penerapan,
serta    invensi    dan    inovasi    di    Daerah    secara    menyeluruh    dan
berkelanjutan,  dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta

jalan  pemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  Daerah  sebagai
landasan  dalam  perencanaan  pembangunan  Daerah  di  segala  bidang
kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Riset dan Inovasi Daerah fungsi:
a.     pelaksanaan   kebijakan,   fasilitasi,   dan   pembinaan   pelaksanaan

penelitian, pengembangan, pen8kajian, dan penerapan, serta invensi
dan inovasi di Daerah yang memperrfuat fungsi dan kedudukan ilmu
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pengetahuan  dan  teknologi  di   Daerah  sebagai  landasan   dalam
perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang
berpedoman pada nilai Pancasila;

b.     penyusunan  perencanaan,  program,  anggaran,  kelembagaan,  dan
sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,
serta  invensi  dan  inovasi  di  Daerah yang  beapedoman  pada  nilai
Pancasila;

c.     pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang    riset    dan    inovasi,    kelja    sama    pembangunan    ilmu

pengetahuan      dan     teknologi,      serta     kemitraan     penelitian,
pengembangan,   pengkajian,   dan   penerapan,   serta   invensi   dan
inovasi di Daerah;

d.     pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang  riset  dan
Inovasi, kelja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta    kemitraan    penelitian,    pengembangan,    pengkajian,    dan

penerapan, serta lnvensi dari inovasi di Daerah;
e.     pemalitauan        dan        evaluasi       penelitian,        pengembangan,

penyelenggaraan  pengkajian,   dan  penerapan,   serta  invensi   dan
inovasi di Daerah;

f.      pelaksanaan    pembangunan,    pengembangan,    pengelolaan    dan

pemanfaatan  sistem  informasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknolo8i  di
Daerah;

9.     pengoordinasian  pelaksanaan  penelitian  dan  pengabdian  kepada
masyarakat  berbasis  penelitian,  pengembangan,  pen8kajian,  dan

penerapan  ilmu  pengetahuan  dan  telmologi  yang  dihasi]kan  oleh
lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di Daerah;

h.     pelaksanaan koordinasi  sistem ilmu pengetahuan  dan teknologi  di
Daerah; dan

i.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaltan dengan tugasnya.

BAB X"
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAII
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Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 278
Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
dalan  melaksanakan  tugasnya  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 279

(1)    Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
a.     Badan Keuangan dan Aset Daerah;
b.     Sekretariat   Badan   Keuangan   dan   Aset   Daerah,   membawahkan

Subbagian Umun;
C.

d.

e.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawalikan:
1.     Subbidang perencanaan Anggaran 1; dan
2.     Subbidang perencanaan Anggaran 2;
Bidang   Perbendaharaan,   Akuntansi   dan   Pelaporan   Keuangan
Daerah, membawahkan:
1.     Subbidang perbendaharaan; dan
2.     Subbidang Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah.
Bidang  Perencanaan   dan   Pena.tausahaan   Barang  Milik   Daerah,
membawahkan:
1.     Subbidang perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; dan
2.     Subbidang penggunaan, Pemusnahan dan penghapusan Barang

MiHk Daerah;
f.      Bidang Pengamanan,  Pemanfaatan  dan Pemindahtanganan Barang

Milik Daerah, membawahkan:
1.     Subbidang pengamanan Bararig Milik Daerah; dan
2.     Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik

Daerah;

9.      UPTD;dan
h.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana
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(2)  Bagan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah tercantun
dalaln Lampiran yang merupakan bagian tidak texpisahkan dari Peraturan
Wan Kota ini.

Bagian Ketiga
Thgas dan Fbngsi

Paragraf 1
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 280
Badan Keuangari  dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wall Kota
dalam  penyelenggaraan  unsur  penunjang  urusan  pemerintahan  di  bidang
keuangan dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Pasal 281
Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud dalam Pasal 280, Badan
KeuaLngan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
a.     penyusunari  rancangan  kebijakan,   program  dan  kegiatan  di  bidang

pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
b.     pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
c.     pelaksanaan fungsi bendahara umum Daerah;
d.     penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
e.     penyelenggaraan  pelayanan  teknis  administrasi  bagi  semua  Perangkat

Daerah dan masyarakat dalam cakupan urusan pengelolaan keuangali
dan aset Daerah;

f.      pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset
Daerah;

9.     pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan
pinjalnan dan surat berharga Daerah serta badan layanan umum Daerah;

h-    pengoordinasian dan rekonsiliasi pendapatan Daerah;
i.      pengendalian  pelaksanaan  tugas  di  bidang  pengelolaan  keuangan  dan

aset Daerah;

j.      pengoordinasian  pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi,  pengendalian  dan
pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
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k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berterkaitan
dengan tugasnya..

Bagian Kedua
Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 282
(1)    Sekretariat  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  dipimpin  oleh  seorang

Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Sekretariat   Badan   Keuangan   dan   Aset   Daerah   mempunyai   tugas
membantu Badan Keuangan dan Aset Daerah sesual tugas dan fungsinya
serta melakukan pelayanan administrasi di ha9kungan Badan Keuangan
dan Aset Daerah.

(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (2)
Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggarali

di Badan;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungari  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
sama, hubungan masyarakat, arsip, pelpustakaan dan dokumentasi
Badan;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingfup Badan;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip alstif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi infomasi publik, serta penyusutan arsip dan
penyerahan arsip statis;

h.    pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,
penyelesalan  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
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tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    unum    yang
menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah yang
menj adi kewenangannya;

pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,   pengumpulan,   pengelolaan,
amalisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mo7izfoJt.7ig
dan evaluasi pencapalan kineH.a;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan; dan
k.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Umun

Pasal 283

(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan

pengaduan dan pemberian informasi;
b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      perpustakaan,      informasi      dan

dofumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi ldneH.a ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunari  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah basil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum  yang  menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;

h.     melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dohaentasi

pelaksana;
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i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi
kewenangan Badan; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain  yang   diberikan   oleh   pimpinan  yang
berkaitan dengan tugasnya..

Paragraf 3
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Pasal 284

(1)    Bidang  Perencanaan  Anggaran  Daerah  dipimpin  oleh  seorang  Kepala
Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan
dan  memimpin  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  pelayanan  publik  serta
administrasi  pemerintahan  dan  pembangunan  di  bidang  perencanaan
anggaran Daerah.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi:
a.     pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan

kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah, prioritas

plafon anggaran sementara, perubahan kebijakan umum anggaran
pendapatan  dan  belanja  Daerah,  dan  perubahan  prioritas  plafon
anggaran sementara;

b.     pelaksanaan  koordinasi  penyusunan  rencana  ken.a  dan  anggarali
satuan keg.a Perangkat Daerah dan perubahan rencana kerja dan
anggaran sa.tuari ken.a Peran8kat Daerah;

c.     penyusunan  peraturan  Daerah  tentang  anggaran  pendapatan  dan
belanja  Daerah  dan  peraturan  kepala  Daerah  tentang  penjabaran
anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan perubahannya;

d.     penyusunan  peraturan  kepala Daerah  tentang teknis  penyusunan
anggaran satuan kep.a Perangkat Daerah;

e.     pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
f.      pengoordinasian perencanaan anggaran belanja Daerah;

9.     pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan; dan
h.     pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.
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Pasal 285
(1)    Subbidang   Perencanaan   Anggaran   1   dipimpin   oleh   seorang   Kepala

Subbidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan
Anggaran Daerah.

(2)    Subbidang perencanaan Anggaran 1 mempunyai tugas:
a.     menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah;
b.     menyiapkan    bahan    pembinaan    teknis    pengelolaan    anggaran

pendapatan dan pembiayaan Daerah;
c.     mengkaji    ulang    hasil    verifikasi    anggaran    pendapatan    dan

pembiayaan Daerah;
d.     menyusun anggaran belanja Daerah;
e.     menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja

Daerah;
f.      mengkaji ulang hasil veriflkasi anggaran belanja Daerah;

9.     melaksanakan  penyiapan  petunjuk  teknis  penyusunan  rancangan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan rancangan perubahan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

h.     melaksanakan  penyusunan  dari  pembahasan  rencana  bisnis  dan
anggaran/rencana  kerja  dan   anggaran   satuan   keria  Perangkat
Daerah dan pejabat pengelola keuangan Daerah;

i.      melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunari

jawaban eksekutif dalam ran9ka penyusunan rancangan peraturan
Daerah  tentang  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Daerah  dan
rancangan    peraturan    Daerah    tentang    perubahan    anggaran
pendapatan dan belanja Daerah;

j.      melaksanakan    penyempurnaan    rancangan    peraturan    Daerah
tentang anggaran  pendapatan  dan  belanja Daerah  dan rancangan
peraturan  Daerah  tentang  perubahan  anggaran  pendapatan  dan
belanja Daerah;

k.     melaksanakan  penyiapan  penetapan  rancangan  peraturan  Daerah
tentang anggaran pendapatan  dan  belanja Daerah  dan rancangan

pera.turan  Daerah  tentang  perubahan  anggaran  pendapatan  dan
belanja Daerah;
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in.

n.

0.

melaksanakan   penyiapan   bahan   persetujuan   dari   pengesahan
dokumen pelaksanaan anggaran/dohaen pelaksanaan perubahan
anggaran  satuan  keq.a  Perangkat  Daerah, . badan  layanan  umum
Daerah dan pejabat pengelola keuangan Daerah;
melaksanakan   pembinaan   penyusunan   anggaran   satuan   ken.a
Perangkat  Daerah,   badan   layanan  umum  Daerah   dan   pejabat

pengelola keuangan Daerah;
melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatali Daerah
dan pendapatan pejabat pengelola keuangan Daerah;
membina   satuan   ken.a  Perangkat   Daerah   di   bawah   koordinasi
Asisten Sekretariat Daerah; dan

p.     melaksakaan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 286

(1)    Subbidang   Perencanaan  Anggaran   2   dipimpin   oleh   seorang   Kepala
Subbidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan
Anggaran Daerah.

(2)    Subbidang perencanaan Anggaran 2 mempunyai tugas:
a.     menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah;
b.     menyiapkan    bahan    pembinaan    teknis    pengelolaan    anggaran

pendapatan dan pembiayaan Daerah;
c.     mengkaji    ulang    hasil    verifikasi    anggaran    pendaLpatan    dan

pembiayaan Daerah;
d.     menyusun anggaran belanja Daerah;
e.     menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja

Daerah;
f.      mengkaji ulang hasil veriffiasi anggaran belanja Daerah;

9.     melaksanakan  penyiapan  petunjuk  teknis  penyusunan  rancangan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan rancangan perubahan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

h.    melaksanakan  penyusunan  dan  pembahasan  rencana  bisnis  dan
anggaran/rencana  keria   dan   anggaran   satuan  kelja  Perangkat
Daerah dan pejabat pengelola keuangan Daerah;
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i.      melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan penyusunan jawaban
eksekutif dalam  ran9ka penyusunari rancangan peraturan Daerah
tentang anggaran pendapatan  dan  belanja Daerah  dan rancangan
peraturan  Daerah  tentang  perubahan  anggaran  pendapatan  dan
belanja Daerah;

j.      melaksanakan    penyempurnaan    rancangan    peraturan    Daerah
tentang anggaran pendapatan  dan belanja Daerah  dan rancangan

peraturan  Daerah  tentang  perubahan  anggaran  pendapatan  dan
belanja Daerah;

k.     melaksanakan  penyiapan  penetapan  rancangan  peraturan  Daerah
tentang anggaran pendapatan  dan belanja Daerah  dan rancangan
peraturan  Daerah  tentang  perubahan  anggaran  pendapatan  dan
belanja Daerah;

1.      melaksanakan   penyiapan   bahan   persetujuan   dan   pengesahari
dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan
ariggaran  satuan  kelja  Peran8kat  Daerah,  badan  layanan  umum
Daerah dan pe].abat pengelola keuangan Daerah;

in.    melaksanakan   pembinaan   penyusunan   anggaran   satuan   kelja
Perangkat   Daerah,   badan   layanan  umum   Daerah  dan   pejabat

pengelola keuangan Daerah;
n.     melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan Daerah

dali pendapatan pejabat pengelola keuangan Daerah;
o.     membina  satuan   kelja  Perangkat  Daerah   di   bawah   koordinasi

Asisten Sekretariat Daerah; dan

p.     melaksanakan   fungsi   lain  yang   diberikan   oleh   pimpinan  yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 287

(1)    Bidang  Perbendaharaan,  Akuntansi,  dan  Pelaporan  Keuangan  Daerah
dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan  bertanggung jawab  kepada
Kepala Badan.
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(2)    Bidang  Perbendaharaan,  Akuntansi,  dan  Pelaporan  Keuangan  Daerah
mempunyal  tugas  melaksanakan,  selumh  kegiatan  pelayanan  publik
serta    administrasi    pemerintahan    dan    pembangunan    di    bidang

perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan Daerah.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dinaksud pada ayat (2), Bidang

Perbendaharaan,     Akuntansi,     dan     Pelaporan     Keuangan     Daerah
mempunyai fungsi:
a.      pengoordinasian pengelolaan kas Daerah;
b.      pengoordinasian pemindahbukuan uang kas Daerah;
c.      pengoordinasian penatausahaan pembiayaan Daerah;
d.      pengoordinasian pengelolaari dana perimbangan dan dana transfer

lainnya;
e.      pengoordinasian   penempatan   uang   Daerah   dengan   membuka

rekening kas umum Daerah;
f.       pengoordinasian   pemprosesan,   penerbitan   dan   pendistribusian

lembar Surat Perintah Pencairan Dana;

9.      pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen
Surat   Permintaan   Pembayaran   dan   Surat   Perintah   Membayar,

pemberian pembebanan rincian penggunaari atas pengesahan Surat
Pertanggunedawaban  gaji  dan  non  gaji,   serta  penerbitan   Surat
Keterangan Penghentian Pembayaran;

h.     pengoordinasian   penyusunan   laporan   realisasi   penerimaan   dan

pengeluaran  kas  Daerah,  1aporan  aliran  kas,   dan  pelaksanaan
pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan finak ketiga
(PF`K);

i.       pengoordinasian   pelaksanaan   piutang   dan   utang   Daerah  yang
timbul  akibat  pengelolaan  kas,  pelaksanaan  analisis  pembiayaan
dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas;

j.       pengoordinasian rekonsffiasi data penerimaan dan pengeluaran kas
serta pemungutan dan pemotongan atas  surat perintah pepcairari
daria dengan instansi terkait;

k.      pengoordinasian     penyusunan     petunjuk     telmis     administrasi
'     keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas

s erta       p enataus ahaan       dan       pertanggungj awaban       surat
pertanggungjawaban;
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1.       pengoordinasian  pelaksanaan  penerbitan  surat  perintah  diba.yar
restitusi/ pengembaiian kelebihan p enerimaan

in.    pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas
Daerah;

n.     penyediaan anggaran kas;
o.      pelaksanaan    koordinasi    penyusunan    dokumen    pelaksanaan

anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dan perubahan dokumen
pelaksanaan anggaran satuan ken.a Perangkat Daerah;

p.      pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas
Daerah;

q.      pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

r.      pelaksanaan  konsolidasi  seluruh  laporan  keuangan  satuan  ken.a
Perangkat  Daerah,  badan  layanan  umuln  Daerah  dan  penerima

pembayaran kas Daerah;
s.      penyusunan tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan

u,

V.

W.

Pemeriksa Keuangan atas laporan pertanggung).awaban pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

pelaksanaan  rekonshiasi  realisasi  pendapatan  dari  belanja  serta
pembiayaan;
penyusunan   analisis   laporan   pertanggungjawaban   pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

penyusunan     kebijakan     dan     panduan     teknis     operasional
penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
penyusunan   sistem   dan   prosedur   akuntansi   dan   pelaporan
keuangan Pemerintah Daerah;

x.      pelaksanaan verifikasi dan pengL|jian atas bulrd memorial;

y.      pelaksanaan    pembinaan    dan    sosialisasi   tentamg   penyusunan
laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  sesuai  sistem  akuntansi
Pemerintah Daerah.

z.      pelaksanaan pengelolaan kas Daerah;
aa.    pelaksanaan pemindahbukuan kas Daerah;
bb.    pengkajian ulang basil verifikasi pengelolaan kas Daerah;
cc.    pengkag.ian ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas Daerah;
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dd.   pelaksanaan   penelitian   dokumen   atau   bukti  penerimaan  uang
Daerah  dan  penatausahaan  dana  transfer  Daerah  sesuai  dengan
rekening kas umum Daerah;

ee.    pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan

pengeluaran Daerah;
ff.      pelaksanaan         pemeriksaan,         analisis,          dan         evaluasi

pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;
gg.    pelaksanaan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas

serta  rekonsiliasi  data  penerimaan  kas  dengan  instansi  terkait
dalam rangka penyusunan posisi kas;

hh.   pelaksanaan analisis pemberdayaali dali penempatan uang Daerah
sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan Daerah;

ii.      perumusan petunjuk te]mis administrasi keuangan yang berkaitan
dengan penatausahaan penerimaan kas;

jj.      pelaksanaan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang Daerah;
kk.   penyusunan dan penyediaan laporan aliran kas secara periodik;
11.      pelaksanaan    penyusunan,    pengoreksian,    dan    penyempumaan

konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
mm. pemantauan  pelaksanaan  penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran

pendapatan   dan  belanja  Daerah  oleh  bank  dan/atau   lembaga
keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

nn.   pelaksanaan  pengusahaan  dan  pengaturan  dana yang  diperlukan
dalaln pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

oo.    pelaksanaan penyimpanan uang Daerah;

pp.   penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas
mama Pemerintah Daerah;

qq.    pelaksanaan pemberian pinjaman atas mama pemerintah Daerah;
rr.     pelaksanaan  penagihan  piutang  Daerah  yang  bukan  tugas  dan

fungsi bidang atau satuan ken.a Perangkat Daerah lain;
ss.    pelaksanaan  pembinaan  telmis  pembukuan  anggaran  penerimaan

kas Daerah;
tt.     pelaksanaan  bimbingan  teknis  pembukuan  anggaran  pengeluaran

kas Daerah;
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uu.  pelaksanaan        bimbingan        teknis        penyusunan        laporan

pertanggung).awaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
Daerah;

w.    penyusunan    kebijakan    serta    sistem    dan    prosedur    terkait

pelryusunan  laporali  pertanggungjawaban  pelaksamaan  anggaran
pendapatan dan belanja Daerah;

ww.  penyiapan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
xx.   pelaksanaan  konsolidasi  laporan  keuangan  badan  layanan  umum

Daerah     kedalam     laporan     pertanggungjawaban     pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

yy.   penyusunan konsolidasi laporari realisasi anggaran pendapatan dan
belanja Daerah semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berifutnya;

zz.    penyusunan     laporan     keuangan     konsolidasi     atas     laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
Daerah;

aaa. penyusunan  laporan  realisasi  anggaran,  1aporan  perubahan  saldo
anggaran  lebih,  laporan  operasional,  1aporan  perubahan  ekultas,
neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;

bbb. penyusunan ikhtisar laporan keuangan badan usaha niilik Daerah;
ccc.  periyusunan   bahan   untuk   tanggapan   terhadap   Laloran   Hasil

Pemeriksaan      Badan      Pemeriksa     Keuangan      atas      laporan

pertanggung7.awaban pelaksanaan anggaran pendapatali dan belanja
Daerah;

ddd.penyusunan        Rancangan        Peraturan        Daerah        tentang
Pertanggungjawaban    Pelaksanaan    Anggaran    Pendapatan    dan
Belanja Daerah;

eec.  penyiapan   bahan   koordinasi   dan   menyusun  jawaban   eksekutif
dalam     ran9ka     pertanggungjawaban     pelaksanaan     anggaran

pendapatan dan belanja Daerah;I
ffi.    penyiapan bahan tindak lanjut basil evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah    tentang    Pertanggung).awaban    Pelaksanaan    chggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

ggg.  penyiapan   bahan   untuk   analisa   laporan   pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

hhh. pelaksanaan verifikasi dan pengr|jian atas bukti memorial;
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in.

Ju

pelaksanaan  pembinaan,  sosialisasi  tentang  penyusunan  laporan
keuangan pemerintah provinsi sesuai system akuntansi Pemerintah
Daerah;

pelaksanaan    penyusunan,    pengoreksian,    dan    penyempurnaan
konsep  naskah  dinas  yang  terkait  dengan  pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
kkk. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

Pasal 288
(1)    Subbidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan

bertanggung jawab  kepada Kepala Bidang Perbendaharaan,  Afuntansi,
dan Pelaporan Keuangan Daerah.

(2)    Subbidang perbendaharaan mempunyai tugas:
a.

b.

C.

d.

e.

8.

h.

melaksanakan    pengecekan    pemrosesan    restitusi/pengemba]ian
kelebihan penerimaan;
melaksanakan   penyusunan   dan   pembuatan   laporan   rea]isasi

pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana;
melaksanakan  penerbitan   SPD   restitusi/pengembalian  kelebihan

penerimaan;   menyusun   kebijakan   dan   pedoman   pelaksanaan
anggaran   pendapatan   dan   belanja   Daerah   terkait   pendapatan
Daerah;
melaks anakan           p enatausahaan           p embiayaan           D aerah

(perbendaharaan);
men8kaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan Daerah

toerbendaharaan);
melaksanakan register surat perintah membayar dan surat perintah

pencairan   dana   atas   belanja   satuan   kelja   Perangkat   Daerah,
pengendalian  atas  pagu  anggaran  dan  penelitian  dokumen  surat
perintah membayar;
melaksanakan proses penerbitan surat perintah pencairan dana dan
daftar     pengantar     surat     perintah     pencairan     dana     serta
pendistribusian lembar surat perintah pencajran dana;
meneliti,   mengoreksi  dan  memberikan  persetujuan  pembebanan
rincian penggunaaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;



-251 -

melaksanakan  pengadministrasian  pemungutan  dan  pemotongan

perhitungan    rihak    ketiga    dan    rekonsiliasi    pengeluaran    kas
berdasarkan  surat  perintah  pencairan  dana  dengan  satuan  kelja
Perangkat Daerah dan instansi terkait dalarn rangka pengenda]ian
kas;

j.      melaksanakan   penyusunan    dan   pembuatan   laporan    realisasi
pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana;

k.     meneliti  dan  mengoreksi  kelengkapan  dokumen  surat  keterangan

pen8hentian  pembayaran  serta  melaksanakan  proses  penerbitan
surat keterangan penghentian pembayaran;

I.      melakukan  pembinaan  terhadap  satuan  ken.a  Perangkat  Daerah
dalaln hal pelaksanaan perbendaharaan;

in.    melaksanakan  penerbitan   SPD   satuan  kelja.  Perangkat  Daerah,
badari  layanan  umum  Daerah  dan  pejabat  pengelola  keuangan
Daerah (PPKD) ;

n.    merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan
dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban;

o.     menyusun, mengoreksi, dan menyempumakan konsep naskah dinas

yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
p.     menyusun    kebijakan    dan    pedoman    pelaksanaan    anggaran

pendapatan dan belanja Daerah terkait belanja Daerah;
q.     melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna

anggaran atas beban rekening kas umum Daerah;
r.-     melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kas Daerah;
s.     melaksanakan bimbingan tehis pemindahbukuan kas Daerah;
t.     melaksanakan    bimbingan    teknis    penatausahaan    pembiayaan

Daerah; dan
u.    melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 289
(1)    Subbidang  Akuntansi  dan  Pelaporan`  Keuangan  Daerah  dipimpin  oleh

seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan Daerah.
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(2)    Subbidang  Akuntansi   dan   Pelaporan   Keuangan   Daerah  mempunyai
tugas:
a.     melaksanakan pengolahan penerimaan kas Daerah;
b.     mengkaji ulang hasil verrmasi penerimaan anggaran kas Daerah;
c.     menyusun  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  penerimaan

kas Daerah;
d.     melakukan     pemantauan     atas     identifikasi,     klasifikasi     dan

pengufuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh satuan
kerja Perangkat Daerah;

e.     melakukan    pemantanan    atas    pencatatan,    penggolongan    atas
transaksi penerimaan yang dilakukan oleh satuan kelja Perangkat
Daerah;

f.      melafukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan
non kas yang dilakuhan oleh satuan kelja Perangkat Daerah;

9.     melarfukan  pemantauan  atas posfi.ng  penerimaan  yang  dilakukan
oleh satuan kelja Perangkat Daerah;

h.    melakukan  rekonsiliasi  atas  realisasi  penerimaan  dengan  satuan
kerja Perangkat Daerah non badan layanan umum Daerah, badan
layanan  umum  Daerah  dan  pejabat  pengelola  keuangan  Daerah

(PPKD);
i.      melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan

penerimaan  satuan  kelja  Peran8kat  Daerah  non  badan  layanan
umum Daerah, badan layanan umum Daerah dan pejabat pengelola
keuangan Daerah (PPKD);

j.      menganalisa laporan realisasi penerimaan;
k.     menyusun laporan realisasi penerimaan anggaran pendapatan dan

belanja  Daerah   periodik   (bulanan,   triwulanan,   semesteran   dan
tahunan);

I.      melafukan   verifkasi,   analisa   dan   koreksi   terhadap   kesalahan
realisasi penerimaan (bu]cti memorial) ;

in.    melaksanakan pembinaan,  sosiafisasi tentang penyusunan laporan
keuangan pemerintah provinsi sesuai sistem akuntansi Pemerintah
Daerah;

n.    menyusun    kebijakan    serta    sistem    dan    prosedur    akuntansi

penerimaan;
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0.

S.

menyusun, mengorcksi, dan menyempumakan konsep naskah dinas

yang terkait dengan penerimaan;
melaksanakan pengolahan pengeluaran kas Daerah;
mengkaji ulang hasil verifikasi pengeluaran kas Daerah;
menyusun  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  pengeluaran
kas Daerah;
melakukan  pemantauan  identifikasi,  klasifikasi  dan  pengukuran
data transaksi pengeluaran;

t.     menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
u.    melarfukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran;
v.     menyusun konsolidasi laporan realisasi  anggaran pendapatan dan

belanja  Daerah  semester  I  (satu)  dan  prognosis  6  (enam)  bulan
berikutnya;

w.    mengikhtisarkan pengeluaran;
x.     menyusun  laporan  realisasi  anggaran,  laporan  perubahan  saldo

anggaran  lebih,  1aporan  operasional,  1aporan  perubahan  ekuitas,
neraca, 1aporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;

y.     melakukan posting atas pengeluaran;
z.     menyusun ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah;
aa.   melarfukan  rekonsiliasi  atas  realisasi  pengeluaran  dengan  satuan

keria Perangkat Daerah terkait;
bb.   menyusun         Rancangan         Peraturan         Daerah         tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a
Daerah;

cc.   melaksanakan  konsoHdasi  laporan  reafisasi  berdasarkan  laporan

pengeluaran  satuan  ken.a  Perangkat  Daerah  non  badan  layanan
umum  Daerah  dan,  badan  layanan  umuln  Daerah  dan  pejabat

pengelola   keuangan   Daerah   (PPKD)   secara   periodik   (bulanan,
triwulanan, semesteran dan tahunan) ;

dd.   menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah     tentang    Pertanggungjawaban     Pelaksaliaan    Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

ee.   menganalisa laporan realisasi pengeluaran;
ff.     melaksanakan     pelaporan     atas     pungr]tan     dan     penyetoran

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ;
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gg.   melakukan   verifikasi,   analisa   dan   koreksi   terhadap   kesalahan
realisasi pengeluaran q]u]sti memorial) ;

hh.  melaksanakan pembinaan,  sosialisasi tentang penyusunan laporan
keuangan pemerintah provinsi sesuai system akuntansi Pemerintah
Daerah;

ii.     menyusun    kebijakan    serta    sistem    dan    prosedur    akuntansi

pengeluaran;
jj.     menyusun, mengoreksi, dan menyempumakan konsep naskah dinas

yang terkait dengan pengeluaran; dan
kk.   melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Perencanaan dan Penatausahaan 13arang Milik Daerah

Pasal 290
(1)    Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah dipimpin

oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala
Badan.

(2)    Bidang    Perencanaan    dan    Penatausahaan    Barang    Milik    Daerah
mempunyai tugas melaksanakan selunin kegiatan pelayanan publik serta
administrasi  pemerintahan  dan  pembanguna]i  di  Bidang  Perencanaan
dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perencanaan   dan   Penatausahaan   13arang   Milik   Daerah   mempunyai
fungsi:
a.     pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan

tipe barang;
b.     pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam

penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;
c.     pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam

penyusunan  rencana  kebutuhan  pemeliharaan/perawatan  barang
milik Daerah;

d.     pelaksariaan penatausahaan barang milik Daerah;
e.     pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
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f.      meneliti     dokumen     usulan     penggunaan,     pemusnahan     dan

pen9hapusan barang milik Daerah;
9.     pengoordinasian pelaksanaan rekonshiasi dalam r:n8ka penyusunan

laporan barang milik Daerah;
h.     pengoordinasian  penyusunan  dan  penghimpunan  laporan  barang

milik Daerah dari satuan kelja Perangkat Daerah;
i.      pengoordinasian  dan  pelaksanaan  pembinaan  pengelolaan  barang

milik Daerah;

j.      pelaksanaan   pencatatan   barang   milik   Daerah   berupa   tanah
dan/atau bangunan yang diserahkan dari satuan kerja Perangkat
Daerah-;

k.     penyiapan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
I.      men8himpun  dan  melakukan  pencatatan  hasil  penilalan  barang

milik Daerah dalam ran8ka penyusunan neraca Pemerintah Daerah

in.

n.

0.

dengan belpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat;

pelaksanaan rekonsiHasi dalam rangka penyusunan laporan barang
milik  Daerah  dengan  pengurus  barang  satuan  keria  Perangkat
Daerah,  pelaksana  akuntansi  satuan  ken.a  Perangkat Daerah  dan
Bidang   Perbendaharaan,   Akuntansi,    dan   Pelaporali   Keuangali
Daerah;

penghimpunan dan penyusunan laporan barang milik Daerah dalam
rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah; dan

pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 291

(1)    Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dipimpin oleh
seorang   Kepala   Subbidang   dan   bertanggung  jawab   kepada   Bidang
Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

(2)    Subbidang  Perencanaan  Kebutuhan  Barang  Milik  Daerah  mempunyai
tu8as:
a.     meneliti   bahan   pertimbangan   persetujuan   dalam   penyusunan

rencana kebutuhan barang milik Daerah;



- 256 -

b.

C.

me.neliti   bahan   pertimbangan   persetujuan   dalam   penyusunan
rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;
dan
melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaltan dengan tugasnya.

Pasal 292

(1)    Subbidang  Penggunaan,  Pemusnahari  dan  Penghapusan  Barang  Mi]jk
dipimpin oleh seorang Kepala subbidang dan bertanggung jawab kepada
Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

(2)    Subbidang  Penggunaan,  Pemusnaharl  dan  Pen8hapusan  Barang  Mflik
Daerah mempunyai tugas:
a.     meneliti usulan penetapan status penggunaan barang mifik Daerah;
b.    menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan

barang milik Daerah;
c.     menyiapkan  konsep  berita  acara  serah  terima  atas  penggunaan

barang mink Daerah;
d.     meneliti  dokumen  pengajuan  usulan  pemusnahan  barang  mflik

Daerah;
e.     menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik

Daerah;
f.      meneliti  dokumen  pengajuan  usulan-  pen8hapusan  barang  nrilik

Daerah;

9.     menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik
Daerah; dan

h.     melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 6
Bid.ang Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan

Barang Mink Daerah
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Pasal 293

(1)    Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan  bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

(2)    Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtangarian Barang Milik
Daerah  mempunyai  tugas  melaksanakan  seluruh  kegiatan  pelayanan

publik  serta  administrasi  pemerintahan  dan  pembangunan  di  Bidang
Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Mi]jk Daerah.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
mempunyal fungsi:
a.     pengoordinasian  pelaksanaan  pengamanan  risik,  administrasi  dan

hukum barang milik Daerah;
b.     pengoordinasian      penyiapan      dokumen      pengajuan      usulan

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
c.     pengoordinasian hasil penilaian barang milik Daerah;
d.     pelaksanaan penelitian dokumen usulan pemanfaatan barang milik

Daerah;
e.     pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam ran8ka penyusunan

laporan barang milik Daerah;
f.      pengoordinasian  penyusunan  dan  penghimpunan  laporan  barang

milik Daerah dari satuan kelja Peran9kat Daerah;

9.     pengoordinasian  dan  pelaksanaan  pembinaan  pengelolaan  barang
milik Daerah; dan

h.    pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
i     berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 294

(1)    Subbidang  Pengamanan  Barang  Milik  Daerah  dipimpin  oleh  seorang
Kepala   Subbidang   dan   bertanggung  jawab   kepada   Kepala   Bidang
Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

(2)I    Subbidang pengamanan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:
a.     melaksanakan      mo7rfeon.rzgr     dan     evaluasi     atas     pelaksanaan

pengamanan barang mi]ik Daerah;
b.     menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik Daerah;
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C.

d.

menghimpun    laporan    hasil    pemeliharaan    dari    satuan    kelja
Perangkat Daerah secara berkala;
melaksanakan   evaluasi  mengenai  efisiensi  pemeliharaan   barang
milik Daerah; dan

e.     melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 295

(1)    Subbidang  Pemanfaatan  dan  Pemindahtanganan  Barang  Milik  Daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab kepada
Kepala   Bidang   Pengamanan,   Pemanfaatan   dan   Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah.

(2)    Subbidang  Pemanfaatan  dan  Pemindahtanganan  Barang  Mflik  Daerah
mempunyai tugas:
a.     menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang nrilik

Daerah;
b.     menyiapkan  dokumen  hasil  penilaian  barang  milik  Daerah  dalam

rangka pemanfaatan barang milik Daerah;
c.     meneliti  dokumen  pengajuan  usulan  pemanfaatan  barang  mflik

Daerah;
d.     menyiapkan  dokumen  hasil  penilaian  barang  milik  Daerah  dalam

ran9ka pemindahtanganan barang milik Daerah;
e.     in-eneliti   dokumen  pengajuan  usulan  pemindahtanganan  barang

milik Daerah; dan
-f.      melaksanakan   tugas   lain  yang   diberikan   oleh   pinpinan  yang

berkaitan dengan tugasnya.

BAB XXVII

BADAN PENDAPATAN DAERAII

Bagian Kesatu
Kedudukan
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Pasal 29`6
Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam
melaksanakan  tugasnya  berkeduduhan  di  bawah  dan  bertanggung  ].awab
kepada Wali Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 297

(1)    Susunan organisasi Badan pendapatan Daerah terdiri atas:
a.     Badan pendapatan pendapatan Daerah;
b.     Sekretariat Badan Pendapatan Pendapatan Daerah,  membawahkan

Subbagian Umun;
c.     Bidang      Perencanaan,       Pengembangan,       dan      Pengendalia]:I,

membawahkan:
1-)     Subbidang perencanaan dan pengembangan; dan
2)     Subbidang pengendalian;

d.     Bidang pendataan dan pelayanan, membawahkan:
1)     Subbidang pendataan; dan
2)     Subbidang pelayanan;

e.     Bidang Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, membawahkan:
1)     Subbidang    Pajak    Bumi    dan    Bangunan    Perdesaan    dan

Perkotaan; dan
2)     Subbidang Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

f.      Bidang     Penagihan,     Pengawasan     dan     Layanan     Keberatan,
membawahkan:
1)     Subbidang penagihan;
2)     Subbidang Layanan Keberatan;

9.      UPTD;dan
h.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2)    Bagan stmktur organisasi Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak telpisahkan dari Peraturan Wall
Kota ini.
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fthgsi

Paragraf 1
Ba`dan Pendapatan Daerah

Pasal 298
Badan Pendapatan Daerah mempunyal tugas melaksanakan fungsi penunjang
urusan   pemerintahan   bidang   keuangan   dalam   pengelolaan _ pendapatan
Daerah  yang  menjadi  kewenangan  pemerintahan   Daerah   sesuai   dengan
ketentuan peraturan p erundang-undangan.

Pasal 299
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29_8, Badan
Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a.     perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
b.     pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
c.     pelaksanaan perencanaan penerimaan pendapatan Daerah;
d.     pelaksanaan    koordinasi    dan    sinkronisasi    di    bidang    pengelolaan

pendapatan Daerah;
e.     pelaksanaan  evaluasi dan pelaporan  di bidang pengelolaan pendapatan

Daerah;
f.      p-elaksanaan fungsi pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;

9.     pelaksanaan pengawasan pengelolaan pendapatan Daerah;
h.    pelaksanaan administrasi kesekeetariatan Badan;
i.  _ _pelaksanaan    pemantauan,    evaluasi,    pengendalian    dan    pelaporan

pertanggung7.awaban pelaksanaan tugas; dan
j.`      pelaksanaari  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan yang  berkaitan

dengan tugasnya.
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Paragraf 2
Sekretariat Badan Pendapatan Daerah

Pasal 300

(1)    Sekretariat Badan Penda.patan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Sekretariat  Badan  Pendapatan  Daerah  mempunyai  tugas  membantu
Badan Pendapatan Daerah sesuai tugas dan fungsinya serta memberikari

- pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
-(3)~   Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)

Sekretaria.t Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
~`   a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program,  dan anggaran

di Badan;
b.     pembinaari  dan  pemberian  duhagan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  ken.a
salna, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Badan;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaafi

d.

e.

8.

h.

survei kepuasan masyarakat;
penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;

pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan
evaluasi pengelolaan arsip arfeif di unit pengolah;

penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyaj-ian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,
penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah yang
menj adi kewenangannya;
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i,.      pelaksanaari   evaluasi   pengawasan,   pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mo7rfeo7z.rLg
dan evaluasi pencapaian kineH.a;

jL.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
k.     pengoordinasian   p-alaksanaan   pendapatan/retribusi   daerah  yang

menjadi kewenangan Badan; dan
-1.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 301

(1)    Subbagian   Umum   dipimpri   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum melaksanakan tugas:
a.     melaksanakan  pembinaari  dan  penataan  organisasi,  tata laksana,

pengelolaan survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan,  serta layanan

pengadaari barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      perpustakaan,      informasi      dan

dofumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi kinerja ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     peliyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran-  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum  yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  dari  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;

h.     melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

pelaksana;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menja[di

kewenangan Badan; dan
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_j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian

Pasal 302

(I)    Bidang  Perencanaan,  Pengembangan,  dan  Pengendalian  dipimpin  oleh
seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Bidang   Perencanaan,   Pengembangan,   dan   Pengendalian   mempunyai
tugas    melaksanakan    seluruh    kegiatan    pelayanan    publik    serf:a
administrasi  pemerintahan  dan  pembangunan  di  bidang  perencanaan
dan pengembangan pendapatan Daerah.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian mempunyai fungsi:
a.     penyiapan   bahan   penyusunan   program   dan   kegiatan   Bidang

Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
b.     perumusan,      pelaksanaan      dan      pengoordinasian      kebijakan

perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem pajak Daerah;
c+.     pelaksanaan analisis potensi pajak Daerah;
d.     pelaksanaan analisis regulasi pendapatan Daerah;
e.     perumusan   standardisasi   kebijakan   operasional   prosedur   pajak

Daerah;
f.      pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan

retribusi;

9.     pelaksanaan sistem informasi pajak Daerah;
h.     pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah;
i.      pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sistem informasi pajak

Daerah;

j.      pelaksanaan koordinasi tim pemeriksa pajak Daerah;
k.     pelaksanaan mo7rito7i7ig dan evaluasi pemungutan pajak Daerah;
I.      penyusunan target penerimaan pendapatan Daerah;
in.    perencanaan pengelolaan pajak Daerah;
n.    penyusunan produk hu]flrm pajak Daerah;
o{.     pelaksanaan analisis kebijakan dan pengembangan pajak Daerah;
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p.     penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak Daerah;
q.     pelaksanaan mondto7i7tg pelaporan dan pembayaran pajak Daerah
r.     penyusunan peljanjian kelja s-ira di bidang pajak Daerah; dan
s.     pelaksanaan  fungsi  lainnya  yang  diberikan  oleh  pimpinan  sesuai

dengan tugasnya.

Pasal 303

(1)    Subbidang   Perencanaan   dan   Pengembangan   dipimpin   oleh   seorang
Kepala   Subbidang   dan   bertanggung  jawab   kepada   Kepala   Bidang

~ Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian.

(2)    Subbidang perencanaan dan pengembangan mempunyai-fugas:
a.     menyusun   program   dan   kegiatan   Subbidang   Perencanaan   dan

Pengem-bangan;
-b.     menyiapkan bahan  perumusan,  pelaksanaan  dan pengoordinasian

kebijakan teknis di bidang perencanaan
_c-.     menyiapkan  bahan  kajian  dan  merumuskan  data  dan  informasi

lin8haxp perencanaan pendapatan Daerah;
d.`    menyiapkan   bahan   dan   melaksanakan   peramalan,   perumusan,

pelaksanaan     dan     pengoordinasian     kebijakan     perencanaan
pendapa±an Daerah;

e.     menyiapkan  bahan  penyusunan  target  penerimaan  pajak  Daerah
dan retribusi Daerah;

f.      menyiapkan  bahan  perumusan,  pelaksanaan  dan  pengoordinasian
kebijakan pengembangan pendapatan Daerah;

9.     melaksanakan analisis kebijakan dan pengembangan pajak Daerah
serta penyusunan kebijakan pajak D`aerah;

h.     menyusun perjanjian ketia sama bidang pajak Daerah;
'i.      menyusun standar operasional prosedur pemungutan pajak Daerah;

j.      menyusun produk hukum pajak Daerah;
k.     melaksanakan   penyuluhan   pajak   Daerah   dan   penyebarluasan

informasi pajak Daerah;
1.      melaksanakan  pemantauan,  evalua§i,  pengendalian  dan  pelaporan

in.
pertanggung)-awaban pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lainnya yang diberihan oleh pimpinan sesual
dengan bidang tugasnya.
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Pasal 304

(1)    Subbidang  Pengendalian  dipimpin  oleh  seorang Kepala  Subbidang  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
dan Pengendalian.

(2)    Subbidang pengendalian mempunyai tugas:
a.     menyusun program dan kegiatan subbidang pengendalian;
b.     menyiapkan bahan  perulnusan,  pelaksanaan  dan  pengoordinasian

kebijakan pengelolaan sistem informasi pajak Daerah;
c.     menyiapkan  bahan  pelaksanaan  kordinasi  tim  pemeriksa  pajak

Daerah;
d.     melaksanakan  monz.ton.rLg  hasil  pelaksanaan  tim  pemeriksa  pajak

Daerah;
e.     melaksanakan  pembangunan  dan  pengembangan  sistem informasi

pajak Daerah;
f.      melaksanaan monztori7tg pelaporan dan pembayaran pajak Daerah

9.     melaksanakan    pengelolaan    media    informasi    Badan     dengan
berkoordinasi kepada bidang lainnya;

h.     menyediakan  sarana  dan  prasarana  pengelolaan  sistem  informasi

pajak Daerah;
i.      melaksanakan pemeliharaan basis data pajak Dael.ah; dan

j.      melaksanakan tugas lainnya yang diberikan  oleh pimpinan  sesuai
dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Pendataan dan Pelayanan

Pasal 305

(1)    Bidang Pendataan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang-_i=

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

{2)    Bidang Pendataan  dan  Pelayanan  mempunyai  tugas  merumuskan  dan
melaksariakan   kebijakan,   evaluasi   serta   pelaporan   pendataali   dan

pendaftaran, penilaian dan pengolahan data Pajak Daerah.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Pendataan dan Pelayanan mempunyai fungsi:
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a. penyiapan   bahan   penyusunan   prograln   dan   kegiatan   Bidang
Pendataan dan Pelayanan;

b.     pengoordinasian pelayanan dan konsultasi pajak Daerah;
c.     pengoordinasian pendataan objek dan subjek pajak Daerah;
d.     pengoordinasian pendaftaran objek pajak dan wajib pajak;
e.     pengoordinasian pemutakhiran data pajak Daerah;
f.      pelaksanaan penetapan pajak air tanah dan pajak Teklalne;

9.     pelaksanaan pemantauan pelaporan dan pembayaran wajib pajak;
h.     pengoordinasian inventarisasi dokumen pelayanan dan pendaftaran

wajib pajak;
i.      pelaksanaan morLz.to7ing pelaporan dan pembayaran pajak Daerah;

j.      pengoordinasian, pemeriksaan dan pengawasan pajak Daerah; dan
k.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 306

(1)    Subbidang  Pendataan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Subbidang  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan.

(2)    Subbidang pendataan mempunyai tugas:
a.     menyusun progralli dan kegiatan subbidang pendataan;
b.     menyiapkan bahan  perumusan,  pelaksanaan  dan  pengoordinasian

kebijakan pendataan dan pendaftaran objek pajak Daerah;
c.     mengoordinasikan pemutakhiran data pajak Daerah;
d.     melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak Daerah;
e.     melaksanakan penilaian pajak reklame dan pajak air tanah;
f.      melaksanakan pengawasan dan penungguan pajak Daerah;

9.     melaksanakan mo7Lz.fo7rfug pelaporan dan pembayaran pajak Daerah;
dan

h.     melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan  sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 307
.(1)    Subbidang  Pelayanan  dipimpin   oleh   seorang  Kepala  Subbidang  dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dari Pelayanan.

(2)    Subbidang pelayanan mempu`nyai tugas:
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a.     menyusun program dan kegiatan subbidang pelayanan;
b.     menyiapkan bahan  perumusan,  pelaksanaan  dan  pengoordinasian

kebij akan pelayanan, pendaftaran dan konsultasi pajak Daerah;
c.     menyusun standar pelayanan pajak Daerah;
d.     mengelola   dan   menindaklanjuti   layanan   pengaduan   terhada.p

pelayanan paj ak Daerah;
e.     menyiapkan bahan  perumusan,  pelaksanaan  dan pengoordinasian

kebijakan verifikasi data pelaporan pajak Daerah;
f.      melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran

data wajib pajak Daerah;

9.     melaksanakan pendaftaran objek pajak dan wajib pajak;
h.     melaksanakan  validasi  data  wajib  pajak  Daerah  dan  objek  pajak

Daerah;
i.      melaksanakan pemeriksaan pajak Daerah;' dan

j.      melaksanakan  tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan  sesuai
dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 308

(1)-    Bidang Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  dan  Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Bidang Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  dan  Bea
Perolehan    Hak    atas    Tanah    dan    Bangunan    mempunyai    tugas
merencanakan,  mengoordinasikan,  melaksanakan  dan  mengendalikan
kegiatan di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyal fungsi:
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penyiapan bahan penyusunan prograln dan kegiatan Bidang Pajak
Bumf dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan;

perumusan,      pelaksanaan      dan      pengoordinasian      kehijakan
penyelenggaraan  pelayanan,  verifikasi  dan  penetapan  pajak  bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan;
pelaksanaan  pelayanan  pendaftarari  dan  layanan  infomiasi  pajak
bumi dan bangunan perdesaan  dan  perkotaan  dan bea perolehan
hak atas taLah dan bangunan;

pengoordinasian  penelitian  dan  verifiikasi  data  pajak  bumi  dan
bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  dan  bea  perolehan  hak  atas
tanah dan bangunan;

pengoordinasian  penetapan  dan  pendistribusian  ketetapan  pajak
bumi dan bapgunan perdesaan dan perkotaan;

pengoordinasikan  pelaksanaan  penilaian  objek  pajak  bumi  dan
bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  dan  bea  perolehan  hak  atas
tanah dan bangunan`;

pengoordinasian pelaksanaan validasi bea peroleharl hak atas tanah
dan bangunan;

pengoordinasian inventarisasi dokumen penetapan dan pengolahan
pajak  bumf  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  dan  bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan;
pengoordiLasian  pengolahan  dan  pelaporan  data  pajak  bund  dan
bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  dan  bea  perolehan  hak  atas
tanah dan bangunan;

pengoordinasian, pemeriksaan dan pengawasan pajak Daerah;
pelaksanaan  mo7tfro7i.7tg pelaporan  dan pembayaran  dan penetapan
pajak Daerah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai den.gan
tu8asnya.

Pasal 309

(1)    Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipimpin
oleh  seorang Kepala  Subbidang dan bertanggung jawab  kepada Kepala
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Bidang Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  dan  Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(.2)    Subbidang   Pajak   Bumi   dan   Bangunan   Perdesaan   dan   Perkotaan
mempunyai tugas :
a.     menyiapkan bahan  peny.usunan  program  dan  kegiatan  Subbidang

Pajak Bumf dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b.     melaksanakan pelayanan pendaftaran dan layanan informasi pajak

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
c.     menyiapkan  bahan  perumusan,  pelaksanaan  dan pengoordinasian

kebijakan  pengolahan,  pemeliharaan,  dan  pelaporan  data  pajak
bumf dan bangunan perdesaan dan perkotaan;

d.     melaksanakan   penilaian   dan   pemetaan   objek   pajak   bumi   dan
bangunan perdesaan dan perkotaan;

e.     melaksanakan pendistribusian ketetapan pal.j.ak bumi dan bangunan

perdesaan dan perkotaan;
f.      melaksanakan  pemutamiran   objek  pajak  bumi   dan   bangunan

perdesaan dan perkotaan;
9.     melaksanakan analisis terhadap data pasar biaya komponen;'
h.     melaksanakan analisis dan pemutaJchiran terhadap zona nilai tanah;
i.      melaksanakan   pemeliharaan   data   pajak   bumi   dan   bangunan

perdesaan dan perkotaan;
j.      melaksanakan r71077z.torz.ng pelaporan dan pembayaran pajak Daerah;
k.     melaksanakan  pemantauan,  evaluasi,  pengendalian  dan  pelaporan

pertanggung).awaban pelaksanaan tugas; dan
1.      melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  sesual

dengan bidang tugasnya.

Pasal 310

(1)    Subbidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2)    Subbidang  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  mempunyal
tu8as:
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a.

b.

menyiapkan bahan  penyusunan  program  dan  kegiatan  Subbidang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
menyiapkan bahan  perLinusan,  pelaksanaan  dan  pengoordinasian
kebijakan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak Daerah;

c.     melaksanakan  penilalan  objek bea perolehan hak atas  tanah  dan
bangunan;

d.     melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenarari
data  serta pemantauan  objek dan  subjek bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan;

e.     melaksanakan mondto7ing pelaporan dan pembayaran pajak Daerah;
f.      melaksanakan  va]idasi  data  wajib  pajak  Daerah  dall  objek  pajak

Daerah;

9.     melaksanakan penelitian dan veriffiasi data pelaporan pajak Daerah;
h.     mengoordinasikan, pemeriksaan dan pengawasan pajak Daerah; dan
i.      melaksanakan tugas lainnya yang diberikan  oleh pimpinan  sesuai

dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Penagihan, Pengawasan dan Layanan Keberatan

Pasal 3 11

(1)    Bidang  Penagihan,  Pengawasan  dan  Layanan  Keberatan  dipimpin  olch
seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Bidang  Penagihan,   Pengawasan  dan  Layanan  Keberatan  mempunyai
tugas   merumuskan   dan   melaksanakan   kebijakan,    evaluasi   serta

pelaporan penagihan, keberatan dan pengawasan pendapatan Daerah.
{3j    Untuk melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Penagihan, Pengawasan dan Ira:yanan Keberatan mempunyai fun~gsi:
a.     penyiapan   bahan   penyusunan   program   dan   kegiatan   Bidang

Penagihan, Pengawasan dan Layanan -Keberatan;
b.     perumusan,   pelaksanaan  dan  pengoordinasian  kebijakan  teknis

penagihan, pefiyelesaian keberatan pajak Daerah serta pengawasan
pendapatan Daerah;

c.     pengoordinasian penagihan pajak Daerah;
d.     pengoordinasian, pemeriksaan dan pengawasan pajak Daerah;
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e. pengoordinasian penyelesaian keberatan, pembetulali, pengurangan, _
pembatalan,     pen8hapusan     sanksi,     pengembalian     kelebihan
pembayaran, keringanan dan pembebasan pajak Daerah;

f.      pengordinasian pengolahan data piutang pajak Daerah;

9.     pengordinasian  dengan  instansi  sfakehozczer  terkalt  pengawasan,
pemeriksaan, penagihan dan keberatan pajak Daerah;

h.     pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi Daerah;
i.      pelaksanaan evaluasi administrasi pelayanan retribusi Daerah;

j.      pengoordinasian  pengolahan  data  penerimaan  pajak  Daerah  dan
retribusi Daerah;

k.     pengoordinasian penyelesalan sengketa banding atas keberatan yang
tidak disetuj-ui;

1.      pelaksanaan mo7tfroring pelaporan dan pembayaran pajak Daerah;
in.    pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi,  pengendalian  dan  pelaporan

pertanggung).awaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
n.     pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesual dengan

tu8asnya.

Pasal 312

(1)    Subbidang  Penagihan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Subbidang  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan,  Pengawasan  dan
Layanan Keberatan.

(2)    Subbidang penagihan mempunyai tugas:
a.     menyusun program dan kegiatan subbidang penagihan;
b.     menyiapkan bahan  perumusan,  pelaksanaan  dan  pengoordinasian

kebijakan penagihan pajak Daerah;
c.     melaksanakan pemantauan pemungutan pajak Daerah;
d.     melakukan   pembinaan   dan   koordinasi   dalam   rangka   validasi

pelaporan   secara  berkala   dengan   Perangkat   Daerah   pengalnpu
pengelolaan retribusi Daerah;

e.     melakukan  proses  pengawasan  langsung  transaksi  usaha  subjek

pajak;
f.      melaksanakan pengolahan data piutarig pajak Daerah;

9.     melaksanakan penagihan piutang pajak Daerah;
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h.     melaksanakan penyiapan bahan proses penghapusan piutang tidak
tertagih;

i.      melaksanakan verifikasi  dan rekonsiliasi harian penerimaan pajak
Daerah;

j.      melaksanakan mo7rfeo7i7tg pelaporan dan pembayaran piutang pajak
Daerah;

k.     melaksanakan pemantauan pendistribusian surat tagihan dan surat
pemberitahuan pajak Daerah terutang; dan

1.      melaksanakan  tugas  lainnya yang diberikan  oleh pimpinan  sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 313

{1)    Subbidang Layanan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan,  Pengawasan
dan Layanan Keberatan.

(2)    Subbidang Layanan Keberatan mempunyai tugas:
a.     menyusun program dan kegiatan subbidang Layanan Keberatan;   _
b.     menyiapkan  bahan  perumusan,  pelaksanaan  dan pengoordinasian

kebijakan penyelesalan keberatan pajak Daerah;
c.     melaksanakan     analisa    pemeriksaan    permohonan    keberatan,

pembetulan,    pengurangan,    pembatalan,    penghapusan    sanksi,
pengemba]ian kelebihan pembayaran,  keringanan dan pembebasan
-pajak Daerah;                    `

d.     menyiapkan      bahan      penyelesaian      keberatan,      pembetLIIan,

pengurangan,    pembatalan,   penghapusan   sanksi,   pengembalian
kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan pajak Daerah;

e.     menyiapkan  bahan penyelesaian  sengketa banding atas keberatan

yang tidak disetujut;
f.      mengolah data dan menyelesaikan keberatan pajak Daerah;

9.     melaksanakan    penyelesaian    hasil    keberatan    atas    kelebihan
pembayaran dan pengembalian serta kekurangan pajak Daerah; dan

h.     melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan   sesuai
dengan bidang tugasnya.
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BAB X"II
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 314
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Maliusia dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 315

(1)    Susunan  organisasi  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangari  Sumber
Daya Manusia terdiri atas:
a.     Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber Daya Manusia;
b.     Sekretariat  Badan  Kepegawalan  dan  Pengembangan  Sumber  baya

Manusia, membawahkan;
1I     Subbagian umum; dan
2.     Subbagian program dan Keuangan;

c.     Bidang pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
d.     Bidang    Mutasi,     fromosi,     Penilaian     Kineq.a    Aparatur     dan

Pen8hargaan;
e.     Bidang pengembangan Kompetensi Aparatur;
f.       UFTD; dan

9.     Kelompok Jabatan Flmgsional dan pelaksana.
•.(2)    Bagan   struktur   organisasi   Badan   Kepegawaian   dan   Pengembangan

Sumber  Daya  Manusia  tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fhagsi
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Paragraf 1
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Mariusia

Pasal 3 1 6
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas   membantu  Wali  Kota  dalam  menyelenggarakan   unsur-penunjang
urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 317
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal -314, Kepala
Badan     Kepegawalan     dan     Pengembangan     Sumber     Daya     Manusia
menyelenggarakan fungsi :
a.     penyusunan  kebijakan  teknis,  -rericana  dan  program  pengembangan

sumber daya manusia di Daerah;
b.   . penyelenggaraaan pengembangan kompetensi aparatur di Daerah;
c.     penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  sertilkasi  kompetensi  di

Daerah;
d.     pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  atas  pelaksanaan- pengembangan

sumber daya manusia aparatur di Daerah;
e.     pelaksanaan administrasi Badan; dan
f.      pelaksanaan  fungsi lain yang diberikan  pimpinan terkait bidang tugas

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 2
Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sulnber Daya Manusia

Pasal 318

(1)    Sekretariat   Badan   Kepegawaian   dan   Pengembangan   Sumber   Daya
Manusia dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

(2)    Sekretariat   Badan   Kepegawaian   dan   Pengembangan   Sumber   Daya
Manusia    mempunyai    tugas    membantu    Badan    Kepegawaian    dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sesual tugas dan fullgsinya serta
melakukan  pelayanan  administrasi  kepada  selunin  unit  organisasi 'di    ~
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1ingkungan   Badan   Kepegawaian   dan   Pengembangan   Sumber   Daya
Manusia.

-(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2),

Sekretariat   Badan   Kepegawaian   dan   Pengembangan   Sumber   Daya
Manusia mempunyal fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Badan;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  ken.a
salna, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Badan;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip a]stif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
h.     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangurlan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah yang
menj adi kewenangannya;

i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,    pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mo7tfron'ng
dari evaluasi pencapaian kinelja;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan  pendapatan/retribusi   daerah  yang

menjadi kewenangan Badan; dan
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_~   1.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 319

(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Subbagian   dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

~ pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      perpustakaan,      informasi      dan

dokumentasi;
f.      mengelola  uriisan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi kineH.a ASN;

9.     menyiapkan     balian     pelaksanaan     penyusurian     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  unfuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah ba9i pembangunan untuk kepentingan
um`um yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;

h.     melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

pelaksana; dan
i.      melaksanakan   tugas   lain  yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaltan dengan tugasnya.

Pasal 320

rl}    Subbagian   Program   dan   Keuangan   dipimpin   oleh   seorang   Kepala
Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian program dan Keuangan mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  penyusunan  dokumen  sistem  akuntabilitas  kineH.a

pemerintah yang melipu`ti:
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1.     penjenjangan kineH.a (pohon kinerja);
2.     rencana strategis;
3.     rencanakelja;
4.     rencana kineq.a tahunan dan/atau rencana aksi;
5.     penetapan linelja; dan
6.     Iaporan kineq.a;

b.     mengoordinasikan      rencana      usulan      kebutuhan      anggaran

tr)enyusunan  rencana ken.a  dan  anggaran  satuan  kelja Perangkat
Daerah mumi dan perubahan);

c.     mengoordinasikan         penyusunan         rencana         ken.a         dan
anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran (mumi dan perubahan) ;

d.     melaksanakan   verilkasi   internal   usulan   perencanaan   program,
kegiatan dan subkegiatan;

•e.     melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi kinelja program,

kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah;
f.      menyusun  laporan  pelaksanaan  kinelja  program,   kegiatan   dan

subkegiatan Perarigkat Daerah;

9.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
h.     melaksanakan  penatausahaan  dan  pengutian/veriELasi  keuangan

Badan;
`i.      melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;

j.      menyusun   rekapitulasi   penyerapan   keuangan    sebagal   bahan
evaluasi kinelja keuangan;

k.     mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     tanggapan

pemeriksaan;
1.      menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
in.    menyusun laporan keuangan; dan
n.    melaksanakan   tugas   lain  yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaltan dengan tugasnya.
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Paragraf 3
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Pasal 32 1

(1)    Bidang Pengadaan, Pemberhentiap dan Informasi dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Bidang  Pengadaan,   Pemberh-entian   dan   Informasi   mempunyai   tugas
melaksanakan  seluruh  kegiatan  pelayanan  pub]ik  serta  administrasi
pemerintahan  dan pembangunan di Bidang Pengadaan,  Pemberhentian
dan lnformasi.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai fungsi:
a.     perumusan  kebijakan  dan  penyusunan  standar  teknis  di  bidang

pengadaan, pemberhentian dan informasi;
b.     penyusunan rencana kebutuhan, jenis  dan jumlah jabatan untck

pelaksanaan pengadaan;
c.     penyelenggaraan   pengadaan   pegawai   negeri   sipil   dan   pegawai

pemerintah dengan perianjian ken.a;
d.     pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
e.     pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
f.      pelaksanaan verifikasi c!czfabczse inforrnasi kepegawaian;

9.     pengoordinasian p_enyusunan informasi kepegawaian;
h.     pelaksanaan fasiHtasi lembaga profesi ASN;
i.      pemantauan,    pengawasan,    evaluasi    dan    pelaporan    kegiatan

pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi; dari
j.      pelaksaaan fungsi lain yang diberikan_ oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian REnelja Aparatur dan Penghargaan

Pasal 322
(1)    Bidang  Mutasi,  Promosi,  Pehilaian  Kiney.a Aparatur  dan  Penghargaan

dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan  bertanggung jawab  kepada
Kepala Badan.
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(2)    Bidang  Mutasi,  Promosi,  Penilaian  Kinelja  Aparatur  dan  Penghargaan
mempunyai tugas melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan pub]jk serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan di Bidang Mutasi, Promosi,
Penilalan KineH.a Aparatur dan Penghargaan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Mutasi,    Promosi,    Penilaian    Kiney.a    Aparatur    dan    Penghargaan
mempunyal fungsi:
a.     perumusan  kebijakan  dan  penyusunan  standar  teknis  di  bidang

mutasi dan promosi penilaian kinelja aparatur. dan penghargaan;
b.     penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;
c.     pengoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi;
d.     pelaksanaan verifiikasi dokumen mutasi dan promosi;
e.     perumusan kebijakan penilaian kinelja dan penghargaan;
f.      perencanaan pelaksanaan kegiatan penilai kineH.a dan penghargaan;

9.     pengoordinasian kegiatan penilaian kineH.a;
h.     pelaksanaan evaluasi hasil penilajan kineq.a;
i.      pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaali;

j.      pengoordinasian usulan pemberian pen8hargaan;
k.     pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

kegiatan di bidang mutasi dari promosi; dan
I.      pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

Pasal 323

(1)    Bidang   Pengembangan   Kompetensi   Aparatur   dipimpin   oleh   seorang
Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Bidang    Pengembangan    Kompetensi    Aparatur    mempunyai    tugas
melaksanakan  seluruh  kegiatan  pelayanan  pub]ik  serta  administrasi-

pemerintahan  dan pembangunan di  Bidang Pengembangan Kompetensi
Aparatur.

(3)    Untuk melaksanakan tugas se-bagainana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai fungsi:
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a.     perumusan  kebijakan  dan  penyusunan  standar  teknis  di  bidang

p engembangan kompetensi ;
b.     penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
c.     pengoordinasian dan keria sama pelaksanaan seleksi jabatan;
d.     perencanaan kebutuhan pendidikari dan pelatihan penjenjangan dan

sertifkasi;
e.     pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;  _
f.      pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

kegiatan di bidang pengembangan kompetensi aparatur; dan

9.     pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

BAB-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAII

Bagian Kesatu
Kelembagaari dan Kedudukan

Paragraf 1
Kelembagaan

Pasal 324
_ (1)    Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan oleh

Badan Penangulangan Bencana Daerah.

(2)'   Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur:
a.     pengarah; dan
b.     pelaksana.

(3)    Pengarah sebagainana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.     pejabat pemerintah Daerah terkait;
b.     pakar/profesional; dan
c.     tokoh masyarakat.

(4)    Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a mempunyai fungsi:
a.     perumusan/penyusunan        konsep        pelaksanaan        kebijakan

penanggulangan bencana Daerah;
b.     pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah; dan



-281 -

c.     pelaksanaan    evaluasi   dalaln   penyelenggaraan   penanggulangan
bencana Daerah;

I(5)    Pelaksana sebagainana dimaksud pada ayat  (2)  huruf b  dilaksanakan

oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(6)    Pelaksana  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  mempunyal
tugas secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat,
dan pasca bencana.

Paragraf\2
Kedudukan

Pasal 325

{1)    Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  merupakan  unsur  pelaksana
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan B_encana Daerah, bertanggung jawab kepada Wadi-
Kota melalui Sekda.

(2)    Dalaln melaksanakan urusan bencana sebagainana dimaksud pada ayat
(1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi:
a.     pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b.     koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
C.     komando dalam penanganan darurat bencana.

(3)    Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagainana
dimaksud  pada ayat  (2)  humf a merupakan fungsi yam-g dilaksanakan
oleh  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  secara terkoordinasi dan
terintegrasi  dengan  satuan keja Peran8kat  Daerah lainnya di Daerah,
instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan

penyelenggaraan  penanggulangan   bencana  dan  ketentuan  peraturan
pe-clang-undangan.

(4)    Koordinasi      dalam      penyelenggaraan      penanggulangan      bencana
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   humf   b   berperan   sebagai
koordina.tor     melalui     kegiatan     pengoordinasian      penyelenggaraari

penanggulangan bencana lintas perangkat daerah dan instansi vertikal di
wilayahnya  dan/atau  pelaksanaan  koordinasi  sesual  penugasan  Wali
Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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(5)    Komando  dalam  penanganan  darurat  bencana  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2) hunif c merupakan pelaksanaan fungsi komando melalui
penyelematan, pengerahari sumber daya manusia, peralatan, logistik dari
satuan  ken.a  perangkat  daerah  lainnya,  instansi  vertikal  yang  ada  -di
Daerah   serta   langkah-1an8kah   lain  yang   diperlukan   dalam   rangka

penanganan keadaan darurat bencana di wilayahnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 326
_(1)    Susunan organisasi Badan penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

a.     Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah;
b.     Sekretariat        Badan        Penanggulaligan        Bencana        Daerah,

membawahkan:

C.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Keuangan.
Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan
Sistem Penanggulangan Bencana;
Bidang Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan;
Bidang    Penanganan    Kedaruratan,    Logistik,    Rehabilitasi    dan
Rekonstruksi;

f:       UPTD;dan

9.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana
(2)    Bagan   stnrfuir  organisasi  Badan  Penanggulangan   Bencana  Daeiah

tercantum  dalam  Lampiran yang merupakan  bagian  tidak terpisahkan
dari _Peraturan Wali Kota ini6

Bagian Ketiga
Thgas dan Fhagsi

Paragraf 1
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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Pasal 327
Pelaksana   Badan   Penanggulangan   Bencana   Daerah   rpempunyal   tugas
menyelenggarakari urusan bencana berdasarkan kriteria:
a.     1okasi bencana berada dalam Daerah;
b,     pengguna dalam Daerah;
c.     manfaat  atau  dampak  negatif  penanggulangan  bencana  hanya  dalam

Daerah; dan/atau
d.     efisiensi  penggunaan  sumber  daya  penanggulangan  bencana  apabila

dflakukan oleh Daerah.

Pasal 328
Pelaksana   Badan   Penanggulangan   Bencana   Daerah   mempunyai   tugas
membantu  Wa]i  Kota  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di
bidang penanggulangan bencana, terdiri atas:
a.     penetapan    pedoman    dan    pengarahan    sesuai    dengan    kebijakan

Pemerintah   Daerah   dan   Badan   Nasional   Penanggulangan   Bencana
terhadap  usaha penanggulangan  bencana yang mencakup  pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil
dan setara;

b.     penetapan       standardisasi       serta       kebutuhan       penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.     penyusunan,   penetapan,   dan   penyebarluasan  informasi   peta  rawan

bencana;
d.     penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
e.     pelaksanaari      penyelenggaraan      penanggulangan      bencaria      pada

wilayahnya;
I.      pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wah: Kota

setiap  1  (satu) bulan  1  (satu) kali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana;

9.     pengendalian pengumpulari  dan penyaluran bantuan uang dan barang
dalam penanganan bencana;

h.    pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran

pendapatan belanja Daerah; dan
i.      pelaksanaali   kewajiban   lain   sesuai   dengan   ketentuari   peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 329
Untuk  melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   328Z,
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

-~     `a.     pelaksanaan dalaln penyelenggaraan penanggulangan bencana;

b.     pengoordinasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c.     pelaksanaan komando dalan penanganan darurat bencana;
d.     perumusan  dan  penetapan  kebijakan  penanggulangan  bencana  dan

penanganan  pengungsi  dengan  bertindak .cepat  dan  tepat,  efektif dan
efisien sesuai lingkup kewenangannya;

e.     pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, dan menyeluruh;

f.      pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingrfup tugasnya; dan

9.     pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  dengan
tu8asnya.

Paragraf 2
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 330

(1)    Sekretariat   Badan   Penanggulangan   Bencana   Daerah   dipi]:ipin   oleh
seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(2)    Sekretaria.t  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  mempunyai  tugas
membantu  Pelaksana  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  se-suai
tugas  dan fungsinya serta memberikan pelayanan administrasi kepada
selumh unit organisasi di_, lingkungan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.

(3)    untuk   melaksanakan   tugas   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Badan;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  mdiputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  keq.a
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C.

d.

e.

sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dohaentasi
Badan;

pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;

pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;

f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan
evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeHharaan,  pengolahan  dan  penyajiap
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dali

penyerahan arsip statis;
h.     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah -untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    ulnuln    yang
menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah yang
menj adi kewenangannya;

i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,    pengumpulan,    pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mo7rito7i7ig
dan evaluasi pencapaian kineH.a;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan   pendapatan/retribusi   daerah  yang

menj adi kewenangan Badan;
1.      pelaksanaan  fasilitasi  penguatan  dan  pengembangan  kerja  sama

penanggulangan bencana; dan
in.    pelaksanaan   fLmgsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 331

{1)    Subbagian   Umum   dan   Kepegawaian   dipimpin   oleh   seorang   Kepala
Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(2)    Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
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a. melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rumah tangga dan  perlengkapan,  serta layanan

p engadaan barang/j as-a;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urilsan      perpustakaan,      informasi      dan

dokunentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jabatan

fungsional, dan evaluasi kinelja ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan-tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kerugian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  peran9kat
daerah yang menjadi kewenangannya;

-   h.     melaksanakan fasilitasi penguatan  dan pengembangan keq.a sama

penanggulangan bencana;
i.      melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

pelaksana; dan
j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 332

(1-)    Subbagian   Keuangan   dipimpin   oleh   seorang  Kepala  Subbagian   dan
-bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
a.     menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Badan;
b.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
c.     melaksanakan  penatausahaan  dan  pengL|jian/verifikasi  keuangan

Badan;
d.     melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
e.     menyusun   rekapitulasi   penyerapan   keuangan    sebagai   bahan

evaluasi kinelj a keuangan;
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f.      mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     tapggapan

pemeriksaan;
9.     menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; *

h.     menyusun laporan keuangan;
i.      mengelola   layanan   pendapatan/retribusi   daerah   yang   menjadi

kewenangan Dinas; dan

j.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaltan dengan tugasnya.

Paragraf 3
13idang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem

Penanggulangan Bencana

Pasal 333

{1)    Bidang     Perencanaan,     Pengendalian     dan     Pengembangan     Sistem
Penanggulangan  Bencana  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(2)    Bidang   Perencanaan,   Pencegahan,   Pengendalian   dan   Pengembangan
Sistem   Penanggulangan   Bencana-mempunyal   tugas   melaksanakan
sebagian  tugas  Pelaksana  Badan  di  bidang  perencanaan,  pencegahan,

pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan bencana terkait
penyelenggaraan sistem penanggulangan bencana.

{3)    untuk~melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perencanaan,   Pencegahan,   Pengendalian   dan   Pengembangan  `Sistem
Penanggulangan Bencana mempunyal fungsi:
a.     pengaturan      perencanaan,      pencegahan,      pengendalian      dan~

pengembangan    sistem    penanggulangan    bencana    berdasarkan
kewenangan;

b.     pen8kajian,   pengendalian   dan   pemantauari   risiko   bencana   di
Daerah;

c.     perencanaan penanggulangan bencana di Daerah;
d.     pemaduan      penanggulangan      bencana      dalam      perencanaan

__e.

pembangunan Daerah multi sekeor;
pengelolaan  data  dan  informasi  kebencanaan  secara  terpilah  di
Daerah;
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f.      pengembangan    kapasitas    aparatur    dan    masyarakat    dalam

perencanaan, pencegahan, pengendaliali dan pengembangan sistem
penanggulangan bencana di Daerah;

9.

h.

pemantauan   dan   evaluasi   kinep.a   penanggulangan   bencana   di
Daerah;

penghimpun       pengembangan       pembelajaran       dan       inovasi
penanggLllangan bencana di Daerah;
pengelolaan   proses   bisnis   pelayanan   penanggulangan   bencana
tingkat Daerah; dan

j.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan

Pasal 334
(1)    Bidaing   Mitigasi,   Peringatan   Dini   dan   Kesiapsiagaan   dipimpin   oleh

seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(2)    Bidang  Mitigasi,  Peringatan  Dini  dan  Kesiapsiagaan  mempunyai  tugas
melaksanakan  sebagian  tugas  Pelaksana  Badan  di  di  bidang  mitigasi,

peringatan dini dan kesiapsiagaan.
(3)    untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Pencegahan dan Mitigasi melaksanakan fungsi:
a.     penyusurian program kelja di Bidang pencegahan dan Mitigasi;
b.     pengaturan  penyelenggaraan  pencegahan,   mitigasi  bencana  dan

peringatan dini;
c.     penyebarluasan pengetahuan dan pemahaman pencegahan bencana;
d.     pengoordinasian pelaksanaan mitigasi stmktural Qconstruksi aman)

dan mitigasi berbasis lintas sektor;
e.     penyelenggaraan mitigasi non struktural;
f.      pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;

9.     pemaduan dalam pengelolaan dan pengembangan pencegahan dan
mitigasi;

h.     penguatan dan pengembangan kemitraan penanggulangan bencana;
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i.      pengembangan kapasitas aparatur pada ruang lingkup pencegahan,
mitigasi, dan peringatan dini;

j.      pemantauan dan pengelolaari risiko lintas sektor; dan
k.     pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 335
( 1)    Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dan  bertanggung jawab  kepada
Kepala Pelaksana.

(2)    Bidang  Kesiapsiagaan  dan  Penangarian  Keadaan  Darurat  mempunyal
tugas  melaksanakan  sebagian  tugas  Pelaksana  di  bidang penanganan
kedaruratan, 1ogistik, rehabilitasi dan rekonstmksi.

(3)    untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Penanganan   Kedaruratan,   Logistik,    Rehabilitasi   dan   Rekonstrcksi,
mempunyai fungsi:
a.     pengaturan   penyelenggaraan   penanganan   darurat,   pengenda]ian

operasi,   manajemen   logistik   dan   peralatan   kebencanaan,   serta
rehabilitasi dan rekonstruksi;

b.     respon cepat dan pengkajian cepat;
c.     penetapan status darurat bencana;
d.     aktivasi    sistem    komando    penanganan    darurat    bencana   dan

pengendalian meczz.a ceriter,.
e.     pencarian, pertolongan, dan evakuasi;
f.      pemenuhan    kebutuhan    dasar,    penanganan    pengungsi    dan

perlindungan kelompok rentan korban bencana sesuai kewenangan;
9.     pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
h.     pengelolaan bantuan darurat bencana;
i.      pengumpulan data dan inforlnasi penanganan darurat bencana dan

rehabhitasi dan rekonstruksi secara telpilah;
j.      pelaksanaan manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;
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k.

0.

pengelolaan   dan   penetapan   penerima   bantuan   rehabilitasi   dan
rekonstruksi pascabencana;

pengoordinasian pelaksanaan rehabhitasi (perbaikan) ;
pengoordinasian pelaksanaan rekonstruksi toembangunan kembali) ;
pengembangan kapasitas aparatur pada ruang lin8kup penanganan
darurat,   manajemen   logistik   dan   peralatan   kebencanaan   serta
rehabilitasi dan rekonstruksi, pascabencana;

peningkatan  partisipasi  publik  antara  lain,   masyarakat,   media,
akademisi,  dan  dunia  usaha  dalam  pemulihan  dampak  Bencana
kabupaten/kota;

p.     pemantauan,        pengendafian,        evaluasi,        dan        pelaporan,
penyelenggaraan   penanganan   darurat,   1ogistik,   rehabilitasi   dan
rekonstruksi pas cab encana;

q.

r.

penyelenggaraan layanan pusat pengendalian operasi, pengendalian
bencana dan analisis dampak bencana; dan

pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

BAD 2ex
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu
Keduchckan

Pasal 336
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
dalam  melaksanakan  tugasnya  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung

jawab kepada Wall Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 337
(1)    Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan pofitik terdiri atas:

a.     Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
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b.

•C.

Sekretariat  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik,  membawahkan
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
Bidang  Ideologi,  Wawasan  Kebangsaan  dan  Ketahanan  Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama;

d.     Bidang politik Dalam Negeri dan organisasi Kemasyarakatan;
e.     Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik;
f.       UPTD;dan

9.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
{2)    Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantun

dalam   Lampiran   yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Futgsi

Paragraf 1
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 338
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Wa]i Kota
dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 339
Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud dalam Pasal 338, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
a.    perumusan  kebijakan teknis  di  bidang kesatuan bangsa dan  politik di

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.    pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pembinaan  ideologi  pancasila  dan

wawasan    kebangsaan,    penyelenggaraan   politik   dalam   negeri   dan
kehidupan  demckrasi,   pemeliharaan  ketahanan  ekonomi,   sosial  dan
budaya,   pembinaan  kerukunan  antar  suku  dan  intra  suku,   umat
beragama,  ras,  dan  golongan  lainnya,  pembinaan  dan  pemberdayaan
organisasi  kemasyarakatan,  serta  pelaksanaan  kewaspadaari  nasional
dan  penanganan  konflik  sosial  di  Daerah  sesual  dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan;
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C. pelaksanaan  koordinasi  di  bidang  pembinaan  ideologi  pancasila  dan
wawasan   kebangsaan,    penyelenggaraan   politik   dalam   negeri   dan
kehidupan  demokrasi,   peme]iharaan  ketahanan  ekonomi,   sosial  dan
budaya,   pembinaan  kenikunan  antar  suku   dan  intra  suku,   urnat
beragama,      ras,      dan     golongan     lainnya,      fasilitasi     orgarisasi
kemasyarakatan,    serta    pelaksanaan    kewaspadaan    nasional    dan

penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan;

d.    pelaksanaan   evaluasi   dan   pelaporan   di   bidang   pembinaan   ideologi

pancasila  dan  wawasan  kebangsaan,   penyelenggaraan  politik  dalam
negeri  dan  kehidupan  demokrasi,   pemeliharaan  ketahanan  elsonomi,
sosial dan budaya,  pembinaan kerukunan antar suku dan intra sufu,
umat   beragama,    ras,    dan   golongan   lainnya,    fasilitasi   organisasi
kemasyarakatan,    serta    pelaksanaan    kewaspadaan    nasional    dan

penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e.     pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
f.     pelaksanaan  administrasi kesekretariatan Badan  Kesatuan Bangsa dan

PoHtik; dan

9.     pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan  yang  berkaitan
dengan tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 340

(1)    Sekretariat  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  dipimpin  oleh  seorang
Sekretaris  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  berada  di  bawah  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Sekretariat   Badan   Kesatuan   Bangsa   dan   Politik   mempunyai   tugas
membantu   Badan   Kesatuan   Bangsa   dan   Politik   sesuai   tugas   dan
fungsinya serta memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada
seluruh  unit  organisasi  di  lingkungan  Badari  Kesatuan  Bangsa  dan
Politik.
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(3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagainana   dinaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Pomk mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, prograln, dan anggaran

di Badan;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  admi:ndstrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  ken.a
sama, hubungan masyarakat, arsip, peapustakaan dan dokumentasi
Badan;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumenta.si pelaksana;
f.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;

9.     penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajiari
arsip dinamis menjadi informasi pubfik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
h.     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan     pengadaan     tanah,

penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk
pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  hasil  pengadaan
tanah    bagi    pembangunan    untuk    kepentingan    umum    yang
menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah yang
menj adi kewenangannya;I

i.      pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,    pengumpulan,   pengelolaan,
analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mo7rfeo7ing
dan evaluasi pencapaian kinelja;

j.      pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
k.     pengoordinasian   pelaksanaan   pendapatan/retribusi   daerah  yang

menjadi kewenangan Badan; dan
I.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
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in
Pasal 341

Subbagian   Umum   dan   Kepegawaian   dipimpin   oleh   seorang   Kepala
Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umun dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaari  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  survei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan
pengaduan dan pemberian informasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rurnah tangga dan  perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      pexpustakaan,      informasi      dan

dokumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawalan,  pembinaan  jaba.tan

fungsional, dan evaluasi kinelja ASN;

9.     menyiapkan     bahan     pelaksanaan     penyusunan     perencanaan
pengadaan   tanah,   penyelesaian   masalah   ganti   kemgian   dan
santunan  tanah  untuk  pembangunan  dan  pendaftaran  hak  atas
tanah hasil pengadaan tariah bagi pembangunan unfuk kepentingan
umum yang  menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah yang menjadi kewenangannya;

h.    melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dohaentasi
pelaksana; dan

i.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya, Agama

Pasal 342
(1)    Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,  Sosial,

Budaya, Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.
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(2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,  Sosial,
Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badali
Kesatuan  Bangsa dan  Politik di bidang ideologi,  wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika  dan  sejarah  kebangsaan  serta  ketahanan  ekonomi,   sosial,   dan
budaya,  fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

(3)    Untuk melaksanakari tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama mempunyai fungsi:
a.     peny.usunan program kelja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,

bela  negara,  karakter  bangsa,  pembauran  kebangsaan,  bhineka
tunggal  ika  dan  sejarah  kebangsaan  serta  ketahanan  ekonomi,
sosial, dan budaya, fasifitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
serta    fasilitasi    keruhaan    umat    beragama    dan    penghayat
kepercayaan di wilayah;

b.     perumusan    kebijakan    teknis    di    bidang    ideologi,    wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka  tunggal  ika  dan   sejarah   kebangsaan   serta  ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, fasifitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di Daerah;

c.     pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  ideologi,  wawasan  kebangsaan,
bela  negara,  karakter  bangsa,   pembauran  kebangsaan,  bhineka
tunggal  ika  dan  sejarah  kebangsaan  serta  ketahanan  ekonomi,
sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
serta    fasilitasi    kerukunan    umat    beragama    dan    penghayat
kepercayaan di Daerah;

d.     pelaksanaan  koordinasi  di  bidang  ideologi,  wawasan  kebangsaan,
bela  negara,  karakter  bangsa,  pembauran  kebangsaan,  bhineka
tunggal  ika  dan  sejarah  kebangsaan  serta  ketahanan  ekonomi,
sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
serta    fasilitasi    kerukunan    umat    beragama    dan    penghayat
kepercayaan di Daerah;
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pelaksanaan  mo7rfeoririg,  evaluasi,  dan pelaporan di bidang ideologi,
wawasan  kebangsaan,  bela  negara,  karakter  bangsa,  pembauran
kebangsaan,  bhineka  tunggal  ika  dan  sejarah  kebangsaan  serta
ketahanan   ekonomi,   sosial,   dan   budaya,   fasilitasi   pencegahan

penyalahgunaan    narkotika    serta    fasilitasi    kerukunan    umat
beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah; dan

f.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Politik Dalaln Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 343
(1)    Bidang  Politik  Dalam  Negeri  dan  Organisasi  Kemasyarakatan  dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Politik Dalaln Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di   bidang   pendidikan   politik,    etika   budaya   politik,    peningkatan
demokrasi,  fasilitasi kelembagaan pemerintahan,  peowakilan  dan partal

pofitik,  pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,  pemantanan
situasi     politik     serta     pendaftaran     organisasi     kemasyarakatan,

pemberdayaan    organisasi    kemasyarakatan,    evaluasi    dan    mediasi
sengketa      organisasi      kemasyarakatan,      pengawasan      organisasi
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
a.     penyusunan  program  kerja  di  bidang  pendidikan   politik,   etika

budaya   politik,   peningkatan   demokrasi,   fasilitasi   kelembagaan

pemerintahan,      perwakilan      dan     partai     politik,      pemilihan
umum/pemilihan umum kepala. daerah, pemantauan situasi politik
serta    pendaftaran    organisasi    kemasyarakatan,    pemberdayaari
organisasi    kemasyarakatan,    evaluasi    dan    mediasi    sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan
dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
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b.

C.

d.

e.

penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan  di  bidang  pendidikan
politik,   etika   budaya   politik,   penin8katan   demokrasi,   fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dari partai politik, pemiHhan
umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi pofitik
serta    pendaftaran    organisasi    kemasyarakatan,    pemberdayaan
organisasi    kemasyarakatan,    evaluasi    dan    mediasi    sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan
dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

pelaksanaan  kehijakan  di  bidang pendidikan politik,  etika  budaya
politik,       peningkatan       demokrasi,       fasilitasi       kelembagaan
pemerintahan,      perwakilan      dan     partai     politik,      pemilihan
umum/pemilihan unum kepala daerah, pemantauan situasi politik
serta    pendaftaran    organisasi    kemasyarakatan,    pemberdayaan
organisasi    kemasyarakatan,    evaluasi    dan    mediasi    sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan
dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik,  etika budaya
politik,       peningkatan       demokrasi,       fasilitasi       kelembagaan
pemerintahan,      perwalrilan      dan      partai     pofitik,      pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik
serta    pendaftaran    organisasi    kemasyarakatan,    pemberdayaan
organisasi    kemasyarakatan,    evaluasi    dan    mediasi    sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan
dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

pelaksanaan    monz.fan.7ig,    evaluasi,    dali    pelaporan    di    bidang
pendidikan  politik,  etika  budaya  politik,  peningkatan  demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,

pemilihan  umum/pemilihan  umum  kepala  daerah,   pemantauan
situasi    politik    serta    pendaftaran    organisasi    kemasyarakatan,

pemberdayaan  organisasi  kemasyarakatan,  evaluasi  dan  mediasi
sengketa    organisasi    kemasyarakatan,    pengawasan    organisasi
kemasyarakatan  dan  organisasi  kemasyarakatan  asing  di  Daerah;
dan

f.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.
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Paragraf 5
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konfljk

Pasal 344
(1)    Bidang  Kewaspadaan  Nasional  dan  Penanganan  Konflik  dipimpin  oleh

seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)    Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik mempunyai tugas
melaksanakan  sebagian  tugas  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Pofitik  di
bidang kewaspadaan dihi, kelja sama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kelja asing dan lembaga asing,  kewaspadaan perbatasan antar
negara,   fasilitasi   kelembagaan   bidang   kewaspadaan   nasional   dan

penanganan konflik.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
a.     perryusunan program ken.a di bidang kewaspadaan dini, kelja sama

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga ken.a asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah;

b.     penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan  di  bidang kewaspadaan
dini,  kerjasama  intelijen,  pemantauan  orang  asing,  tenaga  ken.a
asing  dan  lembaga  asing,  kewaspadaan  perbatasan  antar  negara,
fasilitasi   kelembagaan   bidang   kewaspadaan   serta   penanganan
konflik di Daerah;

c.     pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  kewaspadaan  dini,  kelja  sama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga ken.a asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah;

d.     pelaksanaan  koordinasi  di  bidang  kewaspadaan  dini,  ken.asama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kelja asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah;

e.      pelaksanaan    77io7rfeo77.7tg,     evaluasi,     dan    pelaporan    di    bidang

kewaspadaan  dini,  ken.asama  inteHjen,  pemantauari  orang  asing,
tenaga  keria  asing  dan  lembaga  asing,  kewaspadaan  perbatasan
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antar  negara,   fasilitasi  kelembagaan  bidang  kewaspadaan  serta

penanganan konflik di Daerah; dan
pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

BAB XXXI

KECARATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 345
(1)    Kecalnatan  dipimpin  oleh  seorang  Calnat  yang  dalam  melaksanakan

tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wa]i
Kota melalui Sekda.

(2)    Kelurahan   merupakan   peran8kat   Kecamatan   yang   dibentck   untuk
membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

{3)    Kelurahan    dipimpin    oleh    Lurah    selaku    peran8kat    Kecamatan,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(4)    Kecamatan terdiri atas:
a.     Kecamatan Balikpapan Timur;
b.     Kecamatan Balikpapan Barat;
c.     Kecamatan Balikpapan utara;
d.     Kecamatan Balikpapan Tengah;
e.     Kecamatan I3alikpapan selatan; dan
f.      Kecamatan Balikpapan Kota.

(5)    Kecamatan Balilapapan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hut
a terbagi menjadi Kelurahan sebagai berikut:
a.     Kelurahan Lamaru;
b.     Kelurahan Manggar;
c.     Kelurahan Manggar Baru; dan
d.     Kelurahan Teritip.

(6)    Kecamatan Balilapapan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b terbagi menjadi Kelurahan sebagal berikut:
a.     Kelurahan Baru Ilir;
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b.     Kelurahan Baru Tengah;
c.     Kelurahan Baru ulu;
d.     Kelurahan Kariangau;
e.     Kelurahan Margasari; dan
f.      Kelurahan Margo Mulyo;

(7)    Kecamatan Balikpapan Utara sebagainana dimaksud pada ayat (3) hurut
c terbagi menjadi Kelurahan sebagai berikut:
a.     Kelurahan Batu Ampar;
b.     Kelurahan Graha Indah;
c.     Kelurahan Gunung samarinda;
d.     Kelurahan Karang Joang;
e.     Kelurahan Muara Rapak; dan
f.      Kelurahali Gunung samarinda Baru.

(8)    Kecamatan  Balikyapan  Tengah  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (3)
huruf d terbagi menjadi Kelurahan sebagai berikut:
a.     Kelurahan Gunungsari ulu;
b,     Kelurahan Gunungsari Ilir;
c.     Kelurahan Karang Jati;
d.     Kelurahari Karang Rejo;
e.     Kelurahan Mekar sari; dan
f.      Kelurahan sumberRejo

(9)    Kecamatan  BaHkyapan  Selatan  sebagainana  dinaksud  pada  ayat  (3)
huruf e terbagi menjadi Kelurahan sebagai berikut:
a.     Kelurahan Damai Bahagia;
b.     Kelurahan Dalnai Baru;
c.     Kelurahan Gunung Bahagia;
d.     Kelurahan sepinggan;
e.     Kelurahan sepinggan Baru;
f.      Kelurahan sepinggan Raya; dan

9.     Kelurahan sungai Nangka.
(10)  Kecamatan Balikpapan Kota sebagainana dimaksud pada ayat (3) huruf f

terbagi menjadi Kelurahan sebagai berikut:
a.     Kelurahan Damai;
b.     Kelurahan Klandasan llir;
c.     Kelurahan Klandasan ulu;



d.     Kelurahan prapatan; dan
e.     Kelurahan Telaga sari.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 346
(1)    Susunan organisasi ,Kecamatan terdiri atas:

a.     Kecamatan;
b.     Sekretariat Kecamatan, membawahkan:

1.     Subbagian umum; dan
2.     Subbagian program dan Keuangan.

c.     Seksi     Ketertiban     Umum,     Ketenteraman     dan     Pe]indungan
Masyarakat;

d.     Seksi pemberdayaan Masyarakat;
e.     Seksi pemerintahan;
f.      Kelurahan membawahkan;

1.     Sekretariat Kelurahan;
2.     Seksi   Ketertiban   Umum,    Ketenteraman   dan   Pelindungan

Masyarakat;
3.     Seksi pemberdayaan Masyarakat;
4.     Seksi pemerintahan Kelurahan; dan
5.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana,

9.     Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
(2)    Bagan strutfur organisasi Kecamatan tercantun dalam Lampirarl yang

merupakan bagian tidak teapisahkan dari Peraturan Walj Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fhngsi

Paragraf 1
Kecamatan
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Pasal 347
Kecamatan mempunyai tugas:
a.     menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  umuni  di  tingkat  Kecamatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

e.

melaksanakan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteralnari dan ketertiban
umum;
mengoordinasikan  penerapan  dan  penegakan  peraturan  Daerah  dan

peraturan Wali Kota;
f.      mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan unum;

9.     mengoordinasikan    penyelenggaraaan    kegiatan    pemerintahan    yang
dilalflikan oleh Perangkat Daerah di tin8kat Kecamatan;

h.     mengoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di  tingkat
Kecamatan;

i.      membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

j.      melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan pemndang-
undangan;

k.     melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah sebagaimana pelimpahan kewenangan oleh Wali Kota;

I.      melaksanakan tugas pembantuan;     I
in.    melaksanakan pengoordinasian pemberda.yaan masyarakat dalam rangka

membangun sarana dan prasarana di Kelurahan;
n.     melaksanakan  pelaporan  pelaksanaan  pembinaan  ketenteramali  dan

ketertiban kepada Wali Kota; dan
o.     melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

tu8asnya.

Pasal 348
Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   347,
Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
a.     pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b.     pengoordinasian pelaksanaan tugas Kecamatan;
c.     pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
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pelayanan administrasi dan pembinaan ASN pada Kecamatan; dan
pelaksanaan  fungsi  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  dengari
tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat Kecamatan

Pasal 349
(1)    Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung

jawab kepada Camat.
(2)    Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat sesual tugas

dan fungsinya serta memberikan pelayanan administrasi di linghagan
Kecanatan.

(3)    Untuk  melaksanakan   tugas   sebagainana   dinaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, prograln,  dan anggaran

di Kecamatan;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawalan,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kelja
sama, hubungan masyarakat, arsip, peapustakaan dan dofumentasi
Kecamatan;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  Daerah  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;

9.     penyusunan    perencanaan    pembangunan    Kecamatan    sebagai
kelalijutan   dari   basil   musyawarah   perencanaan   pembangunan
Kelurahan;

h.     pelaksanaan    fasilitasi    pengelolaan    keuangan    Kelurahan    dan

pendayagunaan aset Daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
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pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,   pengumpulan,   pengelolaan,
anafisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  77io7zzfo7z.ng
dan evaluasi pencapalan kineH.a;

j.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan
evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;

k. penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis; dan
pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 350
(1)    Subbagian   Umum   dipimpin   oleh    seorang   Kepala   Subbagian   dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)    Subbagian umum mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  pembinaan  dan  penataan  organisasi,  tata  laksana,

pengelolaan  suIvei  kepuasan  masyarakat,  tata  kelola  penanganan
pengaduan dan pemberian inforlnasi;

b.     melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
c.     mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan,  serta layanan

pengadaan barang/jasa;
d.     mengelola aset;
e.     menyelenggarakan      urusan      perpustakaan,      informasi      dan

dokumentasi;
f.      mengelola  urusan  administrasi  kepegawaian,  pembinaan  jaba.tall

fungsional, dan evaluasi kinelja ASN;

9.     melaksanakan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
h.     memfasifitasi   pendayagunaan   aset   Daerah   yang   dikelola   oleh

Kelurahan; dan
i.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 351

(1)    Subbagian   Fhogram   dan   Keuangan   dipimpin   oleh   seorang   Kepala
Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
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(2)    Subbagian Fhogram dan Keuangan mempunyai tugas:
a.     melaksanakan  penyusunan  dokumen  sistem  akuntabilitas  kinelja

pemerintah yang meliputi:
1.     penjenjangan kineH.a (pohon kinerja);
2.     rencana strategis;
3.`     rencana ken.a;
4.     rencana kineH.a tahunan dan/atau rencana aksi;
5.     penetapan kineH.a; dan
6.     Iaporan kineH.a.

b.     mengoordinasikan      rencana      usulan      kebutuhan      anggaran

trlenyusunan  rencana kelja dan  anggaran  satuan  kelja Peran8kat
Daerah mumi dan perubahan);

a.     mengoordinasikan         penyusunan         rencana         kelja         dan
anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran (mumi dan perubahan) ;

b.     melaksanakan   verifkasi   internal   usulan   perencanaan   program,
kegiatan dan subkegiatan;

c.     melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi kinelja prograln,
kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah;

d.     menyusun  laporan  pelaksanaan   kineH.a  program,   kegiatan   dan
subkegiatan Perangkat Daerah;

e.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
f.      melaksanakan  penatausahaan  dan  pengi|jian/verifiikasi  keuangan

Kecamatan;

9.     melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
h.     menyusun   rekapitulasi   penyerapan   keuangan    sebagai   bahan

evaluasi kinelja keuangan;
i.      mengoordinasikan     pengelolaan     penyiapan     bahan     tanggapan

pemeriksaan;
j.      menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
k.     menyusun laporan keuangan;
I.      memfasilitasi pengelolaan keuangan Kelurahan; dan
in.    melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.
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Paragraf 3
Seksi Ketertiban Umum, Ketenteraman dan

Pelindungan Masyarakat Kecamatan

Pasal 352
(1).    Seksi  Ketertiban  Umum,  Ketenteraman  dan  Pelindungan  Masyarakat

Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab
kepada Canal.

(2)    Seksi  Ketertiban  Umum,  Ketenteraman  dan  Pelindungan  Masyarakat
mempunyai tugas:
a.     menyusun    program    dan    kegiatan    Seksi    Ketertiban    Umum,

Ketenteraman dan Pefindungan Masyarakat Kecamatan;
b.     melaksanakan    koordinasi    pelaksanaan    pembinaan    wawasan

kebangsaan  dan  ketahanan  nasional  dalam  rangka memantapkan
pengalnalan Pancasila,  pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Repub]ik  I-ndonesia Tahun  1945,  pelestarian  13hineka Thinggal  lka
serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

c.     mengidentifikasi   permasalahan   urusali   pemerintahan   umum   di
Kecamatan;

d.     mengoordinasikan dan melaksanakan deteksi dini potensi gangguan
keamanari dan ketertiban umum;

e.     melaksanakan  forum  koordinasi  pimpinan  di  Kecamatan  untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan Lirusan pemerintahan umum di
Kecamatan;

f.      melaksanakan    sinergitas    dengan    Kepolisian    Negara    Republik
Indonesia,   Tentara  Nasional  Indonesia,   dan  instansi  vertikal  di
wilayah     Kecamatan     dalam     rangka    upaya    penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum;

9.     melaksanakan  harmonisasi  hubungan  dengan  tokoh  agama  dan
tokoh     masyarakat     dalam     ran8ha     upaya     penyelenggaraali
ketenteralnan dan ketertiban umum;

h.    melaksanakan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan
ketertiban;
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k.

in.

melaksanakan sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan
fungsinya  di  bidang  penegakan  peraturan  perundang-undangan
dan/ atau Kepolisian Negara Repurmk Indonesia;
melaksanakan  pelaporan  pelaksanaan  penerapan  dan  penegakan

peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
mengoordinasikan  pemeliharaan  prasarana  dan  pelayanan  umum
dalam rangka upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;
membina   dan   mengawasi   penyelenggaraan   kegiatan   Kelurahan
dalam rangka upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;
melaksanakan   tugas   yang   dilimpahkan   dalam   rangka   upaya

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
n.    melaksanakan     tugas     pembantuan     dalam     rangka     upaya

penyelenggaraan ketenteralnan dan ketertiban umum;
o.     melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat dalaln rangka

upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
P.

q.

r.

mengoordinasikan   pembinaan   dan   pengawasan   serta   pelaporan

penanggulangan  terhadap  teljadinya  pencemaran  dan  kerusakan
lingkungan;
melaksanakan   moriz.ton.7tg,   evaluasi,   pengendalian   dan   pelaporan

pertanggung7.awaban pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaltan dengan tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 353
(1)    Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan

bertanggung jawab kepada Camat.
(2)    Seksi pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a.     menyusun program dan kegiatan  Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan;



b.

C.

d.

e.
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memfasilitasi   partisipasi   masyarakat   dalam   forum   musyawarah

perencanaan pembangunan di Kecamatan;
memfasilitasi          pelaksanaan          penyelenggaraan          lembaga
kemasyarakatan di tingk`at Kecamatan;
melaksanakan     sinkronisasi     program     kelja     dan     kegiatan

pemberdayaan  masyarakat  yang  dilarfukan  oleh  pemerintah  dan
swasta di wilayah key.a Kecamatan;
meningkatkan  efektivitas  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  di
wilayah Kecamatan;

f.      melaksanakan     pelaporan     pelaksanaan     tugas     pemberdayaan
masyarakat di wilayah kelja. Kecamatan;

9.     mengoordinasikan  pemeliharaan  prasarana  dan  pelayanan  urnuni
dalam ran8ka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

h.    mengoordinasikan    pemberdayaari    maeyarakat    dalam    rangka

pengadaan; pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan  prasarana  lingkungan  pemukiman,  transportasi,  kesehatan,

pendidikan dan kebudayaan;
i.      membina   dan   mengawasi   penyelenggaraan   kegiatan   kelurahan

dalam ran9ka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
j.      melaksanakan tugas yang dilimpahkan dalaln rangka pelaksanaan

kegiatan pemberdayaan masyarakat;
k.     melaksanakan   tugas   pembantuan   dalam   rangka   pelaksaliaan

kegiatan pemberdayaan masyarakat;
1.      melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
in.    melaksanakan   monz.tort.ng;   evaluasi,   pengendalian   dan  pelaporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
n.     melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5
Seksi Pemerintahan
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Pasal 354

(1)    Seksi Pemerintahan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan
bertanggung jawab kepada Camat.

(2)    Seksi pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas:
a.     menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
b.     melaksanakan   sinergitas   perencanaan   dan  pelaksanaan  dengan

Perangkat    Daerah    dan    instansi    vertikal    terkait    efektivitas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tin8kat Kecamatan;
c.     melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat Kecamatan;
d.     melaksanakan    sebagian    umsan    pemerintahan   yang    menjadi

kewenangan Daerah meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.     mengoordinasikan  peme]inaraan  prasarana  dan  pelayanan  umum
dalam ran9ka upaya penyelenggaraan pemerintahan;

f.      membina   dan   mengawasi   penyelenggaraari   kegiatan   Kelurahan
dalam rangka upaya penyelenggaraan pemerintahan;

9.     melaksanakan   tugas   yang   dilimpahkan   dalam   rangka   upaya
p enyelenggaraan p emerintahan ;

h.    melaksanakan     tugas     pembantuan     dalam     rangka     upaya
p enyelenggaraan pemerintahan ;

i.      melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka
upaya penyelenggaraan pemerintahan;

j'.      melaksanakan   monz.forz.7ig,   evaluasi,   pengendalian   dan  pelaporan
pertanggung).awaban pelaksanaan tugas; dan

k.     melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 6
Kelurahan

Pasal 355
Kelurahan mempunyai tugas membantu  dan melaksanakan  Sebagian tugas
Canat dalam:
a.     melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
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b.     melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
c.     melaksanakan pelayanan masyarakat;
d.     memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
e.     memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan;
f.      membina lembaga kemasyarakatan;

9.     melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di
wilayah keq.anya;

h.     melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
i.      melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

Pasal 356

(1)    Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung
jawab kepada Lurah.

(2,)    Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah sesuai tugas
dan fungsinya serta memberikan pelayanan administrasi di lin9kungan
Kelurahan.

{3)    Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi:
a.     pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di Kelurahan;
b.     pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi

ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kep.a
sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi
Kelurahan;

c.     pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan
survei kepuasan masyarakat;

d.     penyelenggaraan  pengelolaan  barang  mink/kekayaan  Daerah  dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kelurahan;

e.     pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
f.      pelaksanaan   penatausahaan   dan   pengujian/veriffiasi   keuangan

Kelurahan;

9.     pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
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h.     pengoordinasian       penyusunan       perencanaan       pembangunan
Kecamatan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan

p embangunan Kelurahan;
i.      pengurusan   dan   pengendalian   naskah   dinas,   pembinaan   dan

evaluasi pengelolaan arsip alctif di unit pengolah;

j,.      penataan,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pengolahan  dan  penyajian
arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan

penyerahan arsip statis;
k.     pelaksanaan   evaluasi   pengawasan,    pengumpulan,   pengelolaan,

analisis  dan  penyajian  laporan  hasil  pengawasan  serta  mondforirzg
dan evaluasi pencapaian kinelja; dan

1.      pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 357

(1)    Seksi  Ketertiban  Umum,  Ketenteraman  dan  Pelindungan  Masyarakat
dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Seksi  dan  bertanggung  jawab  kepada
Lurah.

(2)    Seksi  Ketertiban  Umum,  Ketenteraman  dan  Pelindungan  Masyarahat
mempunyai tugas:
a.     menyusun    program    dan    kegiatan    Seksi    Ketertiban    Umum,

Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat Kelurahan;
b.     melaksanakan      pengadaan/penyelenggaraan      pos      keamanan

Kelurahan;
c.     melaksanakan   penguatan    dan    penin8katan   kapasitas    tenaga

keamanan / ketertiban Kelurahan ;
d.     melaksanakan kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum

dan perlindungari masyarakat lainnya;
e.     menyediakan layanan informasi tentang bencana;
f.      melaksanakan     pelatihan     kesiapsiagaan     masyarakat     dalam

menghadapi b encana;

9.     melaksanakan  pelatihan  tenaga  sukarelawan  untuk  penanganan
bencana;

h.     melaksanakan edukasi manajemen proteksi kebakaran;
i.      melaksanakan penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya;
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j.      mengoordinasikan  pemeliharaan  prasarana  dan  pelayanan  umum
dalam  rangka  pengelolaan  ketenteraman,  ketertiban  umum  dan

pehindungan masyarakat di tin9kat Kelurahan;
k.     melaksanakan  tugas yang  dilimpahkan  dalam  ran8ka  pengelolaan

ketenteraman,  ketertiban  umum  dari  perlindungan  masyarakat  di

in.

n.

0.

tingkat Kelurahan;
melaksanakan    tugas    pembantuan    dalam    rangka   pengelolaan
ketenteraman,  ketertiban  umum  dari  perlindungan  masyarakat  di
tingkat Kelurahan;
melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka
pengelolaari   ketenteraman,   ketertiban   ulnum   dan   perlindungan
masyarakat di tingkat Kelurahan;
melaksanakan   moriztort7'zg;   evaluasi,   pengendaliali   dan  pelaporan

pertanggung).awaban pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan  yang
berkaltan dengan tugasnya.

Pasal 358

(1)    Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dali
bertanggung jawab kepada Lurah.

(2)    Seksi pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
a.     menyusun program dan kegiatan  Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan;
b.     memfasilitasi   partisipasi   masyarakat   dalam   forum  musyawarah

perencanaan pembangunan di Kelurahan;
c.     melaksapakan pemberdayaan masyarakat dalaln kegiatan pelayanan

kesehatan masyarakat;
d.     melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pelayanan

pendidikan dan kebudayaan;
e.     melaksanakan     pemberdayaan     masyarakat     dalaln     kegiatan

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
f.      melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan lembaga

kemasyarakatan;
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9.     melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan
kesiapsiagaan    masyarakat    dalam   men8hadapi   bencana   serta
kejadian luar biasa lainnya;

h.     melaksanakan pemberdayaan. masyarakat dalam rangka pengadaan,

pembangunan,    pengembangan   dan   pemeliharaan   sarana   dan
I      prasarana    lingkungan    pemukiman,     transportasi,     kesehatan,

pendidikan dari kebudayaan;
i.      mengoordinasikan  pemeliharaan  prasarana  dan  pelayanan  umum

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
di tingkat Kelurahan;

j.      melaksanakan      tugas      yang      dilimpahkan      dalam      ran9ka
penyelenggaraan  kegiatan   pemberdayaan   masyarakat   di   tingkat
Kelurahan;

k.     melaksanakan  tugas  pembantuan  dalam  rangka  penyelenggaraan
kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan;

1.      melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam ran8ka

penyelenggaraan  kegiatan  pemberdayaan   masyarakat   di  tingkat
Kelurahan;

in.    melaksanakan   mo7Lz.fo7i7ig,   evaluasi,   pengendalian   dan   pelaporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
n.     melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 359

(1)    Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung
jawab kepada Lurah.

{2)    Seksi pemerintahan mempunyai tugas:
a.     menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
b.     melaksanakan   sinergitas  perencanaan   dan  pelaksanaan  dengan

C.

Peran8kat    Daerah    dan    instansi    vertikal    terkait    efektivitas

penyelenggaraan kegia.tan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat Kelurahan;
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d.     mengoordinasikan  pemeliharaan  prasarana  dan  pelayanan  umum
dalam   rangka  upaya  penyelenggaraan   pemerintahan   di   tin9kat
Kelurahan;

e.     melaksanakan   tugas   yang.   dilimpahkan   dalam   ran9ka   upaya

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
f.      melaksanakan     tugas     pembantuan     dalam     rangka     upaya

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
9.     melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam ran9ka

upaya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
h.     melaksanakan   mondtor£7ig,   evaluasi,   pengendalian   dan  pelaporan

pertanggung).awaban pelaksanaan tugas; dan
i.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   yang

berkaitan dengan tugasnya.

BAB XENI

UPTD, Unit Organisasi Bersifat Khusus, Unit Organisasi Bersifat Fungsional
dan Satuan Pendidikan

Pasal 360

(1)    Untuk  melaksanakan  kegiatan  te]mis  operasional  dan/atau  kegiatan
teknis penunjang pada Dinas Daerah atau Badan Daerah dapat dibentulc
UFTD.

(2)    Selain  UPTD   pada  Dinas  Daerah  atau  Badan  Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pada Dinas Kesehatan terdapat unit organisasi
bersifat   khusus   dan/atau   unit   organisasi   bersifat   fungsional  yang
memberikan layanan secara profesional.

(3)    Selain  UFTD   pada  Dinas  Daerah  atau  Badan  Daerah   sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1),   pada   Dinas   Pendidikan   dan   Kebudayaan
terdapat  satuan  pendidikan  yang  menyelenggarakan  pendidikan  pada

jalur formal, nonformal dan/atau informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

(4)    Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, organisasi dan tata kelja
UPI`D, unit organisasi bersifat khusus, unit organisasi bersifat fungsional
dan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
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BAB XRTII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAI DAN PEIAKSANA

Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 361

(1)    Pada   masing-masing   unit   keria   di   lingfungan   Sekretariat   Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan dapat dibentuk
sejumlah  kelompok jabatan  fungsional  sesuai  dengan  kebutuhan  dan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)    Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

{3)    Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi  ,dalam   kelompok  jabatan   fungsional   sesuai   dengan   bidang
keahlian dan keterampilan tertentu.

(4)    Jenis,  jenjang  dan jumlah jabatan  fungsional  ditetapkan  berdasarkan
kebutuhan,  kemampuan,  dan  beban  kelja  sesuai  dengan  ketentuan

peraturan p erundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 362
Kelompok Jabatan  Pelaksana melaksanakan  fungsi  dan  tugas  pelaksanaan
kegiatan     pelayanan     publik     serta     administrasi     pemerintahan     dan

pembangunan.

BAB-
TATA RERJA

Pasal 363

(1)    Tata keria  Peran9kat  Daerah  dilaksanakan  sesuai  dengan  sistem kelja
dan prinsip tata kelja.
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(2)    Sistem  Kerja  digunakan  sebagai  instrumen  bagi  pegawai  ASN  dalam
melaksanakan tugas dan fungsi pada masing-masing Peran9kat Daerah.

(3)    Ketentuan mengenai Sistem Ken.a sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 364
Pimpinan  tinggi  pratama,  pejabat  administrator,  pejabat  pengawas  serta
Kelompok  Jabatan  Flmgsional  dan  Pelaksana  harus  menerapkan  prinsip
tentang:
a.     pola  mekanisme  kelja,  sistem  kelja,  tim  ken.a,  pengelolaan  kinelja,

pemanfaatan teknologi inforlnasi dan komunikasi, dan proses bisnis;
b.     orientasi pada hasil, kompetisi, profesionalisme, kolaboratif, transparansi,

dan akuntabel; dan
c.     manajemen risiko dan pengendalian internal.

BAB-
REPEGAWAIAN

Pasal 365

(1)    Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian pimpinan tinggi pratama,
pejabat administrator, pejabat pengawas di Perangkat Daerah dilakukan
oleh pejabat pembina kepegawalari sesuai dengan ketentuan peraturari

p erundang-undangan.                                                                                        \
(2)    Jumlah    dan   jenis    Jabatan    Fungsional    dan    Jabatan    Pelaksana  ..

sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditentukan  berdasarkan  analisis

jabatan dan analisis beban kelja.

BAB XXXVI

PENDANRAN

Pasal 366
Pendanaan  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Wall  Kota  ini  dibebankan  pada
anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
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BAB XX"I
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 367

Pejabat yang telah menduduki jabatan  sebelum berlakunya Peraturan Wadi
Kota   ini,   tetap   melaksanakan   tugas   sampai   dilantikmya   pejabat   bani
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XX"II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 368
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:
a.     Peraturan Wali Kota Bali]apapan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian

Tugas   dan   Fungsi  Badan   Penanggulangan   Bencana  Daerah   (Berita
Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 37);

b.     Peraturan wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang susunan
Organisasi,  Uraian  Tugas  dan  Flmgsi  Kecalnatan  (Berita  Daerah  Kota
Balilapapan Tahun 2016 Nomor 57);

c.     Peraturan wali Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2021 tentang susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(Berita Daerah Kota Balilapapan Tahun 2021 Nomor 13);
d.     Peraturan   Wali   Kota   Balikpapan   Nomor    1    Tahun   2022    tentang

Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta Tata  Kelja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 1);
dan

e.     Keputusan wa]i Kota Balikpapan Nomor 188.45-292/2017 tentang Garis
Koordinasi Perangkat Daerah di Ijingkungan Pemerintah Kota Balilapapan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 369

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundan9kan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan
Wall Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal  31  Desember  2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MASUD

Diundan8kan di Balikpapan

pada tanggal  31  Desember  2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AGUS BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR   28

Salinan sesuai dengan aslinya

•`..:                 ``,                                              ,
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UOBF UFTD

VI.       DINAS KESEHATAN
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VII.      DINAS SOSIAL
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VIII.    DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNCIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
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IX.       DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

UFTD
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X.        DINAS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
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UFTD

XIV.    DINAS PERDAGANGAN
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XV.     DINAS KETENAGARERJAAN
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XVI.    DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIRA



-18-
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XIX.    DINAS PERHUBUNGAN
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XX.     DINAS LINGKUNGAN HIDUP
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XXI.    DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
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XXII.   DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

UFTD



-24-

XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
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XXV.  BADAN PENDAPATAN DAERAII



-27-

XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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XXVII.  BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAII



XXVIII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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XXIX. KECAMATAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MASUD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALffiHUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN
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